
 
 
 
 P U T U S A N   

Nomor 06-09-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 
 

(Provinsi Sumatera Selatan) 
 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, 

menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, 

yang diajukan oleh: 

[1.2] Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh: 

1. Nama : H. Suryadharma Ali; 

Jabatan : Ketua UmumDPP PPP  

Alamat : Jalan Diponegoro No. 60, Jakarta Pusat 

2. Nama : H. M. Romahurmuziy; 

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PPP 

Alamat : Jalan Diponegoro No. 60, Jakarta Pusat 

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MDT/DPP/V/2014, bertanggal 9 Mei 

2014,  memberikan kuasa kepada H. M. Soleh Amin, S.H., M.H., Ade Irfan 

Pulungan, S.H., M. Hadrawi Ilham, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., 

Angga Brata Rosihan, S.H., Nurlan H.N., S.H., Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si., 

Andi Nurul Askina, S.H., Ahmad Bay Lubis, S.H., Agung Prabowo, S.H., M. Fadli 

A. Nasution, S.H., M.H., Muslimin Mahmud, S.H., Dedi Setiawan, S.H., DR. 

Wibowo Alamsyah, S.H., M.H., Ibrahim Murod, S.H., Herdiansyah, S.H., Muhdian 

Anshari, S.H., Drs. Arman Remy, S.H., M.H., H.M. Natsir, S.H., Zuman Malaka, 

S.H., M.H., masing-masing adalah advokat/penasehat hukum yang terhimpun 

dalam Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan 

Pembangunan (LBH DPP PPP) beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta 

Pusat; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1267/MDT/DPP/V/2014, 
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bertanggal 9 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: Dr. A. Muhammad Asrun, 

S.H., Al Latifah Fardhiyah, S.H., Yonelfia Yeli, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., Vivi 

Ayunita Kusumandari, S.H., dan Mike Sonia Diniati, S.H., masing-masing adalah 

advokat dan asisten advokat Dr. Muhammad Asrun and Partner (MAP) Law Firm, 

beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta 

Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas 

nama pemberi kuasa Partai Persatuan Pembangunan peserta Pemilu Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 

dengan Nomor Urut 9; 

Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------------------------Pemohon; 

Terhadap 

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 239, 

Menteng, Jakarta Pusat.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) Nomor 1197/KPU/V/201, tanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa 

kepada: Ali Nurdin, SH, Rasyid Alam Perkasa Nasution, SH, Dr. Absar Kartabrata, 

SH., M.Hum, Abdul Qodir, SH., MA, Dr. Berna Sudjana Ermaya, SH.,M.H., Muh. 

Hikmat Sudiadi, SH, Syafran Riyadi, SH, KM. Ibnu Shina Zaenudin, SH, Dedy 

Mulyana, SH, MH, Arie Achmad, SH, Subagio Aridarmo, SH, Guntoro, SH, Rieke 

Savitri, SH, Muhamad Alfarisi, SH, M.Hum, Muhammad Ridwan Saleh, SH, Moh. 

Agus Riza Hufaida, SH, Arif Effendi, SH, dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., MH, 

adalah kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim 

Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre 

Adnan Buyung Nasution (CCABN)di Jl. Panglima Polim Raya VI Nomor 123 

Jakarta Selatan, Nomor telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-29306627, 

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi 

Kuasa Komisi Pemilihan Umum; 

Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------------------------Termohon 

[1.4] Membaca Permohonan Pemohon; 

 Mendengar keterangan Pemohon; 

 Mendengar dan membaca jawaban Termohon; 

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait; 

 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon dan Pihak 
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Terkait; 

 Membaca keterangan tertulis Bawaslu dan Bawaslu Provinsi Sumatera 

Selatan; 

 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 

 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 

 

2.  DUDUK PERKARA 

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tanggal  9 Mei 2014 

yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut 

Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB 

sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06.-

1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari 

Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 06-09/PHPU.DPR-

DPRD/XII/2014yang selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Selatan dicatat dengan 

Nomor 06-09-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014sebagaimana yang diperbaiki dengan 

permohonan tanggal  24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 

tanggal 24 Mei 2014,pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

I.  KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 
a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, 

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 

yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan 

tentang hasil pemilihan umum; 
b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2011 tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi 

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 

bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;  
c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,  bahwa dalam hal 

terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, 
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peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil 

perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi; 
d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang 

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan 

Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil 

penghitungan suara sah secara nasional; 
e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas,  Mahkamah 

Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan 

umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah.  
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHO 

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor8 Tahun 2011 tentang  Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 

Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan 

Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap 

penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi 

Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta 

pemilihan umum di suatu daerah pemilihan; 

b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 danPasal 272 ayat (1)Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu 

secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan 

penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi; 

c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

5 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah  partai 

politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta 

perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan 

secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan; 

d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 

166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan 

Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD 

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2013 dan 

Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 

tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta 

Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9; 

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon 

mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 

permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 

9 Mei 2014.  
III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN 

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubahdengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang  Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012tentang Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9Peraturan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya 

permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 
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(tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil 

pemilihan umum secara nasional; 

b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1)Peraturan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya 

permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik 

(e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima 

oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua 

puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat 

elektronik (email), atau faksimili; 

c. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3)Peraturan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya 

Pemohon melengkapi berkas permohonan paling lambat 3 X 24 (tiga kali 

dua puluh empat) jam sejak diterimanya Akta Permohonan Tidak Lengkap. 

d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 

Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB; 

 
e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil 

Pemilihan Umum (PHPU) terhadappenetapan perolehan suara hasil Pemilu 

secara nasional oleh KPUke Mahkamah Konstitusi padatanggal 9 Mei 2014 

pukul 23.51 WIB. 

f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang 

diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu 

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 
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IV. POKOK PERMOHONAN 

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan 

kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD 

Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang 

benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara 

Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam 

penentuan perolehan kursi anggota DPR RI, sebagai berikut: 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 
PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN 
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR 
Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU-RI (Form DC-

1 DPR) pada tanggal 09 Mei 2014, perolehan suara Pemohon disandingkan 

dengan data Termohon sebagai berikut: 

DAPIL 
Perolehan Suara  

Selisih Alat Bukti Termohon Pemohon 
KPU PPP 

SUMSEL I 82937 168664 85727 Bukti P-9.1 s.d. 
P-9.174. 

 
Pemohon (PPP) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan 

perolehan suara dimaksud dan Pemohon (PPP) sampaikan hanya pada DAPIL 

Sumatera Selatan I, secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut  

 
Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN 
PEMOHON (PPP) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN 
KEANGGOTAAN DPR  
 
Berdasarkan data DB-1 dan DA-1 sebagai alat bukti Pemohon sehubungan 

perolehan suara Pemohon di Dapil Sumatera Selatan I Kota Palembang pada 5 

(lima) kecamatan yang diperselisihkan (disengketakan), sedangkan pada 11 

(sebelas) kecamatan lainnya yang tidak diperselisihkan karena belum memiliki 

bukti-bukti cukup. Adapun Perolehan suara Pemohon di 16 (enam belas) 

kecamatan Kota Palembang adalah sebagai berikut :   

No. 
DAPIL Perolehan Suara 

 
Selisih Alat Bukti 

Termohon Pemohon 
SUMSEL I 

Kota 
PALEMBANG 

KPU PPP 
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1. Alang2 Lbr 2747 2747 - Bukti P-9.3 

2. Bukit Kecil 978 978 - Bukti P-9.3 

3. Gandus 1438 1438 - Bukti P-9.3 
4. Ilir Barat I 2454 2454 - Bukti P-9.3 

5. Ilir Barat II 1006 1006 - Bukti P-9.3 

6. Ilir Timur I 1626 1626 - Bukti P-9.3 

7. Ilir Timur II 
4364 9536 5172 Bukti P-9.3 (DB-

1) dan P-9.4 
(DA-1) 

8. Kalidoni 2157 2157 - Bukti P-9.3 

9. Kemuning 
2288 4302 2014 Vide : P-9.3 

(DB-1) dan P-
9.5 (DA-1) 

10. Kertapati 1285 1285 - Bukti P-9.3  

11. Plaju 
1927 5220 3293 Vide : P-9.3 

(DB-1) dan P-
9.6 (DA-1) 

12. Sako 1462 1462 - Bukti P-9.3  

13. Seb.Ulu I 
3928 7053 3125 Vide : P-9.3 

(DB-1) dan P-
9.7 (DA-1) 

14. Seb.Ulu II 
2979 5019 2040 Vide : P-9.3 

(DB-1) dan P-
9.8 (DA-1) 

15. Smtng Borang 963 963 - Bukti P-9.3  

16. Sukarami 3704 3704 - Bukti P-9.3  

JUMLAH 35306 50950 15644  
 

Data tabel tersebut di atas, untuk lebih jelas selanjutnya diuraikan lebih rinci 

tentang perolehan suara pada tiap-tiap kecamatan sebagai berikut : 

 

No. 
DAPIL Perolehan Suara 

 
Selisih Alat Bukti Termohon Pemohon 

Kota PALEMBANG 
Kec. Ilir Timur II KPU PPP 

 P P P 1426 3464 2038 Vide : Bukti 
P-9.3 (DB-
1) dan P-9.4 
(DA-1) 

1. 
H. Ahmad Yani, 
SH.MH. 

2186 3530 1344 

2. Citra Dewi, SH. 297 767 470 
3. Drs. H. Azhari, AS. MH. 163 508 345 
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4. Sri Herlina, SP. 66 366 300 
5. H. Ibrahim Murod, SH. 81 396 315 
6. Tri Susanti, SE. 16 176 160 
7. Syahril Kholil, S.Pd.I. 91 213 122 
8. Herdiansyah, SH. 38 116 78 

JUMLAH 1626 9536 5172 
 

No. 
DAPIL Perolehan Suara 

 
Selisih Alat Bukti Termohon Pemohon 

Kota PALEMBANG 
Kec. Kemuning KPU PPP 

 P P P 492 942 450 Vide : P-9.3 

(DB-1) dan 

P-9.5 (DA-

1) 

1. 
H. Ahmad Yani, 
SH.MH. 

1191 2091 900 

2. Citra Dewi, SH. 84 178 94 

3. 
Drs. H. Azhari, AS. 
MH. 

364 464 100 

4. Sri Herlina, SP. 65 159 94 

5. 
H. Ibrahim Murod, 
SH. 

32 126 94 

6. Tri Susanti, SE. 18 112 94 
7. Syahril Kholil, S.Pd.I. 17 111 94 
8. Herdiansyah, SH. 25 119 94 

JUMLAH 2288 4302 2014 
 

No. DAPIL Perolehan Suara 
 

Selisih Alat Bukti Termohon Pemohon 
 Kota PALEMBANG 

Kec. Plaju KPU PPP 

 P P P 384 1409 1025 Vide : P-9.3 
(DB-1) dan 
P-9.6 (DA-
1) 

1. 
H. Ahmad Yani, 
SH.MH. 

623 1376 753 

2. Citra Dewi, SH. 453 853 400 
3. Drs. H. Azhari, AS. MH. 70 295 225 
4. Sri Herlina, SP. 33 258 225 
5. H. Ibrahim Murod, SH. 224 424 200 
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6. Tri Susanti, SE. 68 268 200 
7. Syahril Kholil, S.Pd.I. 39 184 145 
8. Herdiansyah, SH. 33 153 120 

JUMLAH 1927 5220 3293 

 

No. DAPIL Perolehan Suara 
 

Selisih Alat Bukti Termohon Pemohon 
 Kota PALEMBANG 

Kec. Seberang Ulu I KPU PPP 
 P P P 1089 1709 620 Vide : P-9.3 

(DB-1) dan 
P-9.7 (DA-
1) 

1. 
H. Ahmad Yani, 
SH.MH. 

1715 2915 1200 

2. Citra Dewi, SH. 431 617 186 
3. Drs. H. Azhari, AS. MH. 301 487 186 
4. Sri Herlina, SP. 80 267 187 
5. H. Ibrahim Murod, SH. 123 310 187 
6. Tri Susanti, SE. 55 242 187 
7. Syahril Kholil, S.Pd.I. 91 277 186 
8. Herdiansyah, SH. 43 229 186 

JUMLAH 3928 7053 3125 

 

No. DAPIL Perolehan Suara 
 

Selisih Alat Bukti Termohon Pemohon 
 Kota PALEMBANG 

Kec. Seberang Ulu II KPU PPP 
 P P P 973 1673 700 Vide : P-

9.8(DA-1) 
1. 

H. Ahmad Yani, 
SH.MH. 

1037 1987 950 

2. Citra Dewi, SH. 243 293 50 
3. Drs. H. Azhari, AS. MH. 117 197 80 
4. Sri Herlina, SP. 43 93 50 
5. H. Ibrahim Murod, SH. 164 194 30 
6. Tri Susanti, SE. 251 291 40 
7. Syahril Kholil, S.Pd.I. 49 99 50 
8. Herdiansyah, SH. 102 192 90 

JUMLAH 2979 5019 2040 
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Dengan demikian, maka perolehan suara menurut Pemohon (PPP) berdasarkan 

atas penyandingan antara data Termohon dan data Pemohon untuk Dapil Sumsel I 

Kota Palembang perolehan suara seharusnya adalah sebagai berikut  

No. DAPIL 
Perolehan Suara 

 
Selisih Alat Bukti Termohon Pemoho

n 
SUMSEL I KPU PPP 

 Kota PALEMBANG 35306 50951 15645 Vide : Bukti P-
9.1 s.d. P-9.8 

 

No. DAPIL Perolehan Suara 
 

Selisih Alat Bukti Termohon Pemohon 
 Kota PALEMBANG KPU PPP 

 P P P 8860 13693 4833 Vide : 
Bukti P-9.1 
s.d. P-9.8 1. H. Ahmad Yani, SH.MH. 18613 23760 5147 

2. Citra Dewi, SH. 2708 3908 1200 
3. Drs. H. Azhari, AS. MH. 1821 2757 936 
4. Sri Herlina, SP. 688 1545 857 
5. H. Ibrahim Murod, SH. 1023 1849 826 
6. Tri Susanti, SE. 549 1230 681 
7. Syahril Kholil, S.Pd.I. 530 1127 597 
8. Herdiansyah, SH. 514 1082 568 

JUMLAH 35306 50951 15645 
 

Khusus mengenai Dapil Sumsel I Kabupaten Musi Rawas, terlebih dahulu 

Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Sejak awal dimulainya rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat PPK, KPUD 

Kabupaten/Kota hingga di tingkat KPU Provinsi dan KPU-RI, Pemohon telah 

menyampaikan keberatan karena nyata-nyata Pemohon telah kehilangan atau 

penurunan suara di Dapil : 

1. Kota Palembang 

2. Kabupaten Banyuasin 

3. Kabupaten Musi Banyuasin; dan 

4. Kabupaten Musi Rawas.  
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2. Pada waktu dilakukan rekapitulasi penghitungan suara Pleno di tingkat KPUD 

Provinsi Sumatera Selatan, Pemohon meminta dilakukan verifikasi dan validasi 

untuk saling mencocokaan data satu sama lain. Oleh karena yang ada (hadir) 

seorang Komisioner KPUD Kabupaten Musi Rawas, itu pun hanya membacakan 

kembali hasil Pleno Kabupaten Musi Rawas (DB-1), sehingga tidak dilakukan 

verifikasi dan validasi data sebagaimana diminta Pemohon.  

3. Demikian halnya pada waktu dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di KPU-

RI, Pemohon mempersoalkan kembali atas rekapitulasi penghitungan suara 

yang telah dibuat dan dibacakan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas, dan 

mengajukan keberatan khusus untuk Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten 

Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Lubuk Linggau dan Kota 

Palembang diminta dilakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang dengan 

berbasis pada C-1 Plano. 

4. Atas keberatan Pemohon, pihak Bawaslu telah merekomendasikan untuk 

Kabupaten Musi Rawas dilakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang 

disetiap PPS dengan berbasis datas pada C-1 Plano. Namun, ketika dilakukan 

rekapitulasi penghitungan suara ulang, ternyata sebagian besar PPS tidak lagi 

menyimpan dan memiliki C-1 Plano, kalaupun ada diragukan validitasnya. 

Setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan ulang tersebut, akibatnya beberapa 

partai terjadi penurunan suara yang cukup signifikan, bahkan perolehan suara 

Pemohon mengalami kenaikan.  

Adapun yang berkenaan dengan Dapil Sumsel I Kabupaten Musi Rawas, data 

sandingan dari Termohon berupa DB-1 fotocopy (P-9.2a), dari rekapitulasi 

penghitungan suara KPUD Provinsi Sumatera Selatan (Form. DC-1) jumlahnya 
6640 (vide : P-9.2), dan data dari rekapitulasi penghitungan suara KPU-RI 

(Form.DC-1) yang jumlahnya kemudian berubah menjadi 7705 (vide : P-9.1). 

Berdasarkan data DB-1, D-1 dan C-1 sebagai alat bukti Pemohon sehubungan 

perolehan suara Pemohon di Dapil Sumatera Selatan I Kabupaten Musi Rawas 

pada 5 (lima) kecamatan yang dipersilihkan (disengketakan) dan 16 (enam 

belas) kecamatan lainnya yang tidak diperselisihkan karena belum memiliki 

bukti-bukti cukup. Perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut :   

No. 
DAPIL 

Perolehan Suara 
 

Selisih Alat Bukti 
Termohon Pemohon 

SUMSEL I 
Kab. MUSI KPU PPP 
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RAWAS 

1. Muara Kelingi 261 6349 6088 
Bukti P-9.9 (DB-
1), P-9.9a s.d. 
P-9.27 (D-1 dan 
C-1) 

2. Muara Lakitan 878 5726 4848 
Bukti P-9.9 (DB-
1), P-9.9a, P-
9.28 s.d. P-9.45 
(D-1 dan C-1) 

3. Megang Sakti 346 10574 10228 
Bukti P-9.9 (DB-
1), P-9.9a, P-46 
s.d. P-9.65 (C-
1) 

4. Karang Jaya 342 8941 8599 
Bukti P-9.9 (DB-
1), P-9.9a, 66 
s.d. P-9.79 (C-
1) 

5. Rawas Ulu 301 8365 8064 
Bukti P-9.9 (DB-
1), P-9.9a, P-
9.80 s.d. P-9.95 
(C-1) 

6. Nibung 97 481 384 
Bukti P-9.9 (DB-
1), P-9.9a, P-
9.96 s.d. P-
9.105 (C-1) 

JUMLAH 2225 40436 38211  

 

Data tabel tersebut di atas, untuk lebih jelas selanjutnya diuraikan lebih rinci 

tentang perolehan suara pada tiap-tiap kecamatan sebagai berikut : 

No. DAPIL Perolehan Suara 
 

Selisih Alat Bukti 
Termohon Pemohon 

 Kabupaten Musi 
Rawas 

Kec. Muara Kelingi 
KPU PPP 

 P P P 48 1089 1041 Vide : Bukti 
P-9.9 (DB-
1), P-9.9a 
s.d. P-9.27 
(D-1 dan C-
1) 

1. 
H. Ahmad Yani, 
SH.MH. 

124 4092 3968 

2. Citra Dewi, SH. 11 321 310 
3. Drs. H. Azhari, AS. MH. 26 216 190 
4. Sri Herlina, SP. 15 174 159 
5. H. Ibrahim Murod, SH. 4 85 81 
6. Tri Susanti, SE. 29 161 132 
7. Syahril Kholil, S.Pd.I. 3 146 143 
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8. Herdiansyah, SH. 1 65 64 
JUMLAH 261 6349 6088 

 

No. DAPIL Perolehan Suara 
 

Selisih Alat Bukti 
Termohon Pemohon 

 Kabupaten Musi 
Rawas 

Kec. Muara Lakitan 
KPU PPP 

 P P P 136 981 845 Vide : Bukti 
P-9.9 (DB-
1), P-9.9a, 
P-9.28 s.d. 
P-9.45 (D-1 
dan C-1) 

1. 
H. Ahmad Yani, 
SH.MH. 

564 4142 3578 

2. Citra Dewi, SH. 69 239 170 
3. Drs. H. Azhari, AS. MH. 32 125 93 
4. Sri Herlina, SP. 45 88 43 
5. H. Ibrahim Murod, SH. 12 66 54 
6. Tri Susanti, SE. 9 42 33 
7. Syahril Kholil, S.Pd.I. 5 25 20 
8. Herdiansyah, SH. 6 18 12 

JUMLAH 878 5726 4848 
 

 

No. DAPIL Perolehan Suara 
 

Selisih Alat Bukti 
Termohon Pemohon 

 Kabupaten Musi 
Rawas 

Kec. Megang Sakti 
KPU PPP 

 P P P 88 2664 2576 Vide : 
Bukti P-9.9 
(DB-1), P-
9.9a, P-46 
s.d. P-9.65 
(C-1) 

1. 
H. Ahmad Yani, 
SH.MH. 

150 6160 6010 

2. Citra Dewi, SH. 21 668 647 

3. 
Drs. H. Azhari, AS. 
MH. 

14 415 401 

4. Sri Herlina, SP. 21 277 256 

5. 
H. Ibrahim Murod, 
SH. 

44 190 146 

6. Tri Susanti, SE. 4 114 110 
7. Syahril Kholil, S.Pd.I. 2 64 62 
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8. Herdiansyah, SH. 2 22 20 
JUMLAH 346 10574 10228 

 

No. DAPIL Perolehan Suara 
 

Selisih Alat Bukti 
Termohon Pemohon 

 Kabupaten Musi 
Rawas 

Kec. Karang Jaya 
KPU PPP 

 P P P 78 2016 1938 Vide : Bukti P-
9.9 (DB-1), P-
9.9a, 66 s.d. 
P-9.79 (C-1) 

1. 
H. Ahmad Yani, 
SH.MH. 

168 5246 5078 

2. Citra Dewi, SH. 45 455 410 

3. 
Drs. H. Azhari, AS. 
MH. 

7 339 332 

4. Sri Herlina, SP. 7 325 318 

5. 
H. Ibrahim Murod, 
SH. 

24 199 175 

6. Tri Susanti, SE. 3 182 179 

7. 
Syahril Kholil, 
S.Pd.I. 

3 81 78 

8. Herdiansyah, SH. 7 98 91 
JUMLAH 342 8941 8599 

 

No. DAPIL Perolehan Suara 
 

Selisih Alat Bukti 
Termohon Pemohon 

 Kabupaten Musi 
Rawas 

Kec. Rawas Ulu 
KPU PPP 

 P P P 112 1520 1408 Vide : Bukti 
P-9.9 (DB-
1), P-9.9a, 
P-9.80 s.d. 
P-9.95 (C-1) 

1. 
H. Ahmad Yani, 
SH.MH. 

85 6289 6204 

2. Citra Dewi, SH. 37 182 145 

3. 
Drs. H. Azhari, AS. 
MH. 

12 103 91 

4. Sri Herlina, SP. 8 90 82 

5. 
H. Ibrahim Murod, 
SH. 

9 97 88 
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6. Tri Susanti, SE. 3 46 43 
7. Syahril Kholil, S.Pd.I. 8 20 12 
8. Herdiansyah, SH. 27 18 - 9 

JUMLAH 301 8365 8064 
 

No. DAPIL Perolehan Suara 
 

Selisih Alat Bukti 
Termohon Pemohon 

 Kabupaten Musi 
Rawas 

Kec. Nibung 
KPU PPP 

 P P P 31 254 223 Vide : Bukti 
P-9.9 (DB-
1), P-9.9a, 
P-9.96 s.d. 
P-9.105 (C-
1) 

1. 
H. Ahmad Yani, 
SH.MH. 

26 66 40 

2. Citra Dewi, SH. 5 108 103 

3. 
Drs. H. Azhari, AS. 
MH. 

6 14 8 

4. Sri Herlina, SP. 11 6 -5 

5. 
H. Ibrahim Murod, 
SH. 

9 9 0 

6. Tri Susanti, SE. 4 10 6 
7. Syahril Kholil, S.Pd.I. 3 5 2 
8. Herdiansyah, SH. 2 9 7 

JUMLAH 97 481 384 
 

Oleh karenanya, maka perolehan suara menurut Pemohon (PPP) berdasarkan 

pada data C-1 Pemohon tersebut di atas untuk Dapil Sumsel I Kabupaten Musi 

Rawas pada 5 (lima kecamatan perolehan suara seharusnya adalah sebagai 

berikut : 

No. DAPIL 
Perolehan Suara 

 
Selisih Alat Bukti Termohon Pemoho

n 
SUMSEL I KPU PPP 

 
Kab. Musi Rawas 

5 (lima) kecamatan 
2225 40436 38211 

Vide : Bukti P-
9.9 (DB-1), P-
9.9a s.d. P-
9.105 (D-1 dan 
C-1) 

 16 (enam belas) 5480 5480 -  
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kecamatan lainnya 
JUMLAH 7705 45819 38114  

 

No. DAPIL Perolehan Suara 
 

Selisih Alat Bukti 
Termohon Pemohon 

 SUMSEL I 
Kabupaten Musi 

Rawas 
KPU PPP 

 P P P 493 8524 8031 Vide : 
Bukti P-9.9 
(DB-1), P-
9.9a s.d. 
P-9.105 
(D-1 dan 
C-1) 

1. 
H. Ahmad Yani, 
SH.MH. 

1117 25995 24878 

2. Citra Dewi, SH. 188 1973 1785 

3. 
Drs. H. Azhari, AS. 
MH. 

97 1212 1115 

4. Sri Herlina, SP. 107 960 853 

5. 
H. Ibrahim Murod, 
SH. 

102 646 544 

6. Tri Susanti, SE. 52 555 503 

7. 
Syahril Kholil, 
S.Pd.I. 

24 341 317 

8. Herdiansyah, SH. 45 230 185 
JUMLAH 2225 40436 38211 

 

Berdasarkan data DB-1, DA-1, D-1 dan C-1 sebagai alat bukti Termohon, 

mengenai perolehan suara Pemohon di Dapil Sumatera Selatan I Kabupaten 

Banyuasin pada 8 (delapan) kecamatan yang dipersilihkan (disengketakan) dan 11 

(sebelas) kecamatan lainnya yang tidak diperselisihkan karena belum memiliki 

bukti-bukti cukup. Perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut :     

No. 
DAPIL Perolehan Suara 

 
Selisih Alat Bukti Termohon Pemohon 

SUMSEL I 
Kab. BANYUASIN KPU PPP 

1. 
Air Kumbang 242 242 - Bukti : P-9.106 

(DB-1) 

2. 
Air Salek 707 707 - Bukti : P-9.106 

(DB-1) 
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3. 
Banyuasin I 613 613 - Bukti : P-9.106 

(DB-1) 

4. 
Banyuasin II 354 3354 3000 Bukti : P-9.106 

(DB-1) dan P-
9.107 (DA-1) 

5. Banyuasin III 
2329 7223 4894 Bukti : P-9.108 

(DA-1), P-109 
s.d P-9.134 (D-1 
dan C-1) 

 6. Betung 

1426 6658 5232 Bukti : P-9.108 
(DB-1), P-9.135 
(DA-1), P-136 
s.d. P-9.146 (D-
1 dan C-1 )  

7. 
Makartijaya 883 3883 3000 Bukti : P-9.106 

(DB-1) dan P-
9.147 (DA-1) 

8. Muara Padang 
246 3246 3000 Bukti : P-9.106 

(DB-1) dan P-
9.148 (DA-1) 

9. 
Muara Sugihan 1551 1551 - Bukti : P-9.106 

(DB-1) 

10. Muara Telang 
2508 5508 3000 Bukti : P-9.106 

(DB-1)P-9.149 
(DA-1) 

11. 
Pulau Rimau 668 668 - Bukti : P-9.106 

(DB-1) 

12. 
Rambutan 583 583 - Bukti : P-9.106 

(DB-1) 

13. Rantau Bayur 

806 5333 4527 Bukti : P-9.106 
(DB-1), P-9.150 
(DA-1), P-151 
s.d. P-9.171 (D-
1 dan C-1) 

14. 
Sembawa 729 729 - Bukti : P-9.106 

(DB-1) 

15. 
Suak Tapeh 931 931 - Bukti : P-9.106 

(DB-1) 

16. Sbr Mrg Telang 1001 4001 3000 Bukti : P-9.172 
(DA-1) 

17. 
Talang Kelapa 1859 1859 - Bukti : P-9.106 

(DB-1) 
18. Tanjung Lago 1074 1074 - Bukti : P-9.106 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

19 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

(DB-1) 

19. 
Tungkal Ilir 651 651 - Bukti : P-9.106 

(DB-1) 
JUMLAH 19161 48277 29653  

 

Data tabel tersebut di atas, untuk lebih jelas selanjutnya diuraikan lebih rinci 

tentang perolehan suara pada tiap-tiap kecamatan sebagai berikut : 

No. DAPIL Perolehan Suara 
 

Selisih Alat Bukti Termohon Pemohon 
 Kabupaten Banyuasin 

Kec. Banyuasin II KPU PPP 

 P P P 117 117 - Vide, Bukti 
: P-9.106 
(DB-1) dan 
P-9.107 
(DA-1) 

1. H. Ahmad Yani, SH.MH. 141 3141 3000 
2. Citra Dewi, SH. 20 20 - 
3. Drs. H. Azhari, AS. MH. 9 9 - 
4. Sri Herlina, SP. 11 11 - 
5. H. Ibrahim Murod, SH. 8 8 - 
6. Tri Susanti, SE. 12 12 - 
7. Syahril Kholil, S.Pd.I. 24 24 - 
8. Herdiansyah, SH. 12 12 - 

JUMLAH 354 3354 3000 
 

 

No. DAPIL Perolehan Suara 
 

Selisih Alat Bukti Termohon Pemohon 
 Kabupaten Banyuasin 

Kec. Banyuasin III KPU PPP 

 P P P 257 126  +131 Vide, Bukti 
: P-9.108 
(DA-1), P-
109 s.d P-
9.134 (D-1 
dan C-1)) 

1. H. Ahmad Yani, SH.MH. 1511 6516 5005 
2. Citra Dewi, SH. 127 137 10 
3. Drs. H. Azhari, AS. MH. 154 154 - 
4. Sri Herlina, SP. 124 134 10 
5. H. Ibrahim Murod, SH. 40 40 - 
6. Tri Susanti, SE. 22 22 - 
7. Syahril Kholil, S.Pd.I. 62 62 - 
8. Herdiansyah, SH. 32 32 - 
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JUMLAH 2329 7223 4894 
 

 

No. DAPIL Perolehan Suara 
 

Selisih Alat Bukti Termohon Pemohon 
 Kabupaten Banyuasin 

Kec. Betung KPU PPP 

 P P P 314 314 - Vide, Bukti : 
P-9.108 
(DB-1), P-
9.135 (DA-
1), P-136 
s.d. P-9.146 
(D-1 dan C-
1 ) 

1. H. Ahmad Yani, SH.MH. 855 6187 5332 
2. Citra Dewi, SH. 49 49 - 

3. Drs. H. Azhari, AS. MH. 32 32 - 
4. Sri Herlina, SP. 34 34 - 
5. H. Ibrahim Murod, SH. 13 13 - 

6. Tri Susanti, SE. 6 6 - 
7. Syahril Kholil, S.Pd.I. 7 7 - 
8. Herdiansyah, SH. 16 16 - 

JUMLAH 1326 6658 5332 
 

No. DAPIL Perolehan Suara 
 

Selisih Alat Bukti Termohon Pemohon 
 Kabupaten Banyuasin 

Kec. Makartijaya KPU PPP 
 P P P 285 285 - Vide, Bukti : 

P-9.106 
(DB-1) dan 
P-9.147 
(DA-1) 

1. H. Ahmad Yani, SH.MH. 413 3413 3000 
2. Citra Dewi, SH. 19 19 - 
3. Drs. H. Azhari, AS. MH. 39 39 - 

4. Sri Herlina, SP. 13 13 - 
5. H. Ibrahim Murod, SH. 74 74 - 
6. Tri Susanti, SE. 7 7 - 

7. Syahril Kholil, S.Pd.I. 6 6 - 
8. Herdiansyah, SH. 27 27 - 

JUMLAH 883 3883 3000 

 

No. DAPIL 
Perolehan Suara 

 
Selisih Alat Bukti 

Termohon Pemoho
n 

 Kabupaten Banyuasin KPU PPP 
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Kec. Muara Padang 
 P P P 79 79 - Vide, Bukti : 

P-9.106 (DB-
1) dan P-
9.148 (DA-1) 

1. H. Ahmad Yani, SH.MH. 79 3079 3000 

2. Citra Dewi, SH. 14 14 - 
3. Drs. H. Azhari, AS. MH. 20 20 - 
4. Sri Herlina, SP. 12 12 - 

5. H. Ibrahim Murod, SH. 11 11 - 
6. Tri Susanti, SE. 5 5 - 
7. Syahril Kholil, S.Pd.I. 14 14 - 

8. Herdiansyah, SH. 12 12 - 
JUMLAH 246 3246 3000 

 

No. DAPIL Perolehan Suara  
Selisih Alat Bukti Termohon Pemohon 

 Kabupaten Banyuasin 
Kec. Muara Telang KPU PPP 

 P P P 936 936 - Vide, Bukti : 
P-9.106 
(DB-1)P-
9.149 (DA-
1) 

1. H. Ahmad Yani, SH.MH. 1077 4077 3000 
2. Citra Dewi, SH. 105 105 - 
3. Drs. H. Azhari, AS. MH. 62 62 - 
4. Sri Herlina, SP. 65 65 - 
5. H. Ibrahim Murod, SH. 27 27 - 
6. Tri Susanti, SE. 36 36 - 
7. Syahril Kholil, S.Pd.I. 150 150 - 
8. Herdiansyah, SH. 50 50 - 

JUMLAH 2508 5508 3000 
 

No. DAPIL Perolehan Suara 
 

Selisih Alat Bukti Termohon Pemohon 
 Kabupaten Banyuasin 

Kec. Rantau Bayur KPU PPP 

 P P P 117 146 29 Vide, Bukti : 
P-9.106 
(DB-1), P-
9.150 (DA-
1), P-151 
s.d. P-9.171 
(D-1 dan C-

1. H. Ahmad Yani, SH.MH. 561 4437 3876 
2. Citra Dewi, SH. 39 58 19 
3. Drs. H. Azhari, AS. MH. 41 54 13 
4. Sri Herlina, SP. 21 27 6 
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5. H. Ibrahim Murod, SH. 5 39 34 1) 

6. Tri Susanti, SE. 10 12 2 
7. Syahril Kholil, S.Pd.I. 12 13 1 
8. Herdiansyah, SH. - 10 10 

JUMLAH 806 4796 3990 
 

 

No. DAPIL Perolehan Suara 
 

Selisih Alat Bukti Termohon Pemohon 
 Kabupaten Banyuasin 

Kec. Sumber M. Telang KPU PPP 
 P P P 337 337 - Vide, Bukti 

: P-9.172 
(DA-1) 1. H. Ahmad Yani, SH.MH. 417 3417 3000 

2. Citra Dewi, SH. 22 22 - 
3. Drs. H. Azhari, AS. MH. 26 26 - 
4. Sri Herlina, SP. 26 26 - 
5. H. Ibrahim Murod, SH. 14 14 - 
6. Tri Susanti, SE. 75 75 - 
7. Syahril Kholil, S.Pd.I. 38 38 - 
8. Herdiansyah, SH. 46 46  

JUMLAH 1001 4001 3000 
 

Oleh karenanya, maka perolehan suara menurut Pemohon (PPP) berdasarkan 

atas penyandingan antara data Termohon dengan data Pemohon untuk Dapil 

Sumsel I Kabupaten Banyuasin perolehan suara seharusnya adalah sebagai 

berikut : 

No. DAPIL Perolehan Suara  
Selisih Alat Bukti Termohon Pemohon 

SUMSEL I KPU PPP 

 
Kab. Banyuasin 19161 48277 29116 Vide : Bukti P-

9.1, P-9.2 dan 
P-9.12 s.d. P-
9.108 

 

No. DAPIL Perolehan Suara 
 

Selisih Alat Bukti Termohon Pemohon 
 Kab. Banyuasin KPU PPP 
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 P P P 5378 5276 -102  Vide : Bukti 
P-9.1, P-9.2 
dan P-9.12 
s.d. P-9.108 

1. H. Ahmad Yani, SH.MH. 9938 39051 20113 
2. Citra Dewi, SH. 955 984 29 
3. Drs. H. Azhari, AS. MH. 750 763 13 
4. Sri Herlina, SP. 620 636 16 
5. H. Ibrahim Murod, SH. 407 441 34 
6. Tri Susanti, SE. 258 260 2 
7. Syahril Kholil, S.Pd.I. 484 485 1 
8. Herdiansyah, SH. 371 381 10 

JUMLAH 19161 48277 29116 
 

PETITUM 

Berdasarkan dalil yang disampaikan diatas, beralaskan data yang rinci sebagai 

bukti-bukti yang sah menurut hukum, sehingga menjadikannya sebagai alat 

pembuktian yang sempurna. Untuk itu, mohon perkenan MAHKAMAH untuk 

memutuskan : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

2. Membatalkan keputusan KPU-RI, No. 411/Kpts/KPU/ Tahun 2014 tentang 

Penetapan Hasil pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 

Tahun 2014 hari Jum’at Tanggal 09 Mei 2014, yang menyebutkan bahwa 
perolehan suara Pemohon di Dapil Sumatera Selatan I sebesar 82937. 

3 Menyatakan dan menetapkan perolehan suara Pemohon di Dapil Sumatera 
Selatan I sebesar 166446, Adapun rincian perolehan suara partai dan calon 

adalah sebagai berikut: 

No DAPIL Perolehan Suara  
Selisih Termohon Pemohon 

SUMSEL I KPU PPP 

1. 

Kota Palembang 5 (lima) 
kecamatan 
 
11  (sebelas) kecamatan 
lainnya  
 

15486 
 

19821 

31130 
 

19821 

15644 

2. 
Kab. Musi Rawas 
5 (lima) kecamatan 
 

2225 
 

40436 
 

38211 
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16 (enam belas) kecamatan 
lainnya 

5480 5480 - 

3. 

Kab. Banyuasin 
8 (delapan) kecamatan 
 
11 (sebelas) kecamatan 
lainnya 

9553 
 

9608 

39206 
 

9608 

29116 

4. Kota Lubuk Linggau 3532 3532 - 
5. Kab. Musi Banyuasin 17233 17233 - 

JUMLAH 82938 166446 82971 
 

No DAPIL Perolehan Suara 
Pemohon 

 SUMSEL I PPP 
 P P P 32559 
1. H. Ahmad Yani, SH.,MH. 105383 
2. Citra Dewi, SH. 7816 
3. Drs. H. Azhari, AS. MH. 5293 
4. Sri Herlina, SP. 3769 
5. H. Ibrahim Murod, SH. 4473 
6. Tri Susanti, SE. 2444 
7. Syahril Kholil, S.Pd.I. 2660 
8. Herdiansyah, SH. 2049 

JUMLAH 166446 
 

4. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono).  

 
PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN 
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI 
DAPIL SUMSEL  8 
Bahwa Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan 

perolehan suara menurut Termohon berdasarkan data DB-1 DPRD Provinsi 

Sumatera Selatan, Dapil Sumsel I dari Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi 

Rawas. Pemohon hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam 

tabel di bawah ini sebagai berikut: 
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No. 

Nama Calon Anggota 
DPRD Provinsi 

Kota Lubuk Linggau 
dari 8 Kecamatan 

Perolehan Suara 
Selisih Alat Bukti 

Termohon Pemohon 

 
PPP 791 791  Bukti : P-

9.1 1. Drs. Muhammad Tahir 1372 1372  

2. Ibnul Hakim, S.Ag 448 448  

3. Azrilayati, SE 172 172  

4. Masona, S.Ag 91 91  

5. Ratnawati, SE 115 115  

6. Novita Riasari, ST 650 650  

7 Abdul Azis 116 116  

JUMLAH 3755 3755   

 

No. 

Nama Calon Anggota 
DPRD Provinsi 

Kab.Musi Rawas 
dari 21 Kecamatan 

Perolehan Suara 
Selisih Alat Bukti 

Termohon Pemohon 

 
PPP 1541 8433 6892 Bukti : P-

9.2  1. Drs. Muhammad Tahir 4796 8119 3323 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 1215 1405 190 

3. Azrilayati, SE 199 835 636 

4. Masona, S.Ag 271 907 636 

5. Ratnawati, SE 228 708 480 

6. Novita Riasari, ST 227 767 540 

7 Abdul Azis 2018 1523 -495 

JUMLAH 10495 22697 12202  

 
 

No. 

Nama Calon Anggota 
DPRD Provinsi 

Kota Lubuk Linggau 
dan 

Kabupaten Musi Rawas 

Perolehan Suara 
Selisih Alat 

Bukti 
Termohon Pemohon 

 
PPP 2332 9224 6892 Bukti : 

P-9.1, 
P-9.2 
dan P-

1. Drs. Muhammad Tahir 6168 9441 3273 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 1663 1853 190 
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3. Azrilayati, SE 371 1007 636 9.3 s.d. 
P-9.101 4. Masona, S.Ag 362 998 636 

5. Ratnawati, SE 343 823 480 

6. Novita Riasari, ST 877 1417 540 

7 Abdul Azis 2134 1639 495 

JUMLAH 14250 26452 12202  

 

 
 
 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Megang Sakti 
Desa Megang Sakti 3 : TPS 1 s.d. 7 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 166 Bukti :  P-9.4 

1. Drs. Muhammad Tahir 156 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 7 

3. Azrilayati, SE 30 

4. Masona, S.Ag 60 

5. Ratnawati, SE 55 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8,  

Kec.Megang Sakti, Desa Megang Sakti 
1 :  

TPS 1 s.d. 13 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 181 Bukti :  P-9.3 

1. Drs. Muhammad Tahir 356 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 70 

3. Azrilayati, SE 10 

4. Masona, S.Ag 88 

5. Ratnawati, SE 25 

6. Novita Riasari, ST 20 

7 Abdul Azis 85 

JUMLAH 835  

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

27 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

6. Novita Riasari, ST 42 

7 Abdul Azis 71 

JUMLAH 587  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Megang Sakti 
Desa Megang Sakti 4 : TPS 1 s.d. 6 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 150 Bukti :  P-

9.5 1. Drs. Muhammad Tahir 130 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 20 

3. Azrilayati, SE 29 

4. Masona, S.Ag 36 

5. Ratnawati, SE 34 

6. Novita Riasari, ST 12 

7 Abdul Azis 39 

JUMLAH 450  

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Megang Sakti 
Desa Megang Sakti 5:  

TPS 1, 3, 6, 7 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 93 Bukti :  P-

9.6 1. Drs. Muhammad Tahir 126 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 18 

3. Azrilayati, SE 21 

4. Masona, S.Ag 31 

5. Ratnawati, SE 10 

6. Novita Riasari, ST 14 

7 Abdul Azis 18 

JUMLAH 331  
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No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Megang Sakti 
Desa Wonosari : 

TPS 1 s.d. 6 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat 
Bukti 

 
PPP 122 Bukti :  

P-9.7 1. Drs. Muhammad Tahir 136 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 17 

3. Azrilayati, SE 33 

4. Masona, S.Ag 13 

5. Ratnawati, SE 3 

6. Novita Riasari, ST 2 

7 Abdul Azis 42 

JUMLAH 368  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Megang Sakti 
Desa Trisakti :  

TPS 2 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 31 Bukti :  

P-9.9 1. Drs. Muhammad Tahir 56 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Megang Sakti 
Desa Campursari: 

 TPS 1 s.d. 4 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 114 Bukti :  P-

9.8 1. Drs. Muhammad Tahir 154 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 22 

3. Azrilayati, SE 11 

4. Masona, S.Ag 22 

5. Ratnawati, SE 1 

6. Novita Riasari, ST 10 

7 Abdul Azis 6 

JUMLAH 340  

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

29 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 12 

3. Azrilayati, SE 5 

4. Masona, S.Ag 20 

5. Ratnawati, SE 2 

6. Novita Riasari, ST 10 

7 Abdul Azis 4 

JUMLAH 142  

 
 
 
 
 
 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Megang Sakti 
Desa Marga Puspita :  

TPS 3 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 25 Bukti :  P-

9.11 1. Drs. Muhammad Tahir 30 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 0 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 0 

5. Ratnawati, SE 0 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 5 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Megang Sakti 
Desa Mulyasari :  

TPS 3, 4, 5 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 72 Bukti :  P-

9.10 1. Drs. Muhammad Tahir 74 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 17 

3. Azrilayati, SE 5 

4. Masona, S.Ag 16 

5. Ratnawati, SE 1 

6. Novita Riasari, ST 33 

7 Abdul Azis 16 

JUMLAH 234  
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JUMLAH 60  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD 
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Megang Sakti 
Desa Tegalsari : 

TPS 1, 3 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat 
Bukti 

 
PPP 65 Bukti 

:  P-
9.12 1. Drs. Muhammad Tahir 39 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 11 

3. Azrilayati, SE 3 

4. Masona, S.Ag 14 

5. Ratnawati, SE 3 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 2 

JUMLAH 137  

 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

31 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Megang Sakti 
Desa Jajaran Baru 2 : 

 TPS 1 s.d. 6 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 102 Bukti :  P-

9.14 1. Drs. Muhammad Tahir 112 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 3 

3. Azrilayati, SE 7 

4. Masona, S.Ag 8 

5. Ratnawati, SE 9 

6. Novita Riasari, ST 19 

7 Abdul Azis 48 

JUMLAH 308  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Megang Sakti 
Desa Pagar Ayu :  

TPS 1, 2, 4, 5 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 65 Bukti :  P-

9.13 1. Drs. Muhammad Tahir 39 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 11 

3. Azrilayati, SE 3 

4. Masona, S.Ag 14 

5. Ratnawati, SE 3 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 2 

JUMLAH 320 137 

   

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

32 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Megang Sakti 
Desa Sumber Rejo :  

TPS 1 s.d. 9 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 213 Bukti :  P-

9.15 1. Drs. Muhammad Tahir 240 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 46 

3. Azrilayati, SE 10 

4. Masona, S.Ag 21 

5. Ratnawati, SE 6 

6. Novita Riasari, ST 12 

7 Abdul Azis 9 

JUMLAH 557  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD 
 Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Megang Sakti 
Desa Jajaran Baru 1:  

TPS 1 s.d. 6 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 193 Bukti :  P-

9.16 1. Drs. Muhammad Tahir 247 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 59 

3. Azrilayati, SE 26 

4. Masona, S.Ag 19 

5. Ratnawati, SE 55 

6. Novita Riasari, ST 18 

7 Abdul Azis 20 

JUMLAH 587  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Megang Sakti 
Desa Mekarsari :  

TPS 1 s.d. 3 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 131 Bukti :  P-

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

33 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

1. Drs. Muhammad Tahir 86 9.17 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 25 

3. Azrilayati, SE 11 

4. Masona, S.Ag 13 

5. Ratnawati, SE 4 

6. Novita Riasari, ST 6 

7 Abdul Azis 6 

JUMLAH 282  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Megang Sakti 
Desa Margasari :  

TPS 1  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 1 Bukti :  P-

9.18 1. Drs. Muhammad Tahir 20 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 20 

3. Azrilayati, SE 10 

4. Masona, S.Ag 3 

5. Ratnawati, SE 4 

6. Novita Riasari, ST 10 

7 Abdul Azis 0 

JUMLAH 68  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Megang Sakti 
Desa Rejosari :  

TPS 1 s.d. 3 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 70 Bukti :  P-

9.19 1. Drs. Muhammad Tahir 105 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 10 

3. Azrilayati, SE 5 

4. Masona, S.Ag 20 

5. Ratnawati, SE 12 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

34 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

6. Novita Riasari, ST 2 

7 Abdul Azis 0 

JUMLAH 224  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Kelingi 
Desa Beliti Jaya :  

TPS 1 s.d. 4 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 50 Bukti :  P-

9.21 1. Drs. Muhammad Tahir 75 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 11 

3. Azrilayati, SE 1 

4. Masona, S.Ag 1 

5. Ratnawati, SE 3 

6. Novita Riasari, ST 8 

7 Abdul Azis 0 

JUMLAH 194  

 
 
 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Megang Sakti 
Desa Karya Teladan :  

TPS 2 dan 4 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 45 Bukti :  P-

9.20 1. Drs. Muhammad Tahir 11 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 10 

3. Azrilayati, SE 1 

4. Masona, S.Ag 0 

5. Ratnawati, SE 2 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 0 

JUMLAH 69  

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

35 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Rawas Ulu 
Desa Lesung Batu :  

TPS 1  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 0 Bukti :  P-

9.22 1. Drs. Muhammad Tahir 20 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 2 

3. Azrilayati, SE 1 

4. Masona, S.Ag 1 

5. Ratnawati, SE 1 

6. Novita Riasari, ST 1 

7 Abdul Azis 5 

JUMLAH 30  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Rawas Ulu 
Desa Pasar Surolangun :  

TPS 1 & 2  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 1 Bukti :  P-

9.23 1. Drs. Muhammad Tahir 2 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 0 

3. Azrilayati, SE 1 

4. Masona, S.Ag 0 

5. Ratnawati, SE 0 

6. Novita Riasari, ST 1 

7 Abdul Azis 0 

JUMLAH 5  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Rawas Ulu 
Desa Lesung Batu Muda :  

TPS 1 s.d. 6 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 216 Bukti :  P-

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

36 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

1. Drs. Muhammad Tahir 135 9.24 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 17 

3. Azrilayati, SE 4 

4. Masona, S.Ag 12 

5. Ratnawati, SE 13 

6. Novita Riasari, ST 3 

7 Abdul Azis 89 

JUMLAH 489  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Rawas Ulu 
Desa Sungai Baung :  

TPS 1, 3, 4, 6, 7 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 138 Bukti :  P-

9.25 1. Drs. Muhammad Tahir 104 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 60 

3. Azrilayati, SE 3 

4. Masona, S.Ag 0 

5. Ratnawati, SE 17 

6. Novita Riasari, ST 7 

7 Abdul Azis 27 

JUMLAH 356  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Rawas Ulu 
Desa Lubuk Mas :  

TPS 1 dan 2  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 23 Bukti :  P-

9.26 1. Drs. Muhammad Tahir 32 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 6 

3. Azrilayati, SE 9 

4. Masona, S.Ag 7 

5. Ratnawati, SE 0 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

37 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

6. Novita Riasari, ST 17 

7 Abdul Azis 2 

JUMLAH 96  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Rawas Ulu 
Desa Sungai Jauh :  

TPS 1 s.d. 3  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 97 Bukti :  P-

9.27 1. Drs. Muhammad Tahir 156 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 10 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 4 

5. Ratnawati, SE 10 

6. Novita Riasari, ST 54 

7 Abdul Azis 87 

JUMLAH 416  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Rawas Ulu 
Desa Kerta Dewa :  

TPS 1 s.d. 3  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 51 Bukti :  P-

9.28 1. Drs. Muhammad Tahir 53 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 8 

3. Azrilayati, SE 22 

4. Masona, S.Ag 7 

5. Ratnawati, SE 8 

6. Novita Riasari, ST 8 

7 Abdul Azis 15 

JUMLAH 172  

 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

38 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Rawas Ulu 
Desa Lubuk Kemang :  

TPS 1 s.d. 4 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 54 Bukti :  P-

9.29 1. Drs. Muhammad Tahir 133 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 0 

3. Azrilayati, SE 32 

4. Masona, S.Ag 11 

5. Ratnawati, SE 16 

6. Novita Riasari, ST 13 

7 Abdul Azis 28 

JUMLAH 287  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Rawas Ulu 
Desa pangkalan :  

TPS 1  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 20 Bukti :  P-

9.30 1. Drs. Muhammad Tahir 15 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 3 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 0 

5. Ratnawati, SE 0 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 10 

JUMLAH 48  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Rawas Ulu 
Desa Sungai Lanang :  

TPS 1 dan 2 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 5 Bukti :  P-

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

39 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

1. Drs. Muhammad Tahir 35 9.31 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 0 

3. Azrilayati, SE 5 

4. Masona, S.Ag 5 

5. Ratnawati, SE 0 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 20 

JUMLAH 70  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Rawas Ulu 
Desa Simpang Nibung :  

TPS 1 dan 2 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 36 Bukti :  P-

9.32 1. Drs. Muhammad Tahir 49 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 1 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 4 

5. Ratnawati, SE 5 

6. Novita Riasari, ST 11 

7 Abdul Azis 50 

JUMLAH 156  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Rawas Ulu 
Desa Teladas :  

TPS 1 s.d. 3 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 1 Bukti :  P-

9.33 1. Drs. Muhammad Tahir 90 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 1 

3. Azrilayati, SE 3 

4. Masona, S.Ag 3 

5. Ratnawati, SE 3 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

40 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

6. Novita Riasari, ST 3 

7 Abdul Azis 30 

JUMLAH 134  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Rawas Ulu 
Desa Lesung Batu :  

TPS 1 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 0 Bukti :  P-

9.34 1. Drs. Muhammad Tahir 20 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 1 

3. Azrilayati, SE 1 

4. Masona, S.Ag 1 

5. Ratnawati, SE 1 

6. Novita Riasari, ST 1 

7 Abdul Azis 5 

JUMLAH 30  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Ulu Rawas 
Desa Pulau Kidak :  

TPS 1 s .d 6 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 47 Bukti :  P-

9.35 1. Drs. Muhammad Tahir 153 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 0 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 0 

5. Ratnawati, SE 1 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 0 

JUMLAH 201  

 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

41 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Ulu Rawas 
Desa Sosokan :  

TPS 1 s.d 5 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 84 Bukti :  P-

9.36 1. Drs. Muhammad Tahir 91 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 10 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 10 

5. Ratnawati, SE 0 

6. Novita Riasari, ST 1 

7 Abdul Azis 1 

JUMLAH 197  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Ulu Rawas 
Desa Muara Kuis :  

TPS 1 s.d 5 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 46 Bukti :  P-

9.37 1. Drs. Muhammad Tahir 108 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 1 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 0 

5. Ratnawati, SE 0 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 0 

JUMLAH 155  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Ulu Rawas 
Desa Napal Licin :  

TPS 1 s.d 5 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 41 Bukti :  P-

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

42 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

1. Drs. Muhammad Tahir 121 9.38 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 0 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 0 

5. Ratnawati, SE 0 

6. Novita Riasari, ST 2 

7 Abdul Azis 37 

JUMLAH 201  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Ulu Rawas 
Desa Muara Kulam :  

TPS 2 dan 9  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 19 Bukti :  P-

9.39 1. Drs. Muhammad Tahir 14 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 20 

3. Azrilayati, SE 1 

4. Masona, S.Ag 0 

5. Ratnawati, SE 1 

6. Novita Riasari, ST 4 

7 Abdul Azis 66 

JUMLAH 125  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec.Ulu Rawas 
Desa Kuto Tanjung :  

TPS 2, 5, dan 6  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 35 Bukti :  P-

9.40 1. Drs. Muhammad Tahir 41 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 0 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 0 

5. Ratnawati, SE 0 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

43 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

6. Novita Riasari, ST 1 

7 Abdul Azis 0 

JUMLAH 77  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Ulu Rawas 
Desa Sungai Lanang :  

TPS 1 dan 2  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 5 Bukti :  P-

9.41 1. Drs. Muhammad Tahir 35 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 0 

3. Azrilayati, SE 5 

4. Masona, S.Ag 5 

5. Ratnawati, SE 0 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 20 

JUMLAH 70  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Ulu Rawas 
Desa Simpang Nibung :  

TPS 1 dan 2  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 36 Bukti :  P-

9.42 1. Drs. Muhammad Tahir 49 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 1 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 4 

5. Ratnawati, SE 5 

6. Novita Riasari, ST 11 

7 Abdul Azis 50 

JUMLAH 156  

 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

44 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Ulu Rawas 
Desa Teladas :  
TPS 1, 2, dan 3  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 90 Bukti :  P-

9.43 1. Drs. Muhammad Tahir 1 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 3 

3. Azrilayati, SE 3 

4. Masona, S.Ag 3 

5. Ratnawati, SE 3 

6. Novita Riasari, ST 3 

7 Abdul Azis 70 

JUMLAH 134  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Tiang Pungpung Kepungut 
Desa Rantau Sri :  

TPS 1 dan 4  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 81 Bukti :  P-

9.44 1. Drs. Muhammad Tahir 23 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 0 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 0 

5. Ratnawati, SE 0 

6. Novita Riasari, ST 7 

7 Abdul Azis 0 

JUMLAH 214  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD Provinsi 
Sumsel Dapil 8 

Kec. Tuah Negeri, Desa Air Bliti : 
TPS 1 s.d. 4  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 37 Bukti :  P-

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

45 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

1. Drs. Muhammad Tahir 65 9.45 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 8 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 7 

5. Ratnawati, SE 0 

6. Novita Riasari, ST 5 

7 Abdul Azis 12 

JUMLAH 134  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD Provinsi 
Sumsel Dapil 8 

Kec. Tuah Negeri, Desa Petunang : 
TPS 1 s.d. 6  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 156 Bukti :  P-

9.46 1. Drs. Muhammad Tahir 136 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 10 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 12 

5. Ratnawati, SE 0 

6. Novita Riasari, ST 7 

7 Abdul Azis 15 

JUMLAH 336  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD Provinsi 
Sumsel Dapil 8 

Kec. Tuah Negeri, Desa Jaya Bakti : 
TPS 1 s.d. 4  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 156 Bukti :  P-

9.47 1. Drs. Muhammad Tahir 136 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 10 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 12 

5. Ratnawati, SE 0 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

46 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

6. Novita Riasari, ST 7 

7 Abdul Azis 15 

JUMLAH 129 336 

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD Provinsi 
Sumsel Dapil 8 

Kec. Tuah Negeri, Desa Bampres : 
TPS 1 s.d. 6  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 52 Bukti :  P-

9.48 1. Drs. Muhammad Tahir 52 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 11 

3. Azrilayati, SE 5 

4. Masona, S.Ag 28 

5. Ratnawati, SE 8 

6. Novita Riasari, ST 3 

7 Abdul Azis 1 

JUMLAH 160  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD Provinsi 
Sumsel Dapil 8 

Kec. Tugu Mulyo, Desa Wonokerto : 
TPS 1 s.d. 3  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 1 Bukti :  P-

9.49 1. Drs. Muhammad Tahir 0 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 0 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 0 

5. Ratnawati, SE 0 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 1 

JUMLAH 2  

 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

47 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD Provinsi 
Sumsel Dapil 8 

Kec. Tugu Mulyo, Desa Suka Mulya: 
TPS 1 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 12 Bukti :  P-

9.50 1. Drs. Muhammad Tahir 17 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 11 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 1 

5. Ratnawati, SE 3 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 2 

JUMLAH 46  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD Provinsi 
Sumsel Dapil 8 

Kec. Tugu Mulyo, Desa Mataram : 
TPS 1 dan 4  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 46 Bukti :  P-

9.51 1. Drs. Muhammad Tahir 50 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 31 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 1 

5. Ratnawati, SE 1 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 12 

JUMLAH 141  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD Provinsi 
Sumsel Dapil 8 

Kec. Tugu Mulyo, Desa Kalibening : 
TPS 1, 2 dan 4  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 101 Bukti :  P-

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

48 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

1. Drs. Muhammad Tahir 92 9.52 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 18 

3. Azrilayati, SE 4 

4. Masona, S.Ag 3 

5. Ratnawati, SE 23 

6. Novita Riasari, ST 2 

7 Abdul Azis 3 

JUMLAH 246  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD Provinsi 
Sumsel Dapil 8 

Kec. Tugu Mulyo, Desa A.Widodo : 
TPS 5 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 18 Bukti :  P-

9.53 1. Drs. Muhammad Tahir 42 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 6 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 4 

5. Ratnawati, SE 1 

6. Novita Riasari, ST 21 

7 Abdul Azis 13 

JUMLAH 105  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD Provinsi 
Sumsel Dapil 8 

Kec. Tugu Mulyo, Desa St. Darjo : 
TPS 1 dan 2 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 42 Bukti :  P-

9.54 1. Drs. Muhammad Tahir 41 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 6 

3. Azrilayati, SE 3 

4. Masona, S.Ag 0 

5. Ratnawati, SE 4 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

49 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

6. Novita Riasari, ST 11 

7 Abdul Azis 6 

JUMLAH 113  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD Provinsi 
Sumsel Dapil 8 

Kec. Tugu Mulyo, Desa I.Sidoharjo : 
TPS 1 s.d. 3  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 107 Bukti :  P-

9.55 1. Drs. Muhammad Tahir 52 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 0 

3. Azrilayati, SE 2 

4. Masona, S.Ag 5 

5. Ratnawati, SE 0 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 2 

JUMLAH 168  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD Provinsi 
Sumsel Dapil 8 

Kec. Tugu Mulyo,  
Desa Q1 Tambah Asri: 

TPS 6 dan 7  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 44 Bukti :  P-

9.56 1. Drs. Muhammad Tahir 62 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 16 

3. Azrilayati, SE 2 

4. Masona, S.Ag 3 

5. Ratnawati, SE 0 

6. Novita Riasari, ST 5 

7 Abdul Azis 0 

JUMLAH 132  

 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

50 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD Provinsi 
Sumsel Dapil 8 

Kec. Tugu Mulyo,  
Desa Q2 wonorejo: 

TPS 1 dan 2  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 33 Bukti :  P-

9.57 1. Drs. Muhammad Tahir 37 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 10 

3. Azrilayati, SE 4 

4. Masona, S.Ag 2 

5. Ratnawati, SE 5 

6. Novita Riasari, ST 10 

7 Abdul Azis 3 

JUMLAH 104  

 

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD Provinsi 
Sumsel Dapil 8 

Kec. Tugu Mulyo,  
Desa C. Nawangsasi: 

TPS 1 s.d. 4  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 1 Bukti :  P-

9.58 1. Drs. Muhammad Tahir 6 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 1 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 0 

5. Ratnawati, SE 7 

6. Novita Riasari, ST 1 

7 Abdul Azis 0 

JUMLAH 16  

 

 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

51 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD Provinsi 
Sumsel Dapil 8 

Kec. Tugu Mulyo,  
Desa : J. Ngadirejo 

TPS 1 dan 2 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 162 Bukti :  P-

9.59 1. Drs. Muhammad Tahir 29 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 12 

3. Azrilayati, SE 3 

4. Masona, S.Ag 1 

5. Ratnawati, SE 2 

6. Novita Riasari, ST 2 

7 Abdul Azis 1 

JUMLAH 212  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD Provinsi 
Sumsel Dapil 8 

Kec. Tugu Mulyo, Desa V. Surodadi: 
TPS 1 s.d. 4 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 301 Bukti :  P-

9.60 1. Drs. Muhammad Tahir 103 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 0 

3. Azrilayati, SE 30 

4. Masona, S.Ag 0 

5. Ratnawati, SE 10 

6. Novita Riasari, ST 1 

7 Abdul Azis 3 

JUMLAH 448  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD Provinsi 
Sumsel Dapil 8 

Kec. Tugu Mulyo, Desa Dwi Jaya: 
TPS 1 s.d. 6 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 27 Bukti :  P-

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

52 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

1. Drs. Muhammad Tahir 42 9.61 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 2 

3. Azrilayati, SE 3 

4. Masona, S.Ag 3 

5. Ratnawati, SE 1 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 2 

JUMLAH 80  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD Provinsi 
Sumsel Dapil 8 

Kec. Tugu Mulyo, Desa Trikoyo: 
TPS 2, 3, 4, 5 dan 7 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 90 Bukti :  P-

9.62 1. Drs. Muhammad Tahir 114 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 19 

3. Azrilayati, SE 22 

4. Masona, S.Ag 4 

5. Ratnawati, SE 28 

6. Novita Riasari, ST 2 

7 Abdul Azis 10 

JUMLAH 289  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD Provinsi 
Sumsel Dapil 8 

Kec. Tugu Mulyo,  
Desa H. Wukir Sari: 

TPS 1 s.d. 4 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 68 Bukti :  P-

9.63 1. Drs. Muhammad Tahir 50 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 21 

3. Azrilayati, SE 21 

4. Masona, S.Ag 8 

5. Ratnawati, SE 8 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

53 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

6. Novita Riasari, ST 4 

7 Abdul Azis 3 

JUMLAH 174  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Tugu Mulyo,  
Desa B. Srikaton: 

TPS 1 s.d. 8 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 3 Bukti :  P-

9.64 1. Drs. Muhammad Tahir 8 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 3 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 1 

5. Ratnawati, SE 0 

6. Novita Riasari, ST 3 

7 Abdul Azis 0 

JUMLAH 18  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Lakitan,  
Desa Mukti Karya : 

TPS 1   

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 20 Bukti :  P-

9.65 1. Drs. Muhammad Tahir 15 

2. 
Ibnul Hakim, S.Ag Bukti :  P-

9.30 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 15 

5. Ratnawati, SE 0 

6. Novita Riasari, ST 10 

7 Abdul Azis 0 

JUMLAH 60  

 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

54 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Lakitan, Desa Bumi Makmur 
: 

TPS 1 s.d. 6  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 357 Bukti :  P-

9.66 1. Drs. Muhammad Tahir 290 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 69 

3. Azrilayati, SE 39 

4. Masona, S.Ag 10 

5. Ratnawati, SE 0 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 0 

JUMLAH 765  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Lakitan, Desa Pasar Lakitan 
: 

TPS 1 s.d. 9  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 507 Bukti :  P-

9.67 1. Drs. Muhammad Tahir 679 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 75 

3. Azrilayati, SE 10 

4. Masona, S.Ag 13 

5. Ratnawati, SE 26 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 3 

JUMLAH 1323  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD 
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Lakitan, Desa Tri Anggun 
Jaya : 

TPS 1 s.d. 4  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 65 Bukti :  P-

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

55 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

1. Drs. Muhammad Tahir 112 9.68 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 0 

3. Azrilayati, SE 55 

4. Masona, S.Ag 20 

5. Ratnawati, SE 40 

6. Novita Riasari, ST 26 

7 Abdul Azis 54 

JUMLAH 372  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Lakitan,  
Desa Muara Rengas: 

TPS 1 s.d. 3  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 214 Bukti :  P-

9.69 1. Drs. Muhammad Tahir 107 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 32 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 2 

5. Ratnawati, SE 0 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 0 

JUMLAH 355  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Lakitan, DesaPian Raya: 
TPS 1 s.d. 4 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 146 Bukti :  P-

9.70 1. Drs. Muhammad Tahir 121 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 10 

3. Azrilayati, SE 29 

4. Masona, S.Ag 9 

5. Ratnawati, SE 0 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

56 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 0 

JUMLAH 315  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Lakitan, Desa Semangus 
Baru : 

TPS 1 s.d. 5 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 157 Bukti :  P-

9.71 1. Drs. Muhammad Tahir 198 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 34 

3. Azrilayati, SE 1 

4. Masona, S.Ag 0 

5. Ratnawati, SE 0 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 0 

JUMLAH 390  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Lakitan, Desa Anyar: 
TPS 1 s.d. 2 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 150 Bukti :  P-

9.72 1. Drs. Muhammad Tahir 76 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 20 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 0 

5. Ratnawati, SE 0 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 0 

JUMLAH 246  

 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
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No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Lakitan, Desa Semangus 
Lama : 

TPS 1 s.d. 6  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 199 Bukti :  P-

9.73 1. Drs. Muhammad Tahir 145 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 0 

3. Azrilayati, SE 29 

4. Masona, S.Ag 50 

5. Ratnawati, SE 11 

6. Novita Riasari, ST 38 

7 Abdul Azis 43 

JUMLAH 515  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Lakitan,  
Desa Lubuk Pandan : 

TPS 1 s.d. 7 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 351 Bukti :  P-

9.74 1. Drs. Muhammad Tahir 155 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 13 

3. Azrilayati, SE 9 

74. Masona, S.Ag 20 

5. Ratnawati, SE 17 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 2 

JUMLAH 567  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Lakitan, Desa Semete: 
TPS 1 s.d. 3 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 238 Bukti :  P-

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
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1. Drs. Muhammad Tahir 125 9.75 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 30 

3. Azrilayati, SE 0 

74. Masona, S.Ag 0 

5. Ratnawati, SE 0 

6. Novita Riasari, ST 12 

7 Abdul Azis 0 

JUMLAH 405  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Lakitan,  
Desa Prabumulih 1 : 

TPS 1 s.d. 3  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 139 Bukti :  P-

9.76 1. Drs. Muhammad Tahir 116 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 15 

3. Azrilayati, SE 1 

4. Masona, S.Ag 17 

5. Ratnawati, SE 3 

6. Novita Riasari, ST 15 

7 Abdul Azis 0 

JUMLAH 307  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Lakitan,  
Desa Pelita Jaya : 

TPS 1 s.d. 5  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 81 Bukti :  P-

9.77 1. Drs. Muhammad Tahir 92 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 56 

3. Azrilayati, SE 71 

4. Masona, S.Ag 25 

5. Ratnawati, SE 71 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
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6. Novita Riasari, ST 44 

7 Abdul Azis 23 

JUMLAH 463  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Lakitan,  
Desa Pendingan : 

TPS 1 s.d. 3  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 56 Bukti :  P-

9.78 1. Drs. Muhammad Tahir 87 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 15 

3. Azrilayati, SE 65 

4. Masona, S.Ag 13 

5. Ratnawati, SE 25 

6. Novita Riasari, ST 67 

7 Abdul Azis 0 

JUMLAH 328  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Beliti, Desa Pedang : 
TPS 2 dan 4 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 49 Bukti :  P-

9.79 1. Drs. Muhammad Tahir 39 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 5 

3. Azrilayati, SE 2 

4. Masona, S.Ag 3 

5. Ratnawati, SE 4 

6. Novita Riasari, ST 1    

7 Abdul Azis 6 

JUMLAH 109  

 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
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No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Beliti,  
Desa Pasar Muara Beliti : 

TPS 4 s.d 9 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 92 Bukti :  P-

9.80 1. Drs. Muhammad Tahir 68 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 7 

3. Azrilayati, SE 10 

4. Masona, S.Ag 4 

5. Ratnawati, SE 5 

6. Novita Riasari, ST 7 

7 Abdul Azis 5 

JUMLAH 198  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Beliti,  
Desa Muara Beliti Baru : 

TPS 2 s.d. 4 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 96 Bukti :  P-

9.81 1. Drs. Muhammad Tahir 42 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 12 

3. Azrilayati, SE 8 

4. Masona, S.Ag 16 

5. Ratnawati, SE 9 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 2 

JUMLAH 185  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Beliti,   
Desa Muara Beliti : 

TPS 3 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 23 Bukti :  P-

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
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1. Drs. Muhammad Tahir 20 9.82 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 2 

3. Azrilayati, SE 1 

4. Masona, S.Ag 1 

5. Ratnawati, SE 1 

6. Novita Riasari, ST 2 

7 Abdul Azis 0 

JUMLAH 50  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Beliti, Beliti Jaya : 
TPS 2 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 80 Bukti :  P-

9.83 1. Drs. Muhammad Tahir 23 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 5 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 2 

5. Ratnawati, SE 0 

6. Novita Riasari, ST 1 

7 Abdul Azis 0 

JUMLAH 111  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Beliti, Desa Air Lesing : 
TPS 2 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 17 Bukti :  P-

9.84 1. Drs. Muhammad Tahir 12 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 7 

3. Azrilayati, SE 1 

4. Masona, S.Ag 1 

5. Ratnawati, SE 4 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
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6. Novita Riasari, ST 1 

7 Abdul Azis 0 

JUMLAH 43  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Karang Dapo,  
Desa Karang Dapo : 

TPS 1 s.d. 6  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 96 Bukti :  P-

9.86 1. Drs. Muhammad Tahir 33 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 86 

3. Azrilayati, SE 11 

4. Masona, S.Ag 11 

5. Ratnawati, SE 2 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 38 

JUMLAH 277  

 

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Karang Dapo,  
Desa Bina  Karya : 

TPS 1 s.d. 6  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 55 Bukti :  P-

9.85 1. Drs. Muhammad Tahir 62 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 49 

3. Azrilayati, SE 22 

4. Masona, S.Ag 17 

5. Ratnawati, SE 7 

6. Novita Riasari, ST 33 

7 Abdul Azis 88 

JUMLAH 333  

   

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
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No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Karang Dapo,  
Desa Kerta   Sari : 

TPS 4 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 21 Bukti :  P-

9.88 1. Drs. Muhammad Tahir 15 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 0 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 0 

5. Ratnawati, SE 0 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 16 

JUMLAH 57  

 

 

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Karang Dapo,  
Desa Karang Dapo II : 

TPS 5 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 9 Bukti :  P-

9.87 1. Drs. Muhammad Tahir 23 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 19 

3. Azrilayati, SE 1 

4. Masona, S.Ag 9 

5. Ratnawati, SE 3 

6. Novita Riasari, ST 1 

7 Abdul Azis 24 

JUMLAH 89  

   

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
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No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Karang Dapo,  
Desa Setia Marga : 

TPS 3 s.d 5  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 46 Bukti :  P-

9.90 1. Drs. Muhammad Tahir 37 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 24 

3. Azrilayati, SE 11 

4. Masona, S.Ag 25 

5. Ratnawati, SE 1 

6. Novita Riasari, ST 17 

7 Abdul Azis 20 

JUMLAH 181  

 

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Karang Dapo,  
Desa Rantau Kadam : 

TPS 5  

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 30 Bukti :  P-

9.89 1. Drs. Muhammad Tahir 2 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 15 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 0 

5. Ratnawati, SE 0 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 55 

JUMLAH 102  

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Karang Dapo,  
Desa Biaro Lama : 

TPS 2 s.d. 3 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
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No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Kelingi,  
Desa Karya Teladan: 

TPS 4 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 40 Bukti :  P-

9.92 1. Drs. Muhammad Tahir 40 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 8 

3. Azrilayati, SE 1 

4. Masona, S.Ag 2 

5. Ratnawati, SE 1 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 1 

JUMLAH 93  

 

 
PPP 83 Bukti :  P-

9.91 1. Drs. Muhammad Tahir 15 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 1 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 0 

5. Ratnawati, SE 14 

6. Novita Riasari, ST 17 

7 Abdul Azis 21 

JUMLAH 151  

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Kelingi,  
Desa Beliti Yaya: 

TPS 1 s.d. 4 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 50 Bukti :  P-

9.93 1. Drs. Muhammad Tahir 75 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 11 

3. Azrilayati, SE 1 

4. Masona, S.Ag 1 

5. Ratnawati, SE 3 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
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No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Kelingi,  
Desa Muara Kelingi: 

TPS 1 dan 3 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 47 Bukti :  P-

9.94 1. Drs. Muhammad Tahir 30 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 9 

3. Azrilayati, SE 6 

4. Masona, S.Ag 13 

5. Ratnawati, SE 6 

6. Novita Riasari, ST 8 

7 Abdul Azis 3 

JUMLAH 122  

 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Kelingi,  
Desa Tugu Sempurna: 

TPS 2 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 17 Bukti :  P-

9.95 1. Drs. Muhammad Tahir 10 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 1 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 7 

5. Ratnawati, SE 1 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 1 

JUMLAH 37  

 

6. Novita Riasari, ST 8 

7 Abdul Azis 0 

JUMLAH 149  

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
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No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Kelingi,  
Desa Bingin Jungut: 

TPS 2 dan 3 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 33 Bukti :  P-

9.96 1. Drs. Muhammad Tahir 34 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 2 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 8 

5. Ratnawati, SE 1 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 5 

JUMLAH 83  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Kelingi,  
Desa Veteran jaya: 

TPS 1 s.d. 3 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Kelingi,  
Desa Karya Sakti: 

TPS 1 dan 3 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 45 Bukti :  P-

9.97 1. Drs. Muhammad Tahir 47 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 1 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 3 

5. Ratnawati, SE 1 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 0 

JUMLAH 97  

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

68 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

 
PPP 85 Bukti :  P-

9.98 1. Drs. Muhammad Tahir 42 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 3 

3. Azrilayati, SE 6 

4. Masona, S.Ag 0 

5. Ratnawati, SE 0 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 16 

JUMLAH 152  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Kelingi,  
Desa Lubuk Tua: 

TPS 1, 3, 4, 5 dan 8 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 55 Bukti :  P-

9.100 1. Drs. Muhammad Tahir 82 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 2 

3. Azrilayati, SE 21 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Kelingi,  
Desa Mangun Jaya: 

TPS 1 dan 2 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 16 Bukti :  P-

9.99 1. Drs. Muhammad Tahir 104 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 0 

3. Azrilayati, SE 1 

4. Masona, S.Ag 1 

5. Ratnawati, SE 0 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 0 

JUMLAH 122  

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
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4. Masona, S.Ag 1 

5. Ratnawati, SE 18 

6. Novita Riasari, ST 2 

7 Abdul Azis 4 

JUMLAH 185  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan dalil yang disampaikan diatas, beralaskan data yang rinci sebagai 

bukti-bukti yang sah menurut hukum, sehingga menjadikannya sebagai alat 

pembuktian yang sempurna. Untuk itu, mohon perkenan MAHKAMAH untuk 

memutuskan : 

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

Membatalkan keputusan KPU-RI, No. 411/Kpts/KPU/ Tahun 2014 tentang 

Penetapan Hasil pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 

hari Jum’at Tanggal 09 Mei 2014, tentang perolehan suara Pemohon DPRD 
Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel VIII sebesar 14520. 

Menyatakan dan menetapkan perolehan suara Pemohon DPRD Provinsi Sumatera 
Selatan Dapil Sumsel VIII sebesar 26452, Adapun rincian perolehan suara partai 

dan calon adalah sebagai berikut : 
 

No. 

Nama Calon Anggota DPRD  
Provinsi Sumsel Dapil 8 

Kec. Muara Kelingi,  
Desa Mekar Sari: 

TPS 1 dan 2 

Perolehan 
Suara 

Pemohon 
Alat Bukti 

 
PPP 23 Bukti :  P-

9.101 1. Drs. Muhammad Tahir 36 

2. Ibnul Hakim, S.Ag 0 

3. Azrilayati, SE 0 

4. Masona, S.Ag 17 

5. Ratnawati, SE 1 

6. Novita Riasari, ST 0 

7 Abdul Azis 0 

JUMLAH 77  

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
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No. 
Nama Calon Anggota DPRD 

Provinsi untuk 
Kota Lubuk Linggu dan Kab. 

Musi Rawas 

Perolehan suara 
Pemohon 

 
PPP 9224 

1. Drs. Muhammad Tahir 9441 
2. Ibnul Hakim, S.Ag 1853 

3. Azrilayati, SE 1007 
4. Masona, S.Ag 998 
5. Ratnawati, SE 823 
6. Novita Riasari, ST 1417 

7 Abdul Azis 1639 
JUMLAH 26452 

 

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono).       
 
PEROLEHAN SUARA PEMOHON (IR. ABDUL ROZAK, M.SC, ROPIKO, S.Sos.I, 
SAIFUL BAHRI) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN 
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA 

[2.2] Menimbang bahwa Pemohon (IR. ABDUL ROZAK, M.SC, ROPIKO, 

S.Sos.I, SAIFUL BAHRI) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan 

penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (IR. ABDUL 
ROZAK, M.SC, ROPIKO, S.Sos.I, SAIFUL BAHRI) hanya pada DAPIL yang 

dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini: 
KOTA PALEMBANG  
4.1.3.1.1  DAPIL KOTA PALEMBANG 3 
Tabel : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN 
PEMOHON DI DAPIL 3 KOTA PALEMBANG. 
 

No. Nama Calon Anggota 
DPRD KOTA 

Perolehan Suara 
Selisih Alat 

Bukti 
Termohon 

KPU 
Pemohon 

PPP 

 
PPP 973 1239 266 P-9.1 

s.d. 
P-
9.142 

1. Ahmad saleh MS 612 889 277 

2. Latif Musom 392 397 5 
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3. Angela Agustian, Spd 91 271 180 (C-1) 
 4. Baki Yudin 99 200 101 

5. Fatimah 110 170 60 
6. Ir. H. Abdul Rozak, M.Sc 5396 5744 348 

     
JUMLAH 7673 8910 1237  

 

Perolehan suara pada Dapil 3 Pemilihan DPRD kota Palembang tersebut di atas 

terdiri dari 2 (dua) Kecamatan, yaitu : Kecamatan Seberang Ulu II (SU II) dan 

Kecamatan Plaju. Berikut Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan 

Pemohon sesuai dengan masing-masing Kecamatan. 

 

No 
KECAMATAN  SU II 

Nama Calon Anggota 
DPRD KOTA 

Perolehan Suara 
Selisih Alat 

Bukti 
Termohon 

KPU 
Pemohon 

PPP 

 
PPP 747 930 183 P-9.2  

s.d. P-
9.16 
 

1. Ahmad Saleh MS 257 433 176 
2. Latif Musom 245 248 3 
3. Angela Agustian, Spd 35 179 144 

4. Baki Yudin 42 129 87 
5. Fatimah 76 130 54 
6. Ir. H. Abdul Rozak, M.Sc 4288 4468 180 

    
JUMLAH 5690 6517         827 

 

No. 

KECAMATAN 
PLAJU 

Nama Calon 
Anggota DPRD 

KOTA 

Perolehan Suara 

Selisih Alat 
Bukti 

Termohon 
KPU 

Pemohon 
PPP 

 
PPP 226 309 83 P-9.2 s.d. 

P-9.16 
 1. Ahmad Saleh MS 355 456 101 

2. Latif Musom 147 149 2 

3. 
Angela Agustian, 
Spd 

56 92 36 

4. Baki Yudin 57 71 14 
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5. Fatimah 34 40 6 

6. 
Ir. H. Abdul Roza  
M.Sc 

1108 1276 168 

     
JUMLAH 1983 2393 410  

 
 
Untuk Dapil 3 Pemilihan DPRD Kota Palembang terdiri 2 (dua) Kecamatan dan 

masing-masing Kecamatan terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan. Pemohon memasukan 

hanya kelurahan-kelurahan yang tidak sesuai dengan data yang ada di Pemohon. 

Berikut uraian Persandingan Perolehan Suara berdasarkan Termohon dan 

Pemohon pada tiap Kelurahan di Dapil 3 Pemilihan DPRD Kota Palembang.  
 

No. 
1. Kelurahan 11 Ulu 

Nama Calon Anggota 
DPRD KOTA 

Perolehan Suara 
Selisih Alat Bukti Termohon 

KPU 
Pemohon 

PPP 

 
PPP 73 73  P-9.1 s.d. 

P.142 (C-
1) 
 

1. Ahmad Saleh MS 11 14 3 

2. Latif Musom 55 55  
3. Angela Agustian, Spd 3 10 7 
4. Baki Yudin 1 1  

5. Fatimah 6 9 3 
6. Ir. H. Abdul Rozak, M.Sc 670 670  

     
JUMLAH 819 832 13  
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No. 
2. Kelurahan 12 Ulu 

Nama Calon Anggota 
DPRD KOTA 

Perolehan Suara 
Selisi

h Alat Bukti Termohon 
KPU 

Pemohon 
PPP 

 
PPP 85 94 9 P-9.1 s.d. 

P.142 (C-
1) 
 

1. Ahmad Saleh MS 38 45 7 

2. Latif Musom 11 11  
3. Angela Agustian, Spd 4 12 8 
4. Baki Yudin 0 10 10 

5. Fatimah 7 26 19 
6. Ir. H. Abdul Rozak, M.Sc 400 404 4 

     
JUMLAH 545 545 57  

No. 
3. Kelurahan 13 Ulu 

Nama Calon Anggota 
DPRD KOTA 

Perolehan Suara 
Selisih Alat Bukti Termohon 

KPU 
Pemohon 

PPP 

 
PPP 202 213 11 P-9.1 s.d. 

P.142 (C-
1) 
 

1. Ahmad saleh MS 52 77 25 

2. Latif Musom 16 16  
3. Angela Agustian, Spd 15 23 8 
4. Baki Yudin 2 7 5 

5. Fatimah 12 12  
6. Ir. H. Abdul Rozak, M.Sc 862 862  

     
JUMLAH 1161 1210 49  

No. 
4. Kelurahan 14 Ulu 

Nama Calon Anggota 
DPRD KOTA 

Perolehan Suara 
Selisih Alat 

Bukti 
Termohon 

KPU 
Pemohon 

Ppp 

 
PPP 126 142 16 P-9.1 s.d. 

P.142 (C-
1) 
 

1. Ahmad saleh MS 53 83 30 
2. Latif Musom 48 50 2 

3. Angela Agustian, Spd 5 14 9 
4. Baki Yudin 17 25 8 
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5. Fatimah 16 21 5 

6. Ir. H. Abdul Rozak, M.Sc 628 628  
     

JUMLAH 893 963 70  

No. 
5. Kelurahan 16 Ulu 

Nama Calon Anggota 
DPRD KOTA 

Perolehan Suara 
Selisih Alat 

Bukti 
Termohon 

KPU 
Pemohon 

Ppp 

 
PPP 80 150 70 P-9.1 s.d. 

P.142 (C-
1) 
 

1. Ahmad saleh MS 37 89 52 

2. Latif Musom 40 41 1 
3. Angela Agustian, Spd 2 70 68 
4. Baki Yudin 20 49 29 

5. Fatimah 16 39 23 
6. Ir. H. Abdul Rozak, M.Sc 333 460 127 

     
JUMLAH 528 898 370  

No. 
6. Kelurhan Tangga Takat 

Nama Calon Anggota 
DPRD KOTA 

Perolehan Suara 
Selisih Alat 

Bukti 
Termohon 

KPU 
Pemohon 

PPP 

 
PPP 103 166 63 P-9.1 

s.d. 
P.142 
(C-1) 
 

1. Ahmad saleh MS 35 81 46 

2. Latif Musom 58 58  
3. Angela Agustian, Spd 2 39 37 
4. Baki Yudin 1 31 30 

5. Fatimah 15 19 4 
6. Ir. H. Abdul Rozak, M.Sc 691 739 48 

     
JUMLAH 905 1133 228  

No. 
7. Kelurahan Sentosa 
Nama Calon Anggota 

DPRD KOTA 

Perolehan Suara 
Selisih Alat Bukti Termohon Pemohon 
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No. 
8. Kelurahan Plaju Ulu 
Nama Calon Anggota 

DPRD KOTA 

Perolehan Suara 
Selisih Alat Bukti Termohon 

KPU 
Pemohon 

PPP 

 
PPP 82 86 5 P-9.1 s.d. 

P.142 (C-
1) 
 

1. Ahmad saleh MS 65 88 10 
2. Latif Musom 12 12  
3. Angela Agustian, Spd 5 6 1 

4. Baki Yudin 45 46 1 
5. Fatimah 12 12  
6. Ir. H. Abdul Rozak, M.Sc 333 333  

     
JUMLAH 554 583 29  

 

No. 
9. Kelurahan Plaju Darat 

Nama Calon Anggota 
DPRD KOTA 

Perolehan Suara 
Selisih Alat Bukti Termohon 

KPU 
Pemohon 

PPP 

 
PPP 28 33 5 P-9.1 s.d. 

P.142 (C-
1) 
 

1. Ahmad saleh MS 18 28 10 

2. Latif Musom 18 18  
3. Angela Agustian, Spd 6 6  
4. Baki Yudin 7 7  

5. Fatimah 1 1  
6. Ir. H. Abdul Rozak, M.Sc 160 164 4 

KPU PPP 

 
PPP 78 92 14 P-9.1 s.d. 

P.142 (C-
1) 
 

1. Ahmad saleh MS 31 44 13 
2. Latif Musom 17 17  

3. Angela Agustian, Spd 4 11 7 
4. Baki Yudin 1 6 5 
5. Fatimah 4 4  

6. Ir. H. Abdul Rozak, M.Sc 704 705 1 
     

JUMLAH 839 879 40  
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JUMLAH 238 257 19  

 

No. 
10. Kelurahan Plaju Ilir 
Nama Calon Anggota 

DPRD KOTA 

Perolehan Suara 
Selisih Alat Bukti Termohon 

KPU 
Pemohon 

PPP 

 
PPP 39 54 15 P-9.1 s.d. 

P.142 (C-1) 
 1. Ahmad saleh MS 37 48 11 

2. Latif Musom 57 57  

3. Angela Agustian, Spd 27 29 2 
4. Baki Yudin 2 4 2 
5. Fatimah 5 7 2 

6. Ir. H. Abdul Rozak, M.Sc 136 139 3 
     

JUMLAH 303 338 35  
 
 
 

No. 
11. Kelurahan Bagus 

Kuning 
Nama Calon Anggota 

DPRD KOTA 

Perolehan Suara 
Selisih Alat 

Bukti 
Termohon 

KPU 
Pemohon 

Ppp 

 
PPP 26 29 3 P-9.1 s.d. 

P.142 (C-
1) 
 

1. Ahmad saleh MS 190 190  
2. Latif Musom 24 24  
3. Angela Agustian, Spd 4 4  

4. Baki Yudin    
5. Fatimah 11   
6. Ir. H. Abdul Rozak, M.Sc 290 290  

     
JUMLAH 545 548 3  

 

No. 
12. Kelurahan Komperta 

Nama Calon Anggota 
DPRD KOTA 

Perolehan Suara 
Selisih Alat 

Bukti 
Termohon 

KPU 
Pemohon 

PPP 

 
PPP 10 10  P-9.1 

s.d. 
P.142 1. Ahmad saleh MS 11 16 5 
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2. Latif Musom 1 3 2 (C-1) 
 3. Angela Agustian, Spd 2 2  

4. Baki Yudin    
5. Fatimah 3 4 1 

6. Ir. H. Abdul Rozak, M.Sc 10 10  
     

JUMLAH 37 45 8  
 

No. 
13. Kelurahan Talang 

Putri Nama Calon 
Anggota DPRD KOTA 

Perolehan Suara 
Selisih Alat Bukti Termohon 

KPU 
Pemohon 

PPP 

 
PPP 29 85 56 P-9.1 s.d. 

P.142 (C-
1) 
 

1. Ahmad saleh MS 24 76 52 
2. Latif Musom 29 29  
3. Angela Agustian, Spd 6 39 33 

4. Baki Yudin  11 11 
5. Fatimah 1 4 3 
6. Ir. H. Abdul Rozak, M.Sc 105 266 161 

     
 

JUMLAH 
194 510 316 

 

 
Perbedaan atau Selisih Perolehan Suara antara Pemohon dengan Termohon 

didapat setelah mempersandingkan data dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Perolehan Suara dari beberapa TPS di tingkat desa/kelurahan (formulir D1) dari 

KPU dengan Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat TPS 

(Model C1 dan Lampiran model C1) yang Pemohon terima. Secara Terinci 

Perbedaan tersebut diuraikan pada Tabel berikut per TPS dan Kelurahan pada 2 

(dua) Kecamatan di Dapil 3 kota Palembang  Pemilihan DPRD Kota Palembang. 

 
KECAMATAN SEBERANG ULU II 
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Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 1 1 - 8 8 - 10 10 -
1 AHMAD SALEH, MS 2 - -2 5 4 -1 - - -
2 LATIF MUSOM - - - 6 6 - 1 1 -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd - - - 7 - -7 - - -
4 BAKI YUDIN - - - 1 1 - - - -
5 FATIMAH 4 2 -2 - - - 1 - -1
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 15 15 - 54 54 - 108 108 -

TOTAL 22 18 -4 81 73 -8 120 119 -1

Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 21 18 -3 15 11 -4 4 2 -2
1 AHMAD SALEH, MS 21 21 - 6 1 -5 6 4 -2
2 LATIF MUSOM 2 2 - 1 1 - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd 1 1 - 7 1 -6 2 - -2
4 BAKI YUDIN - - - 8 - -8 2 - -2
5 FATIMAH 5 3 -2 14 1 -13 2 - -2
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 21 21 - 40 36 -4 14 14 -

TOTAL 71 66 -5 91 51 -40 30 20 -10

Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 8 8 - 1 1 - 26 25 -1
1 AHMAD SALEH, MS 2 2 - 3 2 -1 8 7 -1
2 LATIF MUSOM 2 2 - - - - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd - - - - - - - - -
4 BAKI YUDIN - - - - - - - - -
5 FATIMAH 3 1 -2 - - - 1 1 -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 42 42 - - - - 18 18 -

TOTAL 57 55 -2 4 3 -1 53 51 -2

NOMOR/NAMA PARTAI/CALON

NOMOR/NAMA PARTAI/CALON

NOMOR/NAMA PARTAI/CALON
KELURAHAN 12 ULU

NO. TPS 10(P-9.23) NO. TPS 03(P-9.25)NO. TPS 03(P-9.24)

KELURAHAN 11 ULU
NO. TPS 04(P-9.17) NO. TPS 05(P-9.18) NO. TPS 08(P-9.19)

KELURAHAN 12 ULU
NO. TPS 04(P-9.20) NO. TPS 05(P-9.21) NO. TPS 08(P-9.22)N0.

N0.

N0.
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Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 13 13 - 6 5 -1 7 7 -
1 AHMAD SALEH, MS - - - - - - 7 1 -6
2 LATIF MUSOM 1 1 - - - - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd 6 1 -5 1 1 - 1 1 -
4 BAKI YUDIN - - - - - - - - -
5 FATIMAH 1 1 - - - - - - -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 76 76 - 27 27 - 52 52 -

TOTAL 97 92 -5 34 33 -1 67 61 -6

Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 8 8 - 14 14 - 16 15 -1
1 AHMAD SALEH, MS 5 2 -3 5 4 -1 1 1 -
2 LATIF MUSOM 1 1 - 1 1 - 3 3 -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd - - - 1 1 - - - -
4 BAKI YUDIN - - - - - - - - -
5 FATIMAH - - - - - - 1 1 -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 72 72 - 76 76 - 76 76 -

TOTAL 86 83 -3 97 96 -1 97 96 -1

Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 9 6 -3 6 1 -5 4 4 -
1 AHMAD SALEH, MS 6 - -6 5 1 -4 5 2 -3
2 LATIF MUSOM 1 1 - - - - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd 4 1 -3 1 1 - 1 1 -
4 BAKI YUDIN 5 - -5 - - - 1 1 -
5 FATIMAH - - - 4 4 - - - -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 27 27 - 15 15 - 1 1 -

TOTAL 52 35 -17 31 22 -9 12 9 -3

Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 10 3 -7 16 15 -1 11 10 -1
1 AHMAD SALEH, MS 13 3 -10 11 11 - 4 4 -
2 LATIF MUSOM 5 3 -2 7 7 - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd 6 - -6 - - - - - -
4 BAKI YUDIN 5 - -5 - - - - - -
5 FATIMAH 2 1 -1 2 2 - 4 4 -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 4 4 - 18 18 - 68 68 -

TOTAL 45 14 -31 54 53 -1 87 86 -1

Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 3 3 - 14 14 - 5 3 -2
1 AHMAD SALEH, MS 1 - -1 - - - 4 1 -3
2 LATIF MUSOM - - - 1 1 - 16 16 -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd - - - 1 - -1 - - -
4 BAKI YUDIN - - - - - - - - -
5 FATIMAH - - - - - - 1 1 -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 55 55 - 100 100 - 44 44 -

TOTAL 59 58 -1 116 115 -1 70 65 -5

Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 6 1 -5 6 6 - 1 1 -
1 AHMAD SALEH, MS 8 1 -7 5 1 -4 4 1 -3
2 LATIF MUSOM - - - 2 2 - 2 2 -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd - - - - - - - - -
4 BAKI YUDIN - - - - - - 6 3 -3
5 FATIMAH - - - - - - - - -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 17 17 - 55 55 - 24 24 -

TOTAL 31 19 -12 68 64 -4 37 31 -6

NOMOR/NAMA PARTAI/CALON

NOMOR/NAMA PARTAI/CALON

NOMOR/NAMA PARTAI/CALON

NOMOR/NAMA PARTAI/CALON

NOMOR/NAMA PARTAI/CALON

NOMOR/NAMA PARTAI/CALON

KELURAHAN 14 ULU
NO. TPS 09(P-9.40)NO. TPS 08(P-9.39)NO. TPS 06(P-9.38)

KELURAHAN 14 ULU
NO. TPS 13(P-9.43)NO. TPS 12(P-9.42)NO. TPS 11(P-9.41)

NO. TPS 19(P-9.32) NO. TPS 23(P-9.33) NO. TPS 25(P-9.34)

KELURAHAN 14 ULU
NO. TPS 05(P-9.37)NO. TPS 03(P-9.36)NO. TPS 01(P-9.35)

NO. TPS 14(P-9.29) NO. TPS 16(P-9.30) NO. TPS 17(P-9.31)
KELURAHAN 13 ULU

KELURAHAN 13 ULU

KELURAHAN 13 ULU
NO. TPS 08(P-9.26) NO. TPS 11(P-9.27) NO. TPS 12(P-9.28)

N0.

N0.

N0.

N0.

N0.

N0.
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Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 1 1 - - - - 4 4 -
1 AHMAD SALEH, MS 1 - -1 - - - 1 - -1
2 LATIF MUSOM - - - - - - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd - - - - - - - - -
4 BAKI YUDIN - - - - - - 1 1 -
5 FATIMAH - - - 4 - -4 2 2 -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 8 8 - - - - 29 29 -

TOTAL 10 9 -1 4 - -4 37 36 -1

Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 5 5 - 3 2 -1 10 - -10
1 AHMAD SALEH, MS 6 6 - 2 2 - 4 - -4
2 LATIF MUSOM 2 2 - - - - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd 4 2 -2 - - - 14 - -14
4 BAKI YUDIN - - - - - - - - -
5 FATIMAH 1 1 - - - - - - -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 10 10 - 9 9 - 32 2 -30

TOTAL 28 26 -2 14 13 -1 60 2 -58

Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 6 - -6 10 - -10 5 3 -2
1 AHMAD SALEH, MS 3 1 -2 9 - -9 3 - -3
2 LATIF MUSOM - - - - - - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd - - - - - - 1 - -1
4 BAKI YUDIN - - - - - - - - -
5 FATIMAH - - - - - - 2 - -2
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 1 1 - 16 1 -15 5 3 -2

TOTAL 10 2 -8 35 1 -34 16 6 -10

Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 5 - -5 12 2 -10 11 1 -10
1 AHMAD SALEH, MS - - - 10 - -10 1 - -1
2 LATIF MUSOM - - - - - - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd - - - 10 - -10 22 - -22
4 BAKI YUDIN - - - 3 - -3 15 - -15
5 FATIMAH - - - 1 - -1 15 - -15
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 4 4 - 15 15 - 62 12 -50

TOTAL 9 4 -5 51 17 -34 126 13 -113

Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 7 2 -5 10 7 -3 3 3 -
1 AHMAD SALEH, MS 15 1 -14 9 5 -4 - - -
2 LATIF MUSOM - - - 26 26 - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd 8 - -8 8 - -8 - - -
4 BAKI YUDIN 4 - -4 4 2 -2 3 1 -2
5 FATIMAH - - - 5 - -5 - - -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 31 11 -20 10 - -10 1 1 -

TOTAL 65 14 -51 72 40 -32 7 5 -2

Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 6 - -6 3 1 -2 3 3 -
1 AHMAD SALEH, MS - - - - - - 2 - -2
2 LATIF MUSOM - - - - - - 1 - -1
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd - - - 2 - -2 2 - -2
4 BAKI YUDIN - - - - - - 1 - -1
5 FATIMAH - - - 2 2 - 2 2 -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc - - - 7 7 - 22 22 -

TOTAL 6 - -6 14 10 -4 33 27 -6

NOMOR/NAMA PARTAI/CALON

NOMOR/NAMA PARTAI/CALON

NOMOR/NAMA PARTAI/CALON

NOMOR/NAMA PARTAI/CALON

NOMOR/NAMA PARTAI/CALON

NOMOR/NAMA PARTAI/CALON

KELURAHAN 16 ULU
NO. TPS 38(P-9.59) NO. TPS 47(P-9.60) NO. TPS 48(P-9.61)

KELURAHAN 16 ULU
NO. TPS 25(P-9.55)NO. TPS 22(P-9.54)NO. TPS 20(P-9.53)

NO. TPS 36(P-9.58)
KELURAHAN 16 ULU

NO. TPS 33(P-9.57)NO. TPS 30(P-9.56)

NO. TPS 11(P-9.49)NO. TPS 05(P-9.48)NO. TPS 21(P-9.47)

KELURAHAN 16 ULU
NO. TPS 19(P-9.52)NO. TPS 18(P-9.51)NO. TPS 12(P-9.50)

KELURAHAN 14 ULU
NO. TPS 17(P-9.46)NO. TPS 16(P-9.45)NO. TPS 14(P-9.44)

KELURAHAN 14 ULU KELURAHAN 16 ULU

N0.

N0.

N0.

N0.

N0.

N0.
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Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 7 7 - 4 4 - 1 1 -
1 AHMAD SALEH, MS 3 - -3 7 1 -6 4 - -4
2 LATIF MUSOM 3 3 - - - - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd 1 - -1 1 1 - - - -
4 BAKI YUDIN 2 - -2 - - - - - -
5 FATIMAH 2 2 - 3 3 - - - -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 25 25 - 24 24 - 11 11 -

TOTAL 43 37 -6 39 33 -6 16 12 -4

Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 2 1 -1 12 2 -10 15 8 -7
1 AHMAD SALEH, MS - - - - - - 8 - -8
2 LATIF MUSOM - - - 2 2 - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd - - - 11 1 -10 - - -
4 BAKI YUDIN - - - - - - - - -
5 FATIMAH - - - - - - 4 - -4
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 21 21 - 23 23 - 37 37 -

TOTAL 23 22 -1 48 28 -20 64 45 -19

Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 4 4 - 14 4 -10 6 4 -2
1 AHMAD SALEH, MS 6 2 -4 2 1 -1 - - -
2 LATIF MUSOM - - - 1 1 - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd - - - 1 - -1 - - -
4 BAKI YUDIN - - - 10 - -10 - - -
5 FATIMAH - - - - - - - - -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 43 43 - 53 33 -20 40 40 -

TOTAL 53 49 -4 81 39 -42 46 44 -2

Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 4 1 -3 7 2 -5 2 1 -1
1 AHMAD SALEH, MS 1 1 - 7 2 -5 - - -
2 LATIF MUSOM - - - 11 11 - 17 17 -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd - - - - - - - - -
4 BAKI YUDIN - - - - - - - - -
5 FATIMAH - - - - - - 5 5 -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 5 5 - 4 1 -3 21 21 -

TOTAL 10 7 -3 29 16 -13 45 44 -1

pe Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 7 2 -5 6 2 -4 12 1 -11
1 AHMAD SALEH, MS 12 - -12 - - - 6 - -6
2 LATIF MUSOM - - - 2 2 - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd 6 - -6 - - - 10 - -10
4 BAKI YUDIN - - - - - - 5 - -5
5 FATIMAH 1 1 - - - - - - -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 20 15 -5 7 7 - 23 3 -20

TOTAL 46 18 -28 15 11 -4 56 4 -52

Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 7 3 -4 4 1 -3 4 4 -
1 AHMAD SALEH, MS - - - 2 2 - 3 3 -
2 LATIF MUSOM 3 3 - - - - 1 1 -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd 10 - -10 - - - 2 - -2
4 BAKI YUDIN 15 - -15 - - - - - -
5 FATIMAH - - - 1 1 - - - -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 27 27 - 54 54 - 7 7 -

TOTAL 62 33 -29 61 58 -3 17 15 -2

NOMOR/NAMA PARTAI/CALON

NOMOR/NAMA PARTAI/CALON

NOMOR/NAMA PARTAI/CALON

NOMOR/NAMA PARTAI/CALON

NOMOR/NAMA PARTAI/CALON

NOMOR/NAMA PARTAI/CALON

NO. TPS 37(P-9.76)NO. TPS 35(P-9.75)NO. TPS 24(P-9.74)
KELURAHAN TANGGA TAKAT

KELURAHAN SENTOSA
NO. TPS 08(P-9.79)NO. TPS 05(P-9.78)NO. TPS 38(P-9.77)

KEL TANGGA TAKAT

NO. TPS 14(P-9.70)NO. TPS 10(P-9.69)NO. TPS 09(P-9.68)
KELURAHAN TANGGA TAKAT

NO. TPS 22(P-9.73)NO. TPS 20(P-9.72)NO. TPS 16(P-9.71)
KELURAHAN TANGGA TAKAT

NO. TPS 49(P-9.62) NO. TPS 01(P-9.63) NO. TPS 02(P-9.64)

KELURAHAN TANGGA TAKAT
NO. TPS 04(P-9.65) NO. TPS 06(P-9.66) NO. TPS 07(P-9.67)

KELURAHAN TANGGA TAKATKELURAHAN 16 ULU

N0.

N0.

N0.

N0.

N0.

N0.
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Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 7 2 -5 2 1 -1 4 1 -3
1 AHMAD SALEH, MS 10 1 -9 2 - -2 2 - -2
2 LATIF MUSOM - - - 1 1 - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd 3 - -3 1 - -1 1 - -1
4 BAKI YUDIN 3 - -3 1 - -1 1 - -1
5 FATIMAH - - - - - - - - -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 2 1 -1 12 12 - 3 3 -

TOTAL 25 4 -21 19 14 -5 11 4 -7

Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 4 2 -2
1 AHMAD SALEH, MS 1 1 -
2 LATIF MUSOM - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd - - -
4 BAKI YUDIN - - -
5 FATIMAH - - -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 25 25 -

TOTAL 30 28 -2

NOMOR/NAMA PARTAI/CALON

NOMOR/NAMA PARTAI/CALON

KELURAHAN SENTOSA
NO. TPS 26(P-9.82)NO. TPS 23(P-9.81)NO. TPS 22(P-9.80)

KEL. SENTOSA
NO. TPS 29(P-9.83)N0.

N0.

 
 
B.  KECAMATAN PLAJU 
 

Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 2 1 -1 - - - - - -
1 AHMAD SALEH, MS - - - 1 - -1 2 - -2
2 LATIF MUSOM - - - - - - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd - - - - - - - - -
4 BAKI YUDIN - - - - - - - - -
5 FATIMAH - - - - - - - - -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 4 - -4 1 1 - 5 5 -

TOTAL 6 1 -5 2 1 -1 7 5 -2

Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN - - - 4 - -4 1 1 -
1 AHMAD SALEH, MS 1 - -1 1 - -1 5 - -5
2 LATIF MUSOM - - - - - - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd - - - - - - - - -
4 BAKI YUDIN - - - - - - - - -
5 FATIMAH - - - - - - - - -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 3 3 - - - - 2 2 -

TOTAL 4 3 -1 5 - -5 8 3 -5

Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 3 2 -1 7 - -7 5 3 -2
1 AHMAD SALEH, MS 2 1 -1 2 1 -1 1 1 -
2 LATIF MUSOM 2 2 - - - - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd - - - 2 - -2 - - -
4 BAKI YUDIN 1 - -1 1 - -1 - - -
5 FATIMAH - - - - - - 1 1 -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 5 5 - 5 2 -3 3 3 -

TOTAL 13 10 -3 17 3 -14 10 8 -2

N0.
KELURAHAN PLAJU ILIR

NO. TPS 06(P-9.90) NO. TPS 08(P-9.91) NO. TPS 10(P-9.92)

NO. TPS 26(P-9.89)NO. TPS 23(P-9.88)NO. TPS 18(P-9.87)
KELURAHAN PLAJU DARAT

N0.
KELURAHAN PLAJU DARAT

N0. NOMOR/NAMA PARTAI/CALON

NOMOR/NAMA PARTAI/CALON NO. TPS 03(P-9.84) NO. TPS 06(P-9.85) NO. TPS 07(P-9.86)

NOMOR/NAMA PARTAI/CALON
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Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 1 - -1 1 1 - 4 1 -3
1 AHMAD SALEH, MS - - - 1 1 - 4 - -4
2 LATIF MUSOM 2 2 - - - - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd - - - - - - 1 1 -
4 BAKI YUDIN - - - - - - - - -
5 FATIMAH 1 1 - 1 - -1 1 - -1
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc - - - 11 11 - 3 3 -

TOTAL 4 3 -1 14 13 -1 13 5 -8

Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 1 1 - 1 - -1 3 3 -
1 AHMAD SALEH, MS 3 - -3 2 - -2 2 2 -
2 LATIF MUSOM - - - 2 2 - 2 - -2
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd - - - 2 2 - - - -
4 BAKI YUDIN - - - - - 1 1 -
5 FATIMAH - - - - - 1 - -1
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 1 1 - 3 3 - - - -

TOTAL 5 2 -3 10 7 -3 9 6 -3

Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 3 3 - - - - - - -
1 AHMAD SALEH, MS 5 2 -3 3 2 -1 3 2 -1
2 LATIF MUSOM 1 1 - - - - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd 1 1 - - - - - - -
4 BAKI YUDIN - - - - - - - - -
5 FATIMAH - - - - - - 1 1 -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 2 2 - 1 1 - 1 1 -

TOTAL 12 9 -3 4 3 -1 5 4 -1

Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN - - - 11 2 -9 11 1 -10
1 AHMAD SALEH, MS 1 - -1 - - - 11 1 -10
2 LATIF MUSOM - - - - - - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd - - - - - - 11 1 -10
4 BAKI YUDIN - - - - - - - - -
5 FATIMAH - - - - - - - - -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 2 2 - 25 - -25 16 6 -10

TOTAL 3 2 -1 36 2 -34 49 9 -40

Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 1 1 - - - - 5 - -5
1 AHMAD SALEH, MS 1 - -1 1 1 - 1 - -1
2 LATIF MUSOM - - - - - - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd - - - - - - 8 - -8
4 BAKI YUDIN - - - - - - 7 - -7
5 FATIMAH - - - - - - - - -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 2 2 - 14 4 -10 26 6 -20

TOTAL 4 3 -1 15 5 -10 47 6 -41

Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 1 1 - 5 - -5 - - -
1 AHMAD SALEH, MS 1 - -1 1 - -1 1 1 -
2 LATIF MUSOM - - - - - - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd - - - 8 - -8 - - -
4 BAKI YUDIN - - - 7 - -7 - - -
5 FATIMAH - - - - - - - - -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 2 2 - 26 6 -20 14 4 -10

TOTAL 4 3 -1 47 6 -41 15 5 -10

N0. NOMOR/NAMA PARTAI/CALON
KELURAHAN TALANG PUTRI

NO. TPS 06(P-9.105) NO. TPS 11(P-9.106) NO. TPS 12(P-9.107)

N0. NOMOR/NAMA PARTAI/CALON
KELURAHAN TALANG PUTRI

NO. TPS 06(P-9.105) NO. TPS 12(P-9107) NO. TPS 11(P-9.106)

N0. NOMOR/NAMA PARTAI/CALON
KELURAHAN TALANG PUTRI

NO. TPS 01(P-9.102) NO. TPS 03(P-9.103) NO. TPS 05(P-9.104)

N0. NOMOR/NAMA PARTAI/CALON
KELURAHAN KOMPERTA

NO. TPS 04(P-9.99) NO. TPS 06(P-9.100) NO. TPS 07(P-9.101)

NO. TPS 28(P-9.95)

N0. NOMOR/NAMA PARTAI/CALON
KELURAHAN PLAJU ILIR KEL KOMPERTA

NO. TPS 29(P-9.96) NO. TPS 30(P-9.97) NO. TPS 01(P-9.98)

N0. NOMOR/NAMA PARTAI/CALON
KELURAHAN PLAJU ILIR

NO. TPS 15(P-9.93) NO. TPS 24(P-9.94)
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Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 1 1 - 11 1 -10 11 1 -10
1 AHMAD SALEH, MS 1 1 - 11 - -11 - - -
2 LATIF MUSOM - - - - - - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd 1 - -1 1 - -1 5 - -5
4 BAKI YUDIN - - - 1 - -1 - - -
5 FATIMAH 1 - -1 - - - 1 - -1
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc - - - 38 8 -30 30 - -30

TOTAL 4 2 -2 62 9 -53 47 1 -46

Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 8 1 -7 1 1 - 1 1 -
1 AHMAD SALEH, MS 12 - -12 1 1 - 7 1 -6
2 LATIF MUSOM 1 1 - 1 1 - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd 3 - -3 - - - - - -
4 BAKI YUDIN - - - - - - - - -
5 FATIMAH 1 - -1 - - - - - -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 5 4 -1 11 1 -10 26 1 -25

TOTAL 30 6 -24 14 4 -10 34 3 -31

Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 6 1 -5 10 6 -4 3 3 -
1 AHMAD SALEH, MS 15 5 -10 12 12 - 8 7 -1
2 LATIF MUSOM - - - - - - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd 6 1 -5 1 1 - - - -
4 BAKI YUDIN 3 - -3 - - - - - -
5 FATIMAH - - - - - - - - -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 1 1 - - - - 2 2 -

TOTAL 31 8 -23 23 19 -4 13 12 -1

Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 3 3 - 5 5 - 2 2 -
1 AHMAD SALEH, MS 2 - -2 5 4 -1 2 - -2
2 LATIF MUSOM 2 2 - - - - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd - - - 1 1 - - - -
4 BAKI YUDIN - - - - - - - - -
5 FATIMAH - - - - - - - - -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 20 20 - 15 15 - 22 22 -

TOTAL 27 25 -2 26 25 -1 26 24 -2

Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 1 1 - - - - 2 2 -
1 AHMAD SALEH, MS 2 1 -1 5 4 -1 2 - -2
2 LATIF MUSOM - - - - - - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd - - - - - - - - -
4 BAKI YUDIN - - - - - - - - -
5 FATIMAH - - - - - - - - -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 19 19 - - - - 4 4 -

TOTAL 22 21 -1 5 4 -1 8 6 -2

Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 3 3 - 4 4 - 1 1 -
1 AHMAD SALEH, MS 8 4 -4 1 - -1 4 - -4
2 LATIF MUSOM 1 1 - 1 1 - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd - - - 2 1 -1 - - -
4 BAKI YUDIN - - - 1 - -1 - - -
5 FATIMAH - - - - - - - - -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 15 15 - 14 14 - 7 7 -

TOTAL 27 23 -4 23 20 -3 12 8 -4

N0. NOMOR/NAMA PARTAI/CALON
KELURAHAN PLAJU ULU

NO. TPS 31(P-9.123) NO. TPS 32(-9.124) NO. TPS 41(P-9.125)

N0. NOMOR/NAMA PARTAI/CALON
KELURAHAN PLAJU ULU

NO. TPS 17(P-9.120) NO. TPS 19(P-9.121) NO. TPS 20(P-9122)

N0. NOMOR/NAMA PARTAI/CALON
KELURAHAN PLAJU ULU

NO. TPS 05(P-9.117) NO. TPS 06(P-9.118) NO. TPS 14(P-9.119)

N0. NOMOR/NAMA PARTAI/CALON
KEL TALANG PUTRI KELURAHAN PLAJU ULU
NO. TPS 32(P-9.114) NO. TPS 01(P-9.115) NO. TPS 04(P-9.116)

N0. NOMOR/NAMA PARTAI/CALON
KELURAHAN TALANG PUTRI

NO. TPS 27(P-9.111) NO. TPS 28(P-9.112) NO. TPS 31(P-9.113)

N0. NOMOR/NAMA PARTAI/CALON
KELURAHAN TALANG PUTRI

NO. TPS 13(P-9.108) NO. TPS 17(P-9.109) NO. TPS 20(P-9.110)
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Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 1 1 - 3 3 -
1 AHMAD SALEH, MS 3 - -3 1 - -1
2 LATIF MUSOM - - - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd - - - - - -
4 BAKI YUDIN 1 1 - - - -
5 FATIMAH - - - - - -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 7 7 - 31 31 -

TOTAL 12 9 -3 35 34 -1

Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih Pemohon Termohon Selisih
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 1 - -1 1 - -1 5 4 -1
1 AHMAD SALEH, MS 6 6 - 1 1 - 1 1 -
2 LATIF MUSOM - - - 3 3 - - - -
3 ANGELA AGUSTIAN, SPd - - - 1 1 - - - -
4 BAKI YUDIN - - - - - - - - -
5 FATIMAH - - - - - - - - -
6 Ir. H. ABDUL ROZAK, MSc 4 4 - 11 11 - 24 24 -

TOTAL 11 10 -1 17 16 -1 30 29 -1

N0. NOMOR/NAMA PARTAI/CALON
KELURAHAN BAGUS KUNING

NO. TPS 01(P-9.128) NO. TPS 10(P-9.129) NO. TPS 22(P-9.130)

N0. NOMOR/NAMA PARTAI/CALON
KELURAHAN PLAJU ULU

NO. TPS 46(P-9.126) NO. TPS 49(P-9.127)

 
 
MOHON KEPUTUSAN YANG ADIL 
 
Dari data di atas maka kami dari Partai Persatuan Pembangunan memohon 

kepada Mahkamah Konstitusi untuk bisa mengecek ulang hasil rekapitulasi dari 

KPU karena hal ini sangat merugikan Partai Persatuan Pembangunan. Kami telah 

berjuang mulai tingkat PPS, PPK dan KPU kota yang dibuktikan dengan tidak 

menandatangani beberapa Berita Acara ditingkat PPS dan PPK. Tapi hal itu juga 

tidak mendapat reaksi yang baik. Hanya satu langkah Keadilan yang kami 

harapkan BISA diperoleh dari Mahkamah Konstitusi  Republik Indonesia untuk 

mengadili dan memutuskan dengan seadil-adilnya Permohonan kami ini.  

Dengan demikian, maka perolehan suara menurut Pemohon (PPP) berdasarkan 

atas penyandingan antara data Termohon dan data Pemohon untuk Dapil 3 

Pemilihan DPRD Kota Palembang perolehan suara seharusnya adalah sebagai 

berikut : 
 

No. 

Nama Calon 
Anggota DPRD 

KOTA 
Palembang 

Dapil 3 

Perolehan Suara 

Selisih Alat Bukti 
Termohon 

KPU 
Pemohon 

PPP 

 
PPP 973 1239 266 P-9.1 s.d. 

P-9.142 (C-
1) 1. Ahmad saleh 612 889 277 
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MS  

2. Latif Musom 392 397 5 

3. 
Angela 
Agustian, Spd 

91 271 180 

4. Baki Yudin 99 200 101 
5. Fatimah 110 170 60 

6. 
Ir. H. Abdul Roza  
M.Sc 

5396 5744 348 

     
JUMLAH 7673 8910 1237  

 

Berdasarkan dalil yang disampaikan diatas, beralaskan data yang rinci sebagai 

bukti-bukti yang sah menurut hukum, sehingga menjadikannya sebagai alat 

pembuktian yang sempurna. Untuk itu, mohon perkenan MAHKAMAH untuk 

memutuskan : 

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

Membatalkan keputusan KPU-RI tentang Penetapan Hasil pemilihan Umum 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 hari 

Jum’at Tanggal 09 Mei 2014, yang menyebutkan bahwa perolehan suara 

Pemohon di Dapil 3 Kota Palembang Untuk Pemilihan DPRD Kota Palembang  
hanya sebesar 7673. 

Menyatakan dan menetapkan perolehan suara Pemohon di Dapil 3 Kota 
Palembang sebesar 8910 dengan rincian perolehan suara partai dan calon adalah 

sebagai berikut : 
 

No. 
Nama Calon Anggota 

DPRD KOTA Palembang 
Dapil 3 

Perolehan Suara 
Selisih Alat 

Bukti 
Termohon 

KPU 
Pemohon 

PPP 

 
PPP 973 1239 266 P-9.1 s.d. 

P-9.142 
(C-1) 
 

1. Ahmad saleh MS 612 889 277 
2. Latif Musom 392 397 5 

3. Angela Agustian, Spd 91 271 180 
4. Baki Yudin 99 200 101 
5. Fatimah 110 170 60 
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6. Ir. H. Abdul Rozak, M.Sc 5396 5744 348 
     

JUMLAH 7673 8910 1237  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono).  
 
DAPIL KOTA PALEMBANG 4  
Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN 
PEMOHON (ROPIKO, S.Sos.I) DI DAPIL KOTA PALEMBANG 4 
 

 
No. 

Nama Calon 
Anggota 
DPRD 
Kabupaten/K
ota 

Perolehan Suara 
 

Selisih Alat Bukti Termohon Pemohon 

1. H. TAUFIK 
HIDAYAT 

1783    

2. DESMANA 
AKBAR 

3915 2862 (-) 1053 P-9.1 s/d P-
9.21 

3. ROPIKO, 
S.Sos.I 

3210 3210   

4. MUHAMMAD 
YANI 
BAHTERA, 
SH 

433    

No. DAPIL 3 
Perolehan Suara 

Pemohon 

 DPRD KOTA PALEMBANG PPP 
 P P P 1239 

1. AHMAD SALEH MS. 889 
2. LATIF MUSOM 397 
3. ANGELA AGUSTIAN, S.Pd 271 
4. BAKI YUDIN 200 
5. FATIMAH 170 
6. Ir. H. ABDUL ROZAK,M. Sc 5744 
   

JUMLAH 8910 
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5. MASAYU 
NOLA INDRI 
SARI, A.MD 

61    

6. KEMAS HS 
EFFENDI, SE 

485    

7. RUSTINI 527    
8. NENY 

JUNILYAH, 
SE 

66    

 
PENGURAIAN DAN PENJELASAN ALAT BUKTI PEMOHON ROPIKO, S.Sos.I. 
 

P-9. 1.  Model C 1 : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di 

Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014. 
Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 03, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan 

Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 

P-9. 2.  Model C : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat 

Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian 

Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 

2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). 
Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 05, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan 

Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 
P-9. 3.  Model C : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat 

Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian 

Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 
2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). 
Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 06, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan 

Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 
P-9. 4.  Model C : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat 

Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian 

Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 
2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). 
Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 09, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan 

Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 
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P-9. 5.  Model C : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat 

Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian 

Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 
2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). 
Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 10, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan 

Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 
P-9. 6.  Model C : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat 

Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian 

Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 
2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). 
Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 11, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan 

Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 
P-9. 7.  Lampiran Model C I Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan 

Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014. 
 Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 13, Kelurahan 1 Ulu, 

Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 
P-9. 8.  Lampiran Model C I Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan 

Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014. 
 Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 14, Kelurahan 1 Ulu, 

Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 
P-9. 9.  Model C : Berita Acara Pemungutan dan    Penghitungan Suara Di 

Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, 

dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan 

Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam 

Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). 
Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 26, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan 

Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 
P-9. 10.  Model C : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat 

Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian 

Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 
2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). 
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Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 29, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan 

Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 
P-9. 11.  Lampiran Model C I Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan 

Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014. 
 Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 07, Kelurahan 1 Ulu, 

Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 
P-9. 12.  Model D-1 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 

Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD 

Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota 

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.  
P-9. 13.  Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 

Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD 

Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilu 

Tahun 2014 Beserta lampiran (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) Sertifikat 

Rekapitulasi Hasil PenghitunganPerolehan Suara dari Setiap TPS Di Tingkat 

Desa/Kelurahan dalam pemilu anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Seberang 

Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. 

P-9. 14.  Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 

Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten 

Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 
(Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).  
Untuk Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. 

P-9. 15.  Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 

Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten 

Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 
(Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).  
Untuk Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. 
P-9. 16.  Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 

Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten 

Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 

(Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).  
Untuk Dapil Kota Palembang 4, Provinsi Sumatera Selatan. 
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P-9. 17.  Surat Pernyataan Nomor: /PPK:SU/IV/2014 yang dibuat oleh Ahmad 

Maher Jabatan ketua PPK Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang pada 

tanggal 30 April 2014. 
P-9. 18.  Surat Pernyataan yang dibuat oleh Abdal Jabatan Saksi PPK 

Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang pada tanggal 19 April 2014. 

P-9. 19.  Surat Pernyataan yang dibuat oleh Renaldo Anggriansyah Jabatan 

Saksi di TPS Kelurahan Ulu I Kota Palembang pada tanggal 09 April 2014. 
P-9. 20.  Surat Pernyataan yang dibuat oleh Oma Irama Jabatan Saksi di PPS 

Kelurahan Ulu 1 Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang pada tanggal 29 

April 2014. 
P-9. 21.  Surat Pernyataan/Keterangan yang dibuat oleh Mulhak Jabatan 

Anggota KPPS di TPS 05 Kelurahan Ulu 1 Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota 

Palembang pada tanggal 29 April 2014 

Bahwa dari bukti-bukti yang diuraikan tersebut diatas, ditemukan fakta hukum yang 

terkait dengan perselisihan suara yang menjadi obyek sengketa antara Caleg No. 

Urut 2 dan Caleg No. Urut 3 Dapil Kota Palembang 4 yang telah salah ditetapkan 

oleh Termohon  sebagai berikut : 

Bahwa di TPS 03 Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, 

Provinsi Sumatera Selatan terjadi kecurangan yang  dilakukan oleh KPPS untuk 

memenangkan caleg PPP nomor urut 2 Desmana Akbar. Surat suara sudah di 

coblos terlebih dahulu oleh petugas KPPS sebelum diberikan ke pemilih. Ketika 

penghitungan suara, dilakukan dengan sistem cepat dan jarak antara saksi-saksi 

partai dengan petugas penghitung suara cukup jauh dan tidak terlihat dengan 

jelas, sehingga saksi-saksi tidak bisa melihat dengan jelas caleg dari partai mana 
yang di coblos.(vide bukti P-9. 1) 
Bahwa di TPS 05 Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, 

Provinsi Sumatera Selatan DPT yang pindah alamat dan wafat 74 orang dari DPT 

262 + 2% = 267 orang, masih dituliskan pemilih hadir ketika Pemilihan 

berlangsung sebagai tindak Kecurangan dan Penggelembungan Suara untuk 

memenangkan Caleg : 

Desmana Akbar dari PPP; 

Hj. Tuti Malinda dari PBB; 

H. Kartak, Sas dari PKB. 
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Dimana kertas Surat Suara telah dicoblos terlebih dahulu oleh Petugas KPPS 

sebelum di berikan kepada Pemilih. (vide bukti P-9.2) 
Bahwa berdasarkan Penghitungan Suara Ulang tanggal 15 April 2014 pada TPS 

06 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I perolehan suara Desmana Akbar 

dari perhitungan awal sejumlah 265 suara menjadi 42 suara, hal demikian adanya 

indikasi kecurangan dan suara yang digelembungkan sejumlah 223 suara 

sedangkan perolehan suara Pemohon (Ropiko, S.Sos.I) pada saat perhitungan 

suara ulang (PSU)  mengalami kenaikan sejumlah 16 suara dari 2 suara menjadi 
18 suara. (Vide Bukti P-9.3) 
Bahwa pada TPS 09 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I terjadi 

kecurangan yang dilakukan oleh Petugas KPPS saat penghitungan suara ketika 

menunjukkan surat suara kepada saksi-saksi sangat cepat seolah-olah ada yang 

ingin ditutupi atas surat suara sehingga tidak kelihatan jelas caleg dan nama partai 

yang dicoblos, namun petugas KPPS yang membacakan surat suara yang 

dicoblos menyebutkan kepada Desmana Akbar Caleg PPP DPRD kota 
Palembang. (Vide Bukti P-9.4) 
Bahwa pada TPS 10 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I jumlah Daftar 

Pemilih Tetap (DPT) saat pemilihan umum Legislatif tanggal 09 April 2014 

sebanyak 483 DPT, terdiri dari 139 surat suara yang tidak digunakan dan 344 

surat suara  yang digunakan dengan hasil sebagai berikut : 302 surat suara yang 

sah dan 42 surat suara yang tidak sah, namun berdasarkan verifikasi data C1 

KWK total suara sejumlah 369 suara dengan perincian sebagai berikut : 327 suara 

yang sah dan 42 suara yang tidak sah, dengan demikian ada  penggelembungan 
data antara 369 suara dengan 344 suara  sebanyak 25 suara  369 suara. (Vide 
Bukti P-9.5) 
Bahwa pada TPS 11 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I terjadi 

kecurangan yang dilakukan oleh Petugas KPPS saat penghitungan suara ketika 

menunjukkan surat suara kepada saksi-saksi sangat cepat seolah-olah ada yang 

ingin ditutupi atas surat suara sehingga tidak kelihatan jelas caleg dan nama partai 

yang dicoblos, namun petugas KPPS yang membacakan surat suara yang 

dicoblos menyebutkan kepada Desmana Akbar Caleg PPP DPRD kota 
Palembang. (Vide Bukti P-9.6) 
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Bahwa pada TPS 13 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I telah terjadi 

intimidasi dan pemaksaan masyarakat untuk mencoblos Desmana oleh Ketua RT. 
14 sdr Soleh. (Vide Bukti P-9.7)  
Bahwa pada TPS 14 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I telah terjadi 

intimidasi dan pemaksaan masyarakat untuk mencoblos Desmana oleh Ketua RT. 

14 sdr Soleh. (vide Bukti P-9.8)  
Bahwa  di TPS 26 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I terjadi kecurangan 

yang dilakukan oleh petugas KPPS pada saatsaksi partai makan siang 

meninggalkan TPSoleh petugas KPPS yang juga sebagai ketua RT 28 yang 

bernama Sdr. Suhaimi mencoblos sendiri surat suara label warna hijau dan biru 

dalam jumlah yang banyak dan berulang-ulang memasukkansurat suara ke kotak 

suara, untuk memenangkan caleg DPRD Kab/Kota Dapil Kota Palembang 4 dari 

PPP No.  urut 2 (dua) atas nama DESMANA AKBAR, dan caleg DPRD Provinsi 

dari Partai PKB Nomor urut 1 (satu) H. Kartak, Sas, dengan pengelembungan 

sebanyak 100 suara untuk DESMANA AKBAR, ini terbukti dari suara Desmana 
147suara dan H. Kartak 237 suara.(vide Bukti P-9.9) 
Bahwa di TPS 29 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I terjadi kecurangan 

yang dilakukan oleh petugas KPPS dengan mencoblos sendiri surat suara 

sebelum diberikan ke pemilih untuk pemilihan DPRD kota Palembang atas nama 

DESMANA AKBAR, dan pemilih diinstruksikan supaya tidak mencoblas lagi 

langsung dimasukkan ke kotak suara. Saat perhitungan suara dilaksanakan secara 

sistim cepat (seolah-olah adu cepat dan ada yang takut diketahui oleh saksi-saksi) 

oleh petugas KPPS, sehingga saksi-saksi tidak bisa melihat caleg dari partai mana 

yang dicoblos, dan saksi-saksi hanya mendengar penyebutan suara Desmana 
Akbar saja. (Vide Bukti P-9.10) 
Bahwa di TPS 07 Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I terjadi 

kecurangan dilakukan oleh petugas KPPS Sdri. Mardiana alias Nana bin Herman, 

Sdri. Astuti (merangkap Ketua RT. 05 di TPS 07) dan Sdr. Edi Kaiyro alias Edi 

Jengkol (suami ketua RT 05 di TPS 07) untuk memenangkan Desmana Akbar 

dengan cara setiap pemilih yang hadir setelah diberi surat suara dituntun ke bilik 

suara oleh Sdri Mardiana, lalu Sdri. Mardiana membuka lembaran surat suara 

DPRD Kota dan mencoblos sendiri surat suara pada  nomor urut 2 sambil 

mengucapkan kata-kata sebagai berikut: “kamu kan sudah terima uang Rp. 
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50.000,- dari Desmana jadi harus coblos Desmana Akbar” untuk Caleg DPRD Kota 

Palembang. (Vide Bukti P- 9.11) 
Bahwa uraian diatas, ditemukan fakta hukum yang terkait dengan perselisihan 

suara yang menjadi obyek sengketa antara Caleg No. Urut 2 dan Caleg No. Urut 3 

Dapil Kota Palembang 4 yang telah salah ditetapkan oleh Termohon karena pada 

hasil rekapitulasi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Seberang 
Ulu 1 tertera hasil perolehan Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 3282 suara dengan 
penjelasan bahwa Caleg Nomor urut 2 melakukan penggelembungan suara 
dibeberapa TPS dengan melakukan manipulasi data DPT dan melakukan 
kerjasama yang tidak baik dengan petugas KPPS. (vide bukti P-9.1 s/d P-
9.11), Sehingga merugikan Caleg Nomor Urut 3 atas Ropiko, S. Sos.I.  

Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara oleh KPUD Kota 

Palembang pada Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota terlihat dengan jelas 

perolehan suara Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 pada setiap kecamatan sebagai 

berikut : 

Nomor Urut 2 untuk setiap kecamatan, yaitu : 

Kecamatan Kertapati    :     633 suara 

Kecamatan Seberang Ulu 1   :   3.282 suara 

Jumlah       :   3.915 suara  

 

Nomor Urut 3 untuk setiap kecamatan, yaitu :  

Kecamatan Kertapati    :     583 suara 

Kecamatan Seberang Ulu 1   :   2627 suara 

Jumlah       :   3.210 suara  

Bahwa apabila perolehan suara Nomor Urut 2 dari 3.915 suara dikurangi 1.053 
suara  = 2.862 suara (3.915 – 1.053  = 2.862 suara ) sehingga selisih suara antara 

Caleg Nomor Urut 2 dengan Caleg Nomor Urut 3 adalah : 705 suara, artinya 

Caleg Nomor Urut 3 (Ropiko, S. Sos.I) perolehan suaranya lebih tinggi daripada 

perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 (Desmana Akbar). oleh karena itu 

seharusnya yang ditetapkan oleh Termohon untuk menduduki kursi dimaksud 
adalah Caleg Nomor Urut 3 (Ropiko, S. Sos.I); 
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KABUPATEN MUARA ENIM 
DAPIL MUARA ENIM 1 
Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN 
PEMOHON (CALEG DPRD KABUPATEN MUARA ENIM)  MUARA ENIM 1 
 

No. Nama Calon 
Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota 

Perolehan Suara Selisih Alat Bukti 
Termohon Pemohon 

(1) PPP 
 
 

741 746 (+) 5 
P-9.2, 

s.d 
P-9.9 

 1. 
H. Marsito 1.753 972 (-) 781 

P-9.2, 
s.d 

P-9.9 
 
2. 

 
Ivand Dessy 

Andreanto,SH 

 
442 

 
447 

 
(+) 5 

P-9.2, 
s.d 

P-9.9 
3. 

Meiyana, SH 205 206 (+) 1 
P-9.2 

s.d P-9.9 
4. 

Zil  Pasihi 791 791 0 
P-9.1 s.d     

P-9.9 
5. 

Subran  Dul Hoteh 454 454 0 
P-9.1 s.d     

P-9.9 
6. 

Wiwin Mismiani 149 149 0 
P-9.1 s.d     

P-9.9 

 7. 
M.Yusuf Y,SH 90 90 0 

P-9.1 s.d      
P-9.9 

 8. 
Novita Lestari, Spd 42 43 (+) 1 

P-9.2, 
s.d 

P-9.9 
 9. 

Syaipul Bahri 1149 1.149 
0 
 

P-9.1 s.d     
P-9.9 

10. 
Nuzlul Amri 478 478 0 

P-9.1 s.d     
P-9.9 
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Keterangan: 
P-9.1. Model C (Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan  Suara di Tempat 

Pemungutan Suara Untuk Pemilu  Anggota DPR, DPD, DPRD Propensi dan 

DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014); 
P-9.2. Lampiran Model C1 DPRD kab/kota (Catatan Hasil Penghitungan 

Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon anggota DPRD kab/kota di 

Tempat Pemungutan Suara   Tahun 2014); 

 P-9.3  Model C1 (Sertifikat Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di 

Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014); 
P-9.4. Model D (Berita  Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 

Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota 

Serta Calon Anggota DPD DI Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 

2014); 

P-9.5. Model D-1 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan  Perolehan Suara Dari 

Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD 

Kabupaten/Kota Tahun 2014); 

P-9.6. Model DA (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara 

Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/ 

Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014) 

P-9.7. Model DA-1 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara 

Dari Setiap Desa/ Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD 

Kabupaten/Kota Tahun 2014); 

P-9.8. Model DB (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehn Suara 

Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/ 

Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/ Kota Dalam Pemilu Tahun 

2014);  

P-9.9. Model DB-1 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara 

Dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPR 

Tahun 2014); 

P-9.10.  Model D-1 Ganda ( Sertifikat Rekapitulasi HasilPerhitungan  Perolehan 

Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD 

Kabupaten/KotaTahun 2014); 

P-9.11. Surat Keputusan ( SK ) KPU Kabupaten Muara Enim Petugas PPS dan 

KPPS Kecamatan Gunung Megang; 
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P-9.12  Surat Keterangan Kronologis; 

P-9.13  Surat Keterangan Saksi Ahli; 

P-9.14   Surat Keterangan Saksi Ahli; 

P-9.15  Surat Keterangan Saksi Ahli; 

P-9.16. Surat Keterangan Saksi Ahli; 

P-9.17 Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari masyarakat atas nama Ahmad 

Sudiro. Tanggal 15 April 2014, Perihal: Manipulasi data suara di TPS 5 Desa  

Panang JayaKecamatan Gunung Megang   dan Alat –alat   Bukti Lainya;         

P-9.18  Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan 

umum. ( Model B.13-DD );  

P-9.19  Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari KPU Propinsi Sumatra Selatan; 

P-9.20 Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari GAPKUMDUProvinsi Sumatra 

Selatan; 

P-9.21 Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari KPU RI. 

P-9.22 Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari BAWASLU RI ( Model B.3-DD ); 

P-9.23  Surat Rekomendasi dari DPW PPP; 

P-9.24 Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari LBH DPP PPP; 

P-9.25 Memo Wakil ketua Umum DPP PPP Bapak EMRONPANKAPI; 

P-9.26 Tanda Bukti Penerimaan Berkas Asli/ Alat Bukti Pemohon Asli, Nomor : 81 

/PAN.MK/V/2014. Tanggal 16 Mei 2014 jam 17:11 yang menerima an. Noor 

Sidharta; 
Penjelasan: 
Kecamatan Gunung Megang Desa Panang Jaya: 
TPS 2: 
Jumlah suara sah seluruh partai dan calon menurut  Bukti P-9.2 (Lampiran Model 

C-1) sebanyak 371;  

Jumlah suara sah seluruh Partai Politik menurut Bukti P-9.5 (Model D-1) sebanyak 

372; 

Jumlah seluruh pengguna hak pilih menurut Bukti P-9.5 (Model D-1) sebanyak 

487; 

Jumlah surat suara yang digunakan menurut P-9.5 (Model D-1) sebanyak 386; 

Jumlah suara sah dan tidak sah menurut Bukti P-9.5 (Model D-1) sebanyak 386; 

Jumlah surat suara yang tidak dipergunakanmenurut P-9.5 (Model D-1) sebanyak 
97; 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

98 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

Dari uraian tersebut di atas telah terjadi beberapa kekeliruan/kejangalan sebagai 

berikut: 
Di Bukti P-9.2 (lampiran Model C-1) sebanyak 371 suara berbeda di Bukti P-9.5 

(Model D-1) sebanyak 372 suara sehingga terjadi Pengelembungan 1 
suara;Jumlah seluruh pengguna hak pilih Bukti P-9.5 (Model D-1) sebanyak 487 

suara, berbeda dengan jumlah suara sah dan tidak sah di Bukti P-9.5 (Model D-1) 

halaman 2 sebanyak 386 suara, ada pengurangan sebanyak 101 suara, yang 

berdampak pada jumlah surat suara yang tidak digunakan di Bukti P-9.5 (Model D-

1) halaman 2 sebanyak 97 suara, berarti jumlah surat suara yang tidak di gunakan 

tidak ada, KPU Kabupaten Muara Enim kekurangan surat suara sebanyak 4 surat 
suara. Surat suara yang tidak digunakan sebanyak 101 suara tersebut masuk 
ke H.Marsito sebanyak 100 suara dan Partai Persatuan Pembangunan 
sebanyak 1 suara. Terdapat Bukti P-9.2 (Lampiran Model C-1) Ganda. 
Tidak ada satupun saksi Partai Politik yang menanda tanggani Bukti P-9.2 

(Lampiran Model C-1) 
Tidak ada alat bukti  P-9.1 ( Model C-1 ) di kantor 

DPC PPP kabupaten muara enim 

Tidak ada alat bukti P-9.3 Di kantor DPC PPP kabupaten Muara Enim; 

Sulit Untuk mendapatkan Bukti P-9.1, P-9.2, P-9.3 dan P-9.5 yang asli 

berhologram. Di situs KPU tidak ada/tidak bisa di buka; 
Di mana Bukti P-9.1,P-9.2, P-9.3 dan P-9.5 yang Aslinya ?; 
TPS 3 Di Bukti P-9.5 (Model D-1) Pengguna Hak pilih dalam daftar pemilih khusus 

(DPK) Perempuan yang seharusnya sebanyak 3 suara, sedangkan di Bukti P-9.5 

(Model D1) sebanyak 1 suara berpengaruh dengan jumlah surat suara sah yang 

digunakan yang seharusnya 405 suara, sedangkan di Bukti P-9.5 (Model D1) 

halaman 2 sebanyak 403 suara, dan berpengaruh dengan jumlah surat suara yang 

tidak di gunakan di Bukti P-9.5 (Model D1) sebanyak 103 suara yang seharusnya 

101 suara, ada selisi 2 suara yang masuk ke H.Marsito sehinga berpengaruh ke 

Bukti P-9.5 (Model D-1), P-9.7 (Model DA-1) dan P-9.9 (Model DB-1) sehingga 

berpengaruh dengan jumlah surat suara sah seluruh partai politik di Bukti P-9.5 

(Model D1) sebanyak 383 suara yang seharusnya sebanyak 385 suara. Terdapat 
Bukti P-9.2 (Lampiran Model C-1) Ganda.    
- Terdapat Perbedaan tulisan angka 2,3,4,5,6 di Bukti P-9.3; 

- Terdapat Penebalan angka-angka di Bukti P-9.3; 
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- Terdapat Perbedaan tanda tanggan di Bukti P-9.1 

     ke  Bukti P-9.2 dan P-9.3; 

- Semua tanda tangan saksi-saksi partai politik di Bukti  P-9.1 Berbeda 

dengan di Bukti P-9.2; 
- Dimana P-9.2 dan P-9.3 Aslinya ?; 
TPS 4  Dilampiran Bukti P-9.3 (Model C-1) jumlah suara tidak sah 19 suara 

berdeda dengan di Bukti P-9.5 (Model D1) sebanyak 12 suara, ada selisih 7 suara 

yang tidak sah sehinga berpengaruh dengan jumlah suara sah seluruh partai 
politik di Bukti P-9.5 (Model D1) sebanyak 285 suara, yang seharusnya sebanyak 

278 suara, suara tersebut masuk ke H. Marsito Caleg No. Urut 1 sebanyak 7 

suara. Terdapat Bukti P-9.2 (Lampiran Model C1) Ganda. 
- Terdapat Perbedaan semua tanda tangan Petugas KPPS di Bukti P-9.1 Ke 

Bukti P-9.2 dan P-9.3; 
- Tidak ada satupun saksi-saksi Partai Politik yangmenandatangani di Bukti 

P-9.1 dan P-9.3; 
- Terdapat Coretan di jumlah suara sah Partai Politik  dan Calon di Bukti P-
9.2 khusus di Partai Persatuan  Pembangunan. 
- Terdapat Tip X kan di Bukti P-9.3 
TPS 5 Jumlah suara sah partai politik dan calon di Bukti P-9.2 (lampiran Model C1) 

sebanyak 307 suara, berbeda dengan di Bukti P-9.5 (Model D-1) sebanyak 305 

ada pengelembungan 2 suara, suara tersebut masuk ke H. Marsito Caleg No.Urut 

1 sehingga Berpengaruh dengan jumlah suara sah partai politik sampai ke Bukti P-
9.7 (Model DA-1) dan P-9.9 ( Model DB-1).  Terdapat Bukti P-9.2 (Lampiran 
Model C1) Ganda; 
Di Bukti P-9.2 (Lampiran Model C-1) Partai Persatuan  Pembangunan Mendapat 

Sebanyak 15 suara sedangkan di Bukti P.9-5 (Model D-1)mendapat sebanyak 10 

suara; 
Di Bukti P-9.2 (Lampiran Model C-1) H.Marsito dengan Nomor urut 1 Mendapat 

Sebanyak 79 suara sedangkan di Bukti P.9-5 (Model D-1)mendapat sebanyak 82 

suara. Ada Pengelembungan 3 suara; 
Di Bukti P-9.2 (Lampiran Model C-1) Ivand Dessy Andrento,SH Mendapat 

Sebanyak 5 suara sedangkan di Bukti P.9-5 (Model D-1)mendapat sebanyak 0 

(nol) suara; 
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Di Bukti P-9.2 (Lampiran Model C-1) Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon 

Mendapat Sebanyak 102 suara sedangkan di Bukti P.9-5 (Model D-1)mendapat 

sebanyak 95 suara.sehinga Partai Persatauan Pembangunan kehilangan 7 suara; 
Terdapat Perbedaan nama Petugas KPPS dengan SK dari KPU Kabupaten 
Muara Enim; 
Terdapat Perbedaan/kejangalan,di Bukti P-9.3 Jumlah Pemilih sebanyak 495 

suara sedangkan Jumlah surat suara yang di terima termasuk cadangan 2% 
sebanyak 450 surat suara.berarti KPU kekurangan 45 surat suara untuk TPS 5 

Desa Panang Jaya; 
Terdapat Perbedaan tanda tangan saksi-saksi di Bukti  P-9.1 ke Bukti P-9.2 dan 

P-9.3; 
Di mana Bukti P-9.1,P-9.2 dan P-9.3 Aslinya ? 
TPS 8 Jumlah suara sah partai politik dan calon di Bukti P-9.2 (lampiran Model C1) 

sebanyak 356 suara, berbeda dengan di Bukti P-9.5 (Model D1) sebanyak 362 

suara, ada pengelembungan di Bukti P-9.5 (Model D-1) selisi sebanyak 6 suara 

yang masuk ke H. Marsito Caleg No. Urut 1 yang berpengaruh dengan jumlah 

suara sah seluruh partai politik sampai ke Bukti P-9.7 (Model DA-1) dan Bukti P-
9.9 (Model DB-1). Terdapat Bukti P-9.2 (Lampiran Model C1) dan P-9.5 (Model 
D-1) Ganda; 
Terdapat Perbedaan tanda tangan saksi-saksi Partai Politik di setiap lembar Bukti 

P-9.2. yang mana tanda tangan aslinya?; 
Tidak bisa di pelajari Bukti P-9.1 dan P-9.3, karna tidak mendapatkan bukti-

buktinya  dari kantor DPC PPP; 
Dibukti P-9.2 (Lampiran Model C-1) yang saya dapat dari Partai PKS, Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) Terdapat banyak sekalian Perbedaan Perolehan suara 

sah Partai Politik dan Calon, Dengan Bukti P-9.2 (Lampiran Model C-1) yang saya 

dapat dari kantor DPC PPP; 

Dimana Bukti  P-9.1, P-9.2 P-9.3, P-9.4 dan P-9.5 Aslinya ?; 
6.  SK  Petugas   PPS Menurut  KPU  kabupaten Muara Enim di  Desa 
PanangJaya berdeda dengan di Bukti P-9.4  dan P-9.5; 
B. Kecamatan Gunung Megang, Desa Penanggiran: 
 1.    TPS 1: 
Terdapat Penebalan Anggka di Bukti P-9.2(LampiranModel C-1) di Jumlah suara 

sah Partai Politik dan Calon diPartai Persatuan Pembangunan; 
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Terdapat Perbedaan Tanda tangan Petugas KPPS  Di Bukti P-9.2 yang saya 

dapat dari Kantor DPC PPP dengan yang saya dapat dari Partai PKS; 
2. TPS 2:  
Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Bukti P-9.3 (Model C1) laki-
laki sebanyak 204 suara berbeda dengan di Bukti P-9.5 (Model D1) sebanyak 254 

suara, ada pengelembungan sebanyak 50 suara yang  berpengaruh ke Bukti P-9.7 

(Model DA-1) dan Bukti P-9.9 (Model DB-1); 

Jumlah pemilih terdaftar dalam pemilih tetap (DPT) di Bukti P-9.3 (Model C1) 

sebanyak 408 suara berbeda dengan di Bukti P-9.5 (Model D1) sebanyak 458 

suara, ada pengelembungan sebanyak 50 suara, sehinga berpengaruh ke Bukti P-
9.7 (Model DA1) dan Bukti P-9.9 (Model DB-1) sehinga berpengaruh dengan surat 

suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) suara sebanyak 50 tersebut 

masuk ke H.Marsito dengan no urut 1. Terdapat Bukti P-9.2 (Lamiran Model C1) 
dan P-9.5 (Model D-1) Ganda; 
Terdapat Perbedaan tanda tangan Petugas KPPS di Bukti P-9.1 ke Bukti P-9.2 

dan P-9.3; 
Terdapat Perbedaan tanda tangan saksi-saksi Partai Politik di Bukti P-9.1 ke Bukti 

P-9.2 dan P-9.3; 
Tidak ada isian Formulir Pengguna hak Pilih di Bukti P-9.3; 
Tidak ada isian jumlah dengan huruf cetak di setiap lembar Bukti P-9.2; 
Di mana Bukti P-9.2,P-9.3 dan P-9.5 Aslinya ? 
3.    TPS 3:  
Jumlah seluruh pengguna hak pilih di Bukti P-9.3 (Model C1)sebanyak 316 suara 

berbeda dengan jumlah pengguna hak pilih di Bukti P-9.5 (Model D1) sebanyak 

376 suara terdapat pengelembungan 60 suara, sehinga berpengaruh ke Bukti P-
9.7 (Model DA-1) dan Bukti P-9.9 (Model DB-1). sebanyak 60 suara tersebut 

masuk ke H.Marsito No Urut 1; 

Jumlah surat suara yang tidak digunakan di Bukti P-9.3 (Model C1) sebanyak 93 

berbeda dengan di Bukti P-9.5 (Model D1) sebanyak 91 suara, sehinga 

berpengaruh ke Bukti P-9.7 (Model DA-1) dan Bukti P-9.9 (Model DB-1), ada 

Pengelembungan 2 suara, suara tersebut masuk ke H.Marsito dengan No Urut 1; 

Jumlah pengguna hak pilih di Bukti P-9.3 (Model C1) sebanyak 316 suara berbeda 

dengan jumlah surat suara yang digunakan di Bukti P-9.5 (Model D1) sebanyak 
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312 sehinga  berpengaruh ke Bukti P-9.7 (Model DA-1) dan Bukti P-9.9 (Model 

DB-1) sehingga ada selisi 4 suara; 

Jumlah suara sah seluruh partai politik dan calon di Bukti P-9.3 (Model C1) 

sebanyak 293 suara berbeda dengan di Bukti P-9.5 (Model D-1) sebanyak 300 

suara. sehinga berpengaruh ke Bukti P-9.7 (Model DA-1) dan Bukti P-9.9 (Model 

DB-1), ada pengelembungan sebanyak 7 suara yang masuk ke H.Marsito dengan 

No Urut 1; 
Terdapat Bukti P-9.2 (Lampiran Model C1), P-9.3 dan P-9.5 Ganda. sebab 

berbeda dengan jumlah suara sah partai politik dan calon di Bukti P-9.3 (Model 

C1) sebanyak 293 sedangakan di Bukti P-9.2 (Lampiran Model C1) sebanyak 300 

suara  dan P-9.5 Model D-1) sebanyak 300 suara; 

Di Bukti P-9.3 Jumlah seluruh Pengguna hak pilih     316 berdeda dengan surat 

suara yang di gunakan sebanyak 310 surat suara.-  Di Bukti P-9.3 Jumlah surat 

suara yang digunakan sebanyak 310 berbeda dengan Jumlah suara sah dan tidak 

sah sebanyak 311 surat suara; 

Terdapat Bukti P-9.2 (Lampiran Model C1), P-9.3 dan P-9.5    Ganda; 
Terdapat Perbedaan tanda tangan Petugas KPPS di Bukti P-9.1 ke Bukti P-9.2 

dan P-9.3; 
Terdapat Perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah calon anggota 

DPR,DPD,DPRD PROVINSI dan DPRD KAB/KOTA. Di Bukti P-9.3; 
Terdapat Perbedaan tanda tangan saksi-saksi Partai Politik di Bukti P-9.1 Ke Bukti 

P-9.2 dan P-9.3; 
Di mana Bukti P-9.2 dan Bukti P-9.3 Aslinya ?; 
4. TPS 4: 
Jumlah pemilih di Bukti P-9.3 (Model C1) sebanyak 436 suara sedangkan di Bukti 

P-9.5 (Model D-1) sebanyak 496 suara ada pengelembungan sebanyak 60 suara, 

suara tersebut masuk ke H.Marsito dengan No Urut 1. sehinga berpengaruh ke 

Bukti P-9.7 (Model DA-1) dan Bukti P-9.9 (Model DB-1), sehinga berpengaruh 

dengan jumlah surat suara yang tidak di terima termasuk cadangan 2% ( 2+3+4) 
sebanyak 440 suara; 

Jumlah sauara sah seluruh partai politik dan calon di Bukti P-9.2 (lampiran Model 

C1) sebanyak 364 suara berbeda dengan di Bukti P-9.3  sebanyak 365 suara. 

Terdapat Bukti P-9.2 (Lampiran Model C1) Ganda, sehinga berpengaruh ke 
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Bukti P-9.5 (Model D-1),  P-9.7 (Model DA-1) dan Bukti P-9.9 (Model DB-1) 

terdapat pengelembungan sebanyak 1 surat suara; 

 Terdapat Perbedaan tanda tangan Petugas KPPS di Bukti P-9.1 ke Bukti 

P-9.2 dan P-9.3; 

Terdapat Perbedaan tanda tangan saksi-saksi Partai Politik di Bukti P-9.1 Ke Bukti 

P-9.2 dan P-9.3; 

 Tidak ada tulisan Jumlah  dengan  Huruf  Cetak di setiap lembar Bukti P-
9.2;                                                                                
5.  TPS 6 : 
Terdapat Perbedaan tanda tangan Petugas KPPS di   Bukti P-9.1 ke Bukti P-9.2 

dan P-9.3; 

Di Bukti P-9.3 terdapat banyak Penebalan angka-angka;     

Di Bukti P-9.3 terdapat Perbedaan angka-angka : 2,3,4,6 dan 7; 
Terdapat Perbedaan tanda tangan saksi-saksi Partai Politik  di   Bukti P-9.1 ke 

Bukti P-9.2 dan P-9.3; 
Terdapat kesalahan jumlah angka dan huruf cetak di jumlah suara sah Partai 

dan Calon di PartaiPersatuan Pembangunan di Bukti P-9.2; 
Dimana Bukti P-.2,P-9.3,P-9.5 dan P-9.7.Aslinya?; 
TPS 7: 
Di Bukti P-9.3 (Model C1) Pemilih khusus tambahan ( DPKTb )/pengguna KTP dan 

KK/nama sejenis lainya. Data pemilih sebanyak 17 sedangkan pengguna hak pilih 

sebanyak 7, ada perbedaan sebanyak 10 surat suara sehinga berpengaruh ke 

Bukti P-9.5 (Model D-1), P-9.7 (Model DA-1) dan Bukti P-9.9 (Model DB-1), 

sebanyak 10 suara  masuk ke H. Marsito dengan No Urut 1; 
Di Bukti P-9.2 (lampiran Model C1) jumlah suara sah partai politik dan calon 

sebanyak 198 suara berbeda dengan di Bukti P-9.3 (Model C1) sebanyak 186 

suara. ada pengelembungan sebanyak 12 suara yang masuk ke H.Marsito 
dengan No Urut 1; 

Terdapat Bukti P-9.2 (lampiran Model C1)  ganda sehinga berpengaruh ke Bukti 

P-9.5 (Model D-1), P-9.7 (Model DA-1) dan P-9.9 (Model DB-1); 

Di Bukti P-9.2 (lampiran Model C1) sebanyak 198 suara di tambah jumlah suara 

tidak sah sebanyak 10 suara. Jadi jumlah seluruh suara sah dan tidak sah yang 

seharusnya sebanyak 208 suara di bukti P-9.3 (Model C-1). sehinga berpengaruh 
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ke Bukti P-9.5 (Model D-1), P-9.7 (Model DA-1) dan P-9.9 (Model DB-1) yang 
mana suara tersebut masuk ke H. Marsito no urut 1 sebanyak 12 suara; 
Terdapat Bukti Perbedaan tanda tangan Petugas KPPS di Bukti P-9.1 ke Bukti P-
9.2 dan P-9.3 

Terdapat banyak sekali coretan-coretan di Bukti P-9.3; 
Di Bukti P-9.3 Jumlah Pemilih sebanyak 246 suara, Jumlah surat suara yang 

diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) sebanyak 234 surat suara; 

Terdapat banyak sekali Perbedaan formulir isian di Bukti P-9.2 (PPP) dengan 

Bukti P-9.2 (PKS) hampir di setiap Partai Politik dan Calon; 

Dimana Bukti P-9.1, P-9.2, dan P-9.3 Aslinya ?; 
 
KESIMPULAN: 
a.   Kecamatan Gunung Megang Desa Panang Jaya: 
Bahwa Jumlah Pemilih di Bukti P-9.5 (Model D-1) Sebanyak 3.496 suara berbeda 

dengan di Bukti P-9.7(Model DA-1) sebanyak 3.500 suara, ada pengelembungan 4 

suara.yang akan berpengaruh pada Bukti-bukti lainya; 
Jumlah pengguna hak Pilih dalam datar Pemilih tetap ( DPT ) Perempuan di bukti 

P-9.5 (Model D-1)sebanyak1.243, yang seharusnya (Pemohon) sebanyak 1.197 

suara,ada pengelembungan 46 suara berbeda dengan di Bukti P-9.7(Model DA-

1)sebanyak1.557 suara terdapat, pengelembungan  360 suara.yang masuk ke 
H.Marsito dengan no urut 1; 
JumlahPengguna hak Pilih dalam datar Pemilih tetap ( DPT ) di Bukti P-9.5 

sebanyak 2.590 yangSeharusnya(Pemohon)2.485, ada pengelembungan 105 

suara yang masuk ke H.Marsito dengan no urut 1. Sedangkan di Bukti P-
9.7(Model DA-1) sebanyak 2.845. ada Pengelembungan sebanyak 360 suara;  
Jumlah seluruh Pengguna hak pilih di Bukti P-9.5 sebanyak 2574 yang seharusnya 

(Pemohon) sebanyak 2934 ada Pengelembungan 360 suara; 
Jumlah surat suara yang digunakan di bukti P-9.7(Model DA-1) sebanyak 2574, 

yang seharusnya (Pemohon) sebanyak 2934. ada pengelembungan 360 suara; 
Jumlah suara sah Seluruh Partai Politik  di Bukti P-9.7 (Model DA-1) sebanyak 

2450 suara, yang seharusnya (Pemohon) sebanyak 2810 suara; 
Jumlah suara sah dan tidak sah di bukti P-9.7(Model DA-1) sebanyak 2574, yang 

seharusnya (Pemohon) sebanyak 2934. ada pengelembungan 360 suara. Yang 

masuk ke H.Marsito dengan no urut 1; 
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b.  Kecamatan Gunung Megang Desa Penangiran: 
Pemilih terdatar dalam datar Pemilih Tetap (DPT)Laki-laki di Bukti P-9.5(Model D-

1) sebanyak 1386, yang seharusnya (Pemohon)sebanyak 1436, sedangkan di 

Bukti P-9.7 (ModelDA-1) sebanyak 1186, berarti ada Pengelembungan ditingkat 

KPPS dan PPS sebanyak 250 pemilih; 
Jumlah Pemilih di Bukti P-9.5(Model D-1) sebanyak 2986; 
Jumlah Pemilih seharusnya (Pemohon) sebanyak 2846; 
Jumlah Pemilih di Bukti P-9.7(Model DA-1) sebanyak 2786, ada Pengelembungan 

di tingkat KPPS dan PPS sebanyak 200 pemilih; 

Pengguna hak Pilih dalam datar Pemilih Tetap (DPT) di Bukti P-9.5(Model D-1) 

sebanyak 2315,berbeda dengan di Bukti P-9.7(Model DA-1) sebanyak 2311, ada 

Pengelembungan di tingkat KPPS dan PPS sebanyak 4 Pengguna hak pilih; 
Jumlah Pengguna hak Pilih laki-laki di Bukti P-9.5(Model D-1) sebanyak 1182, 

berdeda dengan Bukti P-9.7(Model DA-1) sebanyak 1179,ada Pengelembungan 3 

Pengguna di tingkat KPPS dan PPS; 
Jumlah seluruh Pengguna hak Pilih di Bukti P-9.5(Model D-1) sebanyak 2365, 

berbeda dengan di Bukti P-9.7(Model DA-1) sebanyak 2361, ada 

Pengelembungan 4 Pengguna di tingkat KPPS dan PPS; 
Jumlah surat suara yang tidak digunakan di Bukti P-9.5(Model D-1) sebanyak 

414 surat suara,seharusnya (Pemohon) sebanyak 420, berbeda dengan di bukti 

P-9.7(Model DA-1) sebanyak 418 surat suara. Ada selisih 6 surat suara. kemana 
surat suara tersebut ?; 
Jumlah surat suara yang digunakan di Bukti P-9.5(Model D-1) sebanyak 

2365,berbeda dengan di bukti P-9.7(Model DA-1) sebanyak 2361. Ada selisi 4 

surat suara. Kemana surat suara tersebut ?; 
Jumlah suara sah seluruh Partai Politik di Bukti P-9.5(Model D-1) sebanyak 2282, 

berdeda dengan di Bukti P-9.7 (Model DA-1) sebanyak 2291. Terdapat 

Pengelembungan 9 suara; 

Jumlah suara tidak sah di Bukti P-9.5(Model D-1) sebanyak 79 suara, berbeda 

dengan di Bukti P-9.7 (Model DA-1) sebanyak 70 suara. Ada selisih9 suara, ada 

apa dengan data bukti-bukti ini ; 
Di mana Bukti P-9.5 dan P-9.7, Desa Penangiran Kecamatan Gunung  Megang  
Aslinya ?; 
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Saya Mohon Kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Agar 
supaya Mengabulkan Permohonan Saya untuk Membuka Kotak Suara di 
Semua TPS Desa Panang Jaya Dan Desa Penasngiran Kecamatan Gunung 
Megang Dapil 1 Kabupaten Muara Enim Provinsi  Sumatra Selatan . Amin; 
Bahwa berdasarkan BuktiP-9.9 (Model DB-1) Jumlah pengguna hak pilih di 

Kecamatan Gunung   Megang. Terdapat Penggelembungan sebanyak 781 

suara. Dengan uraian sebagai berikut :  
Jumlah seluruh Pengguna hak Pilih Laki-laki ( Pemohon) sebanyak 15.983 suara, 

sedangkan di Bukti P-9.9 (DB-1)halaman 1 sebanyak 16.372 suara, Terdapat 
Pengelembungan 389 suara; 
Jumlah seluruh Pengguna hak pilih Perempuan sebanyak 16.425, Pengguna Hak 

Pilih ( Pemohon ) , sedangkan di Bukti P-9.9 ( DB-1 ) halaman 1 sebanyak 

16.817,Pengguna Hak Pilih. Terdapat Pengelembungan 392 Pengguna Hak 
Pilih; 
Bahwa di Kecamatan Gunung Megang Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih di 

Bukti P-9.9 ( Model DB-1 ) sebanyak 32.408, yang seharusnya (Pemohon)33.189, 

ada Pengelembungan 781 Pengguna Hak Pilih; 
Jumlah surat suara yang digunakan di Bukti P-9.9(Model DB-1) sebanyak 32.408, 

yang seharusnya (Pemohon) sebanyak 33189, yang akan berpengaruh ke Jumlah 

surat suara yang di terima termasuk cadangan 2%( 2+3+4) di bukti P-9.9 (Model 

DB-1) sebanyak 41.197, yang seharusnya (Pemohon) sebanyak 41.978 surat 

suara; 

Jumlah suara sah seluruh Partai Politik di Bukti P-9.9( Model DB-1) sebanyak 

31.029, berdeda dengan bukti P-9.7 (Model DA-1) sebanyak 31.019, Terdapat 

Pengelembungan 10 suara. Yang seharusnya ( Pemohon ) sebanyak 31.810 

suara Sah Seluruh Partai Politik, Terdapat Pengelembungan781 suara Sah 

Seluruh Partai Politik ; 
Sebanyak 781 Pengelembungan suara tersebut masuk ke H. Marsito Caleg 
nomor urut 1. Di Bukti P-9.9( Lampiran Model DB-1) halaman 5, H.Marsito 

mendapat sebanyak 1.753 suara, yang seharusnya/sebenarnya ( Pemohon ) 972 
suara; 
 
Bahwa berdasarkan Uraian tersebut di atas, maka menurut Kami Pemohon bahwa 

yang Berhak atas Kursi ke 8 berdasarkan Perhitungan tahap Ketiga adalah 

Pemohon Caleg Nomor urut 9 an. Syaipul Bahri dengan Perolehan suara 
 

 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

107 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

sebanyak 1.149 suara, bukan caleg Nomor urut 1 an. H.Marsito dengan 

Perolehan saura sebanyak 972 suara. 

 
PETITUM: 
Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon 

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai 

berikut: 
− Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

− Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

411/KPTS/KPU/2014 Tertanggal 9 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014; 
− Menyatakan Hasil Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon dalam 

Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara Untuk Anggota DPR, Anggota DPRD 

Provinsi/ DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK di beberapa Daerah 

Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada 

terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan 

kursi anggota DPR sebagai berikut: 
PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA 
DPRD KABUPATEN/ KOTA) DI KABUPATEN/ KOTA MUARA ENIM PROVINSI 
SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD 
KABUPATEN/KOTA: 
KABUPATEN MUARA ENIM 

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD KABUAPTEN/KOTA) 

menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (perseorangan 

calon anggota DPRD KABUAPTEN/KOTA) secara  lengkap dengan mendasar 

pada: 
Tabel 2. PERSANDINGAN  PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN 
PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) 
DI DAPIL MUARA ENIM 1 
 
DAPIL MUARA ENIM 1 

No. 
     Nama Calon                                            
Anggota  DPRD 
Kabupaten/Kota  

      Perolehan              
Suara Pemohon 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

108 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

 
 
 
 
 
 

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini; 

Atau  

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex 

aequo et bono). 

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat 

bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-9.1 sampai dengan P-

sebagai berikut.  
 
 
 
 

(1) PPP 746 

 1. H. Marsito 972 

 2. Ivand Dessy Andreanto,SH 447 

 3. Meiyana, SH 206 

 4. Zil  Pasihi 791 

 5. Subran  Dul Hoteh 454 

 6. Wiwin Mismiani 149 

 7. M.Yusuf Y, SH 90 

 8     
Novita Lestari, Spd 43 

 9. Syaipul Bahri 
1.149 

 10. Nuzlul Amri 
478 
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DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I 

1 P-9.1 
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi 
dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 
(Model DC-1 DPR) —Perubahan— 

2 P-9.2 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi 
dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 
(Model DC-1 DPR) — Awal— 

3 P-9.3 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat 
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR 
Tahun 2014 (Model DB-1 DPR), Kota PALEMBANG 

4 P-9.4 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan 
dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 
(Model DA-1 DPR), Kecamatan ILIR TIMUR II 

5 P-9.5 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan 
dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 
(Model DA-1 DPR), Kecamatan KEMUNING 

6 P-9.6 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan 
dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 
(Model DA-1 DPR), Kecamatan PLAJU 

7 P-9.7 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan 
dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 
(Model DA-1 DPR), Kecamatan SEBERANG ULU I 

8 P-9.8 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan 
dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 
(Model DA-1 DPR),Kecamatan SEBERANG ULU II 

9 P-9.9 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat 
Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 
2014 (Model DB-1 DPR), Kab. MUSI RAWAS Provinsi 
Sumatera Selatan, Dapil Sumsel I. 

10 P-9.a 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 4 (empat) TPS di Desa 
KARYA TELADAN, Kecamatan MUARA KELINGI, 
Kab. MUSI RAWAS. 

11 P-9.10 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 4 (empat) TPS di Desa 
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LUBUK MUDA, Kecamatan MUARA KELINGI, Kab. 
MUSI RAWAS 

12 P-9.11 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 9 (sembilan) TPS di Desa 
LUBUK TUA, Kecamatan MUARA KELINGI, Kab. 
MUSI RAWAS 

13 P-9.12 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 5 (lima) TPS di Desa 
MANDIAUR, Kecamatan MUARA KELINGI, Kab. MUSI 
RAWAS 

14 P-9.13 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 6 (enam) TPS di Desa 
MAMBANG, Kecamatan MUARA KELINGI, Kab. MUSI 
RAWAS 

15 P-9.14 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 8 (delapan) TPS di Desa 
MUARA KELINGI, Kecamatan MUARA KELINGI, Kab. 
MUSI RAWAS 

16 P-9.15 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 6 (enam) TPS di Desa 
KARYA SAKTI, Kecamatan MUARA KELINGI, Kab. 
MUSI RAWAS 

17 P-9.16 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 6 (enam) TPS di Desa PULAU 
PANGGUNG, Kecamatan MUARA KELINGI, Kab. 
MUSI RAWAS 

18 P-9.17 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 4 (empat) TPS di Desa 
MARGA SAKTI, Kecamatan MUARA KELINGI, Kab. 
MUSI RAWAS 

19 P-9.18 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 4 (empat) TPS di Desa 
BELITI JAYA, Kecamatan MUARA KELINGI, Kab. 
MUSI RAWAS 
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20 P-9.19 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 2 (dua) TPS di Desa 
TANJUNG, Kecamatan MUARA KELINGI, Kab. MUSI 
RAWAS 

21 P-9.20 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 3 (tiga) TPS di Desa 
PETRANS JAYA, Kecamatan MUARA KELINGI, Kab. 
MUSI RAWAS 

22 P-9.21 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 2 (dua) TPS di Desa 
TEMUAN JAYA, Kecamatan MUARA KELINGI, Kab. 
MUSI RAWAS 

23 P-9.22 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 3 (tiga) TPS di Desa TUGU 
SEMPURNA, Kecamatan MUARA KELINGI, Kab. 
MUSI RAWAS 

24 P-9.23 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 3 (tiga) TPS di Desa BINGIN. 
Kecamatan MUARA KELINGI, Kab. MUSI RAWAS 

25 P-9.24 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 2 (dua) TPS di Desa 
TEMUAN SARI, Kecamatan MUARA KELINGI, Kab. 
MUSI RAWAS 

26 P-9.25 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 2 (dua) TPS di Desa 
MANGAN JAYA, Kecamatan MUARA KELINGI, Kab. 
MUSI RAWAS 

27 P-9.26 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 2 (dua) TPS di Desa MEKAR 
SARI, Kecamatan MUARA KELINGI, Kab. MUSI 
RAWAS 

28 P-9.27 
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
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DPR dan C-l), terdiri dari 3 (tiga) TPS di Desa BINJAI, 
Kecamatan MUARA KELINGI, Kab. MUSI RAWAS 

29 P-9.28 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 2 (dua) TPS di Desa ANYAR, 
Kecamatan MUARA LAKITAN, Kab. MUSI RAWAS 

30 P-9.29 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 3 (tiga) TPS di Desa 
PENDINGAN, Kecamatan MUARA LAKITAN, Kab. 
MUSI RAWAS 

31 P-9.30 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 3 (tiga) TPS di Desa MUARA RENGAS, 
Kecamatan MUARA LAKITAN, Kab. MUSI RAWAS 

32 P-9.31 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 3 (tiga) TPS di Desa 
PRABUMULI II, Kecamatan MUARA LAKITAN, Kab. 
MUSI RAWAS 

33 P-9.32 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 10 (sepuluh) TPS di Desa 
MARGA BARU, Kecamatan MUARA LAKITAN, Kab. 
MUSI RAWAS 

34 P-9.33 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 7 (tujuh) TPS di Desa LUBUK 
PANDAN, Kecamatan MUARA LAKITAN, Kab. MUSI 
RAWAS 

35 P-9.34 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 5 (lima) TPS di Desa 
SEMANGUS BARU, Kecamatan MUARA LAKITAN, 
Kab. MUSI RAWAS 

36 P-9.35 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 4 (empat) TPS di Desa 
PELITA JAYA, Kecamatan MUARA LAKITAN, Kab. 
MUSI RAWAS 

37 P-9.36 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
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dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 3 (tiga) TPS di Desa 
HARAPAN MAKMUR, Kecamatan MUARA LAKITAN, 
Kab. MUSI RAWAS 

38 P-9.37 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 1 (satu) TPS di Desa SINDANGLAYA, 
Kecamatan MUARA LAKITAN, Kab. MUSI RAWAS 

39 P-9.38 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 3 (tiga) TPS di Desa 
PRABUMULI I, Kecamatan MUARA LAKITAN, Kab. 
MUSI RAWAS 

40 P-9.39 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 1 (satu) TPS di Desa MUKTI 
KARYA SP-7, Kecamatan MUARA LAKITAN, Kab. 
MUSI RAWAS 

41 P-9.40 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 4 (empat) TPS di Desa 
PIANRAYA, Kecamatan MUARA LAKITAN, Kab. MUSI 
RAWAS 

42 P-9.41 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 3 (tiga) TPS di Desa TRI 
ANGGUN JAYA, Kecamatan MUARA LAKITAN, Kab. 
MUSI RAWAS 

43 P-9.42 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 3 (tiga) TPS di Desa 
SEMETE, Kecamatan MUARA LAKITAN, Kab. MUSI 
RAWAS 

44 P-9.43 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari   6   (enam)   TPS   di   Desa   BUMI   
MAKMUR   JAYA, 
Kecamatan MUARA LAKITAN, Kab. MUSI RAWAS 

45 P-9.44 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 10 (sepuluh) TPS di Desa 
SUNGAI PINANG, Kecamatan MUARA LAKITAN, Kab. 
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MUSI RAWAS 

46 P-9.45 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 4 (empat) TPS di Desa SIDO 
MULYO, Kecamatan MUARA LAKITAN, Kab. MUSI 
RAWAS 

47 P-9.46 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 5 (lima) TPS di Desa PAGAR 
AYU, Kecamatan MEGANG SAKTI, Kab. MUSI 
RAWAS 

48 P-9.47 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 3 (tiga) TPS di Desa 
TRISAKTI, Kecamatan MEGANG SAKTI, Kab. MUSI 
RAWAS 

49 P-9.48 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 6 (enam) TPS di Desa 
MEGANG SAKTI IV, Kecamatan MEGANG SAKTI, 
Kab. MUSI RAWAS 

50 P-9.49 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 6 (enam) TPS di Desa JAJARAN 
BARU II, Kecamatan MEGANG SAKTI, Kab. MUSI 
RAWAS 

51 P-9.50 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 8 (delapan) TPS di Desa 
WONOSARI, Kecamatan MEGANG SAKTI, Kab. MUSI 
RAWAS 

52 P-9.51 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 4 (empat) TPS di Desa 
MULYO SARI, Kecamatan MEGANG SAKTI, Kab. 
MUSI RAWAS 

53 P-9.52 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari   13   (tiga  belas)   TPS  di  
Desa MEGANG  SAKTI  I, 
Kecamatan MEGANG SAKTI, Kab. MUSI RAWAS 

54 P-9.53 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
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Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 7 (tujuh) TPS di Desa 
MEGANG SAKTI V, Kecamatan MEGANG SAKTI, 
Kab. MUSI RAWAS 

55 P-9.54 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 4 (empat) TPS di Desa 
KARYA MULYA, Kecamatan MEGANG SAKTI, Kab. 
MUSI RAWAS 

56 P-9.55 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 4 (empat) TPS di Desa 
CAMPUR SARI, Kecamatan MEGANG SAKTI, Kab. 
MUSI RAWAS 

57 P-9.56 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 4 (empat) TPS di Desa 
MEKAR SARI, Kecamatan MEGANG SAKTI, Kab. 
MUSI RAWAS 

58 P-9.57 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 8 (delapan) TPS di Desa 
WONOSARI, Kecamatan MEGANG SAKTI, Kab. MUSI 
RAWAS 

59 P-9.58 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 4 (empat) TPS di Desa 
MULYO SARI, Kecamatan MEGANG SAKTI, Kab. 
MUSI RAWAS 

60 P-9.59 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari   13   (tiga  belas)   TPS  di  
Desa MEGANG  SAKTI  I, 
Kecamatan MEGANG SAKTI, Kab. MUSI RAWAS 

61 P-9.60 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 7 (tujuh) TPS di Desa 
MEGANG SAKTI V, Kecamatan MEGANG SAKTI, 
Kab. MUSI RAWAS 

62 P-9.61 
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
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DPR dan C-l), terdiri dari 4 (empat) TPS di Desa 
KARYA MULYA, Kecamatan MEGANG SAKTI, Kab. 
MUSI RAWAS 

63 P-9.62 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 4 (empat) TPS di Desa 
CAMPUR SARI, Kecamatan MEGANG SAKTI, Kab. 
MUSI RAWAS 

64 P-9.63 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 4 (empat) TPS di Desa 
MEKAR SARI, Kecamatan MEGANG SAKTI, Kab. 
MUSI RAWAS 

65 P-9.64 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 8 (delapan) TPS di Desa 
JAJARAN BARU I, Kecamatan MEGANG SAKTI, Kab. 
MUSI RAWAS 

66 P-9.65 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 4 (empat) TPS di Desa REJO 
SARI, Kecamatan MEGANG SAKTI, Kab. MUSI 
RAWAS 

67 P-9.66 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 4 (empat) TPS di Desa 
RANTAU JAYA, Kecamatan KARANG JAYA, Kab. 
MUSI RAWAS 

68 P-9.67 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 4 (empat) TPS di Desa BUKIT 
LANGKAP, Kecamatan KARANG JAYA, Kab. MUSI 
RAWAS 

69 P-9.68 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 3 (tiga) TPS di Desa MUARA 
BATANG EMPU, Kecamatan KARANG JAYA, Kab. 
MUSI RAWAS 

70 P-9.69 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 2 (dua) TPS di Desa LUBUK 
KUMBUNG, Kecamatan KARANG JAYA, Kab. MUSI 
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RAWAS 

71 P-9.70 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 5 (lima) TPS di Desa SUKA 
RAJA, Kecamatan KARANG JAYA, Kab. MUSI 
RAWAS 

72 P-9.71 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 6 (enam) TPS di Desa 
EMBACANG BARU, Kecamatan KARANG JAYA, Kab. 
MUSI RAWAS 

73 P-9.72 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 6 (enam) TPS di Desa SUKA 
MENANG, Kecamatan KARANG JAYA, Kab. MUSI 
RAWAS 

74 P-9.73 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l 
DPR dan C-l), terdiri dari 4 (empat) TPS di Desa 
EMBACANG LAMA, Kecamatan KARANG JAYA, Kab. 
MUSI RAWAS 

75 P-9.74 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 7 (tujuh) TPS di Desa TANJUNG 
AGUNG, Kecamatan KARANG JAYA, Kab. MUSI 
RAWAS 

76 P-9.75 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 7 (tujuh) TPS di Desa MUARA TIKU, 
Kecamatan KARANG JAYA, Kab. MUSI RAWAS 

77 P-9.76 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 3 (tiga) TPS di Desa RANTAU 
TELANG, Kecamatan KARANG JAYA, Kab. MUSI 
RAWAS 

78 P-9.77 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 2 (dua) TPS di Desa BUKIT ULU, 
Kecamatan KARANG JAYA, Kab. MUSI RAWAS 

79 P-9.78 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 7 (tujuh) TPS di Desa TERUSAN, 
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Kecamatan KARANG JAYA, Kab. MUSI RAWAS 

80 P-9.79 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 9 (sembilan) TPS di Desa KARANG 
JAYA, Kecamatan KARANG JAYA, Kab. MUSI 
RAWAS 

81 P-9.80 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 2 (dua) TPS di Desa SUNGAI 
LANANG, Kecamatan RAWAS ULU, Kab. MUSI 
RAWAS 

82 P-9.81 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 3 (tiga) TPS di Desa KARTA DEWA, 
Kecamatan RAWAS ULU, Kab. MUSI RAWAS 

83 P-9.82 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 2 (dua) TPS di Desa PULAU LEBAR, 
Kecamatan RAWAS ULU, Kab. MUSI RAWAS 

84 P-9.83 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 3 (tiga) TPS di Desa TELADAS, 
Kecamatan RAWAS ULU, Kab. MUSI RAWAS 

85 P-9.84 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 4 (empat) TPS di Desa PANGKALAN, 
Kecamatan RAWAS ULU, Kab. MUSI RAWAS 

86 P-9.85 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 4 (dua) TPS di Desa LUBUK 
KEMANG, Kecamatan RAWAS ULU, Kab. MUSI 
RAWAS 

87 P-9.86 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 6 (enam) TPS di Desa SURU 
LANGUN, Kecamatan RAWAS ULU, Kab. MUSI 
RAWAS 

88 P-9.87 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari   6   (enam)   TPS   di   Desa   
LESUNG   BATU   MUDA, 
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Kecamatan RAWAS ULU, Kab. MUSI RAWAS 

89 P-9.88 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 5 (lima) TPS di Desa LESUNG BATU, 
Kecamatan RAWAS ULU, Kab. MUSI RAWAS 

90 P-9.89 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 9 (sembilan) TPS di Desa PASAR 
SURU LANGUN, Kecamatan RAWAS ULU, Kab. 
MUSI RAWAS 

91 P-9.90 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 7 (tujuh) TPS di Desa REMBAN, 
Kecamatan RAWAS ULU, Kab. MUSI RAWAS 

92 P-9.91 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 3 (tiga) TPS di Desa SUNGAI JAUH, 
Kecamatan RAWAS ULU, Kab. MUSI RAWAS 

93 P-9.92 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 8 (delapan) TPS di Desa SUNGAI 
BAUNG, Kecamatan RAWAS ULU, Kab. MUSI 
RAWAS 

94 P-9.93 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 4 (empat) TPS di Desa SIMPANG 
NIBUNG RAWAS, Kecamatan RAWAS ULU, Kab. 
MUSI RAWAS 

95 P-9.94 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 2 (dua) TPS di Desa SUNGAI 
KIJANG, Kecamatan RAWAS ULU, Kab. MUSI 
RAWAS 

96 P-9.95 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 1 (satu) TPS di Desa LUBUK MAS, 
Kecamatan RAWAS ULU, Kab. MUSI RAWAS 

97 P-9.96 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 7 (tujuh) TPS di Desa BUMI 
MAKMUR, Kecamatan NIBUNG, Kab. MUSI 
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RAWAS 

98 P-9.97 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 2 (dua) TPS di Desa JADI MULYA, 
Kecamatan NIBUNG, Kab. MUSI RAWAS 

99 P-9.98 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 4 (empat) TPS di Desa KRANI JAYA, 
Kecamatan NIBUNG, Kab. MUSI RAWAS 

100 P-9.99 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 6 (enam) TPS di Desa KARYA 
MAKMUR, Kecamatan NIBUNG, Kab. MUSI 
RAWAS 

101 P-9.100 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 2 (dua) TPS di Desa SUMBER 
MAKMUR, Kecamatan NIBUNG, Kab. MUSI 
RAWAS 

102 P-9.101 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 3 (tiga) TPS di Desa KELUMPANG 
JAYA, Kecamatan NIBUNG, Kab. MUSI RAWAS 

103 P-9.102 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 3 (tiga) TPS di Desa SRIJAYA 
MAKMUR, Kecamatan NIBUNG, Kab. MUSI 
RAWAS 

104 P-9.103 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 3 (tiga) TPS di Desa SUMBER SARI, 
Kecamatan NIBUNG, Kab. MUSI RAWAS 

105 P-9.104 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 4 (empat) TPS di Desa MULYA 
JAYA, Kecamatan NIBUNG, Kab. MUSI RAWAS 

106 P-9.105 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan 
C-l), terdiri dari 3 (tiga) TPS di Desa TEBING 
TINGGI, Kecamatan NIBUNG, Kab. MUSI RAWAS 

107 P-9.106 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
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Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model DB-1 
DPR), Kab. BANYUASIN 

108 P-9.107 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA-1 
DPR), Kecamatan BANYUASIN II, Kab. BANYUASIN 

109 P-9.108 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA-1 
DPR), Kecamatan BANYUASIN III, Kab. 
BANYUASIN 

110 P-9.109 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l DPR), 
terdiri dari 5 (lima) TPS di Desa TANJUNG B ERIN 
GIN, Kecamatan BANYUASIN III, Kab. BANYUASIN 

111 P-9.110 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l DPR), 
terdiri dari 10 (sepuluh) TPS di Desa PANGKALAN 
PANJI, Kecamatan BANYUASIN III, Kab. 
BANYUASIN 

112 P-9.111 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l DPR), 
terdiri dari 4 (empat) TPS di Desa TANJUNG 
MENANG, Kecamatan BANYUASIN III, Kab. 
BANYUASIN 

113 P-9.112 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l DPR), 
terdiri dari 6 (enam) TPS di Desa UJUNG TANJUNG, 
Kecamatan BANYUASIN III, Kab. BANYUASIN 

114 P-9.113 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l DPR), 
terdiri dari 8 (delapan) TPS di Desa KAYUARA 
KUNING, Kecamatan BANYUASIN III, Kab. 
BANYUASIN 

115 P-9.114 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l DPR), 
terdiri dari 4 (empat) TPS di Desa MULYA AGUNG, 
Kecamatan BANYUASIN III, Kab. BANYUASIN 

116 P-9.115 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l DPR), 
terdiri dari 2 (dua) TPS di Desa TERLANGU, 
Kecamatan BANYUASIN III, Kab. BANYUASIN 

117 P-9.116 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
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Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l DPR), 
terdiri dari 10 (sepuluh) TPS di Desa LANGKAN, 
Kecamatan BANYUASIN III, Kab. BANYUASIN 

118 P-9.117 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l DPR), 
terdiri dari 7 (tujuh) TPS di Desa GALANGAN 
TINGGI, Kecamatan BANYUASIN III, Kab. 
BANYUASIN 

119 P-9.118 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l DPR), 
terdiri dari 7 (tujuh) TPS di Desa SIDANG EMAS, 
Kecamatan BANYUASIN III, Kab. BANYUASIN 

120 P-9.119 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l DPR), 
terdiri dari 5 (lima) TPS di Desa REGAN AGUNG, 
Kecamatan BANYUASIN III, Kab. BANYUASIN 

121 P-9.120 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l DPR), 
terdiri dari 2 (dua) TPS di Desa TANJUNG AGUNG, 
Kecamatan BANYUASIN III, Kab. BANYUASIN 

122 P-9.121 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l DPR), 
terdiri dari 2 (dua) TPS di Desa SUKA MULYA, 
Kecamatan BANYUASIN III, Kab. BANYUASIN 

123 P-9.122 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l DPR), 
terdiri dari 2 (dua) TPS di Desa PELAJUR ILIR, 
Kecamatan BANYUASIN III, Kab. BANYUASIN 

124 P-9.123 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l DPR), 
terdiri dari 3 (tiga) TPS di Desa RIMBA ALAI, 
Kecamatan BANYUASIN III, Kab. BANYUASIN 

125 P-9.124 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l DPR), 
terdiri dari 19 (sembilan   belas)   TPS   di   Desa   
KEDONDONG   RAYE, 
Kecamatan BANYUASIN III, Kab. BANYUASIN 

126 P-9.125 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l DPR), 
terdiri dari 14 (empat belas) TPS di Desa SATRIYO, 
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Kecamatan BANYUASIN III, Kab. BANYUASIN 

127 P-9.126 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l DPR), 
terdiri dari 2 (dua) TPS di Desa SUKARAJA BARU, 
Kecamatan BANYUASIN III, Kab. BANYUASIN 

128 P-9.127 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l DPR), 
terdiri dari 2 (dua) TPS di Desa RIMBA BALAI, 
Kecamatan BANYUASIN III, Kab. BANYUASIN 

129 P-9.128 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l DPR), 
terdiri dari 2 (dua) TPS di Desa SRIBANDUNG, 
Kecamatan BANYUASIN III, Kab. BANYUASIN 

130 P-9.129 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l DPR), 
terdiri dari 2 (dua) TPS di Desa TANJUNG 
KEPAYANG, Kecamatan BANYUASIN III, Kab. 
BANYUASIN 

131 P-9.130 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l DPR), 
terdiri dari 3 (tiga) TPS di Desa TERENTANG, 
Kecamatan BANYUASIN III, Kab. BANYUASIN 

132 P-9.131 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l DPR), 
terdiri dari 4 (empat) TPS di Desa LUBUKSAUNG, 
Kecamatan BANYUASIN III, Kab. BANYUASIN 

133 P-9.132 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l DPR), 
terdiri dari 5 (lima) TPS di Desa PELAJUR, 
Kecamatan BANYUASIN III, Kab. BANYUASIN 

134 P-9.133 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l DPR), 
terdiri dari 6 (enam) TPS di Desa PETALING, 
Kecamatan BANYUASIN III, Kab. BANYUASIN 

135 P-9.134 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l DPR), 
terdiri dari 24 (dua puluh empat) TPS di Desa 
PANGKALAN BALAI, Kecamatan BANYUASIN III, 
Kab. BANYUASIN 

136 P-9.135 
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA-1 DPR), 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

124 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

Kecamatan BETUNG, Kab. BANYUASIN 

137 P-9.136 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) TPS di Desa 
BETUNG, Kecamatan BETUNG, Kab. BANYUASIN 

138 P-9.137 

■ 
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 15 (lima belas) TPS di Desa TAJA 
INDAH, Kecamatan BETUNG, Kab. BANYUASIN 

139 P-9.138 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 3 (tiga) TPS di Desa TAJA RAYA I, 
Kecamatan BETUNG, Kab. BANYUASIN 

140 P-9.139 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 4 (empat) TPS di Desa TAJA RAYA 
II, Kecamatan BETUNG, Kab. BANYUASIN 

141 P-9.140 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 22 (dua puluh dua) TPS di Desa 
RIMBA ASAM, Kecamatan BETUNG, Kab. 
BANYUASIN 

142 P-9.141 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 12 (dua belas) TPS di Desa BUKIT, 
Kecamatan BETUNG, Kab. BANYUASIN 

143 P-9.142 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 2 (dua) TPS di Desa PALAU RAJAK, 
Kecamatan BETUNG, Kab. BANYUASIN 

144 P-9.143 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 9 (sembilan) TPS di Desa SUKA 
MULYA, Kecamatan BETUNG, Kab. BANYUASIN 

145 P-9.144 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 8 (delapan) TPS di Desa SRI 
KEMBANGAN, Kecamatan BETUNG, Kab. 
BANYUASIN 

146 P-9.145 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
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Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 9 (sembilan) TPS di Desa LUBUK 
KARET, Kecamatan BETUNG, Kab. BANYUASIN 

147 P-9.146 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 13 (tiga belas) TPS di Desa TAJA 
MULYA, Kecamatan BETUNG, Kab. BANYUASIN 

148 P-9.147 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA-1 
DPR), Kecamatan MAKARTI JAYA, Kab. 
BANYUASIN 

149 P-9.148 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA-1 
DPR), Kecamatan MUARA PADANG, Kab. 
BANYUASIN 

150 P-9.149 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA-1 
DPR), Kecamatan MUARA TELANG, Kab. 
BANYUASIN 

151 P-9.150 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan 
dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA-1 
DPR), Kecamatan RANTAU BAYUR, Kab. 
BANYUASIN 

152 P-9.151 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 4 (empat) TPS di Desa TANJUNG 
TIGA, Kecamatan RANTAU. BAYUR, Kab. 
BANYUASIN 

153 P-9.152 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 6 (enam) TPS di Desa SUNGAI 
PINANG, Kecamatan RANTAU BAYUR, Kab. 
BANYUASIN 

154 P-9.153 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 3 (tiga) TPS di Desa RANTAU 
HARAPAN, Kecamatan RANTAU BAYUR, Kab. 
BANYUASIN 

155 P-9.154 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 10 (sepuluh) TPS di Desa LEBUNG, 
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Kecamatan RANTAU BAYUR, Kab. BANYUASIN 

156 P-9.155 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 3 (tiga) TPS di Desa PAGAR 
BULAN, Kecamatan RANTAU BAYUR, Kab. 
BANYUASIN 

157 P-9.156 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 4 (empat) TPS di Desa TANJUNG 
PENANG, Kecamatan RANTAU BAYUR, Kab. 
BANYUASIN 

158 P-9.157 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 5 (lima) TPS di Desa SRIJAYA, 
Kecamatan RANTAU BAYUR, Kab. BANYUASIN 

159 P-9.158 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 5 (lima) TPS di Desa TANJUNG 
PASIR, Kecamatan RANTAU BAYUR, Kab. 
BANYUASIN 

160 P-9.159 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 3 (tiga) TPS di Desa SUNGAI LILIN, 
Kecamatan RANTAU BAYUR, Kab. BANYUASIN 

161 P-9.160 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 2 (dua) TPS di Desa SUNGAI NAIK, 
Kecamatan RANTAU BAYUR, Kab. BANYUASIN 

162 P-9.161 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 2 (dua) TPS di Desa 
PENANDINGAN, Kecamatan RANTAU BAYUR, 
Kab. BANYUASIN 

163 P-9.162 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 8 (delapan) TPS di Desa TALANG 
KEMANG, Kecamatan RANTAU BAYUR, Kab. 
BANYUASIN 

164 P-9.163 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 9 (sembilan) TPS di Desa PALDAS, 
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Kecamatan RANTAU BAYUR, Kab. BANYUASIN 

165 P-9.164 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 6 (enam) TPS di Desa SEMENTUL, 
Kecamatan RANTAU BAYUR, Kab. BANYUASIN 

166 P-9.165 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 3 (tiga) TPS di Desa SUKARELA, 
Kecamatan RANTAU BAYUR, Kab. BANYUASIN 

167 P-9.166 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 6 (enam) TPS di Desa RANTAU 
BAYUR, Kecamatan RANTAU BAYUR, Kab. 
BANYUASIN 

168 P-9.167 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 7 (tujuh) TPS di Desa SEJAGUNG, 
Kecamatan RANTAU BAYUR, Kab. BANYUASIN 

169 P-9.168 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 6 (enam) TPS di Desa LUBUK 
RENGAS, Kecamatan RANTAU BAYUR, Kab. 
BANYUASIN 

170 P-9.169 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 3 (tiga) TPS di Desa KEMANG 
BEJALU, Kecamatan RANTAU BAYUR, Kab. 
BANYUASIN 

171 P-9.170 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 10 (sepuluh) TPS di Desa TEBING 
ABANG, Kecamatan RANTAU BAYUR, Kab. 
BANYUASIN 

172 P-9.171 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C-l 
DPR),terdiri dari 3 (tiga) TPS di Desa MUARA ABAB, 
Kecamatan RANTAU BAYUR, Kab. BANYUASIN 

173 P-9.172 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam 
Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA-1 DPR), 
Kecamatan SUMBER MARGA TELANG, Kab. 
BANYUASIN 

174 P-9.173 Pernyataan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi 
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dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara 
ditingkat provinsi dalam pemilu tahun 2014 (model DC-
2), tentang kehilangan suara yang tersebar di beberapa 
kecamatan di Kota Palembang. 

175 P-9.174 

Pernyataan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi 
dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara 
ditingkat provinsi dalam pemilu tahun 2014 (model DD-
2). 

176 P-9.175 

Berita Acara Penundaan Rapat Pleno Penyelesaian 
Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat PPS 
Se Kabupaten Musi Rawas dan Perbaikan Sertifikat 
Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat 
Provinsi Sumsel pada Pemilu Tahun 2014 

177 
P-9.176 Rekomendasi atas Hasil Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, 
DPD, dan DPRD Tahun 2014 

178 

P-9.177 Surat Pernyataan Nasroni mengenai permintaan dan 
intimidasi untuk pengakuan Hasil Pleno Rekapitulasi 
Penghitungan Suara yang Dibacakan KPU Kabupaten 
Banyuasin tanggal 18 April 2014. 

 
DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN 8 

NO. KODE  
BUKTI KETERANGAN 

1 P-9.1 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari 
setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan 
Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (Model DB-1) : 
Kota Lubuk Linggau 

2 P-9.2 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari 
setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan 
Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (Model DB-1) : 
Kob. Musi Rawas 

3 P-9.3 Kec.Megang Sakti, Desa Megang Sakti 1 : TPS 1 s.d. 13 
4 P-9.4 Kec.Megang Sakti, Desa Megang Sakti 3 : TPS 1 s.d. 
5 P-9.5 Kec.Megang Sakti, Desa Megang Sakti 4 : TPS 1 s.d. 6 
6 P-9.6 Kec.Megang Sakti, Desa Megang Sakti 5: TPS 1, 3,6, 7 
7 P-9.7 Kec.Megang Sakti,Desa Wonosari : TPS 1 s.d. 6 
8 P-9.8 Kec.Megang Sakti, Desa Campursari:TPS 1 s.d. 4 
9 P-9.9 Kec.Megang Sakti, Desa Trisakti :TPS 2 

10 P-9.10 
Kec.Megang Sakti, Desa Mulyasari : TPS 
3   4   5 
 

11 P-9.11 Kec.Megang Sakti, Desa Marga Puspita : TPS 3 
12 P-9.12 Kec.Megang Sakti, Desa Tegalsari :TPS 1, 3 
13 P-9.13 Kec.Megang Sakti, Desa Pagar Ayu :TPS 1, 2 , 4 , 5  
14 P-9.14 Kec.Megang Sakti, Desa Jajaran Baru 2 :TPS 1 s.d. 6 
15 P-9.15 Kec.Megang Sakti, Desa Sumber Rejo : TPS 1 s.d. 9 
16 P-9.16 Kec.Megang Sakti, Desa Jajaran Baru 1: TPS 1 s.d. 6 
17 P-9.17 Kec.Megang Sakti, Desa Mekarsari : TPS 1 s.d. 3 
18 P-9.18 Kec. Megang Sakti, Desa Margasari: TPS 1 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

129 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

19 P-9.19 Kec.Megang Sakti, Desa Rejosari : TPS 1 s.d. 3 
20 P-9.20 Kec.Megang Sakti, Desa Karya Teladan : TPS 2 dan 4 
21 P-9.21 Kec. Muara Kelingi, Desa Beliti Jaya : TPS 1 s.d. 4 
22 P-9.22 Kec.Rawas Ulu, Desa Lesung Batu : TPS 1 
23 P-9.23 Kec.Rawas Ulu, Desa Pasar Surolangun : TPS 1 8s 2 
24 P-9.24 Kec.Rawas Ulu, Desa Lesung Batu Muda : TPS 1 s.d. 6 
25 P-9.25 Kec.Rawas Ulu, Desa Sungai Baung : TPS 1, 3, 4, 6, 7 
26 P-9.26 Kec.Rawas Ulu, Desa Lubuk Mas : TPS 1 dan 2 
27 P-9.27 Kec.Rawas Ulu, Desa Sungai Jauh : TPS 1 s.d. 3 
28 P-9.28 Kec.Rawas Ulu, Desa Kerta Dewa : TPS 1 s.d. 3 
29 P-9.29 Kec.Rawas Ulu, Desa Lubuk Kemang : TPS 1 s.d. 4 
30 P-9.30 Kec.Rawas Ulu, Desa pangkalan : TPS 1 
31 P-9.31 Kec.Rawas Ulu, Desa Sungai Lanang : TPS 1 dan 2 
32 P-9.32 Kec.Rawas Ulu, Desa Simpang Nibung : TPS 1 dan 2 
33 P-9.33 Kec.Rawas Ulu, Desa Teladas : TPS 1 s.d. 3 
34 P-9.34 Kec.Rawas Ulu, Desa Lesung Batu : TPS 1 
35 P-9.35 Kec.Ulu Rawas, Desa Pulau Kidak : TPS 1 s .d 6 
36 P-9.36 Kec.Ulu Rawas, Desa Sosokan : TPS 1 s.d 5 
37 P-9.37 Kec.Ulu Rawas, Desa Muara Kuis : TPS 1 s.d 5 
38 P-9.38 Kec.Ulu Rawas, Desa Napal Licin : TPS 1 s.d 5 
39 P-9.39 Kec.Ulu Rawas, Desa Muara Kulam : TPS 2 dan 9 
40 P-9.40 Kec.Ulu Rawas, Desa Kuto Tanjung : TPS 2, 5, dan 6 
41 P-9.41 Kec. Ulu Rawas, Desa Sungai Lanang : TPS 1 dan 2 
42 P-9.42 Kec. Ulu Rawas, Desa Simpang Nibung : TPS 1 dan 2 
43 P-9.43 Kec. Ulu Rawas, Desa Teladas : TPS 1, 2, dan 3 

44 P-9.44 Kec. Tiang Pungpung Kepungut, Desa Rantau Sri : TPS 1 
dan 4 

45 P-9.45 Kec. Tuah Negeri, Desa Air Bliti :TPS 1 s.d. 4 
46 P-9.46 Kec. Tuah Negeri, Desa Petunang :TPS 1 s.d. 6 
47 P-9.47 Kec. Tuah Negeri, Desa Jaya Baku' :TPS 1 s.d. 4 
48 P-9.48 Kec. Tuah Negeri, Desa Bampres :TPS 1 s.d. 6 
49 P-9.49 Kec. Tugu Mulyo, Desa Wonokerto :TPS 1 s.d. 3 
50 P-9.50 Kec. Tugu Mulyo, Desa Suka Mulya:TPS 1 
51 P-9.51 Kec. Tugu Mulyo, Desa Mataram :TPS 1 dan 4 
52 P-9.52 Kec. Tugu Mulyo, Desa Kalibening :TPS 1, 2 dan 4 
53 P-9.53 Kec. Tugu Mulyo, Desa A.Widodo :TPS 5 
54 P-9.54 Kec. Tugu Mulyo, Desa St. Darjo :TPS 1 dan 2 
55 P-9.55 Kec. Tugu Mulyo, Desa LSidoharjo :TPS 1 s.d. 3 
56 P-9.56 Kec. Tugu Mulyo, Desa Ql Tambah Asri: TPS 6 dan 7 
57 P-9.57 Kec. Tugu Mulyo, Desa Q2 wonorejo:TPS 1 dan 2 

58 P-9.58 Kec. Tugu Mulyo, Desa C. Nawangsasi:TPS 
1 s.d. 4 

59 P-9.59 Kec. Tugu Mulyo, Desa : J. Ngadirejo TPS 1 dan 2 
60 P-9.60 Kec. Tugu Mulyo, Desa V. SurodadirTPS 1 s.d. 4 
61 P-9.61 Kec. Tugu Mulyo, Desa Dwi Jaya:TPS 1 s.d. 6 
62 P-9.62 Kec. Tugu Mulyo, Desa Trikoyo:TPS 2, 3, 4, 5 dan 7 
63 P-9.63 Kec. Tugu Mulyo, Desa H. Wukir Sari: TPS 1 s.d. 4 
64 P-9.64 Kec. Tugu Mulyo, Desa B. Srikaton: TPS 1 s.d. 8 
65 P-9.65 Kec. Muara Lakitan, Desa Mukti Karya : TPS 1 
66 P-9.66 Kec. Muara Lakitan, Desa Bumi Makmur : TPS 1 s.d. 6 
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67 P-9.67 Kec. Muara Lakitan, Desa Pasar Lakitan : TPS 1 s.d. 9 
68 P-9.68 Kec. Muara Lakitan, Desa Tri Anggun Jaya :TPS 1 s.d. 4 
69 P-9.69 Kec. Muara Lakitan, Desa Muara Rengas: TPS 1 s.d. 3 
70 P-9.70 Kec. Muara Lakitan, DesaPian Raya:TPS 1 s.d. 4 
71 P-9.71 Kec. Muara Lakitan, Desa Semangus Baru :TPS 1 s.d. 5 
72 P-9.72 Kec. Muara Lakitan, Desa AnyanTPS.l s.d. 2 
73 P-9.73 Kec. Muara Lakitan, Desa Semangus Lama :TPS 1 s.d. 6 
74 P-9.74 Kec. Muara Lakitan, Desa Lubuk Pandan : TPS 1 s.d. 7 
75 P-9.75 Kec. Muara Lakitan, Desa Semete:TPS 1 s.d. 3 
76 P-9.76 Kec. Muara Lakitan, Desa Prabumulih 1 : TPS 1 s.d. 3 
77 P-9.77 Kec. Muara Lakitan, Desa Pelita Jaya : TPS 1 s.d. 5 
78 P-9.78 Kec. Muara Lakitan, Desa Pendingan : TPS 1 s.d. 3 
79 P-9.79 Kec. Muara Beliti, Desa Pedang :TPS 2 dan 4 
80 P-9.80 Kec. Muara Beliti, Desa Pasar MuaraBeliti :TPS 4 s.d 9 
81 P-9.81 Kec. Muara Beliti, Desa Muara Beliti Baru :TPS 2 s.d. 4 
82 P-9.82 Kec. Muara Beliti, Desa Muara Beliti : TPS 3 
83 P-9.83 Kec. Muara Beliti, Beliti Jaya :TPS 2 
84 P-9.84 Kec. Muara Beliti, Desa Air Lesing :TPS 2 
85 P-9.85 Kec. Karang Dapo, Desa Bina Karya :TPS 1 s.d. 6 
86 P-9.86 Kec. Karang Dapo, Desa Karang Dapo : TPS 1 s.d. 6 
87 P-9.87 Kec. Karang Dapo, Desa Karang Dapo II : TPS 5 
88 P-9.88 Kec. Karang Dapo, Desa Kerta   Sari :TPS 4 
89 P-9.89 Kec. Karang Dapo, Desa Rantau Kadam : TPS 5 
90 P-9.90 Kec. Karang Dapo, Desa Setia Marga : TPS 3 s.d 5 
91 P-9.91 Kec. Karang Dapo, Desa Biaro Lama : TPS 2 s.d. 3 
92 P-9.92 Kec. Muara Kelingi, Desa Karya Teladan: TPS 4 
93 P-9.93 Kec. Muara Kelingi, Desa Beliti Yaya: TPS 1 s.d. 4 
94 P-9.94 Kec. Muara Kelingi, Desa Muara Kelingi: TPS 1 dan 3 
95 P-9.95 Kec. Muara Kelingi, Desa Tugu Sempurna: TPS 2 
96 P-9.96 Kec. Muara Kelingi, Desa Bingin Jungut: TPS 2 dan 3 
97 P-9.97 Kec. Muara Kelingi, Desa Karya Sakti: TPS 1 dan 3 
98 P-9.98 Kec. Muara Kelingi, Desa Veteran jaya: TPS 1 s.d. 3 
99 P-9.99 Kec. Muara Kelingi, Desa Mangun Jaya: TPS 1 dan 2 

100 P-9.100 Kec. Muara Kelingi, Desa Lubuk Tua: TPS 1,3,4, 5 dan 8 

101 P-9.101 Kec. Muara Kelingi, Desa Mekar Sari: TPS 1 dan 2 
 
 
DAERAH PEMILIHAN KOTA PALEMBANG 3 

1 P-9.1 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam 
Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 
2014 (Model DB-1 DPRD kota Palembang 3), Kota 
PALEMBANG 

2 P-9.2 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
dari setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan 
Umum Anggota DPRD Tahun 2014 (Model DA-1 DPRDKota 
Palembang 3), Kecamatan SU II 
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3 P-9.3 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
dari setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan 
Umum Anggota DPRD Tahun 2014 (Model DA-1 DPRDKota 
Palembang 3), Kecamatan Plaju 

4 P-9.4 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu 
Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan C-1), terdiri 
dari 17 (tujuh belas) TPS di kelurahan 11 Ulu, Kecamatan 
Seberang Ulu II, Kota Palembang 

5 P-9.5 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu 
Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan C-1), terdiri 
dari 13 (tiga belas) TPS di kelurahan 12 Ulu, Kecamatan 
Seberang Ulu II, Kota Palembang 

6 P-9.6 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
dari setiap TPS cli Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu 
Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan C-1), terdiri 
dari 26 (dua puluh enam) TPS di kelurahan 13 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

7 P-9.7 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu 
Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan C-1), terdiri 
dari 26 (dua puluh enam) TPS di kelurahan 14 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

8 P-9.8 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu 
Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan C-1), terdiri 
dari 52 (lima puluh dua)) TPS di kelurahan 16 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

9 P-9.9 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu 
Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan C-1), terdiri 
dari 38 (tiga puluh delapan) TPS di kelurahan Tangga Takat, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

10 P-9.10 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu 
Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan C-1), terdiri 
dari 32 (tiga puluh dua) TPS di kelurahan Sentosa, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

11 P-9.11 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu 
Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan C-1), terdiri 
dari 29 (dua puluh sembilan) TPS di kelurahan Plaju Darat, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

12 P-9.12 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu 
Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan C-1), terdiri 
dari 32 (tiga puluh dua) TPS di kelurahan Plaju Ilir, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

13 P-9.13 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

132 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan C-1), terdiri 
dari (tujuh) TPS di kelurahan Komperta, Kecamatan Plaju, 
Kota Palembang 

14 P-9.14 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu 
Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan C-1), terdiri 
dari 35 (tiga puluh lima) TPS di kelurahan Talang Putri, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

15 P-9.15 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu 
Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan C-1), terdiri 
dari 51 (lima puluh satu) TPS di kelurahan Plaju Ulu, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

16 P-9.16 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu 
Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-l DPR dan C-1), terdiri 
dari 26 (dua puluh enam) TPS di kelurahan Bagus Kunlng, 
Kecamatan  Plaju, Kota Palembang 

17 P-9.17 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 04 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 11 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 
 

18 P-9.18 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 05 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 11 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 
 

19 P-9.19 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 16 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 11 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 
 

20 P-9.20 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 04 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 12 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 
 

21 P-9.21 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 05 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 12 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 
 

22 P-9.22 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 08 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 12 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 
 

23 P-9.23 
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 10 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 12 Ulu, 
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Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 
 

24 P-9.24 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 2 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 13 Ulu, 
Kecamatan 

25 P-9.25 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 3 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 13 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

26 P-9.26 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 8 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 13 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

27 P-9.27 
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 11 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 13 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

28 P-9.28 
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 12 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 13 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

29 P-9.29 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 14 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 13 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

30 P-9.30 
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 16 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 13 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

31 P-9.31 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 17 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 13 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

32 P-9.32 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 19 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 13 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

33 P-9.33 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 23 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 13 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

34 P-9.34 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 25 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 13 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 
 

35 P-9.35 
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 1 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 14 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 
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36 P-9.36 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 3 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 14 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 
 

37 P-9.37 
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 5 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 14 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

38 P-9.38 
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 6 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 14 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

39 P-9.39 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 8 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 14 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

40 P-9.40 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 9 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 14 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

41 P-9.41 
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 11 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 14 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

42 P-9.42 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 12 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 14 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

43 P-9.43 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 13 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 14 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

44 P-9.44 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 14 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 14 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 
 

45 P-9.45 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 16 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 14 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

46 P-9.46 
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 17 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 14 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

47 P-9.47 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 21 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 14 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 
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48 P-9.48 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 5 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 16 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

49 P-9.49 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 11 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 16 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

50 P-9.50 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 12 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 16 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

51 P-9.51 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 18 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 16 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

52 P-9.52 
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 19 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 16 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

53 P-9.53 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 20 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 16 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

54 P-9.54 
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 22 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 16 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

55 P-9.55 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 25 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 16 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

56 P-9.56 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 30 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 16 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

57 P-9.57 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 33 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 16 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

58 P-9.58 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 36 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 16 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 
 

59 P-9.59 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 38 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 
16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

60 P-9.60 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 47 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
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dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 16 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

61 P-9.61 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 48 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 16 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

62 P-9.62 
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 49 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 16 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

63 P-9.63 
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 1 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Tangga Takat, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

64 P-9.64 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 2 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Tangga Takat, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

65 P-9.65 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 4 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Tangga Takat, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

66 P-9.66 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 6 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Tangga Takat, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

67 P-9.67 
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 7 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Tangga Takat, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

68 P-9.68 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 9 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Tangga Takat, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

69 P-9.69 
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 10 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Tangga Takat, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

70 P-9.70 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 14 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Tangga Takat, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

71 P-9.71 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 16 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Tangga Takat, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

72 P-9.72 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 20 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Tangga Takat, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

73 P-9.73 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
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TPS 22 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Tangga Takat, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

74 P-9.74 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 24 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Tangga Takat, 
Kecamatan Seberang Ulu 11, Kota Palembang 

75 P-9.75 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 35 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Tangga    
Takat,    Kecamatan    Seberang    Ulu    II,    Kota 
Palembang 

76 P-9.76 
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 37 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Tangga Takat, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

77 P-9.77 
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 38 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Tangga Takat, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

78 P-9.78 
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 5 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Sentosa, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

79 P-9.79 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 8 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Sentosa, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

80 P-9.80 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 22 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Sentosa, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

81 P-9.81 

Sertiiikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 23 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Sentosa, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

82 P-9.82 
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 26 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Sentosa, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

83 P-9.83 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 29 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Sentosa, 
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang 

84 P-9.84 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 03 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Plaju Darat, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

85 P-9.85 
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 06 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Plaju Darat, 
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Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

86 P-9.86 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 07 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Plaju Darat, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

87 P-9.87 
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 18 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Plaju Darat, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

88 P-9.88 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 23 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Plaju Darat, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

89 P-9.89 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 26 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Plaju Darat, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

90 P-9.90 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 6 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Plaju Ilir, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

91 P-9.91 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 8 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Plaju Ilir, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

92 P-9.92 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan 
Suara di TPS 10 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 
(Model C-l dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan 
Plaju Ilir, Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

93 P-9.93 
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 15 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Plaju Ilir, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

94 P-9.94 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 24 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Plaju Ilir, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

95 P-9.95 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 28 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Plaju Ilir, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

96 P-9.96 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 29 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Plaju Ilir, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

97 P-9.97 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 30 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Plaju Ilir, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 
 

98 P-9.98 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
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TPS 1 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Komperta, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

99 P-9.99 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 4 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Komperta, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

100 P-9.100 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 6 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Komperta, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

101 P-9.101 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 7 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Komperta, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

102 P-9.102 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 1 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Talang Putri, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

103 P-9.103 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 3 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Talang Putri, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

104 P-9.104 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 5 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Talang Putri, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 
 

105 P-9.105 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 6 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Talang Putri, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

106 P-9.106 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 11 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Talang Putri, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

107 P-9.107 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 12 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Talang Putri, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

108 P-9.108 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 13 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Talang Putri, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

109 P-9.109 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 17 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Talang Putri, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

110 P-9.110 
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 20 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Talang Putri, 
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Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

111 P-9.111 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 27 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Talang Putri, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

112 P-9.112 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 28 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Talang Putri, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang. 

113 P-9.113 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 31 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Talang Putri, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 
 

114 P-9.114 
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 32 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Talang Putri, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

115 P-9.115 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 1 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Plaju Ulu, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

116 P-9.116 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 4 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Plaju Ulu, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

117 P-9.117 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 5 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Plaju Ulu, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

118 P-9.118 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 6 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Plaju Ulu, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

119 P-9.119 
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 14 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Plaju Ulu, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

120 P-9.120 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 17 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Plaju Ulu, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

121 P-9.121 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 19 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Plaju Ulu, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

122 P-9.122 
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 20 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Plaju Ulu, 
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Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

123 P-9.123 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 31 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Plaju Ulu, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

124 P-9.124 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 32 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Plaju Ulu, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

125 P-9.125 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 41 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Plaju Ulu, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

126 P-9.126 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 46 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Plaju Ulu, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

127 P-9.127 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 49 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Plaju Ulu, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

128 P-9.128 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 1 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Bagus Kuning, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

129 P-9.129 

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS 10 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 (Model C-l 
dan Lampiran Model Cl DPRD), di kelurahan Bagus Kuning, 
Kecamatan Plaju, Kota Palembang 

130 P-9.130 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 
TPS22 dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 

 
DAERAH PEMILIHAN KOTA PALEMBANG 4 

1 P-9.1 Model C 1 : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan 
Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 
Dalam Pemilu Tahun 2014. 
Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 03, 
Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota 
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 

2 P-9.2 Model C : Berita Acara Pemungutan dan 
Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 
Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, 
dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta 
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan 
Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 
Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ 
KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 
05, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, 
Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 
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3 P-9.3 Model C : Berita Acara Pemungutan da 
Penghitungan Suara Di Tempat   Pemungutan Suara 
Untuk   Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, 
dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta 
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan 
Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 
Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ 
KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 
06, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, 
Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. 

4 P-9.4 Model C : Berita Acara Pemungutan dan 
Penghitungan Suara   Di   Tempat   Pemungutan 
Suara   Untuk   Pemilu Anggota    DPR, DPD, DPRD 
Provinsi, danDPRD Kabupaten/Kota    Tahun 2014, 
beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan   Rincian   
Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat 
Pemungutan   Suara   Dalam Pemilu Tahun 2014 
(Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat 
Pemungutan Suara (TPS) No. 09, Kelurahan 1 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, 
Provinsi Sumatera Selatan.. 

5 P-9.5 Model C : Berita Acara Pemungutan dan 
Penghitungan Suara   Di   Tempat   Pemungutan   
Suara   Untuk   Pemilu Anggota    DPR, DPD, DPRD 
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota    Tahun 2014, 
beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan   Rincian 
Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat   
Pemungutan   Suara   Dalam   Pemilu Tahun 2014 
(Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat    
Pemungutan    Suara    (TPS)    No.    10, Kelurahan 
1 Ulu,   Kecamatan   Seberang   Ulu   I,   Kota 
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. 

6 P-9.6 Model C : Berita Acara Pemungutan dan 
Penghitungan Suara   Di   Tempat   Pemungutan   
Suara   Untuk   Pemilu Anggota     DPR, DPD, DPRD 
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota    Tahun    2014,    
beserta    Lampiran : Sertifikasi   Hasil   dan   Rincian 
Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat   
Pemungutan   Suara   Dalam   Pemilu Tahun 2014 
(Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat    
Pemungutan    Suara    (TPS)  No. 11, Kelurahan 1 
Ulu, Kecamatan   Seberang   Ulu   I,   Kota 
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. 

7 P-9.7 Lampiran Model C I Sertifikasi Hasil dan Rincian 
Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat 
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014. 
Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 13, 
Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota 
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. 

8 P-9.8 Lampiran   Model   C   I   Sertifikasi   Hasil   dan   
Rincian Perhitungan   Perolehan   Suara  Di  Tempat  
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Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk 
Tempat    Pemungutan Suara (TPS) No. 14, 
Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota 
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. 

9 P-9.910 Model C : Berita Acara Pemungutan dan 
Penghitungan Suara   Di   Tempat   Pemungutan   
Suara   Untuk   Pemilu Anggota     DPR, DPD, DPRD 
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota    Tahun    2014,    
beserta    Lampiran : Sertifikasi   Hasil   dan   Rincian 
Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat   
Pemungutan   Suara   D alam   Pemilu Tahun 2014 
(Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat 
Pemungutan Suara    (TPS) No. 26, Kelurahan 1 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu   I,   Kota Palembang, 
Provinsi Sumatera Selatan. 

10 P-9.11 Lampiran Model CI Model Sertifikasi rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di 
Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kelurahan 1 Ulu, 
kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi 
Sumatera Selatan. 

11 P-9.12 Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan 
Perolehan Suara Dari Dari Setiap TPS Di Tingkat 
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kelurahan 1 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, 
Provinsi Sumatera Selatan. 

12 P-9.13 Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan 
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD 
Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Ditingkat 
Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Beserta 
lampiran (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) 
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan 
dalam pemilu anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan 
Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera 
Selatan 

13 P-9.14 Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan 
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD 
Kabupaten Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat 
Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DA-1 
DPRD Kabupaten/Kota). Untuk Kecamatan 
Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera 
Selatan 

14 P-9.15 Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan 
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD 
Kabupaten Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat 
Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DA-1 
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DPRD Kabupaten/Kota). Untuk Kecamatan 
Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera 
Selatan 

15 P-9.16 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota 
DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota Serta 
Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam 
Pemilu Tahun2014 (Model DA-1 DPRD 
Kabupaten/Kota). Untuk Dapil Kota Palembang 4, 
Provinsi Sumatera Selatan 

16 P-9.17 Surat Pernyataan Nomor: /PPK:SU/IV/2014 yang 
dibuat oleh Ahmad Maher Jabatan ketua PPK 
Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang pada 
tanggal 30 April 2014 

17 P-9.18 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Abdal Jabatan 
Saksi PPK Kecamatan Seberang Ulu I Kota 
Palembang pada tanggal 19 April 2014 

18 P-9.19 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Renaldo 
Anggriansyah Jabatan Saksi di TPS Kelurahan Ulu I 
Kota Palembang pada tanggal 09 April 2014 

19 P-9.20 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Oma Irama 
Jabatan Saksi di PPS Kelurahan Ulu 1 Kecamatan 
Seberang Ulu 1 Kota Palembang pada tanggal 29 
April 2014 

20 P-9.21 Surat Pernyataan/Keterangan yang dibuat oleh 
Mulhak Jabatan Anggota KPPS di TPS 05 Kelurahan 
Ulu 1 Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang 
pada tanggal 29 April 2014 

21 P-9.22/d P-9. 23* Model C : Berita Acara Pemungutan dan 
Penghitungan   Suara Di Tempat Pemungutan   
Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/KotaTahun 2014 
Untuk   Tempat   Pemungutan   Suara   (TPS) No. 13, 
Kelurahan 1Ulu,Kecamatan   Seberang  Ulu  I, Kota 
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 

22 P-9.23 s/d P-9.26* Model C : Berita Acara Pemungutan dan 
Penghitungan   Suara Di Tempat Pemungutan   
Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, 
beserta Lampiran : Untuk Tempat   Pemungutan   
Suara (TPS) No. 14, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan   
Seberang  Ulu  I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera 
Selatan 

23 P-9.27 s/d P-9.29*** Model C : Berita Acara Pemungutan dan 
Penghitungan   Suara Di Tempat Pemungutan   
Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, 
beserta Lampiran : Untuk Tempat   Pemungutan 
Suara (TPS) No. 07, Kelurahan Tuan Kentang, 
Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, 
Provinsi Sumatera Selatan 

24 P-9.30 Model EB : Berita Acara Nomor : 196/BA/V/2014 
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Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai 
Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang 
Pemilihan Umum Tahun 2014. Pemungutan Suara 
Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 

25 P-9.31 Surat Pernyataan/Keterangan yang dibuat oleh 
Rusmini Masyarakat Peserta Pemilu di lingkungan 
RT.05 TPS. 07 Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan 
Seberang Ulu 1 Kota Palembang tertanggal 12 April 
2014 

26 P-9.32 s/d P-
9.33**** 

Model B.5-DD : Surat Panitia Pengawas Pemilihan 
Umum Kota Palembang Nomor : 010/TM/PILEG/ 
PANWASLU/PLG/IV/2014, Hal : Undangan Klarifikasi 
tertanggal 18 April 2014 

27 P-9.34 Model B.12-DD : Surat Panitia Pengawas Pemilihan 
Umum Kota Palembang Nomor : 009/TM/PILEG/ 
PANWASLU/PLG/IV/2014, Hal : Penerusan 
Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu tertanggal 14 
April 2014 

28 P-9.35 Model B.3-DD : Surat Panitia Pengawas Pemilihan 
Umum Kota Palembang Tanda Bukti Penerimaan 
Laporan Nomor : 009/LP/PILEG/IV/2014, tertanggal 
14 April 2014 

29 P-9.36 Model B.2-DD : Surat Panitia Pengawas Pemilihan 
Umum Kota Palembang Formulir Temuan Nomor : 
04/TM/PILEG/IV/2014, Hal : Penerusan Pelanggaran 
Tindak Pidana Pemilu tertanggal 12 April 2014 

30 P-9.37 Surat Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas 
Pemilihan Umum Kota Palembang nomor : 
009/TM/PILEG/ PANWASLU/PLG/IV/2014 yang 
dibuat oleh Pengawas Pemilihan Umum tertanggal 14 
April 2014 

31 P-9.38 Formulir SG-3 : Berita Acara Pembahasan Sentra 
Gakkumdu Kota Palembang Nomor : 02 Tanggal 15 
April 2014, Temuan Nomor : 
009/TM/PILEG/PANWASLU/ PLG /IV/2014 yang 
ditangani oleh Pengawas Pemilu Kota Palembang 
tertanggal 15 April 2014 

32 P-9.39 Model B.5.DD : Surat Panitia Pengawas Pemilihan 
Umum Kota Palembang Nomor : 010/TM/PILEG/ 
PANWASLU/PLG/IV/2014, Hal : Undangan Klarifikasi 
Sdr. Desmana Akbar (Caleg DPRD Kota Palembang 
Dapil 4) tertanggal 14 April 2014 

33 P-9.40 Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota 
Palembang : Perihal Rekomendasi Pemungutan 
Suara Ulang Nomor : /Panwaslu/Plg/IV/2014 Sifat : 
Sangat Penting Tertanggal, 12 April 2014 

34 P-9.41 Model B.13 DD : Surat Panitia Pengawas Pemilihan 
Umum Kota Palembang Pemberitahuan Tentang 
Status Laporan/Temuan nomor : 
010/TM/PILEG/PANWASLU /PLG/IV/2014 terkait 
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dugaan adanya penggelembungan suara dan 
Temuan surat suara yang telah dicoblos oleh KPPS   
TPS   05   RT.05   Kelurahan   I   Ulu   Kecamatan 
Seberang Ulu I.. Tertanggal, 21 April 2014 

35 P-9.42 Kliping Media Cetak : Koran Sindo, selasa 29 April 
2014 Aliansi Masyarakat Dapil IV Palembang Peduli 
Pemilu Bersatu "Desak Diskualifikasi Desmana" 
kepada Panwaslu Kota Palembang dan KPU Kota 
Palembang di kantor KPU Sumsel 

36 P-9.43 Model D-2 : Pernyataan Kejadian khusus dan 
keberatan saksi dalam proses rekapitulasi 
penghitungan perolehan suara di tingkat 
desa/kelurahan dalam pemilu tahun 2014 dari saksi 
PDIP tertanggal, 12 April 2014 

37 P-9.44 Model D-2 : Pernyataan Kejadian khusus dan 
keberatan saksi dalam proses rekapitulasi 
penghitungan perolehan suara di tingkat 
desa/kelurahan dalam pemilu tahun 2014 dari saksi 
PKB tertanggal, 12 April 2014 

38 P-9.45 Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota 
Palembang : Tanda Terima Berkas Surat Pengaduan 
dan bukti-bukti terkait pelanggaran yang disampaikan 
oleh Ridwan selaku Ketua Tim Caleg dari Partai 
Hanura. Tertanggal, 14 April 2014 

39 P-9.46 Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota 
Palembang : Tanda Terima Berkas Surat Pengaduan 
dan bukti-bukti terkait pelanggaran yang disampaikan 
oleh Ropiko. Tertanggal,14 April 2014 

40 P-9.47 Model B.3-DD : Surat Panitia Pengawas Pemilihan 
Umum Kota Palembang Tanda Bukti Penerimaan 
Laporan nomor : 010/TM/PILEG/PANWASLU/PLG/IV 
/2014. TertanggaU6 April 2014 

41 P-9.48 Surat Aliansi Masyarakat SU I Kota Palembang 
Peduli Pemilu Bersatu Menegakkan Undang-
Undang Tentang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 : 
Nomor 013/AMS/PLG/2014 sifat : Penting Prihal : 1. 
Mendesak Bawaslu Merekomendasikan Kepada KPU 
Kota Palembang untuk Diskualifikasi Desmana Akbar 
Caleg No Unit. 2 Dapil 4 dari PPP. 2. Usut Tuntas 
Ketua KPPS TPS 06 Kel. 1 Ulu Kec. SU 1 Palembang 
yang ditujukan kepada Ketua Gakkumdu Kota 
Palembang. Tertanggal, 27 April 2014 

42 P-9.49 Surat   DKPP   Republik   Indonesia Tanda   Terima 
Dokumen tertanggal, 03 Mei 2014 
 

43 P-9.50 Model B.3-DD : Tanda Bukti Penerimaan Laporan 
nomor. 120/LP/PILEG/IV/2014 dari Bandan 
Pengawas Pemilihan Umum RI tertanggal, 02 Mei 
2014 

44 P-9.51 Model D : Berita Acara Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan 
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Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD 
Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat 
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 
Beserta lampiran (Model D-l) Sertifikasi Rekapitulasi 
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS 
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota 
DPRD Kabupaten/KotaTahun 2014, Kelurahan Tuan 
Kentang, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota 
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 

45 P-9.52 Laporan Pelanggaran atas nama Rapiko S.Sos 

46 P-9.53 Laporan Pelanggaran atas nama Rapiko S.Sos 
 
DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN MUARA ENIM 1 

1 Bukti P-9. 1 Model C (Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan 
Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota 

DPR, DPD, DPRD Propensi dan DPRD Kabupaten/ 
KotaTahun 2014). 

2 Bukti P-9. 2 Lampiran Model C1 (Sertifikat Hasil Dan Rincian 

Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan 
Suara Dalam Pemilu Tahun 2014) DPRD KAB/KOTA. 

3 Bukti P-9. 3 Model C1 (Sertifikat Hasil Dan Rincian Perhitungan 
Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam 
Pemilu Tahun 2014). 

4 Bukti P-9. 4 Model D (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan 
Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, 

DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon 
Anggota DPD DI Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu 

Tahun 2014). 
5 Bukti P-9. 5 Model D-l (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan 

Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat 

Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota Tahun 2014) 

6 Bukti P-9. 6 Model DA (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, 
DPRD   Provinsi   Dan   DPRD   Kabupaten/   Kota  Serta 
DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon 
Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 
2014 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

148 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

7 Bukti P-9. 7 Model DA-1 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan 

Perolehan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan Di Tingkat 

Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota 

Tahun 2014). 
8 Bukti P-9. 8 Model DB (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Perolehn Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, 

DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon 

Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/ Kota Dalam Pemilu 

Tahun 2014). 
9 Bukti P-9. 9 Model DB-1 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan 

Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di tingkat 

Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014). 
10 Bukti P-9. 10 Model D-1 (Sertitifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Perolehan Suara Dari Setiap TPS Kecamatan di Tingkat 

Kab/Kota Tahun 2014) 
11 Bukti P-9. 11 Surat Keputusan (SK)KPU Kabupaten Muara Enim 

Petugas PPS dan KPPS Kecamatan Gunung Agung 
12 Bukti P-9. 12 Surat Kronologis 
13 Bukti P-9. 13 Surat Keterangan Saksi Ahli 
14 Bukti P-9. 14 Surat Keterangan Saksi Ahli 
15 Bukti P-9. 15 Surat Keterangan Saksi Ahli 
16 Bukti P-9. 16 Surat Keterangan Saksi Ahli 
17 Bukti P-9. 17 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Dari Masyarakat Atas 

Nama Ahmad Sudiro 
18 Bukti P-9. 18 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Dari Panwaslu (Model B-

12-DD) 
19 Bukti P-9. 19 Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari KPU Provinsi 

Sumatera Selatan 
20 Bukti P-9. 20 Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari GAPKUMDU 

Sumatera Selatan 
21 Bukti P-9. 21 Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari KPU RI 
22 Bukti P-9. 22 Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Bawaslu RI (Model 

B.3-DD) 
23 Bukti P-9. 23 Surat Rekomendasi dari DPW PPP 
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24 Bukti P-9. 24 Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari LBH DPP PPP 
25 Bukti P-9. 25 Memo Wakil Ketua Umum DPP PPP Bpk Emeron 

PANKAPI 
26 Bukti P-9. 26 Tanda Bukti Penerimaan Berkas Asli/Alat Bukti Pemohon 

Asli Nomor 81/PAN.MK/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 pukul 

17.11 yang menerima an. Noor Sidharta. 
 

Selain itu, Pemohon juga mengajukan Saksi yang telah memberikan 

keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada 

pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I 
1. Erman Satria Hadi 

− Bahwa Saksi sebagai Saksi PPP di Tingkat Provinsi Sumatera Selatan 

− Bahwa di Provinsi Sumatera Selatan, PPP kehilangan suara sebanyak 168.664 

yang PPP seharusnya mendapatkan suara 168.664 berdasarkan rekapitulasi 

KPU 

− Bahwa menurut KPU, PPP memperoleh 82.937 suara 

− Bahwa di Kota Palembang dari data rekapitulasi KPU, PPP mendapatkan 

35.306 suara di form rekapitulasi; 

− Bahwa di Kota Palembang berdasarkan DA-1,  di Kabupaten Banyuasin 

berdasarkan C-1 dan DA-1; 
− Bahwa di Musi Rawas terdapat kejadian khusus yakni Bawaslu RI 

memerintahkan untuk melakukan perhitungan suara berbasis C-1 Plano; 

− Bahwa KPUD Musi Rawas kemudian dinonaktifkan dan diambil alih oleh KPU 

Provinsi Sumatera Selatan; 
− Bahwa KPU provinsi kemudian mengambil C-1 Plano yang ada di Kabupaten 

Musi Rawas secara bertahap; 

− Bahwa setelah penghitungan suara ulang di KPU Provinsi Sumatera Selatan, 

ternyata dari 1.244 C-1 Plano dari masing-masing TPS, hanya terdapat 975 C-
1 Plano; 

− Bahwa telah terjadi kehilangan 269 C-1 Plano; 

− Bahwa C-1 Plano yang hilang, selanjutnya dinaikkan oleh KPU Provinsi 

Sumatera Selatan dengan menghitung C1-KWK; 
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− Bahwa beberapa TPS ditunda oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan 

mengeluarkan Berita Acara bahwa nanti akan dihitung di KPU Pusat; 

− Bahwa KPU Provinsi Sumatera Selatan menginput TPS-TPS tersebut tanpa 

melalui Pleno terbuka KPU RI; 

− Bahwa perhitungan di Musi Rawas dianggap telah selesai setelah di KPU RI 

tidak dipermasalahkan karena KPU meminta untuk tidak dipermasalahkan dan 
KPU mengakui kehilangan suara PPP pada pukul 11.15 WIB, tanggal 9 Mei 

2014; 
− Bahwa di Musi Rawas suara PPP yang hilang sejumlah 38.114 suara. 

2. Muhammad Hatta 

− Bahwa Saksi sebagai sebagai koordinator dari Partai PBB; 

− Bahwa berdasarkan C-1 Partai PPP untuk Kecamatan Muara Kelingi 

memperoleh 6.349 suara; 
− Bahwa Saksi menghitung suara PPP karena keingin-tahuan mengenai 

perolehan suara dari partai-partai yang lain; 

− Bahwa di Muara Kelingi berdasarkan C-1 PPP memperoleh 6.349 suara; 

− Bahwa menurut perhitungan KPU didasarkan pada DB-1 PPP memperoleh 

261 suara; 
− Bahwa terdapat selisih sebesar 6.088 suara; 

− Bahwa Saksi menghitung C-1 dari 82 TPS di seluruh Kecamatan Muara 

Kelingi; 

−  Bahwa di Muara Lakitan, Ahmad Yani memperoleh 5.726 suara; 
− Bahwa dalam DB KPU tertulis 878 suara; 

− Bahwa berdasarkan C-1 KWK milik Saksi, Ahmad Yani memperoleh 5.726 

suara; 

− Bahwa Saksi tidak menghadiri sidang Pleno di provinsi. 
3. S. Mihardi; 

− Bahwa Saksi sebagai Ketua PPK kecamatan Banyuasin 3; 

− Bahwa menerangkan hasil Pleno antara Pleno PPK dan KPU Kabupaten 

Banyuasin yang mengalami selisih angka; 

− Bahwa berdasarkan hasil pleno Kecamatan Banyuasin 3 secara kumulatif 

suara Partai PPP sejumlah  7.223 suara; 

− Bahwa berdasarkan model DB KPU memperoleh 2.329 suara; 
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− Bahwa Saksi mengetahui selisih suara setelah Pleno di KPU Kabupaten; 

− Bahwa Saksi tidak hadir pada Pleno KPU Kabupaten; 

− Bahwa yang menghadiri Pleno KPU Kabupaten adalah divisi teknis; 

− Bahwa berdasarkan laporan dari devisi teknis tidak ada kesempatan untuk 
melakukan koreksi karena di Kabupaten Banyuasin pada waktu itu terjadi 

molor waktunya penghitungannya; 
− Bahwa Saksi selaku sekretaris forum PPK kabupaten, menyampaikan bahwa 

di Kecamatan banyuasin 2 Hasil Pleno di PPK, PPP memperoleh 3.354 suara; 

− Bahwa di tingkat kabupaten sejumlah 354 suara; 

− Bahwa di Kecamatan Makarti Jaya berdasarkan Hasil Pleno PPK, PPP 
sejumlah 3.883 suara; 

− Bahwa di kabupaten 883 suara, di PPK Kecamatan Muara Padang sejumlah  

3.246 suara, di kabupaten memperoleh 246 suara, di Kecamatan Muara 
Telang Hasil Pleno PPK sejumlah 508 suara, di model DB di kabupaten 

sejumlah 2.508 suara; 
− Bahwa di Banyuasin terdapat 6 PPK, di Palembang 5 PPK, di Musi Rawas 

terdapat 6 PPK. 
Daerah Pemilihan Palembang 4 
1. Rusmini 

− Bahwa Saksi sebagai pemilih di TPS 07 Kelurahan Tuan Kentang; 
− Bahwa Saksi menerangkan adanya kecurangan di TPS tersebut; 

− Bahwa anggota KPPS Saudari Nana menuntun Saksi ke bilik suara, 

membukakan, mencobloskan, dan melipatkan kembali surat suara milik 

Saksi; 
− Bahwa terhadap 2 surat suara diserahkan Saksi untuk mencoblosnya; 

− Bahwa Saksi tidak dapat secara jelas melihat warna surat suara. 

2. Alimul Hakim 

− Bahwa Saksi dari  saksi PPP di TPS 06 ; 

−  Bahwa Saksi meminta DPT kepada petugas KPPS, namun dikatakan tidak 

ada dan saat itu surat suara sudah berada semua di atas meja, akan tetapi 

menurut petugas KPPS tidak ada DPT; 
− Bahwa Saksi meninggalkan TPS 06 pukul 11.00 WIB dan menuju ke TPS 05 

karena mendapatkan undangan untuk memilih di TPS tersebut; 
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− Bahwa pada tanggal 10 Saksi mengetahui nama Saksi terdapat dalam DPT 

di TPS 06 yang seharusnya Saksi mencoblos di TPS tersebut; 

− Bahwa berdasarkan DPT TPS 06 terdapat 269 pemilih; 

− Bahwa perolehan suara semua untuk PPP, suara caleg PPP Nomor 3 

mendapatkan 2 suara, dan caleg nomor urut 2 mendapatkan 265 suara, dan 
terhitung 2 suar tidak sah; 

− Bahwa di TPS 06 PPP  memperoleh 267 suara; 
− Bahwa Saksi menemukan nama ibu Saksi yakni Mahinur yang telah 

meninggal tercantum dalam DPT TPS 06; 

− Bahwa terdapat pemilihan ulang untuk TPS 06. 

3. Mulhaq 

− Bahwa Saksi adalah anggota KPPS di TPS 05 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan 

Seberang Ulu 1 Palembang; 
− Bahwa Saksi mengetahui resiko terhadap sanksi KPU dan siap untuk 

meneruskan kesaksian; 

− Bahwa di TPS 05, Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Saksi melihat 

kotak penyimpanan suara yang tergembok dan menanyakan kepada 

anggota PPS yang lainnya didapatkan jawaban tidak ada masalah; 
− Bahwa Saksi mendapatkan bisikan dari Petugas Nomor 3 yang mengatakan 

bahwa kertas surat suara untuk caleg DPRD kota sudah dicoblos, kertas 

suara untuk caleg DPRD provinsi juga sudah telah tercoblos, dan 
memperislahkan Saksi untuk tinggal coblos kertas suara untuk DPR RI dan 

DPD; 
− Bahwa Saksi mendapatkan kertas surat suara yang memang telah tercoblos. 

Untuk kertas suara DPRD kota, telah tercoblos atas nama Desmana dari 
Partai PPP Caleg Nomor Urut 2; 

− Bahwa surat suara DPRD Provinsi telah tercoblos atas nama Haji Karta caleg 

dari Partai PKB, Caleg Nomor Urut 01. 
−  

Daerah Pemilihan Muara Enim 1 

1. Saiful Bahri 

− Bahwa Saksi sebagai saksi PPP di Kecamatan Gunung Megang dan saksi di 

KPU Muara Enim; 
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− Bahwa di PPK Gunung Megang petugas PPS maupun saksi partai politik 

tidak ada yang hadir; 
− Bahwa untuk terdapat kenaikan suara untuk H. Marsito; 

− Bahwa di Desa Penang Jaya berdasarkan C-1 memperoleh 218 suara dan D-

1 memperoleh 631 suara; 

− Bahwa di Desa Penangiran, di C-1 399 dan D-1 memperoleh 767; 

− Bahwa suara PPP yang hilang di TPS 05 sejumlah 630 suara; 

− Bahwa suara Partai Pembangunan di kecamatan Gunung Megang yang 

sebenarnya 312 ditulis 307; 

− Bahwa urut 2, Ivan Desi Adrianto kehilangan 5 suara di TPS 05; 
− Bahwa di tingkat KPU juga terdapat pengelembungan suara; 

 

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon 

memberikan jawaban tanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan 

Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan 

Jawaban Termohon Nomor 11-3.a./PAN.MK/2014,sebagaimana diperbaiki dengan 

Jawaban Termohon tanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah 

pada tanggal  27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. 

I. DALAM EKSEPSI 

I. A.   DALAM EKSEPSI 

A.  KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ; 
 

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan 

Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi ((PMK) No. 1 dan No. 

3 Tahun 2004). 

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam poin 1  tersebut 

dibedakan dengan:  

a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu  (Vide : 

Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012); 

b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (materiele 

waardheid) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : 

Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012); 
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c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan 

KPU (beschikking) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2012). 

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang 

Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat 
diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut: 

1) Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang 

mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau 

penghitungan suara tidak dapat dilakukan; 

2) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu 

Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:  

A. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan 
penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang 
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;  

A. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, 
menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat 
suara yang sudah digunakan; dan/atau  

A. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah 
digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi 
tidak sah.  

3) Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah 

ditentukan, sebagai berikut: 
a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan 

menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya 

pemungutan suara ulang.  

b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan 

kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan 

diadakannya pemungutan suara ulang.  
c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 

10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara 
berdasarkan keputusan PPK. 

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil 

PEMOHON sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan  PEMOHON. 
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Seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena di luar 
kewenangan MAHKAMAH KONSTITUSI. 
 

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) ; 
 

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) huruf (b) Peraturan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dinyatakan: PEMOHON dalam Perkara PHPU adalah: 

− Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengisian Anggota DPR dan 

DPRD.  

− Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah 

memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan 

permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang 

bersangkutan; 

2. Bahwa PEMOHON merupakan Perseorangan calon anggota DPR dan 

DPRD yang berdasarkan keterangan pada portal 

www.mahkamahkonstitusi.go.id, pada tanggal 19 Mei 2014 belum  ada 

persetujuan secara tertulis dari Ketua DPP Partai Persatuan 

Pembangunan. Dengan demikian PEMOHON belum dikatakan 

memenuhi unsur sebagai PEMOHON dalam Perkara PHPU, dimana 

daftar Calon Anggota Perseorangan untuk Anggota DPR RI, DPRD 

Provinsi dan DPRD Kab/Kota  seperti yang tersebut dalam portal 

sekretariat Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut ; 

a. Provinsi Sulawesi Selatan (DPRD Kab./ Kota) Kab Gowa (Gowa 5),- 

mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat 

melengkapi permohonan / Lewat Waktu. Dan (DPRD Kab./Kota 

Perseorangan) Kota Makasar (Makasar 3 dan makasar 4),- mohon 

untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari 

Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonanan. 

3. Bahwa sebagaimana terungkap dalam Sidang Pleno Majelis Hakim 

Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Mei 2014 khusus perkara nomor          

06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh PEMOHON 

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, terungkap adanya surat kuasa 
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yang ditanda-tangan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai 

Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) tidak menggunakan tanda tangan 

basah melainkan dengan Stempel (Cap) tanda tangan kering dan hal itu 

dilakukan atas instruksi dari Sekjend DPP-PPP,  harus dipertegas 

bahwa Stempel (cap) bukanlah suatu ikatan dari pemberi dan penerima 

kuasa dimana konsekwensinya surat kuasa tersebut harus dinyatakan 

batal demi hukum dan atau setidaknya cacat hukum, andaipun –Quad 

Non- telah diperbaiki dalam masa perbaikan terakhir, hal ini harus tetap 

dinyatakan tidak sah karena telah melampaui tenggang waktu 

permohonan diajukan serta permohonan dari PEMOHON haruslah 

dinyatakan ditolak.   

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut 

di atas, maka Permohanan  PEMOHON untuk dilakukan penghitungan 

ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di 

dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidak-

tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum. 
C. PERMOHONAN TIDAK JELAS  (OBSCUUR LIBEL) ; 

 
1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 

2014 mengatur mengenai  uraian permohonan harus jelas tentang: (1) 

kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON 

dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON; dan (2) 

Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang 

diumumkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan 

suara yang benar menurut PEMOHON.Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) 

PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang 

timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu: 

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyatakan: permohonan tidak dapat diterima apabila tidak 
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat 
(2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 
ayat (3) Peraturan ini; 
 

2. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil  yang 

diajukan PEMOHON  tidak jelas (Obscuur Libel), maka seyogyanya 

Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-
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tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan 

perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas. 

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. 224 Undang-

undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menyatakan bahwa : 

 “Pasal 223 (2)  yaitu ; Penghitungan suara di TPS dapat diulang 
apabila terjadi hal sebagai berikut:  

 
a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat 

dilanjutkan;  
b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;  
c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau 

yang kurang mendapat penerangan  cahaya;  
d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang  kurang jelas;  
e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang  kurang jelas;  
f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan  warga 

masyarakat tidak dapat menyaksikan proses  penghitungan suara 
secara jelas;  

g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar  tempat dan waktu 
yang telah ditentukan; dan/atau  

h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat  suara yang sah 
dan surat suara yang tidak sah.  

 
 
Pasal 224 yaitu : 

 
(1)  Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 

ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan 
dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang 
bersangkutan. 

(2)  Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan 
selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.” 

 
4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-

dalil  yang diajukan PEMOHON  tidak jelas (Obscuur Libel), maka 

seyogyanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima 

atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat 

peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas. 
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II. DALAM POKOK PERMOHONAN 

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam 

bagian eksepsi diatas mohon daianggapb termuat pula dalam bagian pokok 

Permohonan ini; 

2. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON, kecuali apa yang 

diakuinya secara tegas dan bulat; 

3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (burden of proof/bewijslast), 

TERMOHON mensomeer dalil-dalil PEMOHON untuk dibuktikan 

kebenarananya; 
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum 

Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan 

Umum Tahun 2014 telah dilasanakan sesuai dengan peraturan perundangan-

undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas 

Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL); 

5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil PEMOHON, bukan merupakan fakta 

hukum. Terbukti dalil aquo tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan 

cenderung merupakan asumsi belaka; 

6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS 

telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi 

yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Piano, 

yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena 

hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra 

Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat 

yang hadir; 

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka 

Permohanan PEMOHON untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau 

pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum 

Permohonan seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena 

tidak berdasar hukum. 

Bahwa untuk mempermudah dan memberikan penjelasan lebih rinci bersama ini 

kami sampaikan jawaban TERMOHON, sesuai dengan urutan Provinsi, 

Kabupaten, Kecamatan dan atau desa tempat Permohonan PEMOHON berasal 
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yaitu sebagai berikut; 

 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PEROLEHAN        SUARA        PEMOHON        (PARTAI PERSATUAN 
PEMBANGUNAN)   MENURUT   TERMOHON   DI   PROVINSI   SUMATERA 
SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR 

- Bahwa terhadap dalil PEMOHON, TERMOHON pada pokoknya 
menyatakan perolehan suara PEMOHON yang benar dan berpengaruh pada 
perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara 
yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan 
suara PEMOHON sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk 
diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut. 

- TERMOHON menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti yang benar 
terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON (Partai Persatuan 
Pembangunan) hanya pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I yang 
dimohonkan dalam tabel-tabel sebagai berikut. 

Tabel 1. Alat Bukti TERMOHON Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh   
PEMOHON   (Partai   Politik)   Di   Provinsi   Sumatera   Selatan   Untuk 
Pengisian Keanggotaan DPR 

No. DAPIL 
Perolehan Suara 

Alat Bukti 
TERMOHON 

TERMOHON PEMOHON 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1. SUMSEL I 82.937 168.664 . T-9.1 

Tabel 2. Alat Bukti TERMOHON Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh   
PEMOHON   (Partai   Politik)   Di   Provinsi   Sumatera   Selatan   Untuk 
Pengisian Keanggotaan Dpr 

No. DAPIL SUMSEL I 
Kota Palembang Perolehan Suara 

Alat Bukti 
TERMOHON 

TERMOHON PEMOHON 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1. Alang-Alang Lebar 2.747 2.747 T-9.3 
2. Bukit Kecil 978 978 T-9.4 
3. Gandus 1.438 1.438 T-9.5 
4. llir Barat I 2.454 2.454 T-9.6 
5. llir Barat II 1.006 1.006 T-9.7 
6. llir Timur I 1.626 1.626 T-9.8 
7. llir Timur II 4.364 9.536 T-9.2 & T-9.8 
8. Kalidoni 2.157 2.157 T-9.9 
9. Kemuning 2.288 4.302 Vide T-9.2 &T-

9.10 
10. Kertapati 1.285 1.285 T-9.11 
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11. Plaju 1.927 5.220 Vide T-9.2 & 
T-9.12 

12. Sako 1.462 1.462 T-9.13 
13. Seb Ulu I 3.928 7.053 Vide T-9.2 & 

T-9.14 
14. SebUlull 2.979 5.019 Vide T-9.2 & 

T-9.15 
15. Smtng Borang 963 963 T-9.16 
16. Sukarami 3.704 3.704 T-9.17 
JUMLAH 35.306 50.950  

Tabel 3. Alat Bukti TERMOHON Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh   
PEMOHON   (Partai   Politik)   Di   Provinsi   Sumatera   Selatan   Untuk 
Pengisian Keanggotaan DPR 

No. DAPIL SUMSEL I 
Kota Palembang Kec. 

llir Timur II 
Perolehan Suara 

Alat Bukti 
TERMOHON 

TERMOHON PEMOHON 
(1) (2) (3) (4) (5) 

 PPP 1.426 3.464 Vide : T-9.2 & 
T-9.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. H. Ahmad 
Yani.SH., M.H 

2.186 3.530 

2. Citra Dewi. SH 297 767 
3. Drs. H.AzhariAS.M.H 163 508 
4. Sri Herlina, SP 66. 366 
5. H. Ibrahim Murod, SH 81 396 
6. Tri Susanti, SE 16 176 
7. SyahrilKholil.S.Pd.l 91 213 
8. Herdiansyah, SH 38 116 
JUMLAH 4.364 9.536 
 
Tabel 4. Alat Bukti TERMOHON Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh   

PEMOHON   (Partai   Politik)   Di   Provinsi   Sumatera   Selatan   Untuk 
Pengisian Keanggotaan DPR 

No. DAPIL SUMSEL I 
Kota Palembang Kec. 

Kemuning 
Perolehan Suara 

Alat Bukti 
TERMOHON 

TERMOHON PEMOHON 
(1) (2) (3) (4) (5) 

 PPP 492 942 Vide : T-9.2 & 
T-9.8 
 

1. H. Ahmad 
Yani.SH., M.H 

1.191 2.091 

2. Citra Dewi, SH 84 178 
3. Drs. H. AzhariAS.M.H 364 464 
4. Sri Herlina, SP 65 159 
5. H. Ibrahim Murod, SH 32 126 
6. Tri Susanti, SE 18 112 
7. Syahril Kholil, S.Pd.l 17 111 
8. Herdiansyah, SH 25 119 
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JUMLAH 2.288 4.302 
 
Tabel 5. Alat Bukti TERMOHON Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh   

PEMOHON   (Partai   Politik)   Di   Provinsi   Sumatera   Selatan   Untuk 

Pengisian Keanggotaan DPR 

No. DAPIL SUMSEL I 
Kota Palembang Kec. 

Plaju 
Perolehan Suara 

Alat Bukti 
TERMOHON 

TERMOHON PEMOHON 
(1) (2) (3) (4) (5) 

 PPP 384 1.409 Vide : T-9.2 & 
T-9.8 1. H. Ahmad 

Yani.SH., M.H 
623 1.376 

2. Citra Dewi, SH 453 853 
3. Drs. H. AzhariAS.M.H 70 295 
4. Sri Herlina, SP 33 258 
5. H. Ibrahim Murod, SH 224 424 
6. Tri Susanti, SE 68 268 
7. Syahril Kholil, S.Pd.l 39 184 
8. Herdiansyah, SH 33 153 
JUMLAH 1.927 5.220 

Tabel 6. Alat Bukti TERMOHON Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh   
PEMOHON   (Partai   Politik)   Di   Provinsi   Sumatera   Selatan   Untuk 
Pengisian Keanggotaan DPR 

 
No. DAPIL SUMSEL 1 

Kota Palembang Kec. 
Seb Ulu 1 

Perolehan Suara 
Alat Bukti 

TERMOHON 
TERMOHON PEMOHON 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 PPP 1.089 1.709 Vide : T-9.2 & 

T-9.8 
 

1. H.Ahmad 
Yani.SH., M.H 

1.715 2.915 

2. Citra Dewi, SH 431 617 
3. Drs. H. AzhariAS.M.H 301 487 
4. Sri Herlina, SP 80 267 
5. H. Ibrahim Murod, SH 123 310 
6. Tri Susanti, SE 55 242 
7. Syahril Kholil, S.Pd.l 91 277 
8. Herdiansyah, SH 43 229 
JUMLAH 3.928 7.053 
 

Tabel 7.Alat Bukti TERMOHON Terhadap Permohonan Yang Diajukan 
Oleh   PEMOHON   (Partai   Politik)   Di   Provinsi   Sumatera   Selatan   Untuk 
Pengisian Keanggotaan DPR 
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No. DAPIL SUMSEL I 
Kota Palembang Kec. 

Seb Ulu II 
Perolehan Suara 

Alat Bukti 
TERMOHON 

TERMOHON PEMOHON 
(1) (2) (3) (4) (5) 

 PPP 973 1.673 Vide : T-9.2 & 
T-9.8 1. H.Ahmad 

Yani.SH., M.H 
1.037 1.987 

2. Citra Dewi, SH 243 293 
3. Drs. H. Azhari AS, 

M.H 
117 197 

4. Sri Herlina, SP 43 93 
5. H. Ibrahim Murod, SH 164 194 
6. Tri Susanti, SE 251 291 
7. Syahril Kholil, S.Pd.l 49 99 
8. Herdiansyah, SH 102 192 
JUMLAH 2.979 5.019 
 

− Dengan demikian bahwa data yang dimiliki oleh PEMOHON tidaklah benar, 
karena yang disandingkan oleh TERMOHON hanya rekayasa belaka, terkait 
dengan data sandingan TERMOHON yang benar untuk Dapil Sumsel I 
khusus di Kota Palembang adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 7. Sandingan Alat  Bukti TERMOHON  Terhadap  Permohonan Yang 
Diajukan Oleh PEMOHON (Partai Politik) Di Provinsi Sumatera Selatan 
Untuk Pengisian Keanggotaan DPR. 

No. DAPIL 
Perolehan Suara 

Alat Bukti 
TERMOHON 

TERMOHON PEMOHON 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1. SUMSELI 82.937 168.664 Vide T-9.1 
 

Tabel 7. Sandingan Alat  Bukti TERMOHON  Terhadap  Permohonan Yang 

Diajukan Oleh PEMOHON (Partai Politik) Di Provinsi Sumatera Selatan 

Untuk Pengisian Keanggotaan DPR 

No. DAPIL SUMSEL I 
Kota Palembang Kec. 

Seb Ulu II 
Perolehan Suara 

Alat Bukti 
TERMOHON 

TERMOHON PEMOHON 
(1) (2) (3) (4) (5) 

 PPP 8.860 13.693 Vide: T-9.1 & 
T-9.2 
 

1. H.Ahmad 
Yani.SH., M.H 

18.613 23.760 

2. Citra Dewi, SH 2.708 3.908 
3. Drs. H. Azhari AS, M.H 1.821 2.757 
4. Sri Herlina, SP 688 1.545 
5. H. Ibrahim Murod, SH 1.023 1.849 
6. Tri Susanti, SE 549 1.230 
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7. SyahrilKholil.S.Pd.l 530 1.127 
8. Herdiansyah, SH 514 1.082 
JUMLAH 35.306 50.951 

Keterangan: 

TERMOHON menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum 
pada kolom (5) secara berurutan dan lengkap dengan tata urut penulisan 
sebagai berikut: 

T-9.1 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR 
Tahun 2014 (Model DC1 DPR); 

T-9.2 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kecamatan di Tingkat Kota Palembang dalam Pemilihan Umum Anggota DPR 
Tahun 2014 (Model DB1 DPR); 

T-9.3 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR 
Tahun 2014 (Model DA1 DPR); 

T-9.4 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR 
Tahun 2014 (Model DA1 DPR); 

T-9.5 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR 
Tahun 2014 (Model DA1 DPR); 

T-9.6 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR 
Tahun 2014 (Model DA1 DPR); 

T-9.7 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR 
Tahun 2014 (Model DA1 DPR); 

T-9.8 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
8 Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota 
DPR Tahun 2014 (Model DAI DPR); 

T-9.9 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR 
Tahun 2014 (Model DA1 DPR); 
T-9.10 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR 
Tahun 2014 (Model DA1 DPR); 

T-9.11 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR 
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Tahun 2014 (Model DA1 DPR); 

T-9.12 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR 
Tahun 2014 (Model DA1 DPR); 

T-9.13 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR 
Tahun 2014 (Model DA1 DPR); 

T-9.14 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR 
Tahun 2014 (Model DA1 DPR); 

T-9.15 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR 
Tahun 2014 (Model DA1 DPR); 

T-9.16 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR 
Tahun 2014 (Model DA1 DPR); 

T-9.17 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR 
Tahun 2014 (Model DA1 DPR); 

T-9.18 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR 
Tahun 2014 (Model DA1 DPR); 

− Selanjutnya untuk Dapil Sumsel I Kabupaten Musi Rawas, rekapitulasi hasil 
penghitungan perolehan suara khusus Kabupaten Musi Rawas dilakukan 
rekapitulasi ulang atas dasar rekomendasi Bawaslu Rl dengan nomor surat 
0478/Bawaslu/V/2014 tanggal 2 Mei 2014 perihal Rekapitulasi Ulang di 
Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, yang pada intinya 
memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk segera 
melakukan rekapitulasi ulang terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu 
di tingkat Desa/Kelurahan dengan mengacu pada C1 Piano berhologram di 
seluruh PPS di wilayah Kabupaten Musi Rawas. 

− KPU Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan Rekapitulasi Ulang pada 
tanggal 5 Mei 2014 s/d 9 Mei 2014, dan hasilnya telah disampaikan pada 
tanggal 9 Mei 2014 kepada KPU. 

− Selanjutnya TERMOHON menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti 
yang benar terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON 
(Partai Politik) hanya pada DAPIL Sumsel 1 Kabupaten Musi Rawas yang 
dimohonkan dalam tabel sebagai berikut: 

−  
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Tabel 8. Alat Bukti TERMOHON Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh 
PEMOHON (Partai Politik) Di Provinsi Sumatera Selatan Untuk 
Pengisian Keanggotaan DPR 

No. 
DAPIL 

SUMSEL I Kab. 

Musi Rawas 

Perolehan Suara 
Alat Bukti 

TERMOHON 
TERMOHON PEMOHON 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1. Muara Kelingi 1.024 6.349 T-

9.19s/dT-
9.25 
40.436 

2. Muara Lakitan 1.039 5.726 
3. Megang Sakti 347 10.574 
4. Karang Jaya 345 8.941 
5. Rawas Ulu 301 8.365 
6. Nibung 98 481 
JUMLAH 35.306 3.154 

 

− Berdasarkan tabel 8 di atas, data yang disandingkan oleh PEMOHON tidak sama 

dengan data yang dimiliki oleh KPU. Selanjutnya dotum yang untuk 6 

kecamatan menggambarkan rekapitulasi pada tingkat PPK sehingga KPU 

menyandingkan dotum tersebut dengan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dan 

Rekapitulasi Tingkat PKK, bukan pada tingkat PPS maupun KPPS, sehingga 

data yang disampaikan oleh PEMOHON adalah kabur atau tidak jelas (obscuur 

libel) karena data yang digugat di PPS mana dan TPS mana yang terjadi selisih 

perolehan suara sebagaimana permohonan PEMOHON yang diajukan. 

Selanjutnya uraian sandingan data terinci tiap-tiap kecamatan dapat tergambar 

pada tabel-tabel berikut ini: 

Tabel 9. Alat Bukti TERMOHON Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh   
PEMOHON   (Partai   Politik)   Di   Provinsi   Sumatera   Selatan   Untuk 
Pengisian Keanggotaan DPR 

 

No. 
DAPIL SUMSEL I Kab. 

Musi Rawas Kec. 
Muara Kelingi 

Perolehan Suara Alat Bukti 
Termohon TERMOHON PEMOHON 

 PPP 230 1.089 

Vide:T-
9.19& T-9.20 

1 H.Ahmad Yani.SH., 
M.H 688 4.092 

2 Citra Dewi, SH 18 321 
3 Drs. H. Azhari AS, M.H 30 216 
4 Sri Herlina, SP 23 174 
5 H. Ibrahim Murod, SH 4 85 
6 Tri Susanti, SE 27 161 
7 Syahril Kholil, S.Pd.l 2 146 
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8 Herdiansyah, SH 2 65 
JUMLAH 1.024 6.349  

 

Tabel 10. Alat Bukti TERMOHON Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh 
PEMOHON (Partai Politik) Di Provinsi Sumatera Selatan Untuk 
Pengisian Keanggotaan DPR 

 

No. 
DAPIL SUMSEL I Kab. 

Musi Rawas Kec. 
Muara Lakitan 

Perolehan Suara Alat Bukti 
Termohon TERMOHON PEMOHON 

 PPP 224 981 

Vide:T-
9.19& T-9.21 

1 H.Ahmad Yani.SH., 
M.H 646 4.142 

2 Citra Dewi, SH 47 239 
3 Drs. H. Azhari AS, M.H 37 125 
4 Sri Herlina, SP 56 88 
5 H. Ibrahim Murod, SH 11 66 
6 Tri Susanti, SE 10 42 
7 Syahril Kholil, S.Pd.l 3 25 
8 Herdiansyah, SH 5 18 

JUMLAH 1.039 5.726  

Tabel 11. Alat Bukti TERMOHON Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh 
PEMOHON (Partai Politik) Di Provinsi Sumatera Selatan Untuk 
Pengisian Keanggotaan DPR 

 

No. 
DAPIL SUMSEL I Kab. 

Musi Rawas Kec. 
Muara Sakti 

Perolehan Suara Alat Bukti 
Termohon TERMOHON PEMOHON 

 PPP 89 2.664 

Vide:T-
9.19& T-9.22 

1 H.Ahmad Yani.SH., 
M.H 150 6.160 

2 Citra Dewi, SH 19 668 
3 Drs. H. Azhari AS.M.H 20 415 
4 Sri Herlina, SP 17 277 
5 H. Ibrahim Murod, SH 44 190 
6 Tri Susanti, SE 4 114 
7 Syahril Kholil, S.Pd.l 2 64 
8 Herdiansyah, SH 2 22 

JUMLAH 347 10.574  

Tabel 12. Alat Bukti TERMOHON Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh 
PEMOHON (Partai Politik) Di Provinsi Sumatera Selatan Untuk 
Pengisian Keanggotaan DPR 
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No. 
DAPIL SUMSEL I Kab. 

Musi Rawas Kec. 
Karang Jaya 

Perolehan Suara Alat Bukti 
Termohon TERMOHON PEMOHON 

 PPP 81 2.016 

Vide:T-
9.19& T-9.23 

1 H.Ahmad Yani.SH., 
M.H 

168 5.246 

2 Citra Dewi, SH 45 455 
3 Drs. H. Azhari AS.M.H 7 339 
4 Sri Herlina, SP 7 325 
5 H. Ibrahim Murod, SH 23 199 
6 Tri Susanti, SE 3 182 
7 Syahril Kholil, S.Pd.l 3 81 
8 Herdiansyah, SH 8 98 

JUMLAH 345 8.941  

Tabel 13. Alat Bukti TERMOHON Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh 
PEMOHON (Partai Politik) Di Provinsi Sumatera Selatan Untuk 
Pengisian Keanggotaan DPR 

 

No. 
DAPIL SUMSEL I Kab. 
Musi Rawas Kec. Rawa 

Ulu 

Perolehan Suara Alat Bukti 
Termohon TERMOHON PEMOHON 

 PPP 109 1.520 

Vide:T-
9.19& T-9.24 

1 H.Ahmad Yani.SH., 
M.H 87 6.289 

2 Citra Dewi, SH 38 182 
3 Drs. H. Azhari AS.M.H 12 103 
4 Sri Herlina, SP 8 90 
5 H. Ibrahim Murod, SH 9 97 
6 Tri Susanti, SE 2 46 
7 Syahril Kholil, S.Pd.l 9 20 
8 Herdiansyah, SH 27 18 

JUMLAH 301 8.365  

Tabel 14. Alat Bukti TERMOHON Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh 
PEMOHON (Partai Politik) Di Provinsi Sumatera Selatan Untuk 
Pengisian Keanggotaan DPR 

 

No. 
DAPIL SUMSEL I Kab. 

Musi Rawas Kec. 
Nibung 

Perolehan Suara Alat Bukti 
Termohon TERMOHON PEMOHON 

 PPP 31 254 

Vide:T-
9.19& T-9.25 

1 H.Ahmad Yani.SH., 
M.H 28 66 

2 Citra Dewi, SH 5 108 
3 Drs. H. Azhari AS.M.H 5 14 
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4 Sri Herlina, SP 11 6 
5 H. Ibrahim Murod, SH 8 9 
6 Tri Susanti, SE 4 10 
7 Syahril Kholil, S.Pd.l 4 5 
8 Herdiansyah, SH 2 9 

JUMLAH 98 481  

Tabel 15. Alat Bukti TERMOHON Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh 
PEMOHON (Partai Politik) Di Provinsi Sumatera Selatan Untuk 
Pengisian Keanggotaan DPR 

 

No. DAPIL SUMSEL I  
Perolehan Suara Alat Bukti 

Termohon TERMOHON PEMOHON 

 
Kabupaten Musi 
Rawas 5 (Lima) 
Kecamatan 

3.154 40.436 
Vide:T-9.19 

s/d 
 T-9.25 

Tabel 16.  Sandingan Alat  Bukti TERMOHON Terhadap  Permohonan Yang 
Diajukan Oleh PEMOHON (Partai Politik) Di Provinsi Sumatera Selatan 
Untuk Pengisian Keanggotaan DPR 

 

No. DAPIL SUMSEL I  
Kab. Musi Rawas  

Perolehan Suara Alat Bukti 
Termohon TERMOHON PEMOHON 

 PPP 764 8.524 

Vide:T-9.19 
s/d T-9.25 

1 H.Ahmad Yani.SH., 
M.H 1.767 25.995 

2 Citra Dewi, SH 172 1.973 
3 Drs. H. Azhari AS.M.H 111 1.212 
4 Sri Herlina, SP 122 960 
5 H. Ibrahim Murod, SH 99 646 
6 Tri Susanti, SE 50 555 
7 Syahril Kholil, S.Pd.l 23 341 
8 Herdiansyah, SH 46 230 

JUMLAH 3.154 40.436  
 

Berdasarkan tabel-tabel di atas, data yang disandingkan oleh PEMOHON tidak 

sama dengan data yang dimiliki oleh KPU. Selanjutnya data untuk 6 kecamatan 

menggambarkan rekapitulasi pada tingkat PPK sehingga KPU menyandingkan data 

tersebut dengan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Tingkat 

Kabupaten dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Tingkat PPK, bukan 

pada tingkat PPS maupun KPPS, sehingga data yang disampaikan oleh 

PEMOHON adalah kabur atau tidak jelas (obscuur libel) karena data yang digugat 
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di PPS mana dan TPS mana yang terjadi selisih perolehan suara sebagaimana 

permohonan PEMOHON yang didalilkan. 

Keterangan: 

Selanjutnya TERMOHON menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana 
tercantum pada kolom (5) secara berurutan dan lengkap dengan tata urut penulisan 
sebagai berikut: 

T-9.19 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kecamatan di Tingkat Kabupaten Musi Rawas Dalam Pemilihan Umum Anggota 
DPR Tahun 2014 (Model DB1 DPR); 

T-9.20 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan Muara Kelingi dalam Pemilihan Umum 
Anggota DPR Tahun 2014 (Model DB1 DPR); 

T-9.21 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan Muara Lakitan dalam Pemilihan Umum 
Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA1 DPR); 

T-9.22 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan Megang Sakti dalam Pemilihan Umum 
Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA1 DPR); 

T-9.23 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan Karang Jaya dalam Pemilihan Umum 
Anggota DPR Tahun 2014 (Model DAI DPR); 

T-9.24 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan Rawas Ulu dalam Pemilihan Umum 
Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA1 DPR); 

T-9.25 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan Nibung dalam Pemilihan Umum Anggota 
DPR Tahun 2014 (Model DA1 DPR); 

Selanjutnya untuk Dapil Sumsel I Kabupaten Banyuasin, yang menjadi 
perselisihan/disengketa oleh PEMOHON (PPP) hanya pada 8 (delapan) 
kecamatan dari 19 Kecamatan yang ada artinya 11 kecamatan yang dltidak 
diperselisihkan. Kemudian TERMOHON menyampaikan dan menjelaskan kontra 
alat bukti yang benar terkait dengan permohonan yang diajukan oleh 
 
 
PEMOHON (Partai Politik) hanya pada DAPIL Sumsel I Kabupaten Banyuasin 
yang dimohonkan dalam tabel-tabel berikut ini: 

Tabel 17. Alat Bukti TERMOHON Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh 
PEMOHON (Partai Politik) Di Provinsi Sumatera Selatan Untuk Pengisian 
Keanggotaan DPR 
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NO. 
DAPIL SUMSEL I 
Kab. Banyuasin 

PEROLEHAN SUARA Alat Bukti 
TERMOHON 

TERMOHON PEMOHON 
1 Air Kumbang 242 242  
2 AirSalek 707 707  
3 Banyuasin I 613 613  

4 Banyuasin II 354 3.354 T-9.26 & T-
9.27 

5 Banyuasin Ml 2.329 7.223 Vide T-9.26 & 
T-9.28 

6 Betung 1.426 6.658 Vide T-9.26 & 
T-9.29 

7 Makartijaya 883 3.883 Vide T-9.26 & 
T-9.30 

8 Muara Padang 246 3.246 Vide T-9.26 & 
T-9.31 

9 Muara Sugihan 1.551 1.551  

10 Muara Telang 2.508 5.503 Vide T-9.26 & 
T-9.32 

11 Pulau Rimau 668 668  
12 Rambutan 583 583  

13 Rantau Bayur 806 5.333 Vide T-9.26 & 
T-9.33 

14 Sembawa 729 729  
15 SuakTapeh 931 931  

16 Sbr Mrg Telang 1.001 4.001 Vide T-9.26 & 
T-9.34 

17 Talang Kelapa 1.859 1.859  
18 Tanjung Lago 1.074 1.074  
19 Tungkal llir 651 651  

JUMLAH 19.161 48.277  

Berdasarkan penjumlahan data PEMOHON terdapat kekeliruan, seharusnya 

untuk data tersebut adalah 48.814 bukan 48.277 sebagaimana yang disajikan 

oleh PEMOHON. 

Secara rinci TERMOHON menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti 
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yang benar terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON (Partai 

Politik) hanya pada DAPIL Sumsel I pada 8 Kecamatan yang diperselisihkan/ 

disengketakan dalam Kabupaten Banyuasin yang dimohonkan dalam tabel-

tabel berikut ini: 

Tabel 18. Alat Bukti TERMOHON Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh 

PEMOHON (Partai Politik) Di Provinsi Sumatera Selatan Untuk Pengisian 

Keanggotaan DPR 

 

No. 
DAPIL SUMSEL I  
Kab. Banyuasin 

Kec. Banyuasin II  

Perolehan Suara Alat Bukti 
Termohon TERMOHON PEMOHON 

 PPP 117 117 

Vide T-9.26 & 
Vide T-9.27 

1 H.Ahmad Yani.SH., 
M.H 141 3.141 

2 Citra Dewi, SH 20 20 
3 Drs. H. Azhari AS.M.H 9 9 
4 Sri Herlina, SP 11 11 
5 H. Ibrahim Murod, SH 8 8 
6 Tri Susanti, SE 12 12 
7 Syahril Kholil, S.Pd.l 24 24 
8 Herdiansyah, SH 12 12 

JUMLAH 354 3.354  

 

No. 
DAPIL SUMSEL I  
Kab. Banyuasin 

Kec. Banyuasin III  

Perolehan Suara Alat Bukti 
Termohon TERMOHON PEMOHON 

 PPP 257 126 

Vide T-9.26 & 
Vide T-9.28 

1 H.Ahmad Yani.SH., 
M.H 1.511 6.516 

2 Citra Dewi, SH 127 137 
3 Drs. H. Azhari AS.M.H 154 154 
4 Sri Herlina, SP 124 134 
5 H. Ibrahim Murod, SH 40 40 
6 Tri Susanti, SE 22 22 
7 Syahril Kholil, S.Pd.l 62 62 
8 Herdiansyah, SH 32 32 

JUMLAH 2.329 7.223  
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No. 
DAPIL SUMSEL I  
Kab. Banyuasin 

Kec. Betung 

Perolehan Suara Alat Bukti 
Termohon TERMOHON PEMOHON 

 PPP 314 314 

Vide T-9.26 & 
Vide T-9.29 

1 H.Ahmad Yani.SH., 
M.H 855 6.187 

2 Citra Dewi, SH 49 49 
3 Drs. H. Azhari AS.M.H 32 32 
4 Sri Herlina, SP 34 34 
5 H. Ibrahim Murod, SH 13 13 
6 Tri Susanti, SE 6 6 
7 Syahril Kholil, S.Pd.l 7 7 
8 Herdiansyah, SH 16 16 

JUMLAH 1.326 6.658  

 
 

No. 
DAPIL SUMSEL I  
Kab. Banyuasin 
Kec. Makartijaya 

Perolehan Suara Alat Bukti 
Termohon TERMOHON PEMOHON 

 PPP 285 285 

Vide T-9.26 & 
Vide T-9.30 

1 H.Ahmad Yani.SH., 
M.H 413 3.413 

2 Citra Dewi, SH 19 19 
3 Drs. H. Azhari AS.M.H 39 39 
4 Sri Herlina, SP 13 13 
5 H. Ibrahim Murod, SH 74 74 
6 Tri Susanti, SE 7 7 
7 Syahril Kholil, S.Pd.l 6 6 
8 Herdiansyah, SH 27 27 

JUMLAH 883 3.883  
 
 

No. 
DAPIL SUMSEL I  
Kab. Banyuasin 

Kec. Muara Padang 

Perolehan Suara Alat Bukti 
Termohon TERMOHON PEMOHON 

 PPP 79 79 

Vide T-9.26 & 
Vide T-9.31 

1 H.Ahmad Yani.SH., 
M.H 79 3.079 

2 Citra Dewi, SH 14 14 
3 Drs. H. Azhari AS.M.H 20 20 
4 Sri Herlina, SP 12 12 
5 H. Ibrahim Murod, SH 11 11 
6 Tri Susanti, SE 5 5 
7 Syahril Kholil, S.Pd.l 14 14 
8 Herdiansyah, SH 12 12 

JUMLAH 246 3.246  
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No. 
DAPIL SUMSEL I  
Kab. Banyuasin 

Kec. Muara Telang 

Perolehan Suara Alat Bukti 
Termohon TERMOHON PEMOHON 

 PPP 936 936 

Vide T-9.26 & 
Vide T-9.32 

1 H.Ahmad Yani.SH., 
M.H 1.077 4.077 

2 Citra Dewi, SH 105 105 
3 Drs. H. Azhari AS.M.H 62 62 
4 Sri Herlina, SP 65 65 
5 H. Ibrahim Murod, SH 27 27 
6 Tri Susanti, SE 36 36 
7 Syahril Kholil, S.Pd.l 150 150 
8 Herdiansyah, SH 50 50 

JUMLAH 2.508 5.508  

 

No. 
DAPIL SUMSEL I  
Kab. Banyuasin 

Kec. Rantau Bayur 

Perolehan Suara Alat Bukti 
Termohon TERMOHON PEMOHON 

 PPP 117 146 

Vide T-9.26 & 
Vide T-9.33 

1 H.Ahmad Yani.SH., 
M.H 561 4.437 

2 Citra Dewi, SH 39 58 
3 Drs. H. Azhari AS.M.H 41 54 
4 Sri Herlina, SP 21 27 
5 H. Ibrahim Murod, SH 5 39 
6 Tri Susanti, SE 10 12 
7 Syahril Kholil, S.Pd.l 12 13 
8 Herdiansyah, SH 0 10 

JUMLAH 806 4.796  

 

No. 
DAPIL SUMSEL I  
Kab. Banyuasin 

Kec. Sumber M Telang 

Perolehan Suara Alat Bukti 
Termohon TERMOHON PEMOHON 

 PPP 337 337 

Vide T-9.26 & 
Vide T-9.34 

1 H.Ahmad Yani.SH., 
M.H 417 3.417 

2 Citra Dewi, SH 22 22 
3 Drs. H. Azhari AS.M.H 26 26 
4 Sri Herlina, SP 26 26 
5 H. Ibrahim Murod, SH 14 14 
6 Tri Susanti, SE 75 75 
7 Syahril Kholil, S.Pd.l 38 38 
8 Herdiansyah, SH 46 46 
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JUMLAH 1.001 4.001  

 

No. DAPIL SUMSEL I  
Perolehan Suara Alat Bukti 

Termohon TERMOHON PEMOHON 

 Kabupaten 
Banyuasin 19.161 48.277 Vide:T-9.26 

 

No. DAPIL SUMSEL I  
Kab. Banyuasin 

Perolehan Suara Alat Bukti 
Termohon TERMOHON PEMOHON 

 PPP 5.378 5.276 

Vide T-9.26 & 
Vide T-9.34 

1 H.Ahmad Yani.SH., 
M.H 9.938 39.051 

2 Citra Dewi, SH 955 984 
3 Drs. H. Azhari AS.M.H 750 763 
4 Sri Herlina, SP 620 636 
5 H. Ibrahim Murod, SH 407 441 
6 Tri Susanti, SE 258 260 
7 Syahril Kholil, S.Pd.l 484 485 
8 Herdiansyah, SH 371 381 

JUMLAH 19.161 48.277  

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan di atas, bahwa data yang disanding 
oleh PEMOHON tidak benar dan tidak berdasarkan hal ini dikarenakan 
rekayasa data yang dilakukan oleh PEMOHON. Untuk data yang benar adalah 
data yang disampaikan dan dijelaskan oleh TERMOHON berdasarkan alat-alat 
bukti yang dimiliki oleh TERMOHON. 

Keterangan: 

Selanjutnya TERMOHON menguraikan dan menjelaskan alat bukti 
sebagaimana tercantum pada kolom (5) secara berurutan dan lengkap 
dengan tata urut penulisan sebagai berikut: 

T-9.26 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari 
Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 
Anggota DPR Tahun 2014 (Model DB1 DPR); 

T-9.27 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari 
Setiap Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan Banyuasin II dalam Pemilihan 
Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Model DB1 DPR); 

T-9.28 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari 
Setiap Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan Banyuasin III dalam Pemilihan 
Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA1 DPR); 
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T-9.29 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari 
Setiap Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan Betung dalam Pemilihan Umum 
Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA1 DPR); 

 
T-9.30 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan Makartijaya dalam Pemilihan Umum 
Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA1 DPR); 

T-9.31 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan Muara Padang dalam Pemilihan Umum 
Anggota DPR Tahun 2014 (Model DAI DPR); 

T-9.32 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan Muara Telang dalam Pemilihan Umum 
Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA1 DPR); 

T-9.33 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan Rantau Bayur dalam Pemilihan Umum 
Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA1 DPR); 

T-9.34 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan Sumber M. Telang dalam Pemilihan Umum 
Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA1 DPR); 
 

III. PETITUM 
Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan Termohon sebagai terurai di 

atas kiranya memadai untuk menunjukkan Termohon dalam batas-batas 

kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk 

menjaga agar tetap PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 

2014dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas. 

Bahwa berdasarkan  uraian tersebut di atas merupakan fakta hukum 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang 

Penetapan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 

Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 

diterbitkan sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku. 

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak 

Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia berkenan memutuskan: 

• Menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan 

permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijk) 
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• Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 

2014 tanggal 9 Mei 2014; 

Atau  

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-

adilnya (ex aequo et bono). 

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat 

bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-18.1 sampai dengan T-

9. Sumsel 1.11 sebagai berikut. 

1. DAPIL SUMATERA SELATAN I 
1 T.9.SUMSELI.1 : MODEL DB-1 DPR RI Sernfikat Rekapitulasi 

Hasil Penghitungan Perolehan  Suara dari 

Setiap Kecamatan di Tingkat 

Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 

Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 

2 T.9.SUMSEL 1.2 : MODEL DA-1 Berita Acara Rekapitulasi 

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai 

Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD 

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta 

Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan 

dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 
3 T.9.SUMSEL 1.3 : MODEL DA-1 Berita Acara Rekapitulasi 

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Panai 

Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD 

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta 

Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan 

dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 
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4 T.9.SUMSEL 1.4 : MODEL DA-1 Berita Acara Rekapitulasi 

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Panai 

Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD 

Provinsi. DPRD Kabupaten/Kota serta 

Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan 

dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 
5 T.9.SUMSEL 1.5 : MODEL DA-1 Berita Acara Rekapitulasi 

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai 

Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD 

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta 

Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan 

dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 
6 T.9.SUMSEL 1.6 : MODEL DA-1 Berita Acara Rekapitulasi 

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai 

Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD 

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta 

Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan 

dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 
7 T.9.SUMSEL 1.7 : MODEL DA-1 Berita Acara Rekapitulasi 

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai 

Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD 

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta 

Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan 

dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 
8 T.9.SUMSEL 1.8 : MODEL DA-1 Berita Acara Rekapitulasi 

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai 

Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD 

Provinsi. DPRD Kabupaten/Kota serta 

Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan 

dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 
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9 
 
 

T.9.SUMSEL 1.1 sd 1.26 
 

: Proses scan alat bukti termohon 

2. PALEMBANG 4 
 
1 T-9.Sumsel 1.1 : Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Perolehan Suara dari Setiap 

Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Dalam 

Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 

(Model DC1 DPR) 
2 T-9.Sumsel 1.2 :  Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikasi 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 

Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat 

Kabupaten/Kota Palembang Dalam 

Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 

(Model DB dan Model DB1 DPR); 
3 T-9.Sumsel 1.3 

 
  

: Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikasi 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 

Suara dari Setiap Kelurahan/Desa di Tingkat 

Kecamatan Ilir Timur II dalam Pemilihan 

Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA 

dan Model DA1 DPR); 

 4 T-9.Sumsel 1.4 
 

:  Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikasi 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 

Suara dari Setiap Kelurahan/Desa di Tingkat 

Kecamatan Kemuning dalam Pemilihan 

Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA 

dan Model DA1 DPR); 
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5 T-9.Sumsel 1.5 
 

: Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikasi 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 

Suara dari Setiap Kelurahan/Desa di Tingkat 

Kecamatan Plaju dalam Pemilihan Umum 

Anggota DPR Tahun 2014 (Model Model 

DA1 DPR); 
6 T-9.Sumsel 1.6 

 
: Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Perolehan Suara dari Setiap 

Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan 

Seberang Ulu I dalam Pemilihan Umum 

Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA1 

DPR); 

 7 T-9.Sumsel 1.7 
 

: Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Perolehan Suara dari Setiap 

Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan 

Seberang Ulu II dalam Pemilihan Umum 

Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA1 

DPR); 
 

3. MUSI RAWAS 

1 T-9.Sumsel 1.8 : Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Perolehan Suara Setiap kecamatan di 

tingkat kabupaten/ kota Dalam Pemilihan 

Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Model 

DB1 DPR) 
 

4. BANYUASIN 
1 T-9.Sumsel 1.9 

 
: Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di 

Tingkat Kabupaten Banyuasin Dalam 

Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 

(Model DB1 DPR); 
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2 T-9.Sumsel 1.10 
 

: Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Perolehan Suara dari Setiap 

Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan 

Banyuasin II dalam Pemilihan Umum 

Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA1 

DPR); 

 3 T-9.Sumsel 1.11 
 

: Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Perolehan Suara dari Setiap 

Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan 

Banyuasin III dalam Pemilihan Umum 

Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA1 

DPR); 

 4 T-9.Sumsel 1.12 
 

: Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Perolehan Suara dari Setiap 

Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan 

Betung dalam Pemilihan Umum Anggota 

DPR Tahun 2014 (Model DA1 DPR) 
5 T-9.Sumsel 1.13 

 

: Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Perolehan Suara dari Setiap 

Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan 

Makartijaya dalam Pemilihan Umum 

Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA1 

DPR); 
6 T-9.Sumsel 1.14 

 

: Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Perolehan Suara dari Setiap 

Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan 

Muara Padang dalam Pemilihan Umum 

Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA1 

DPR); 

 7 T-9.Sumsel 1.15 
 

: Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Perolehan Suara dari Setiap 

Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan 

Muara Telang dalam Pemilihan Umum 

Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA1 

DPR); 
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8 T-9.Sumsel 1.16 
 

: Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Perolehan Suara dari Setiap 

Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan 

Rantau Bayur dalam Pemilihan Umum 

Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA1 

DPR); 
9 T-9.Sumsel 1.17 

 
 
 
 
 
 

   
 

 

: Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Perolehan Suara dari Setiap 

Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan 

Sumber M. Telang dalam Pemilihan Umum 

Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA1 

DPR) 

 

  

 

     

    

    

       

  

10 T-9.Sumsel 1.18 
 

: Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Perolehan Suara dari Setiap 

Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan 

Banyuasin III dalam Pemilihan Umum 

Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA1 

DPR); 

  

 

2. DAPIL PALEMBANG 3 dan PALEMBANG 4 
  T-9.KOTA PALEMBANG 

DAPIL 3.123 

 

MODEL C-l DPRD 1CABUPATEN/KOTA Catatan 

Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai 

Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan 

Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 

 T-9.KOTA PALEMBANG 

DAPIL   3.124 

 

MODEL DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 

dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota 

dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi 

Tahun 2014 

 
DAPIL PALEMBANG 4 
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 T-9.KOTA PALEMBANG 

DAPIL 4.1 

 

MODEL C-l SERTIFIKAT HASIL DAN Hasil 

Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Poliiik 

dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota di Tempai Pemungutan 

Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 

 
 T-9.KOTA PALEMBANG 

DAPIL 4.2 

LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD 

KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan 

Perolehan Suara setiap ParLai Politik dan Calon 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara 

dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 
 T-9.KOTA PALEMBANG 

DAPIL 4.3 

 

MODEL C-l DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan 

Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai 

Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat 

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum T.ihun 

"2014 
 T-9.KOTA PALEMBANG 

DAPIL 4.4 

 

MODEL C-l DPRD KABUPATEN/KOTA Caiman 

Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Panai 

Politik d3Ji Calon Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyal Daerah Kabupaten/Kota di Tempat 

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 

20H 
 T-9.KOTA PALEMBANG 

DAPIL 4.6 

 

MODEL C-l DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan 

Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Panai 

Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan 

Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 
 T-9.KOTA PALEMBANG 

DAPIL 4.7 

 

MODEL C-l DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan 

Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai 

Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
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Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan 

Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 

 T-9.KOTA PALEMBANG 

DAPIL 4.8 

 

MODEL C-l  DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan 

Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai 

Politik dan Calon .Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat 

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 

2014 
 T-9.KOTA PALEMBANG 

DAPIL 4.9 

 

MODEL C- l  DPRD KABUPATEN/KOTA Catalan 

Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Faitai 

Politik can Calon Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat 

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 

2011 
 T-9.KOTA PALEMBANG 

DAPIL 4.10 

 

MODEL C-] DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan 

Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai 

Polink dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupalen/Koia di Tempat Pemungutan 

Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 20 1 4 
 T-9.KOTA PALEMBANG 

DAPIL 4.11 

 

MODEL C-1  DPRD KABUPATEN/KOTA Cata-an 

Hasil Penghiuingan Perolehan Suara setiap Partai 

Politik can Calon Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kolci di Tempat 

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 

201-4 
 T-9.KOTA PALEMBANG 

DAPIL 4.12 

 

MODEL D-l DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan 

Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai 

Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa 

(Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum 
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Selain itu, Termohon juga mengajukan Saksi yang telah memberikan 

keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada 

pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

1. Badri 

− Bahwa Saksi berkedudukan sebagai Ketua PPS 1  Kelurahan Ulu; 
− Bahwa benar TPS 06 terjadi pemungutan suara 2 kali; 

− Bahwa terdapat rekomendasi dari panwas kota untuk diulang; 

− Bahwa masalah DPT telah  disosialisasikan kepada anggota KPPS; 

− Bahwa DPT yang diterima dari KPU telah terbentuk seperti demikian; 
− Bahwa Saksi tidak mengetahui kertas suara yang telah tercoblos untuk PKB dan 

PPP. 

2. Abu Sofyan 

− Bahwa Saksi sebagai Anggota KPPS TPS 05 Kelurahan Satu; 

− Bahwa jumlah DPT DPT TPS 05 adalah 262; 

− Bahwa jumlah surat suara yang dikembalikan atau rusak itu 10 

− Bahwa perolehan suara untuk caleg dari PPP Nomor Urut 1 adalah 1 suara, 

kemudian PPP Nomor Urut 2=45 suara, dan Nomor Urut 3=12 suara. Sehingga 

jumlahnya untuk PPP saja itu 67 suara 

− Bahwa Saksi sebagai anggota KPPS tidak mengetahui adanya surat suara yang 

telah dicoblos 

− Bahwa Saksi tidak melihat adanya kejadian sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Saksi Mulhaq. 

3. Ahmad Mahir 

− Bahwa Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Seberang Ulu 1; 

− Bahwa proses penghitungan rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Seberang Ulu 

1 berjalan lancar; 
− Bahwa tidak terdapat laporan mengenai adanya surat suara yang telah tercoblos. 
 

Tahun 2014 
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Keterangan Pihak Terkait Partai Politik 

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait 

Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) memberikan keterangan tanggal 22 Mei 

2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 

2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 13-

2.a./PAN.MK/2014, sebagaimanadiperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait 

tanggal  26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 

2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. 

1.1. DALAM EKSEPSI  
a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, 

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus 

perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 
b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,  

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan 

tentang hasil pemilihan umum;  
c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor  8 

Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah,  bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan 

suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan 

permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU 

kepada Mahkamah Konstitusi; 
d. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, 

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang 
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hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
 

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 
a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, 

Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta 

berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat 

diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan 

secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi 

perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah 

pemilihan; 
b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2014 Pasal 2 ayat 3 huruf a “Pihak terkait dalam perkara Penyelesaian 

Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah Partai Politik peserta Pemilu 

yang berkepentingan terhadap permohonan yang  diajukan oleh 

pemohon sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a”. 
c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 1 jo Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil 

pemilihan umum, antara lain, adalah  partai politik peserta Pemilu untuk 

pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon 

anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis 

dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan; 
d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 

166./Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum no. 06/Kpts/KPU/2013 tentang  Penetapan 

Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD 

Provinsi, dan DPRD Kabupaten - Kota Tahun 2014 tanggal 25 -3- 2013, 
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Pihak terkait adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 

dengan Nomor Urut 10 ; 
e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian pihak 

terkait mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk sebagai 

subyek yang berhak untuk menjadi pihak terkait dalam permasalahan 

tersebut; 
1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT 

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pihak terkait yang diajukan ke 

Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana 

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.   

II. DALAM POKOK PERMOHONAN 
     DAPIL SUMATERA SELATAN I 

No. Partai Politik  

Perolehan Suara Alat 

Bukti 

Pihak 

Terkait 

Menurut 

Termohon 

 

Menurut 

Pemohon 

Menurut 

Pihak 

Terkait 

1 PPP 82.973 168.664 82.972 P.10.4 

2 PKB 40.971 58.035 40.971 P.10.4 

 

BERDASARKAN HASIL HASIL KEPUTUSAN KPU RI NO. 411 / KPTS/KPU/2014 

TERTANGGAL 9 MEI 2014 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, 

ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014. 

PEROLEHAN SUARA PEMOHON ( PPP ) DISANDINGKAN DENGAN DATA 

PEROLEHAN SUARA TERMOHON,  ADALAH SEBAGAI BERIKUT : 

 

JAWABAN PIHAK TERKAIT ( HANURA ) DAPIL SUMSEL 1 
Berdasarkan hasil keputusan KPU RI No 411 / KPTs/KPU/2014 tertanggal 9 Mei 

2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, anggota DPR, DPD, DPRD 

Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dalam rapat rekapitulasi perhitungan 

perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data dalam formulir DB-1 

DPR/DPD/DPRD Provinsi dari seluruh Kabupaten / Kota dalam Provinsi Sumatera 

Selatan dan dituangkan dalam Formulir Model DC-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi ( 
Bukti : PT.10-4 ) sebagai berikut : 
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TABEL PT. 1.1 
PEROLEHAN SUARA TERKAIT, PEMOHON DAN TERMOHON 
BERDASARKAN KETETAPAN KEPUTUSAN KPU RI 
NO 411 / KPTs / KPU / 2014 Tertanggal 9 MEI 2014 

No PARTAI PEROLEHAN SUARA 
ALOKASI 

KURSI 
Alat Bukti 

1 Golkar 382,985 2 Vide : Bukti 
: PT.10-4 2 PDI P 292,999 1 

3 Gerindra 229,436 1 

4 PAN 163,175 1 

5 Demokrat 160,683 1 

6 PKS 107,319 1 

7 HANURA 103,787 1 
8 NASDEM 101,481 - 

9 PKB 93,615 - 

10 PPP 82,937 - 

11 PBB 36,740 - 

12 PKPI 20,714 - 

TOTAL 1,775,871 8 Kursi 

BPP ( Setelah dikurangi PBB 

dan PKPI ) 

1,775,871 – 36,740 – 
20,714 

1,718,417 
/ 8 

= 214,802 

 

Berdasarkan tabel yang ada diatas bahwa Pihak Terkait ada di kursi terakhir (ke-

Delapan), sedangkan di bawah Pihak Terkait ada Partai NASDEM yang selisih 

suaranya 2306 suara, hal mana Partai NASDEM telah menerima dan tidak 

mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Anehnya Pemohon yang berada 

di peringkat perolehan suara ke-10 di bawah Partai NASDEM dan PKB, 

memaksakan diri untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi ini, maka 

menurut penalaran yang wajar permohonan Pemohon ini hanya mengada – ada 

dan hanya akalan - akalan belaka, karena tidak bisa menerima kenyataan hasil 
Pemilu Legislatif 2014, sehingga seharusnya permohonan Pemohon haruslah 
ditolak untuk seluruhnya. 
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Bahwa permohonan Pemohon yang meng-klaim telah kehilangan suara sebanyak 

85,727 adalah tidak benar dan mangada-ada, karena sesunggguhnya penetapan 

perolehan suara oleh Termohon telah benar, hal mana telah sesuai dengan form 

DA -1 KWK dan D-1 KWK dan telah pula sesuai dengan form C-1 KWK yang 

dimiliki oleh Pihak Terkait. Oleh sebab itu Pihak Terkait akan menyandingkan 

perolehan suara yang benar yang telah ditetapkan oleh Termohon pada DAPIL 

Sumatera Selatan I yaitu  secara Lengkap dikemukakan sebagai berikut : 
TABEL PT. 1.2 
Penyandingan Perolehan Suara Terkait, Pemohon dan Termohon 
Pada DAPIL SUMSEL I 

No 
DAPIL 

 Perolehan Suara 

Selisih Alat Bukti Terkait Termohon Pemohon 

SUMSEL 1 HANURA KPU PPP 

 PPP 82,973 82,973 168,664 85,727 

Vide 
Bukti: 
PT.10-4 
 

 

Ada pun berdasarkan Tabel penyandingan perolehan suara Terkait, Pemohon dan 

Termohon secara rinci pada DAPIL Sumatera Selatan I secara Sebagai berikut : 

1.1. KOTA PALEMBANG 

Adapun kelima kecamatan yang menjadi keberatan dan yang dipersoalkan 

Pemohon dalam keputusan KPU RI No. 411 / KPTs / KPU / 2014 tertanggal 9 Mei 

2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, anggota DPR, DPD, DPRD 

Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014  adalah sebagai berikut : 
TABEL PT. 1.1.1 
Penyandingan Perolehan Suara TERKAIT, PEMOHON DAN TERMOHON 
Di KOTA PALEMBANG 

No 

DAPIL 

SUMSEL I 

Perolehan Suara 

Selisih Alat Bukti Terkait Termohon Pemohon 

Kota Palembang HANURA KPU PPP 

1 
Alang – Alang 

Lebar 
2747 2747 2747 - 

Vide :  
Bukti : 
PT.10-5 2 Bukit Kecil 978 978 978 - 
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3 Gandus 1438 1438 1438 - 

4 Ilir Barat I 2454 2454 2454 - 

5 Ilir Barat II 1006 1006 1006 - 

6 Ilir Timur I 1626 1626 1626 - 

7 Ilir Timur II 4364 4364 9536 5172 

8 Kalidoni 2157 2157 2157 - 

9 Kemuning 2288 2288 4302 2014 

10 Kertapati 1285 1285 1285 - 

11 Plaju 1927 1927 5220 3293 

12 SAKO 1462 1462 1462 - 

13 Seberang Ulu I 3928 3928 7053 3125 

14 Seberang Ulu II 2979 2979 5019 2040 

15 Sematang Borang 963 963 963 - 

16 Sukarame 3704 3704 3704 - 

TOTAL 35,306 35,306 50,950 15,644 
 Bahwa data table tersebut di atas menunjukan penyandingan data Pihak 

Terkait Termohon dan Pemohon dengan data yang dimiliki oleh Pihak Terkait, 

ditemukan fakta bahwa data Pihak Terkait adalah sama dengan Termohon . Oleh 

karena itu dengan ini Pihak terkait  menyatakan dengan tegas  sependapat dan 

menyetujui serta memperkuat  Keputusan Termohon yang telah ditetapkan KPU 

Kota Palembang , dengan uraian secara  rinci  dari lima kecamatan yang menjadi 

keberatan Pemohon yaitu  sebagai berikut : 
 
TABEL PT. 1.1.2 
Penyandingan Perolehan Suara Terkait, Pemohon dan Termohon 
Kec. Ilir Timur II 

No 
DAPIL 

Perolehan Suara 

Selisih 
Alat 

Bukti 
Terkait Termohon Pemohon 

Kec. Ilir Timur II HANURA KPU PPP 
 PPP 1426 1426 3464 2038 Vide :  

Bukti 
: 
PT.1

1 H. Ahmad Yani, SH. MH 2186 2186 3530 1344 

2 Citra Dewi, SH 297 297 767 470 

3 Drs. H. Azhari, As. MH 163 163 508 245 
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4 Sri Herlina, SP 66 66 366 300 0-8 

5 H. Ibrahim Murod, SH 81 81 396 315 

6 Tri Susanti, SE 16 16 176 160 

7 Syahril Kholil, S.Pd.I 91 91 213 78 

8 Herdiansyah, SH 38 38 116 78 

Jumlah 4364 1626 9536 5172 

 

• Ada terjadi kesalahan dalam penjumlahan pada kolom Termohon yang 
seharusnya adalah 4364 bukan 1626. 

• Dalam form Model DA-1 DPR halaman 5-1 yang tertera Stampel PPK Kec. Ilir 
Timur II, Saksi termohon pun telah dan turut membubuhkan tanda 
tangannya sebagai salah seorang saksi dari sekian banyak saksi, yang 

menurut hukum dengan adanya tanda tangan tersebut adalah sama artinya 
dengan telah menyetujui terhadap hasil rekapitulasi tersebut. Lagi pula 
Pemohon tidak pernah melaporkan mengenai kehilangan suara yang 
dipersoalkan tersebut kepada Panwas maupun Bawaslu, serta tidak ada 
temuan maupun rekomendasi Bawaslu berkaitan dengan hilangnya suara 
Pemohon. 

• Sedangkan jika diperhatikan dengan seksama, ternyata Penyandingan data 

dengan melihat Model DA-1 (Vide : Bukti : PT.10-8 ) dan DB-1 ( Vide : Bukti : 
PT.10-5 )  tidak terjadi perubahan angka perolehan suara. 

• Bahwa ternyata Pemohon tidak mampu menjelaskan atau setidaknya 

menyebutkan secara rinci tentang perolehan suaranya  yang hilang, yaitu : (a) 

-tentang suara itu  hilangnya berapa, (b) -suara itu hilangnya di TPS atau  

terletak di Kelurahan mana, dan (c) suara pemohon itu beralih ke partai  apa 

atau ke Caleg siapa dan dari partai mana.  

TABEL PT. 1.1.3 
Penyandingan Perolehan Suara Terkait, Pemohon dan Termohon 
Kec. Kemuning 

No 
DAPIL 

Perolehan Suara 

Selisih Alat Bukti Terkait Termohon Pemohon 

Kec. Kemuning HANURA KPU PPP 

 PPP 492 492 942 450 Vide : 
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1 
H. Ahmad Yani, SH. 

MH 
1191 1191 2091 900 

Bukti : 
PT.10-9 

 2 Citra Dewi, SH 84 84 178 94 

3 
Drs. H. Azhari, As. 

MH 
364 364 464 100 

4 Sri Herlina, SP 65 65 159 94 

5 
H. Ibrahim Murod, 

SH 
32 32 126 94 

6 Tri Susanti, SE 18 18 112 94 

7 Syahril Kholil, S.Pd.I 17 17 111 94 

8 Herdiansyah, SH 25 25 119 94 

Jumlah 2288 2288 4302 2014 

• Dalam berkas Model DA-1 DPR halaman 5-1 yang tertera Stampel PPK 

Kec. Kemuning, Saksi termohon pun telah dan turut membubuhkan tanda 
tangannya sebagai salah seorang saksi dari sekian banyak saksi, yang 

menurut hukum dengan adanya tanda tangan tersebut adalah sama artinya 
dengan telah menyetujui terhadap hasil rekapitulasi. Lagi pula Pemohon tidak 
pernah melaporkan mengenai kehilangan suara yang dipersoalkan tersebut 
kepada Panwas maupun Bawaslu, serta tidak ada temuan maupun 
rekomendasi Bawaslu berkaitan dengan hilangnya suara Pemohon.  

• Sedangkan jika diperhatikan dengan seksama, ternyata Penyandingan data 

dengan melihat Model DA-1 (Vide : Bukti : PT.10-9) dan DB-1 ( Vide : Bukti : 
PT.10-5 )  tidak terjadi perubahan angka perolehan suara. 

• Bahwa ternyata Pemohon tidak mampu menjelaskan atau setidaknya 

menyebutkan secara rinci tentang perolehan suaranya  yang hilang, yaitu : (a) -

tentang suara itu  hilangnya berapa, (b) -suara itu hilangnya di TPS atau  terletak 

di Kelurahan mana, dan (c) suara pemohon itu beralih ke partai  apa atau ke Caleg 
siapa dan dari partai mana.  

TABEL PT. 1.1.4 
Penyandingan Perolehan Suara Terkait, Pemohon Dan Termohon 
Kec. Plaju 
 
No DAPIL Perolehan Suara Selisih Alat 
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Terkait Termohon Pemohon Bukti 

Kec. Plaju HANURA KPU PPP 

 PPP 384 384 1409 1025 Vide :  
Bukti : 
PT.10-
11 

1 
H. Ahmad Yani, SH. 

MH 
623 623 1376 753 

2 Citra Dewi, SH 453 453 853 400 

3 Drs. H. Azhari, As. MH 70 70 295 225 

4 Sri Herlina, SP 33 33 258 225 

5 H. Ibrahim Murod, SH 224 224 424 200 

6 Tri Susanti, SE 68 68 268 200 

7 Syahril Kholil, S.Pd.I 39 39 184 145 

8 Herdiansyah, SH 33 33 153 120 

Jumlah 1927 1927 5220 3293 

• Dalam berkas Model DA-1 DPR halaman 5-1 yang tertera Stampel PPK Kec. 
Plaju, Saksi termohon pun telah dan turut membubuhkan tanda 
tangannya sebagai salah seorang saksi dari sekian banyak saksi, yang 

menurut hukum dengan adanya tanda tangan tersebut adalah sama artinya 
dengan telah menyetujui terhadap hasil rekapitulasi. Lagi pula Pemohon 
tidak pernah melaporkan mengenai kehilangan suara yang dipersoalkan 
tersebut kepada Panwas maupun Bawaslu, serta tidak ada temuan 
maupun rekomendasi Bawaslu berkaitan dengan hilangnya suara 
Pemohon.   

• Sedangkan jika diperhatikan dengan seksama, ternyata Penyandingan data 

dengan melihat Model DA-1 (Vide : Bukti : PT.10-11 ) dan DB-1 ( Vide : Bukti 
: PT.10-5 )  tidak terjadi perubahan angka perolehan suara. 

• Bahwa ternyata Pemohon tidak mampu menjelaskan atau setidaknya 

menyebutkan secara rinci tentang perolehan suaranya  yang hilang, yaitu : (a) 

-tentang suara itu  hilangnya berapa, (b) -suara itu hilangnya di TPS atau  

terletak di Kelurahan mana, dan (c) suara pemohon itu beralih ke partai  apa 

atau ke Caleg siapa dan dari partai mana.  

TABEL PT. 1.1.5 
Penyandingan Perolehan Suara Terkait, Pemohon dan Termohon 
Kec. Seberang Ulu I 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

194 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

No 
DAPIL 

Perolehan Suara 

Selisih Alat Bukti Terkait Termohon Pemohon 

Kec. Seberang Ulu I HANURA KPU PPP 

 PPP 1089 1089 1709 620 Vide :  

Bukti : 
PT.10-10 

1 
H. Ahmad Yani, SH. 

MH 
1715 1715 2915 1200 

2 Citra Dewi, SH 431 431 617 186 

3 
Drs. H. Azhari, As. 

MH 
301 301 487 186 

4 Sri Herlina, SP 80 80 267 187 

5 H. Ibrahim Murod, SH 123 123 310 187 

6 Tri Susanti, SE 55 55 242 187 

7 Syahril Kholil, S.Pd.I 91 91 277 186 

8 Herdiansyah, SH 43 43 229 186 

Jumlah 3928 3928 7053 3125 

• Dalam berkas Model DA-1 DPR PPK Kec. Seberang Ulu I, Saksi termohon 
pun telah dan turut membubuhkan tanda tangannya sebagai salah 
seorang saksi dari sekian banyak saksi, yang menurut hokum dengan 

adanya tanda tangan tersebut adalah sama artinya dengan telah menyetujui 
terhadap hasil rekapitulasi. Lagi pula Pemohon tidak pernah melaporkan 
mengenai kehilangan suara yang dipersoalkan tersebut kepada Panwas 
maupun Bawaslu, serta tidak ada temuan maupun rekomendasi Bawaslu 
berkaitan dengan hilangnya suara Pemohon. 

• Sedangkan jika diperhatikan dengan seksama, ternyata Penyandingan data 

dengan melihat Model DA-1 (Vide : Bukti : PT.10-10 ) dan DB-1 ( Vide : Bukti 
: PT.10-5 )  tidak terjadi perubahan angka perolehan suara. 

• Bahwa ternyata Pemohon tidak mampu menjelaskan atau setidaknya 

menyebutkan secara rinci tentang perolehan suaranya  yang hilang, yaitu : (a) 

-tentang suara itu  hilangnya berapa, (b) -suara itu hilangnya di TPS atau  

terletak di Kelurahan mana, dan (c) suara pemohon itu beralih ke partai  apa 

atau ke Caleg siapa dan dari partai mana.  
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TABEL PT. 1.1.6 
Penyandingan Perolehan Suara Terkait, Pemohon dan Termohon 
Kec. Seberang Ulu II 

No 
DAPIL 

Perolehan Suara 

Selisih 
Alat 

Bukti 
Terkait Termohon Pemohon 

Kec. Seberang Ulu II HANURA KPU PPP 

 PPP 973 973 1673 700 Vide :  
Bukti 
: 
PT.1
0-7 

1 H. Ahmad Yani, SH. MH 1037 1037 1987 950 

2 Citra Dewi, SH 243 243 293 50 

3 Drs. H. Azhari, As. MH 117 117 197 80 

4 Sri Herlina, SP 43 43 93 50 

5 H. Ibrahim Murod, SH 164 164 194 30 

6 Tri Susanti, SE 251 251 291 40 

7 Syahril Kholil, S.Pd.I 49 49 99 50 

8 Herdiansyah, SH 102 102 192 90 

Jumlah 2979 2979 5019 2040 
 

• Dalam berkas Model DA-1 DPR yang tertera Stampel  PPK Kec. Seberang Ulu 
II, Saksi termohon pun telah dan turut membubuhkan tanda tangannya 
sebagai salah seorang saksi dari sekian banyak saksi, yang menurut 

hokum dengan adanya tanda tangan tersebut adalah sama artinya dengan 
telah menyetujui terhadap hasil rekapitulasi Lagi pula Pemohon tidak 
pernah melaporkan mengenai kehilangan suara yang dipersoalkan 
tersebut kepada Panwas maupun Bawaslu, serta tidak ada temuan 
maupun rekomendasi Bawaslu berkaitan dengan hilangnya suara 
Pemohon. 

• Sedangkan jika diperhatikan dengan seksama, ternyata Penyandingan data 

dengan melihat Model DA-1 (Vide : Bukti : PT.10-7 ) dan DB-1 ( Vide : Bukti : 
PT.10-5 )  tidak terjadi perubahan angka perolehan suara. 

• Bahwa ternyata Pemohon tidak mampu menjelaskan atau setidaknya 

menyebutkan secara rinci tentang perolehan suaranya  yang hilang, yaitu : (a) 

-tentang suara itu  hilangnya berapa, (b) -suara itu hilangnya di TPS atau  

terletak di Kelurahan mana, dan (c) suara pemohon itu beralih ke partai  apa 

atau ke Caleg siapa dan dari partai mana.  
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Dengan adanya penyandingan data lima kecamatan pada Kota Palembang maka 

perolehan suara Pemohon ( PPP ) adalah : 
 
TABEL PT. 1.1.7 
Penyandingan Perolehan Suara Terkait, Pemohon dan Termohon 
Di Kota Palembang 

No 
DAPIL 

Perolehan Suara 

Selisih Alat Bukti Terkait Termohon Pemohon 

SUMSEL 1 HANURA KPU PPP 

 KOTA PALEMBANG 35,306 35,306 50,951 15,645 

Vide: 
Bukti: 
PT.10-5 

 

 
1.2. KABUPATEN MUSI RAWAS 

TABEL PT. 1.2.1 
Penyandingan Perolehan Suara Terkait, Pemohon dan Termohon 
Pada Lima Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas 

No 

DAPIL 

SUMSEL I 

Perolehan Suara  

Terkait Termohon Pemohon 
Selisih 

Alat 

Bukti Kab. Musi Rawas HANURA KPU PPP 

1 Muara Keligi 1024 261 6349 6088 Vide :  
Bukti : 
PT.10-
36 

2 Muara Lakitan 1039 878 5726 4848 

3 Megang Sakti 347 346 10574 10228 

4 Karang Jaya 345 342 8941 8599 

5 Rawas Ulu 301 301 8365 8064 

6 Nibung 98 97 481 348 

Jumlah 3154 2225 40436 38211 

• Penyandingan data yang disajikan oleh Pemohon mengenai perolehan suara 

Termohon merupakan data lama ketika belum dilakukan penghitungan 
ulang berdasarkan form C-1 Plano. 

• Khusus untuk Kabupaten Musi Rawas, telah dilakukan penghitungan ulang 

atas Rekomendasi dari BAWASLU RI Nomor 0478 / Bawaslu/V/2014 

Tertanggal 2 Mei 2014 Tentang Rekapitulasi ulang di Kabupaten Musi Rawas 
Provinsi Sumatera Selatan (Vide : Bukti : PT.10-1 ) yang berisi Agar KPU RI 
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memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk segera 

Melakukan rekapitulasi ulang terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu di 

tingkat Desa/Kelurahan dengan mengacu pada form C-1 Plano berhologram di 

seluruh PPS di wilayah Kabupaten Musi Rawas. 

• Atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh BAWASLU tersebut, maka KPU RI 

memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Nomor 

374/KPU/V/2014 Tentang Rekomendasi bawaslu yang berisi perintah kepada 

KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk segera Melakukan rekapitulasi ulang 

terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu di tingkat Desa/Kelurahan 

dengan mengacu pada form C-1 Plano berhologram di seluruh PPS di wilayah 
Kabupaten Musi Rawas. ( Vide : Bukti : PT.10-2 ) 

• Bahwa  dengan adanya Rekomendasi dari BAWASLU RI dan Perintah dari 

KPU RI,  maka pada tanggal 5 Mei 2014 s.d 8 Mei 2014 KPU Provinsi 
Sumatera Selatan melakukan rekapitulasi ulang hasil perolehan suara 
partai politk se-Kabupaten Musi Rawasdengan perolehan suara 
sebagaimana tertuang dalam form DB 1 KWK Kabupaten Musi Rawas ( 
Vide : Bukti : PT.10-36 ) 

 Sebagaimana data termohon seperti yang telah tertera pada table di atas 

(Tabel 1.2.1) Penyandingan Perolehan Suara Terkait, Pemohon dan 

Termohon Lima Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut: 
TABEL PT. 1.2.2 
Penyandingan Perolehan Suara Terkait, Pemohon dan Termohon 
Di Kecamatan Muara Kelingi 

No 
DAPIL 

Perolehan Suara 

Selisih 
Alat 

Bukti 
Terkait Termohon Pemohon 

Kec. Muara Kelingi HANURA KPU PPP 

 PPP 230 48 1089 1041 Vide :  
Bukti : 
PT.10-
39 

1 H. Ahmad Yani, SH. MH 688 124 4092 3968 

2 Citra Dewi, SH 18 11 321 310 

3 Drs. H. Azhari, As. MH 30 26 216 190 

4 Sri Herlina, SP 23 15 174 159 

5 H. Ibrahim Murod, SH 4 4 85 81 

6 Tri Susanti, SE 27 29 161 132 

7 Syahril Kholil, S.Pd.I 2 3 146 143 
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8 Herdiansyah, SH 2 1 65 64 

Jumlah 1024 261 6349 6088 

• Penyandingan data yang disajikan oleh Pemohon mengenai perolehan suara 

Termohon merupakan data lama ketika belum dilakukan penghitungan 
ulang berdasarkan C-1 Plano Atas rekomendai Bawaslu RI Nomor 0478 / 

Bawaslu/V/2014 Tertanggal 2 Mei 2014 Tentang Rekapitulasi ulang di 
Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.( Vide : Bukti : PT.10-1 ) 

• Bahwa ternyata Pemohon tidak mampu menjelaskan atau setidaknya 

menyebutkan secara rinci tentang perolehan suaranya  yang hilang, yaitu : (a) 

-tentang suara itu  hilangnya berapa, (b) -suara itu hilangnya di TPS atau  

terletak di Kelurahan mana, dan (c) suara pemohon itu beralih ke partai  apa 
atau ke Caleg siapa dan dari partai mana.  

TABEL PT. 1.2.3 
Penyandingan Perolehan Suara Terkait, Pemohon dan Termohon 
Di Kecamatan Muara Lakitan 

No 
DAPIL 

Perolehan Suara 

Selisih 
Alat 

Bukti 
Terkait Termohon Pemohon 

Kec. Muara Lakitan HANURA KPU PPP 

 PPP 224 136 981 845 Vide :  
Bukti 
:PT.1
0-38 

1 H. Ahmad Yani, SH. MH 646 564 4142 3578 

2 Citra Dewi, SH 47 69 239 170 

3 Drs. H. Azhari, As. MH 37 32 125 93 

4 Sri Herlina, SP 56 45 88 43 

5 H. Ibrahim Murod, SH 11 12 66 54 

6 Tri Susanti, SE 10 9 42 33 

7 Syahril Kholil, S.Pd.I 3 5 25 20 

8 Herdiansyah, SH 5 6 18 12 

Jumlah 1039 878 5726 4848 

• Penyandingan data yang disajikan oleh Pemohon mengenai perolehan 
suara Termohon merupakan data lama ketika belum dilakukan 

penghitungan ulang berdasarkan C-1 Plano Atas rekomendai Bawaslu RI 

Nomor 0478 / Bawaslu/V/2014 Tertanggal 2 Mei 2014 Tentang Rekapitulasi 
ulang di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. ( Vide : Bukti : 
PT.10-1 ) 
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• Bahwa ternyata Pemohon tidak mampu menjelaskan atau setidaknya 

menyebutkan secara rinci tentang perolehan suaranya  yang hilang, yaitu : (a) 

-tentang suara itu  hilangnya berapa, (b) -suara itu hilangnya di TPS atau  

terletak di Kelurahan mana, dan (c) suara pemohon itu beralih ke partai  apa 

atau ke Caleg siapa dan dari partai mana.  

TABEL PT. 1.2.4 
Penyandingan Perolehan Suara Terkait, Pemohon dan Termohon 
Di Kecamatan Megang Sakti 

No 
DAPIL 

Perolehan Suara 

Selisih 
Alat 

Bukti 
Terkait Termohon Pemohon 

Kec. Megang Sakti HANURA KPU PPP 

 PPP 89 88 2664 2576 Vide :  

Bukti : 
PT.10-
48 

1 
H. Ahmad Yani, SH. 

MH 
150 150 6160 6010 

2 Citra Dewi, SH 19 21 668 647 

3 
Drs. H. Azhari, As. 

MH 
20 14 415 401 

4 Sri Herlina, SP 17 21 277 256 

5 
H. Ibrahim Murod, 

SH 
44 44 190 146 

6 Tri Susanti, SE 4 4 114 110 

7 Syahril Kholil, S.Pd.I 2 2 64 62 

8 Herdiansyah, SH 2 2 22 20 

Jumlah 347 346 10574 10228 

• Penyandingan data yang disajikan oleh Pemohon mengenai perolehan 
suara Termohon merupakan data lama ketika belum dilakukan 

penghitungan ulang berdasarkan C-1 Plano Atas rekomendai Bawaslu RI 

Nomor 0478 / Bawaslu/V/2014 Tertanggal 2 Mei 2014 Tentang Rekapitulasi 

ulang di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. ( Vide : Bukti : 
PT.10-1 ) 

• Bahwa ternyata Pemohon tidak mampu menjelaskan atau setidaknya 

menyebutkan secara rinci tentang perolehan suaranya  yang hilang, yaitu : (a) 

-tentang suara itu  hilangnya berapa, (b) -suara itu hilangnya di TPS atau  
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terletak di Kelurahan mana, dan (c) suara pemohon itu beralih ke partai  apa 

atau ke Caleg siapa dan dari partai mana. 

TABEL PT. 1.2.5 
Penyandingan Perolehan Suara Terkait, Pemohon dan Termohon 
Di Kecamatan Karang Jaya 

No 
DAPIL 

Perolehan Suara 

Selisih 
Alat 

Bukti 
Terkait Termohon Pemohon 

Kec. Karang Jaya HANURA KPU PPP 

 PPP 81 78 2016 1938 Vide :  

Bukti : 
PT.10-
50 

1 
H. Ahmad Yani, SH. 

MH 
168 168 5246 5078 

2 Citra Dewi, SH 45 45 455 410 

3 Drs. H. Azhari, As. MH 7 7 339 332 

4 Sri Herlina, SP 7 7 325 318 

5 H. Ibrahim Murod, SH 23 724 199 175 

6 Tri Susanti, SE 3 3 182 179 

7 Syahril Kholil, S.Pd.I 3 3 81 78 

8 Herdiansyah, SH 8 7 98 91 

Jumlah 345 342 8941 8599 

• Penyandingan data yang disajikan oleh Pemohon mengenai perolehan 
suara Termohon merupakan data lama ketika belum dilakukan 

penghitungan ulang berdasarkan C-1 Plano Atas rekomendai Bawaslu RI 

Nomor 0478 / Bawaslu/V/2014 Tertanggal 2 Mei 2014 Tentang Rekapitulasi 
ulang di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. ( Vide : Bukti : 
PT.10-1 ) 

• Bahwa ternyata Pemohon tidak mampu menjelaskan atau setidaknya 

menyebutkan secara rinci tentang perolehan suaranya  yang hilang, yaitu : (a) 

-tentang suara itu  hilangnya berapa, (b) -suara itu hilangnya di TPS atau  

terletak di Kelurahan mana, dan (c) suara pemohon itu beralih ke partai  apa 
atau ke Caleg siapa dan dari partai mana. 

TABEL PT. 1.2.6 
Penyandingan Perolehan Suara Terkait, Pemohon dan Termohon 
Di Kecamatan Rawas Ulu 
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No 
DAPIL 

Perolehan Suara 

Selisih 
Alat 

Bukti 
Terkait Termohon Pemohon 

Kec. Rawas Ulu HANURA KPU PPP 

 PPP 109 112 1520 1408 Vide :  

Bukti : 
PT.10-
41 

1 
H. Ahmad Yani, SH. 

MH 
87 85 6289 6204 

2 Citra Dewi, SH 38 37 182 145 

3 Drs. H. Azhari, As. MH 12 12 103 91 

4 Sri Herlina, SP 8 8 90 82 

5 H. Ibrahim Murod, SH 9 9 97 88 

6 Tri Susanti, SE 2 3 46 43 

7 Syahril Kholil, S.Pd.I 9 8 20 12 

8 Herdiansyah, SH 27 27 18 9 

Jumlah 301 301 8365 8064 

• Penyandingan data yang disajikan oleh Pemohon mengenai perolehan 
suara Termohon merupakan data lama ketika belum dilakukan 

penghitungan ulang berdasarkan C-1 Plano Atas rekomendai Bawaslu RI 

Nomor 0478 / Bawaslu/V/2014 Tertanggal 2 Mei 2014 Tentang Rekapitulasi 
ulang di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. ( Vide : Bukti : 
PT.10-1 ) 

• Bahwa ternyata Pemohon tidak mampu menjelaskan atau setidaknya 

menyebutkan secara rinci tentang perolehan suaranya  yang hilang, yaitu : (a) 

-tentang suara itu  hilangnya berapa, (b) -suara itu hilangnya di TPS atau  

terletak di Kelurahan mana, dan (c) suara pemohon itu beralih ke partai  apa 
atau ke Caleg siapa dan dari partai mana.  

TABEL PT. 1.2.7 
Penyandingan Perolehan Suara Terkait, Pemohon dan Termohon 
Di Kecamatan Nibung 

No 
DAPIL 

Perolehan Suara 

Selisih 
Alat 

Bukti 
Terkait Termohon Pemohon 

Kec. Nibung HANURA KPU PPP 

 PPP 31 31 254 223 Vide :  
Bukti : 1 H. Ahmad Yani, SH. 28 26 66 40 
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MH PT.10-
51 2 Citra Dewi, SH 5 5 108 103 

3 Drs. H. Azhari, As. MH 5 6 14 8 

4 Sri Herlina, SP 11 11 6 -5 

5 H. Ibrahim Murod, SH 8 9 9 0 

6 Tri Susanti, SE 4 4 10 6 

7 Syahril Kholil, S.Pd.I 4 3 5 2 

8 Herdiansyah, SH 2 2 9 7 

Jumlah 98 97 481 384 

• Penyandingan data yang disajikan oleh Pemohon mengenai perolehan 
suara Termohon merupakan data lama ketika belum dilakukan 

penghitungan ulang berdasarkan C-1 Plano Atas rekomendai Bawaslu RI 

Nomor 0478 / Bawaslu/V/2014 Tertanggal 2 Mei 2014 Tentang Rekapitulasi 

ulang di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. ( Vide : Bukti : 
PT.10-1 ) 

• Bahwa ternyata Pemohon tidak mampu menjelaskan atau setidaknya 

menyebutkan secara rinci tentang perolehan suaranya  yang hilang, yaitu : (a) 

-tentang suara itu  hilangnya berapa, (b) -suara itu hilangnya di TPS atau  

terletak di Kelurahan mana, dan (c) suara pemohon itu beralih ke partai  apa 

atau ke Caleg siapa dan dari partai mana.  

TABEL PT. 1.2.8 
Penyandingan Perolehan Suara Terkait, Pemohon dan Termohon 
Di Kabupaten Musi Rawas 

No 
DAPIL 

SUMSEL I 

Perolehan Suara 

Selisih 
Alat 

Bukti 
Terkait Termohon Pemohon 

HANURA KPU PPP 

1 
Kab. Musi Rawas 5 

(lima) Kecamatan 
3154 2225 40436 38211 

Vide :  
Bukti : 
PT.10-
36 

2 
16 (enam belas) 

kecamatan lainnya 
4551 5480 5480-  

Jumlah 7705 7705 45819 38114 

• Penyandingan data yang disajikan oleh Pemohon mengenai perolehan 
suara Termohon merupakan data lama ketika belum dilakukan 
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penghitungan ulang berdasarkan C-1 Plano Atas rekomendai Bawaslu RI 

Nomor 0478 / Bawaslu/V/2014 Tertanggal 2 Mei 2014 Tentang Rekapitulasi 
ulang di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. ( Vide : Bukti : 
PT.10-1 ) 

• Bahwa ternyata Pemohon tidak mampu menjelaskan atau setidaknya 

menyebutkan secara rinci tentang perolehan suaranya  yang hilang, yaitu : (a) 

-tentang suara itu  hilangnya berapa, (b) -suara itu hilangnya di TPS atau  

terletak di Kelurahan mana, dan (c) suara pemohon itu beralih ke partai  apa 

atau ke Caleg siapa dan dari partai mana.  

• Terjadi perbedaan penulisan pada kolom selisih yaitu pada kolom Kab. Musi 

Rawas 5 (lima) Kecamatan 38,211 namun pada kolom Jumlah tertulis 38,114. 
Terjadi ketidak samaan data yang ditampilkan oleh Pemohon. 

• Perolehan suara Pemohon dengan adanya penghitungan ulang di 5 ( lima 
) kecamatan yang disengketakan adalah adalah sebagai berikut : 

TABEL PT. 1.2.9 
Penyandingan Perolehan Suara Terkait, Pemohon dan Termohon 
Di 5 (LIMA) Kabupaten Musi Rawas 

No 

DAPIL 
Perolehan Suara 

Selisih 
Alat 

Bukti 

Terkait Termohon Pemohon 

5 Kecamatan di Musi 

Rawas 
HANURA KPU PPP 

 PPP 764 493 8524 8031 Vide :  
Bukti : 
PT.10-
36 

1 
H. Ahmad Yani, SH. 

MH 
1768 1117 25995 24787 

2 Citra Dewi, SH 172 188 1973 1785 

3 Drs. H. Azhari, As. MH 111 97 1212 1115 

4 Sri Herlina, SP 122 107 960 853 

5 H. Ibrahim Murod, SH 99 102 646 544 

6 Tri Susanti, SE 50 52 555 503 

7 Syahril Kholil, S.Pd.I 23 24 341 317 

8 Herdiansyah, SH 45 45 230 185 

Jumlah 3154 2225 40436 38211 
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1.3. KABUPATEN BANYUASIN 
Adapaun ke-delapan kecamatan yang menjadi keberatan Pemohon dalam 

keputusan KPU RI No. 411 / KPTs / KPU / 2014 tertanggal 9 Mei 2014 Tentang 

Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Anggota DPR, DPD, DPRD Pemilihan Umum 

Legislatif Tahun 2014 sebagai berikut : 

TABEL PT. 1.3.1 
Penyandingan Perolehan Suara Terkait, Pemohon dan Termohon 
Kabupaten Banyuasin 

No 

DAPIL 

SUMSEL I 

 Perolehan Suara 

Selisih Alat Bukti 
Terkait Termohon Pemohon 

Kab. 

BANYUASIN 

HANURA 
KPU PPP 

1 Air KUmbang 242 242 242 - Vide :  
Bukti : 
PT.10-12 

2 Air Salek 707 707 707 - 

3 Banyuasin I 613 613 613 - 

4 Banyuasin II 354 354 3354 3000 

5 Banyuasin III 2329 2329 7223 4894 

6 Betung 1426 1426 6658 5232 

7 Makarti Jaya 883 883 3883 3000 

8 Muara Padang 246 246 3246 3000 

9 Muara Sugihan 1551 1551 1551 - 

10 Muara Telang 2508 2508 5508 3000 

11 Pulau Rimau 668 668 668 - 

12 Rambutan 583 583 583 - 

13 Rantau Bayur 806 806 5333 4527 

14 Sembawa 729 729 729 - 

15 Suak Tapeh 931 931 931 - 

16 
Sumber M. 

Telang 
1001 1001 4001 3000 

17 Talang Kelapa 1859 1859 1859 - 

18 Tanjung Lago 1074 1074 1074 - 

19 Tungkal Ilir 651 651 651 - 

Jumlah 19,161 19,161 48,277 29,653 
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 Data table tersebut diatas akan diuraikan lebih rinci dan di perjelas dengan 

pembelan Pihak Terkait tentang perolehan suara pada tiap kecamatan ; 
TABEL PT. 1.3.2 
Penyandingan Perolehan Suara Terkait, Pemohon dan Termohon 
Kecamatan Banyuasin II 

No 
DAPIL 

Perolehan Suara 

Selisih 
Alat 

Bukti 
Terkait Termohon Pemohon 

Kec. Banyuasin II HANURA KPU PPP 

 PPP 117 117 117 - Vide :  
Bukti : 
PT.10-
14 

1 
H. Ahmad Yani, SH. 

MH 
141 141 3141 3000 

2 Citra Dewi, SH 20 20 20 - 

3 
Drs. H. Azhari, As. 

MH 
9 9 9 - 

4 Sri Herlina, SP 11 11 11 - 

5 H. Ibrahim Murod, SH 8 8 8 - 

6 Tri Susanti, SE 12 12 12 - 

7 Syahril Kholil, S.Pd.I 24 24 24 - 

8 Herdiansyah, SH 12 12 12 - 

Jumlah 354 354 3354 3000 

• Dalam berkas Model DA-1 DPR halaman 5-1 yang tertera Stampel PPK Kec. 

Banyuasin  II, Saksi termohon membubuhkan tanda tangan yang artinya 
menyetujui terhadap hasil rekapitulasi. Lagi pula Pemohon tidak pernah 
melaporkan mengenai kehilangan suara yang dipersoalkan tersebut 
kepada Panwas maupun Bawaslu, serta tidak ada temuan maupun 
rekomendasi Bawaslu berkaitan dengan hilangnya suara Pemohon. 

• Sedangkan jika diperhatikan dengan seksama, ternyata Penyandingan data 

dengan melihat Model DA-1 (Vide : Bukti : PT.10-14 ) dan DB-1 ( Vide : Bukti 
: PT.10-12 )  tidak terjadi perubahan angka perolehan suara. 

• Bahwa ternyata Pemohon tidak mampu menjelaskan atau setidaknya 

menyebutkan secara rinci tentang perolehan suaranya  yang hilang, yaitu : (a) 

-tentang suara itu  hilangnya berapa, (b) -suara itu hilangnya di TPS atau  

terletak di Kelurahan mana, dan (c) suara pemohon itu beralih ke partai  apa 

atau ke Caleg siapa dan dari partai mana. 
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TABEL PT. 1.3.3 
Penyandingan Perolehan Suara Terkait, Pemohon dan Termohon 
Kecamatan Banyuasin III 

No 
DAPIL 

Perolehan Suara 

Selisih 
Alat 

Bukti 
Terkait Termohon Pemohon 

Kec. Banyuasin III HANURA KPU PPP 

 PPP 257 257 126 +131 Vide :  
Bukti : 
PT.10-
15 

1 
H. Ahmad Yani, SH. 

MH 
1511 1511 6516 5005 

2 Citra Dewi, SH 127 127 137 10 

3 
Drs. H. Azhari, As. 

MH 
154 154 154 - 

4 Sri Herlina, SP 124 124 134 10 

5 H. Ibrahim Murod, SH 40 40 40 - 

6 Tri Susanti, SE 22 22 22 - 

7 Syahril Kholil, S.Pd.I 62 62 62 - 

8 Herdiansyah, SH 32 32 32 - 

Jumlah 2329 2329 7223 4894 

• Dalam berkas Model DA-1 DPR halaman 5-2 yang tertera Stampel PPK Kec. 

Banyuasin  III, Saksi termohon membubuhkan tanda tangan yang artinya 

menyetujui terhadap hasil rekapitulasi. Penyandingan data dengan melihat 
Model DA-1 dan DB-1 tidak terjadi perubahan angka perolehan suara. Lagi 
pula Pemohon tidak pernah melaporkan mengenai kehilangan suara yang 
dipersoalkan tersebut kepada Panwas maupun Bawaslu, serta tidak ada 
temuan maupun rekomendasi Bawaslu berkaitan dengan hilangnya suara 
Pemohon. 

• Sedangkan jika diperhatikan dengan seksama, ternyata Penyandingan data 

dengan melihat Model DA-1 (Vide : Bukti : PT.10-15 ) dan DB-1 ( Vide : Bukti 
: PT.10-12 )  tidak terjadi perubahan angka perolehan suara. 

• Bahwa ternyata Pemohon tidak mampu menjelaskan atau setidaknya 

menyebutkan secara rinci tentang perolehan suaranya  yang hilang, yaitu : (a) 

-tentang suara itu  hilangnya berapa, (b) -suara itu hilangnya di TPS atau  

terletak di Kelurahan mana, dan (c) suara pemohon itu beralih ke partai  apa 

atau ke Caleg siapa dan dari partai mana. 
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TABEL PT. 1.3.4 
Penyandingan Perolehan Suara Terkait, Pemohon dan Termohon 
Kecamatan Betung 

No 
DAPIL 

Perolehan Suara 

Selisih 
Alat 

Bukti 
Terkait Termohon Pemohon 

Kec. Betung HANURA KPU PPP 

 PPP 314 314 314 - Vide :  
Bukti 
: 
PT.1
0-21 

1 
H. Ahmad Yani, SH. 

MH 
955 855 6187 5332 

2 Citra Dewi, SH 49 49 49 - 

3 Drs. H. Azhari, As. MH 32 32 32 - 

4 Sri Herlina, SP 34 34 34 - 

5 H. Ibrahim Murod, SH 13 13 13 - 

6 Tri Susanti, SE 6 6 6 - 

7 Syahril Kholil, S.Pd.I 7 7 7 - 

8 Herdiansyah, SH 16 16 16 - 

Jumlah 1426 1326 6658 5332 

• Terjadi perbedaan suara dalam berkas pemohon dengan data DA-1 dan DB-1 
yakni H. Ahmad Yani, SH. MH mendapat suara 955. ( Bukti : PT.10-21 dan 
Bukti : PT.10-12 ) 

• Bahwa ternyata Pemohon tidak mampu menjelaskan atau setidaknya 

menyebutkan secara rinci tentang perolehan suaranya  yang hilang, yaitu : (a) 

-tentang suara itu  hilangnya berapa, (b) -suara itu hilangnya di TPS atau  

terletak di Kelurahan mana, dan (c) suara pemohon itu beralih ke partai  apa 
atau ke Caleg siapa dan dari partai mana.  

TABEL PT. 1.3.5 
Penyandingan Perolehan Suara Terkait, Pemohon dan Termohon 
Kecamatan Makarti Jaya 

No 
DAPIL 

Perolehan Suara 

Selisih 
Alat 

Bukti 
Terkait Termohon Pemohon 

Kec. Makarti Jaya HANURA KPU PPP 

 PPP 285 285 285 - Vide :  
Bukti 1 H. Ahmad Yani, SH. 413 413 3413 3000 
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MH : 
PT.1
0-19 

2 Citra Dewi, SH 19 19 19 - 

3 Drs. H. Azhari, As. MH 39 39 39 - 

4 Sri Herlina, SP 13 13 13 - 

5 H. Ibrahim Murod, SH 74 74 74 - 

6 Tri Susanti, SE 7 7 7 - 

7 Syahril Kholil, S.Pd.I 6 6 6 - 

8 Herdiansyah, SH 27 27 27 - 

Jumlah 883 883 3883 3000 

• Dalam berkas Model DA-1 Kec. Makarti Jaya, Saksi termohon tidak 

membubuhkan tanda tangan  dan penyandingan data dengan melihat Model 
DA-1 dan DB-1 tidak terjadi perubahan angka perolehan suara. Lagi pula 
Pemohon tidak pernah melaporkan mengenai kehilangan suara yang 
dipersoalkan tersebut kepada Panwas maupun Bawaslu, serta tidak ada 
temuan maupun rekomendasi Bawaslu berkaitan dengan hilangnya suara 
Pemohon. 

• Sedangkan jika diperhatikan dengan seksama, ternyata Penyandingan data 

dengan melihat Model DA-1 (Vide : Bukti : PT.10-19 ) dan DB-1 ( Vide : Bukti 
: PT.10-12 )  tidak terjadi perubahan angka perolehan suara. 

• Bahwa ternyata Pemohon tidak mampu menjelaskan atau setidaknya 

menyebutkan secara rinci tentang perolehan suaranya  yang hilang, yaitu : (a) 

-tentang suara itu  hilangnya berapa, (b) -suara itu hilangnya di TPS atau  

terletak di Kelurahan mana, dan (c) suara pemohon itu beralih ke partai  apa 
atau ke Caleg siapa dan dari partai mana.  

TABEL PT. 1.3.6 
Penyandingan Perolehan Suara Terkait, Pemohon dan Termohon 
Kecamatan Muara Padang 

No 
DAPIL 

 Perolehan Suara 

Selisih 
Alat 

Bukti 
Terkait Termohon Pemohon 

Kec. Muara Padang HANURA KPU PPP 

 PPP 79 79 79 - Vide :  
Bukti : 
PT.10-

1 
H. Ahmad Yani, SH. 

MH 
79 79 3079 3000 
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2 Citra Dewi, SH 14 14 14 - 20 

3 Drs. H. Azhari, As. MH 20 20 20 - 

4 Sri Herlina, SP 12 12 12 - 

5 H. Ibrahim Murod, SH 11 11 11 - 

6 Tri Susanti, SE 5 5 5 - 

7 Syahril Kholil, S.Pd.I 14 14 14 - 

8 Herdiansyah, SH 12 12 12 - 

Jumlah 246 246 3246 3000 

• Dalam berkas Model DA-1 DPR halaman 5-2 PPK Kec. Muara Padang, Saksi 

termohon membubuhkan tanda tangan yang artinya menyetujui terhadap hasil 

rekapitulasi. Penyandingan data dengan melihat Model DA-1 dan DB-1 tidak 
terjadi perubahan angka perolehan suara Lagi pula Pemohon tidak pernah 
melaporkan mengenai kehilangan suara yang dipersoalkan tersebut 
kepada Panwas maupun Bawaslu, serta tidak ada temuan maupun 
rekomendasi Bawaslu berkaitan dengan hilangnya suara Pemohon. 

• Sedangkan jika diperhatikan dengan seksama, ternyata Penyandingan data 

dengan melihat Model DA-1 (Vide : Bukti : PT.10-20 ) dan DB-1 ( Vide : Bukti 
: PT.10-12 )  tidak terjadi perubahan angka perolehan suara. 

• Bahwa ternyata Pemohon tidak mampu menjelaskan atau setidaknya 

menyebutkan secara rinci tentang perolehan suaranya  yang hilang, yaitu : (a) 

-tentang suara itu  hilangnya berapa, (b) -suara itu hilangnya di TPS atau  

terletak di Kelurahan mana, dan (c) suara pemohon itu beralih ke partai  apa 

atau ke Caleg siapa dan dari partai mana. 

TABEL PT. 1.3.7 
Penyandingan Perolehan Suara Terkait, Pemohon dan Termohon 
Kecamatan Muara Telang 

No 
DAPIL 

Perolehan Suara 

Selisih 
Alat 

Bukti 
Terkait Termohon Pemohon 

Kec. Muara Telang HANURA KPU PPP 

 PPP 936 936 936 - Vide :  

Bukti : 
PT.10-
17 

1 
H. Ahmad Yani, SH. 

MH 
1077 1077 4077 3000 

2 Citra Dewi, SH 105 105 105 - 
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3 Drs. H. Azhari, As. MH 62 62 62 - 

4 Sri Herlina, SP 65 65 65 - 

5 H. Ibrahim Murod, SH 27 27 27 - 

6 Tri Susanti, SE 36 36 36 - 

7 Syahril Kholil, S.Pd.I 150 150 150 - 

8 Herdiansyah, SH 50 50 50 - 

Jumlah 2508 2508 5508 3000 

• Dalam berkas Model DA-1 DPR halaman 5-2 yang tertera Stampel PPK Kec. 

Muara Telang, Saksi termohon membubuhkan tanda tangan yang artinya 

menyetujui terhadap hasil rekapitulasi. Lagi pula Pemohon tidak pernah 
melaporkan mengenai kehilangan suara yang dipersoalkan tersebut 
kepada Panwas maupun Bawaslu, serta tidak ada temuan maupun 
rekomendasi Bawaslu berkaitan dengan hilangnya suara Pemohon. 

• Sedangkan jika diperhatikan dengan seksama, ternyata Penyandingan data 
dengan melihat Model DA-1 (Vide : Bukti : PT.10-17 ) dan DB-1 ( Vide : Bukti 
: PT.10-12 )  tidak terjadi perubahan angka perolehan suara. 

• Bahwa ternyata Pemohon tidak mampu menjelaskan atau setidaknya 

menyebutkan secara rinci tentang perolehan suaranya  yang hilang, yaitu : (a) 

-tentang suara itu  hilangnya berapa, (b) -suara itu hilangnya di TPS atau  

terletak di Kelurahan mana, dan (c) suara pemohon itu beralih ke partai  apa 
atau ke Caleg siapa dan dari partai mana. 

TABEL PT. 1.3.8 
Penyandingan Perolehan Suara Terkait, Pemohon dan Termohon 
Kecamatan Rantau Bayur 

No 
DAPIL 

Perolehan Suara 

Selisih 
Alat 

Bukti 
Terkait Termohon Pemohon 

Kec. Rantau Bayur HANURA KPU PPP 

 PPP 117 117 146 29 Vide :  
Bukti : 
PT.10-
12 

1 
H. Ahmad Yani, SH. 

MH 
561 561 4437 3876 

2 Citra Dewi, SH 39 39 58 19 

3 Drs. H. Azhari, As. MH 41 41 54 13 

4 Sri Herlina, SP 21 21 27 6 
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5 H. Ibrahim Murod, SH 5 5 39 34 

6 Tri Susanti, SE 10 10 12 2 

7 Syahril Kholil, S.Pd.I 12 12 13 1 

8 Herdiansyah, SH - - 10 10 

Jumlah  806 4796 3990 

• Data Penyanding yang ditunjukan adalah data DB-1 ( Vide : Bukti : PT.10-12 ) 

• Bahwa ternyata Pemohon tidak mampu menjelaskan atau setidaknya 

menyebutkan secara rinci tentang perolehan suaranya  yang hilang, yaitu : (a) 

-tentang suara itu  hilangnya berapa, (b) -suara itu hilangnya di TPS atau  

terletak di Kelurahan mana, dan (c) suara pemohon itu beralih ke partai  apa 
atau ke Caleg siapa dan dari partai mana 

TABEL PT. 1.3.9 
Penyandingan Perolehan Suara Terkait, Pemohon dan Termohon 
Kecamatan Sumber Marga Telang 

No 

DAPIL 
 Perolehan Suara 

Selisih Alat Bukti 
Terkait Termohon Pemohon 

Kec. Sumber M. 

Telang 

HANURA 
KPU PPP 

 PPP 337 337 337 - Vide :  
Bukti: 
PT.10-18 

1 
H. Ahmad Yani, 

SH. MH 
417 417 3417 3000 

2 Citra Dewi, SH 22 22 22 - 

3 
Drs. H. Azhari, 

As. MH 
26 26 26 - 

4 Sri Herlina, SP 26 26 26 - 

5 
H. Ibrahim Murod, 

SH 
14 14 14 - 

6 Tri Susanti, SE 75 75 75 - 

7 
Syahril Kholil, 

S.Pd.I 
38 38 38 - 

8 Herdiansyah, SH 46 46 46 - 

Jumlah 1001 1001 4001 3000 
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• Penyandingan data dengan melihat Model DA-1 ( Vide : Bukti : PT.10-18 ) 
dan DB-1 (Vide : Bukti : PT.10-12 ) tidak terjadi perubahan angka perolehan 

suara. 

• Bahwa ternyata Pemohon tidak mampu menjelaskan atau setidaknya 

menyebutkan secara rinci tentang perolehan suaranya  yang hilang, yaitu : (a) 

-tentang suara itu  hilangnya berapa, (b) -suara itu hilangnya di TPS atau  

terletak di Kelurahan mana, dan (c) suara pemohon itu beralih ke partai  apa 
atau ke Caleg siapa dan dari partai mana. 

TABEL PT. 1.3.10 
Penyandingan Perolehan Suara Terkait, Pemohon dan Termohon 
Kabupaten Banyuasin (A) 
 

No 
DAPIL 

Perolehan Suara 

Selisih Alat Bukti Terkait Termohon Pemohon 

SUMSEL 1 HANURA KPU PPP 

 Kab. Banyuasin 19,161 19,161 48,277 29,116 

Vide : 
Bukti : 
PT.10-12 

 

 
TABEL PT. 1.3.11 
Penyandingan Perolehan Suara Terkait, Pemohon dan Termohon 
Kabupaten Banyuasin (B) 

No 

DAPIL 

SUMSEL I 

Perolehan Suara 

Selisih 
Alat 

Bukti 
Terkait Termohon Pemohon 

Kab. Banyuasin HANURA KPU PPP 

 PPP 5378 5378 5276 -102 Vide :  
Bukti 
: 
PT.1
0-12 

1 
H. Ahmad Yani, SH. 

MH 
9938 9938 39051 20,113 

2 Citra Dewi, SH 955 955 984 29 

3 Drs. H. Azhari, As. MH 750 750 763 13 

4 Sri Herlina, SP 620 620 636 16 

5 H. Ibrahim Murod, SH 407 407 441 34 
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6 Tri Susanti, SE 258 258 260 2 

7 Syahril Kholil, S.Pd.I 484 484 485 1 

8 Herdiansyah, SH 371 371 381 10 

Jumlah 19,161 19,161 48,277 29,116 

 
TABEL PT. 1.3.11 
Penyandingan Perolehan Suara Terkait, Pemohon dan Termohon 
DAPIL SUMSEL I 

No 
DAPIL 

Perolehan Suara 

Selisih Alat Bukti Terkait Termohon Pemohon 

SUMSEL 1 HANURA KPU PPP 

1 

Kota Palembang 5 

(lima) kecamatan 

 

11 (sebelas) 

kecamatan lainnya 

 

15,486 

 

 

19,821 

31,1130 

 

 

19,821 

15,644 

 

 

 

Vide : Bukti : 
PT.10-4 

 

2 

Kab. Musi Rawas 5 

Kecamatan 

 

16 (enam belas) 

kecamatan lainnya 

 

2225 

 

 

5480 

40,436 

 

 

5480 

38,211 

 

 

 

3 

Kab. Banyuasin 8 

(delapan) 

Kecamatan 

 

11 Kecamatan 

Lainnya 

 

9553 

 

 

9608 

39,206 

 

 

9608 

29,116 

 

 

 

4 Kota Lubuk Linggau  3532 3532 - 

5 
Kab. Musi 

Banyuasin 
 17,233 17,233 - 

TOTAL  82,938 166,466 82,971  

 

Kesimpulan: 

1. Menolak semua tuntutan atau gugatan yang diajukan Pihak Pemohon 

dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan karena yang kami sampaikan sesuai 

dengan hasil Rekapitulasi KPU Kab/Kota dapil Sumatera Selatan I 
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2. Mengingat telah dilaksanakan dengan segala daya dan upaya oleh KPU 

Provinsi Sumatera Selatan terhadap rekomendasi dari Badan Pengawasan Pemilu 

Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka kami 

Pihak Terkait dalam Hal ini Partai HANURA memohon kepada yang mulia hakim 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengabulkan dan mengesahkan 

keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 

PETITUM 
Berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas, 
Pihak Terkait Memohon Kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini, untuk MENOLAK permohonan Pemohon seluruhnya. 
Dan tetap mengesahkan keputusan KPU No : 411 / KPTs / KPU / Tahun 2014 
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota secara 
Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. 
 
JAWABAN PIHAK TERKAIT ( HANURA ) DAPIL SUMSEL I 
Berdasarkan hasil keputusan KPU RI No 411 / Kpts/KPU/2014 tertanggal 9 Mei 

2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, anggota DPR, DPD, DPRD 

Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dalam rapat rekapitulasi perhitungan 

perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data dalam formulir DB-1 

DPR/DPD/DPRD Provinsi dari seluruh Kabupaten / Kota dalam Provinsi Sumatera 

Selatan dan dituangkan dalam Formulir Model DC-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi 
(Vide : Bukti : PT.10-4)sebagai Berikut : 

TABEL PT. 1.1 
PEROLEHAN SUARA TERKAIT, PEMOHON DAN TERMOHON 
BERDASARKAN KETETAPAN KEPUTUSAN KPU RI 
NO 411 / Kpts / KPU / 2014 Tertanggal 9 MEI 2014 

No PARTAI PEROLEHAN SUARA 
ALOKASI 

KURSI 

1 Golkar 382,985 2 

2 PDI P 292,999 1 

3 Gerindra 229,436 1 

4 PAN 163,175 1 
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5 Demokrat 160,683 1 

6 PKS 107,319 1 

7 HANURA 103,787 1 
8 NASDEM 101,481 - 

9 PKB 93,615 - 

10 PPP 82,937 - 

11 PBB 36,740 - 

12 PKPI 20,714 - 

TOTAL 1,775,871 8 Kursi 
BPP ( Setelah dikurangi PBB 

dan PKPI ) 

1,775,871 – 36,740 – 
20,714 

1,718,417 / 8 
= 214,802 

 

Berdasarkan tabel yang ada diatas bahwa Pihak Terkait ada di kursi terakhir (ke-

Delapan), sedangkan di bawah Pihak Terkait ada Partai NASDEM yang selisih 

suaranya 2306 suara, hal mana Partai NASDEM telah menerima dan tidak 

mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Anehnya Pemohon yang berada 

di peringkat perolehan suara ke-9 di bawah Partai NASDEM, memaksakan diri 

untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi ini, maka menurut 

penalaran yang wajar permohonan Pemohon ini hanya mengada – ada dan hanya 

akalan - akalan belaka, karena tidak bisa menerima kenyataan hasil Pemilu 
Legislatif 2014, sehingga seharusnya permohonan Pemohon haruslah ditolak 
untuk seluruhnya. 

Bahwa permohonan Pemohon yang meng-klaim telah kehilangan suara sebanyak 

17,064 adalah tidak benar dan mangada-ada, karena sesunggguhnya penetapan 

perolehan suara oleh Termohon telah benar, hal mana telah sesuai dengan form 

DA -1 KWK dan D-1 KWK dan telah pula sesuai dengan form C-1 KWK yang 

dimiliki oleh Pihak Terkait. Oleh sebab itu Pihak Terkait akan menyandingkan 

perolehan suara yang benar yang telah ditetapkan oleh Termohon pada DAPIL 

Sumatera Selatan I yaitu  secara Lengkap dikemukakan sebagai berikut : 
TABEL PT. 1.2 
PEROLEHAN SUARA pada Daerah yang disengketakan 

No 
DAPIL 

 Perolehan Suara 

Selisih Alat Bukti Terkait Termohon Pemohon 

SUMSEL 1 HANURA KPU PKB 
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 PKB 40.971 40.971 58.035 17,064 
Vide :  

Bukti : 
PT.10-4 

 

Ada pun berdasarkan Tabel penyandingan perolehan suara Terkait, Pemohon dan 

Termohon secara rinci pada DAPIL Sumatera Selatan I secara sebagai berikut : 
TABEL PT. 1.3 
Penyandingan Perolehan Suara Terkait, Pemohon dan Termohon 
Pada DAPIL SUMSEL I 
Di Daerah yang Di Sengketakan 

No DAERAH PEMILIHAN 
Perolehan Suara Alat 

Bukti Terkait Termohon Pemohon 

 
 HANURA KPU PKB 

 
1. Kota Palembang  

  
Vide : 

 

 

 

 

 

 

a. Kecamatan  Kalidoni 1,918 1,918 2.979 

     

2 Kabupaten Banyuasin    

a. Kecamatan Talang Kelapa 2,722 2,722 3,401 

b. Kecamatan Pulau Rimau 1,787 1,787 2, 359 

     

3. 
Kabupaten Musi 

Banyuasin 
   

a. Kecamatan Tungkal Jaya 2, 757 2, 757 5, 229 

b. 
Kecamatan Banyung 

Lencir 
1, 327 1, 327 2, 327 

c. Kecamatan Lais 1, 694 1, 694 3, 129 

d. Kecamatan Sekayu 1,319 1, 319 1, 912 

e. Kecamatan Keluang 710 710 2, 034 

f. 
Kecamatan Batang Hari 

Leko 
410 410 611 

g. Kecamatan Babat Supat 894 894 1,918 

h. Kecamatan Sanga Desa 754 754 1, 555 

i. Kecamatan Lawang Wetan 823 823 1, 715 
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j. Kecamatan Plakat Tinggi 515 515 630 

k. Kecamatan Sungai Keruh 762 762 922 

l. Kecamatan Sungai Lilin 1,196 1,196 1,866 

m. Kecamatan Lalan 1,520 1,520 1,619 

n. Kecamatan Babat Toman 753 753 933 

     

4. Kabupaten Musi Rawas 13, 973 13, 973 16, 930 

5. Kota Lubuk Linggau 5, 137 5, 137 5, 966 

 TOTAL 40.971 40.971 58.035  

 
1.1 KOTA PALEMBANG 
1.1.1 Kecamatan Kalidoni  
Bukti PT-10.6 

No 
DAPIL 

 Perolehan Suara 

Selisih Alat Bukti Terkait Termohon Pemohon 

SUMSEL 1 HANURA KPU PKB 

 PKB 1,918 1,918 2.979 1.061 

Vide :  

Bukti : 
PT.10-6 

 
Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK kecamatan Kalidoni bahwa  

tuntutan yang disampaikan pihak pemohon tidak sesuai dengan data yang 

sebenarnya serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan saksi partai 

Kebangkitan Bangsa kepada PPK Kecamatan Kalidoni dan Panitia Pengawas 

Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Kalidoni.   

Bukti PT.10.6 

Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU Kota Palembang bahwa data 

Model DA.1 Kecamatan Kalidoni sama dengan yang di tetapkan oleh KPU Kota 

Palembang tidak ada perubahan atau perselisihan yang dimaksud Pemohon dan 

ditandatangani oleh saksi Partai Kebangkitan Bangsa serta tidak ada nota 

keberatan yang disampaikan kepada KPU Kota Palembang dan Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum (PANWASLU) Kota Palembang. 
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1.2. KABUPATEN BANYUASIN 
1.1.2 Kecamatan Talang Kelapa 

No 
DAPIL 

 Perolehan Suara 

Selisih Alat Bukti Terkait Termohon Pemohon 

SUMSEL 1 HANURA KPU PKB 

 PKB 2,722 2,722 3,401 679 

Vide :  
Bukti PT-
10.16 

 
Bukti PT.10.16 
Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Talang Kelapa bahwa 

tuntutan yang disampaikan pihak pemohon tidak sesuai dengan data yang 

sebenarnya serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan saksi partai 

Kebangkitan Bangsa kepada PPK Kecamatan Talang Kelapa dan Panitia 

Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Talang Kelapa. 
 
Bukti PT.10.12 
Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Banyuasin sama 

dengan hasil Model DA.1 rekapitulasi PPK Kecamatan Talang Kelapa tidak ada 

perubahan atau perselisihan yang dimaksud Pemohon dan ditandatangani oleh 

saksi Partai Kebangkitan Bangsa serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan 

kepada KPU Kabupaten Banyuasin dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

(PANWASLU) Kabupaten Banyuasin. 

1.1.3 Kecamatan Pulau Rimau 

No 
DAPIL 

 Perolehan Suara 

Selisih Alat Bukti Terkait Termohon Pemohon 

SUMSEL 1 HANURA KPU PKB 

 PKB 1,787 1,787 2, 359 572 

Vide :  
Bukti PT-
10.13 

 

Bukti PT.10.66 s.d PT.10.78 
Berdasarkan Model  C1 Hasil Rekapitulasi KPPS Seluruh TPS kecamatan Pulau 

Rimau bahwa tidak ada perubahan atau perselisihan yang dimaksud Pemohon 
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dan hanya TPS 1,2,3 Desa Kelapa Dua, TPS 1 Desa Mekar Sari dan TPS 3 Desa 

Tabuan Sari Serta TPS 2 Desa dana Mulya  Yang ditandatangani oleh saksi Partai 

Kebangkitan Bangsa untuk itu kami perlu mempertanyakan terhadap tuntutan 

pihak pemohon tentang perselisihan yang terjadi di kecamatan pulau rimau setelah 

kami cermati tidak ada perubahan atau perselisihan yang dimaksud 

Bukti PT.10.13 
Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Pulau Rimau bahwa 

tuntutan yang disampaikan pihak pemohon tidak sesuai dengan data yang 

sebenarnya serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan saksi partai 

Kebangkitan Bangsa kepada PPK Kecamatan Pulau Rimau dan Panitia Pengawas 

Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Pulau Rimau. 
Bukti PT. 10.12 
Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Banyuasin sama 

dengan hasil Model DA.1 rekapitulasi PPK Kecamatan Talang Kelapa tidak ada 

perubahan atau perselisihan yang dimaksud Pemohon dan ditandatangani oleh 

saksi Partai Kebangkitan Bangsa serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan 

kepada KPU Kabupaten Banyuasin dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

(PANWASLU) Kabupaten Banyuasin. 

 
1.3. KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
1.1.4 Kecamatan Tungkal Jaya 

No 
DAPIL 

 Perolehan Suara 

Selisih Alat Bukti Terkait Termohon Pemohon 

SUMSEL 1 HANURA KPU PKB 

 PKB 2, 757 2, 757 5, 229 572 

Vide :  
Bukti PT-
10.31 

 

Bukti PT. 10.31 
Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Tungkal Jaya bahwa 

tuntutan atau dugaan terjadi perselisihan yang disampaikan pihak pemohon tidak 

terbukti serta ditandatangani oleh saksi pemohon dan tidak ada nota keberatan 

yang disampaikan saksi partai Kebangkitan Bangsa kepada PPK Kecamatan 
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Tungkal Jaya dan Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan 

Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin 

 
Bukti PT.10.22 
Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Musi  Banyuasin sama 

dengan hasil Model DA.1 rekapitulasi PPK Kecamatan Tungkal Jaya tidak ada 

perubahan atau perselisihan yang dimaksud Pemohon dan ditandatangani oleh 

saksi Partai Kebangkitan Bangsa serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan 

kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

(PANWASLU) Kabupaten Musi Banyuasin 

 

1.1.5 Kecamatan Bayung Lencir 

No 
DAPIL 

 Perolehan Suara 

Selisih Alat Bukti Terkait Termohon Pemohon 

SUMSEL 1 HANURA KPU PKB 

 PKB 1, 327 1, 327 2, 327 1.000 

Vide :  

Bukti PT-
10.23 

 
Bukti PT.10.129 s.d PT.10.150 
Berdasarkan Model  C1 Hasil Rekapitulasi KPPS Seluruh TPS kecamatan Bayung 

Lencir bahwa tidak ada perubahan atau perselisihan yang dimaksud Pemohon 

yang ditandatangani oleh saksi Partai Kebangkitan Bangsa. 
Bukti PT.10.23 
Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Bayung Lencir bahwa 

tuntutan yang disampaikan pihak pemohon tidak sesuai dengan data yang 

sebenarnya serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan saksi partai 

Kebangkitan Bangsa kepada PPK Kecamatan Bayung Lencir dan Panitia 

Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten 

Musi Banyuasin. 
Bukti PT. 10.22 
Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Musi  Banyuasin sama 

dengan hasil Model DA.1 rekapitulasi PPK Kecamatan Bayung Lencir tidak ada 

perubahan atau perselisihan yang dimaksud Pemohon dan ditandatangani oleh 
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saksi Partai Kebangkitan Bangsa serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan 

kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

(PANWASLU) Kabupaten Musi Banyuasin. 

 

1.1.6 Kecamatan Lais 

No 
DAPIL 

 Perolehan Suara 

Selisih Alat Bukti Terkait Termohon Pemohon 

SUMSEL 1 HANURA KPU PKB 

 PKB 1, 694 1, 694 3, 129 1.435 

Vide :  
Bukti PT-
10.25 

 

Bukti PT.10.25 
Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Laisbahwa tuntutan 

atau dugaan terjadi perselisihan yang disampaikan pihak pemohon tidak terbukti 

serta ditandatangani oleh saksi pemohon dan tidak ada nota keberatan yang 

disampaikan saksi partai Kebangkitan Bangsa kepada PPK Kecamatan Lais dan 

Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Lais Kabupaten Musi 

Banyuasin 
Bukti PT.10.22 
Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Musi  Banyuasin sama 

dengan hasil Model DA.1 rekapitulasi PPK Kecamatan Lais tidak ada perubahan 

atau perselisihan yang dimaksud Pemohon dan ditandatangani oleh saksi Partai 

Kebangkitan Bangsa serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan kepada 

KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

(PANWASLU) Kabupaten Musi Banyuasin. 

1.1.7 Kecamatan Sekayu 

No 
DAPIL 

 Perolehan Suara 

Selisih Alat Bukti Terkait Termohon Pemohon 

SUMSEL 1 HANURA KPU PKB 

 PKB 1,319 1, 319 1, 912 593 

Vide :  

Bukti PT-
10.26 
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Bukti PT.10.162 s.d PT.10.168 
Berdasarkan Model  C1 Hasil Rekapitulasi KPPS Seluruh TPS kecamatan Sekayu 

bahwa tidak ada perubahan atau perselisihan yang dimaksud Pemohon yang 

ditandatangani oleh saksi Partai Kebangkitan Bangsa 
Bukti PT.10.26 
Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Sekayubahwa 

tuntutan yang disampaikan pihak pemohon tidak sesuai dengan data yang 

sebenarnya serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan saksi partai 

Kebangkitan Bangsa kepada PPK Kecamatan Sekayu dan Panitia Pengawas 

Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. 
Bukti PT.10.22 
Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Musi  Banyuasin sama 

dengan hasil Model DA.1 rekapitulasi PPK Kecamatan  Sekayutidak ada 

perubahan atau perselisihan yang dimaksud Pemohon dan ditandatangani oleh 

saksi Partai Kebangkitan Bangsa serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan 

kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

(PANWASLU) Kabupaten Musi Banyuasin. 

1.1.8 Kecamatan Keluang 

No 
DAPIL 

 Perolehan Suara 

Selisih Alat Bukti Terkait Termohon Pemohon 

SUMSEL 1 HANURA KPU PKB 

 PKB 1,319 1, 319 1, 912 593 

Vide :  
Bukti 
PT-10.27 

 
Bukti PT.10.27 
Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Keluangbahwa 

tuntutan yang disampaikan pihak pemohon tidak sesuai dengan data yang 

sebenarnya yang ditandatangani saksi pemohon serta tidak ada nota keberatan 

yang disampaikan saksi partai Kebangkitan Bangsa kepada PPK Kecamatan 

Keluang dan Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Keluang  

Kabupaten Musi Banyuasin 

Bukti PT.10.22 
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Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Musi  Banyuasin sama 

dengan hasil Model DA.1 rekapitulasi PPK Kecamatan  Keluangtidak ada 

perubahan atau perselisihan yang dimaksud Pemohon dan ditandatangani oleh 

saksi Partai Kebangkitan Bangsa serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan 

kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

(PANWASLU) Kabupaten Musi Banyuasin. 

1.1.9 Kecamatan Batang Hari Leko 

No 
DAPIL 

 Perolehan Suara 

Selisih Alat Bukti Terkait Termohon Pemohon 

SUMSEL 1 HANURA KPU PKB 

 PKB 410 410 611 201 

Vide :  
Bukti 
PT-10.32 

 
Bukti PT.10.169 s.d PT.10.184 
Berdasarkan Model  C1 Hasil Rekapitulasi KPPS Seluruh TPS kecamatan Batang 

Hari Leko bahwa tidak ada perubahan atau Perselisihan yang dimaksud Pemohon 

yang ditandatangani oleh saksi Pemohon 
Bukti PT.10.32 
Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Batang Hari 

Lekobahwa tuntutan yang disampaikan pihak pemohon tidak sesuai dengan data 

yang sebenarnya yang ditandatangani saksi pemohon serta tidak ada nota 

keberatan yang disampaikan saksi partai Kebangkitan Bangsa kepada PPK 

Kecamatan Batang Hari Leko dan Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) 

Kecamatan Batang Hari Leko  Kabupaten Musi Banyuasin. 
Bukti PT.10.22 
Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Musi  Banyuasin sama 

dengan hasil Model DA.1 rekapitulasi PPK Kecamatan  Batang Hari Leko tidak ada 

perubahan atau perselisihan yang dimaksud Pemohon dan ditandatangani oleh 

saksi Partai Kebangkitan Bangsa serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan 

kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

(PANWASLU) Kabupaten Musi Banyuasin. 

1.1.10 Kecamatan Babat Supat 

No DAPIL  Perolehan Suara Selisih Alat Bukti 
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Terkait Termohon Pemohon 

SUMSEL 1 HANURA KPU PKB 

 PKB 894 894 1,918 1.020 

Vide :  
Bukti PT-
10.30 

 
Bukti PT.10.30 
Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Babat Supatbahwa 

tuntutan yang disampaikan pihak pemohon tidak sesuai dengan data yang 

sebenarnya yang ditandatangani saksi pemohon serta tidak ada nota keberatan 

yang disampaikan saksi partai Kebangkitan Bangsa kepada PPK Kecamatan 

Babat Supat dan Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Babat 

Supat Kabupaten Musi Banyuasin. 
Bukti PT.10.22 
Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Musi  Banyuasin sama 

dengan hasil Model DA.1 rekapitulasi PPK Kecamatan  Babat Supat tidak ada 

perubahan atau perselisihan yang dimaksud Pemohon dan ditandatangani oleh 

saksi Partai Kebangkitan Bangsa serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan 

kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

(PANWASLU) Kabupaten Musi Banyuasin. 

1.1.11 Kecamatan Sanga Desa 

No 
DAPIL 

 Perolehan Suara 

Selisih Alat Bukti Terkait Termohon Pemohon 

SUMSEL 1 HANURA KPU PKB 

 PKB 754 754 1, 555 801 

Vide :  
Bukti PT-
10.24 

 
Bukti PT.10.24 
Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Sanga Desabahwa 

tuntutan yang disampaikan pihak pemohon tidak sesuai dengan data yang 

sebenarnya yang ditandatangani saksi pemohon serta tidak ada nota keberatan 

yang disampaikan saksi partai Kebangkitan Bangsa kepada PPK Kecamatan 

Sanga Desa dan Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan 

Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin. 
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Bukti PT.10.22 
Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Musi  Banyuasin sama 

dengan hasil Model DA.1 rekapitulasi PPK Kecamatan  Sanga Desatidak ada 

perubahan atau perselisihan yang dimaksud Pemohon dan ditandatangani oleh 

saksi Partai Kebangkitan Bangsa serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan 

kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

(PANWASLU) Kabupaten Musi Banyuasin. 

1.1.12 Kecamatan Lawang Wetan 

No 
DAPIL 

 Perolehan Suara 

Selisih 
Alat 

Bukti 
Terkait Termohon Pemohon 

SUMSEL 1 HANURA KPU PKB 

 PKB 823 823 1, 715 892 

Vide :  
Bukti 
PT-
10.34 

 
Bukti PT.10.34 
Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Lawang Wetanbahwa 

tuntutan yang disampaikan pihak pemohon tidak sesuai dengan data yang 

sebenarnya yang ditandatangani saksi pemohon serta tidak ada nota keberatan 

yang disampaikan saksi partai Kebangkitan Bangsa kepada PPK Kecamatan 

Lawang Wetan dan Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan 

Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin. 
Bukti PT.10.22 
Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Musi  Banyuasin sama 

dengan hasil Model DA.1 rekapitulasi PPK Kecamatan  Lawang Wetantidak ada 

perubahan atau perselisihan yang dimaksud Pemohon dan ditandatangani oleh 

saksi Partai Kebangkitan Bangsa serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan 

kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

(PANWASLU) Kabupaten Musi Banyuasin. 

 

1.1.13 Kecamatan Plakat Tinggi 

No 
DAPIL 

 Perolehan Suara 

Selisih Alat Bukti Terkait Termohon Pemohon 

SUMSEL 1 HANURA KPU PKB 
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 PKB 515 515 630 115 

Vide :  

Bukti PT-
10.29 

 

 
Bukti PT.10.29 
Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Plakat Tinggi bahwa 

tuntutan yang disampaikan pihak pemohon tidak sesuai dengan data yang 

sebenarnya yang ditandatangani saksi pemohon serta tidak ada nota keberatan 

yang disampaikan saksi partai Kebangkitan Bangsa kepada PPK Kecamatan 

Plakat Tinggi dan Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan 

Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin. 

Bukti PT.10.22 
Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Musi  Banyuasin sama 

dengan hasil Model DA.1 rekapitulasi PPK Kecamatan  Plakat Tinggitidak ada 

perubahan atau perselisihan yang dimaksud Pemohon dan ditandatangani oleh 

saksi Partai Kebangkitan Bangsa serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan 

kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

(PANWASLU) Kabupaten Musi Banyuasin 

 

1.1.14 Kecamatan Sungai Keruh 

No 
DAPIL 

 Perolehan Suara 

Selisih Alat Bukti Terkait Termohon Pemohon 

SUMSEL 1 HANURA KPU PKB 

 PKB 762 762 922 160 

Vide :  
Bukti PT-
10.28 

Bukti PT.10.28 
Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Sungai Keruh bahwa 

tuntutan yang disampaikan pihak pemohon tidak sesuai dengan data yang 

sebenarnya sebesar 762 suara bukan 880 yang dimaksud pemohon yang 

ditandatangani saksi pemohon serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan 

saksi partai Kebangkitan Bangsa kepada PPK Kecamatan Sungai Keruh dan 
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Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Sungai Keruh 

Kabupaten Musi Banyuasin 
Bukti PT.10.22 
Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Musi Banyuasin 

pemohon mendapatkan suara 880 tidak sama dengan hasil Model DA.1 

rekapitulasi PPK Kecamatan  sungai Keruh sebesar 762 suaramaka asumsi 

perubahan atau perselisihan yang dimaksud Pemohon tidak terbukti yang 

ditandatangani oleh saksi Partai Kebangkitan Bangsa serta tidak ada nota 

keberatan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Musi Banyuasin 

1.1.15 Kecamatan Sungai Lilin 

No 
DAPIL 

 Perolehan Suara 

Selisih Alat Bukti Terkait Termohon Pemohon 

SUMSEL 1 HANURA KPU PKB 

 PKB 1.196 1.196 1.866 670 

Vide :  
Bukti PT-
10.33 

 
Bukti PT.10.151 s.d PT.10.161 
Berdasarkan Model  C1 Hasil Rekapitulasi KPPS Seluruh TPS kecamatan Sungai 

Lilin bahwa tidak ada perubahan atau Perselisihan yang dimaksud Pemohon yang 

ditandatangani oleh saksi Pemohon,. 
Bukti PT.10.33 
Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Sungai Lilinbahwa 

tuntutan yang disampaikan pihak pemohon tidak sesuai dengan data 

yangsebenarnya serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan saksi partai 

Kebangkitan Bangsa kepada PPK Kecamatan Sungai Lilin dan Panitia Pengawas 

Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin 

Bukti PT.10.22 
Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Musi  Banyuasin sama 

dengan hasil Model DA.1 rekapitulasi PPK Kecamatan  Sungai Lilintidak ada 

perubahan atau perselisihan yang dimaksud Pemohon dan ditandatangani oleh 

saksi Partai Kebangkitan Bangsa serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan 
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kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

(PANWASLU) Kabupaten Musi Banyuasin 

1.1.16 Kecamatan Lalan 

No 
DAPIL 

 Perolehan Suara 

Selisih Alat Bukti Terkait Termohon Pemohon 

SUMSEL 1 HANURA KPU PKB 

 PKB 1,520 1,520 1,619 99 

Vide :  
Bukti PT-
10.22, 
PT.10.103 
s.d 
PT.10.128 

 
Bukti PT.10.103 s.d PT.10.128 
Berdasarkan Model  C1 Hasil Rekapitulasi KPPS Seluruh TPS kecamatan Lalan 

bahwa tidak ada perubahan atau Perselisihan yang dimaksud Pemohon yang 

ditandatangani oleh saksi Pemohon,. 
Bukti PT.10.22 
Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Musi  Banyuasin tidak 

ada perubahan atau perselisihan yang dimaksud Pemohon dan ditandatangani 

oleh saksi Partai Kebangkitan Bangsa serta tidak ada nota keberatan yang 

disampaikan kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Musi Banyuasin 

1.1.17 Kecamatan Babat Toman 

No 
DAPIL 

 Perolehan Suara 

Selisih Alat Bukti Terkait Termohon Pemohon 

SUMSEL 1 HANURA KPU PKB 

 PKB 753 753 933 180 

Vide :  
Bukti PT-
10.35 

 

 
Bukti PT.10.35 
Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Babat Tomanbahwa 

tuntutan yang disampaikan pihak pemohon tidak sesuai dengan data yang 
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sebenarnya serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan saksi partai 

Kebangkitan Bangsa kepada PPK Kecamatan Babat Toman dan Panitia 

Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi 

Banyuasin 
Bukti PT.10.22 
Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Musi  Banyuasin sama 

dengan hasil Model DA.1 rekapitulasi PPK Kecamatan  Babat Tomantidak ada 

perubahan atau perselisihan yang dimaksud Pemohon dan ditandatangani oleh 

saksi Partai Kebangkitan Bangsa serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan 

kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

(PANWASLU) Kabupaten Musi Banyuasin 

 
1.4. KABUPATEN MUSI RAWAS 

No 
DAPIL 

 Perolehan Suara 

Selisih Alat Bukti Terkait Termohon Pemohon 

SUMSEL 1 HANURA KPU PKB 

 PKB 13.973 13.973 16.930 2.957 

Vide :  
Bukti PT-
10.36 

 
Bukti PT-10. 
Berdasarkan Model DA.1 Kecamatan ( Bukti PT-10.36 ) dan D.1 Desa se-

kabupaten Musi Rawas setelah dilaksanakan rekapitulasi ulang sebagaimana 

rekomendasi Bawaslu Republik Indonesia dan KPU Republik Indonesia, terlepas 

apapun keberatan yang disampaikan pihak pemohon maka tidak ada yang perlu 

dipermasalahkan lagi karena semua telah dilaksanakan sebagaimana mestinya 

sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keadilan dan transparansi. 

 

1.5. KOTA LUBUK LINGGAU 

No 
DAPIL 

 Perolehan Suara 

Selisih Alat Bukti Terkait Termohon Pemohon 

SUMSEL 1 HANURA KPU PKB 

 PKB 5,137 5,137 5.966 829 
Vide :  
Bukti PT-
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10.57 

 
Bukti PT.10.185 s.d PT.10.231 
Berdasarkan Model  C1 Hasil Rekapitulasi KPPS Seluruh TPS Kota Lubuk Linggau 

bahwa tidak ada perubahan atau Perselisihan yang dimaksud Pemohon yang 

ditandatangani oleh saksi Pemohon,. 
Bukti PT.10.58 s.d PT.10.65 
Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK Kecamatan se-KotaLubuk Linggau 

bahwa tuntutan yang disampaikan pihak pemohon tidaK terbukti dengan data yang 

sebenarnya yang ditandatangani oleh saksi serta tidak ada nota keberatan yang 

disampaikan saksi partai Kebangkitan Bangsa kepada PPK se Kota Lubuk Linggau 

dan Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan se-Kota Lubuk 

Linggau. 

Bukti PT.10.57 
Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU Kota Lubuk Linggausama dengan 

hasil Model DA.1 rekapitulasi PPK Kecamatan  se-kota lubuk linggau tidak ada 

perubahan atau perselisihan yang dimaksud  Pemohon dan ditandatangani oleh 

saksi Partai Kebangkitan Bangsa serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan 

kepada KPU Kota Lubuk Linggau dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

(PANWASLU) Kabupaten Kota Lubuk Linggau 
Kesimpulan: 
1. Menolak semua tuntutan atau gugatan yang diajukan Pihak Pemohon dalam 

hal ini Partai Persatuan Pembangunan karena yang kami sampaikan sesuai 

dengan hasil Rekapitulasi KPU Kab/Kota dapil Sumatera Selatan I 

2. Mengingat telah dilaksanakan dengan segala daya dan upaya oleh KPU 

Provinsi Sumatera Selatan terhadap rekomendasi dari Badan Pengawasan 

Pemilu Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 

maka kami Pihak Terkait dalam Hal ini Partai HANURA memohon kepada 

yang mulia hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengabulkan 

dan mengesahkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 

 
PETITUM 
Berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas, 
Pihak Terkait Memohon Kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan 
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mengadili perkara ini, untuk MENOLAK permohonan Pemohon seluruhnya. 
Dan tetap mengesahkan keputusan KPU No: 411 / Kpts / KPU / Tahun2014 
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota secara 
Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. 

III. PETITUM 
Berdasaran dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak terkait 

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai 

berikut. 

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum no. 

411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang penetapan Hasil Penghitungan Suara 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, tanggal 09 

Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan; 
SUMATERA UTARA I,  SUMATERA UTARA II, SUMATERA UTARA III, 
SUMATERA UTARA SELATAN I, LAMPUNG I, JAWA BARAT  I, JAWA 
BARAT II, JAWA BARAT III, JAWA BARAT VIII, BANTEN III, JAWA 
TIMUR VIII, JAWA TIMUR XI, NUSA TENGARA BARAT, NUSA TENGARA 
TIMUR II, SULAWESI SELATAN I, SULAWESI TENGAH dan berketetapan 

hukum. 

- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum no. 29/Kpts/KPU-

Kab-002.964812/2014 tentang penetapan perolehan Suara sah Partai Politik 

dan perolehan sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dalam 

Pemilihan Umum 2014 untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang di Daerah 
Pemilihan  KABUPATEN BATUBARA 1. 

- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan 

perolehan Suara sah Partai Politik dan perolehan sah Calon Anggota DPRD 

Kota Bogor dalam Pemilihan Umum 2014 untuk pemilihan anggota DPRD 
sepanjang di Daerah Pemilihan  KOTA BOGOR 2.   

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan 

putusan ini. 

Atau 
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Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono). 

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai 

HANURA mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda 

PT.10.1 sampai dengan Bukti PT.10.53 dan disahkan dalam persidangan tanggal  

28 Mei 2014 sebagai berikut 
I KOTA PALEMBANG 

1 Bukti PT.10.1 : Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK kecamatan Kalidoni. 

2 Bukti PT.10.2  Model DB Hasil Rekapitulasi KPU Kota Palembang 

bahwa data Model DA.1 Kecamatan Kalidoni  

3 Bukti PT.10.3 : BerdModel DA.1 hasil rekapitulasi PPK Kecamatan 

Talang Kelap. 

II KABUPATEN 
BANYUASIN 

  

4 Bukti PT.10.4 : Model DB Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Banyuasin 

sama  

5 Bukti PT.10.5 : Model  C1 Hasil Rekapitulasi KPPS Seluruh TPS 

kecamatan Pulau Rimau bahwa tidak ada perubahan 

atau perselisihan yang dimaksud Pemohon dan hanya 

TPS 1,2,3 Desa Kelapa Dua, TPS 1 Desa Mekar Sari 

dan TPS 3 Desa Tabuan Sari Serta TPS 2 Desa dana 

Mulya Yang ditandatangani oleh saksi Partai 

Kebangkitan Bangsa untuk itu kami perlu 

mempertanyakan terhadap tuntutan pihak pemohon 

tentang perselisihan yang terjadi di kecamatan pulau 

rimau setelah kami cermati tidak ada perubahan atau 

perselisihan yang dimaksud 

 

6 Bukti PT.10.6 : Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK 

Kecamatan Pulau Rimau bahwa tuntutan yang 

disampaikan pihak pemohon tidak sesuai dengan data  

yang sebenarnya serta tidak ada nota keberatan yang 

disampaikan saksi partai Kebangkitan Bangsa kepada 

PPK Kecamatan Pulau Rimau dan Panitia Pengawas 
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Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Pulau Rimau 

7 Bukti PT. 10.7 : Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU 

Kabupaten Banyuasin sama dengan hasil Model DA.1 

rekapitulasi PPK Kecamatan Talang Kelapa tidak ada 

perubahan atau perselisihan yang dimaksud Pemohon 

dan ditandatangani oleh saksi Partai Kebangkitan 

Bangsa serta tidak ada nota keberatan yang 

disampaikan kepada KPU Kabupaten Banyuasin dan 

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) 

Kabupaten Banyuasin. 

 

 

 

III KABUPATEN 
MUSI 
BANYUASIN 

  

8 Bukti PT. 10.8 : Berdasarkan Model  C1 Hasil Rekapitulasi KPPS 

Seluruh TPS kecamatan Tungkal Jaya bahwa tidak ada 

perubahan atau perselisihan yang dimaksud Pemohon 

yang ditandatangani oleh saksi Partai Kebangkitan  

Bangsa 

9 Bukti PT. 10.9 : Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK 

Kecamatan Tungkal Jaya bahwa tuntutan atau dugaan 

terjadi perselisihan yang disampaikan pihak pemohon 

tidak terbukti serta ditandatangani oleh saksi pemohon 

dan tidak ada nota keberatan yang disampaikan saksi 

partai Kebangkitan Bangsa kepada PPK Kecamatan 

Tungkal Jaya dan Panitia Pengawas Kecamatan 

(PANWASCAM) Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten 

Musi Banyuasin 

 

10 Bukti PT.10.10. : Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU 

Kabupaten Musi  Banyuasin sama dengan hasil Model 

DA.1 rekapitulasi PPK Kecamatan Tungkal Jaya tidak 
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ada perubahan atau perselisihan yang dimaksud 

Pemohon dan ditandatangani oleh saksi Partai 

Kebangkitan Bangsa serta tidak ada nota keberatan 

yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Musi 

Banyuasin dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

(PANWASLU) Kabupaten Musi Banyuasin 

11 Bukti PT.10.11 : Berdasarkan Model  C1 Hasil Rekapitulasi KPPS 

Seluruh TPS kecamatan Bayung Lencir bahwa tidak ada 

perubahan atau perselisihan yang dimaksud Pemohon 

yang ditandatangani oleh saksi Partai Kebangkitan 

Bangsa,. 

12 Bukti PT.10.12 : Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK 

Kecamatan Bayung Lencir bahwa tuntutan yang 

disampaikan pihak pemohon tidak sesuai dengan data  

yang sebenarnya serta tidak ada nota keberatan yang 

disampaikan saksi partai Kebangkitan Bangsa kepada 

PPK Kecamatan Bayung Lencir dan Panitia Pengawas 

Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Bayung Lencir  

Kabupaten Musi Banyuasin. 

13 Bukti PT. 10.13 : Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU 

Kabupaten Musi  Banyuasin sama dengan hasil Model 

DA.1 rekapitulasi PPK Kecamatan Bayung Lencir tidak 

ada perubahan atau perselisihan yang dimaksud 

Pemohon dan ditandatangani oleh saksi Partai 

Kebangkitan Bangsa serta tidak ada nota keberatan 

yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Musi 

Banyuasin dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

(PANWASLU) Kabupaten Musi Banyuasin. 

14 Bukti PT.10. 14 : Model  C1 Hasil Rekapitulasi KPPS Seluruh TPS 

kecamatan Lais bahwa tidak ada perubahan atau 

perselisihan yang dimaksud Pemohon yang 

ditandatangani oleh saksi Partai Kebangkitan Bangsa,. 
15 Bukti PT.10.15 : Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK 

Kecamatan Laisbahwa tuntutan atau dugaan terjadi 
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perselisihan yang disampaikan pihak pemohon tidak 

terbukti serta ditandatangani oleh saksi pemohon dan 

tidak ada nota keberatan yang disampaikan saksi partai 

Kebangkitan Bangsa kepada PPK Kecamatan Lais dan 

Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) 

Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin 

16 Bukti PT.10.16 : Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU 

Kabupaten Musi  Banyuasin sama dengan hasil Model 

DA.1 rekapitulasi PPK Kecamatan Lais tidak ada 

perubahan atau perselisihan yang dimaksud Pemohon 

dan ditandatangani oleh saksi Partai Kebangkitan 

Bangsa serta tidak ada nota keberatan yang 

disampaikan kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin 

dan  

17 Bukti PT.10.17 : Berdasarkan Model  C1 Hasil Rekapitulasi KPPS 

Seluruh TPS kecamatan Sekayu bahwa tidak ada 

perubahan atau perselisihan yang dimaksud Pemohon 

yang ditandatangani oleh saksi Partai Kebangkitan 

Bangsa,. 

18 Bukti PT.10.18 : Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK 

Kecamatan Sekayubahwa tuntutan yang disampaikan 

pihak pemohon tidak sesuai dengan data yang 

sebenarnya serta tidak ada nota keberatan yang 

disampaikan saksi partai Kebangkitan Bangsa kepada 

PPK Kecamatan Sekayu dan Panitia Pengawas 

Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Sekayu 

Kabupaten Musi Banyuasin. 

19 Bukti PT.10.19 : Model DB Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Musi  

Banyuasin  

20 Bukti PT.10.20 : Model  C1 Hasil Rekapitulasi KPPS Seluruh TPS 

kecamatan Keluang  

21 Bukti PT.10.21 : Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Keluang 

22 Bukti PT.10.22 : Model DB Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Musi  

Banyuasin  
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23 Bukti PT.10.23 : Berdasarkan Model  C1 Hasil Rekapitulasi KPPS 

Seluruh TPS kecamatan Batang Hari Leko Pemohon 

24 Bukti PT.10.24 

 

: Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK 

Kecamatan Batang Hari Lekobahwa tuntutan yang 

disampaikan pihak pemohon tidak sesuai dengan data  

yang sebenarnya yang ditandatangani saksi pemohon 

serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan saksi 

partai Kebangkitan Bangsa kepada PPK Kecamatan 

Batang Hari Leko dan Panitia Pengawas Kecamatan 

PANWASCAM) Kecamatan Batang Hari Leko  

Kabupaten Musi Banyuasin 

25 Bukti PT.10.25 

 

: Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU 

Kabupaten Musi  Banyuasin sama dengan hasil Model 

DA.1 rekapitulasi PPK Kecamatan  Batang Hari Leko 

tidak ada perubahan atau perselisihan yang dimaksud 

Pemohon dan ditandatangani oleh saksi Partai 

Kebangkitan Bangsa serta tidak ada nota keberatan 

yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Musi 

Banyuasin dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

(PANWASLU) Kabupaten Musi Banyuasin 

26 Bukti PT.10.26 

 

: Berdasarkan Model  C1 Hasil Rekapitulasi KPPS 

Seluruh TPS kecamatan Babat Supat bahwa tidak ada 

perubahan atau Perselisihan yang dimaksud Pemohon 

yang ditandatangani oleh saksi Pemohon 

27 Bukti PT.10.27 

 

: Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK 

Kecamatan Babat Supatbahwa tuntutan yang 

disampaikan pihak pemohon tidak sesuai dengan data  

yang sebenarnya yang ditandatangani saksi pemohon 

serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan saksi 

partai Kebangkitan Bangsa kepada PPK Kecamatan 

Babat Supat dan Panitia Pengawas Kecamatan  

(PANWASCAM) Kecamatan Babat Supat Kabupaten 

Musi Banyuasin 

28 Bukti PT.10.28 : Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

237 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

 Kabupaten Musi  Banyuasin sama dengan hasil Model 

DA.1 rekapitulasi PPK Kecamatan  Babat Supat tidak 

ada perubahan atau perselisihan yang dimaksud 

Pemohon dan ditandatangani oleh saksi Partai 

Kebangkitan Bangsa serta tidak ada nota keberatan 

yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Musi 

Banyuasin dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

(PANWASLU) Kabupaten Musi Banyuasin. 

29 Bukti PT.10.29 

 

: Berdasarkan Model  C1 Hasil Rekapitulasi KPPS 

Seluruh TPS kecamatan Sanga Desa bahwa tidak ada 

perubahan atau Perselisihan yang dimaksud Pemohon 

yang ditandatangani oleh saksi Pemohon 

30 Bukti PT.10.30 

 

: Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK 

Kecamatan Sanga Desabahwa tuntutan yang 

disampaikan pihak pemohon tidak sesuai dengan data  

yang sebenarnya yang ditandatangani saksi pemohon 

serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan saksi 

partai Kebangkitan Bangsa kepada PPK Kecamatan 

Sanga Desa dan Panitia Pengawas Kecamatan 

(PANWASCAM) Kecamatan Sanga Desa Kabupaten 

Musi Banyuasin 

31 Bukti PT.10.31 

 

: Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU 

Kabupaten Musi  Banyuasin sama dengan hasil Model 

DA.1 rekapitulasi PPK Kecamatan  Sanga Desatidak 

ada perubahan atau perselisihan yang dimaksud 

Pemohon dan ditandatangani oleh saksi Partai 

Kebangkitan Bangsa serta tidak ada nota keberatan 

yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Musi 

Banyuasin dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

(PANWASLU) Kabupaten Musi Banyuasin 

 

32 Bukti PT.10.32 

 

: Berdasarkan Model  C1 Hasil Rekapitulasi KPPS 

Seluruh TPS kecamatan Lawang Wetan bahwa tidak 

ada perubahan atau Perselisihan yang dimaksud 
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Pemohon yang ditandatangani oleh saksi Pemohon,. 

33 Bukti PT.10.33 

 

: Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK 

Kecamatan Lawang Wetanbahwa tuntutan yang 

disampaikan pihak pemohon tidak sesuai dengan data  

yang sebenarnya yang ditandatangani saksi pemohon 

serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan saksi 

partai Kebangkitan Bangsa kepada PPK Kecamatan 

Lawang Wetan dan Panitia Pengawas Kecamatan  

(PANWASCAM) Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten 

Musi Banyuasin. 

34 Bukti PT.10.34 

 

: Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU 

Kabupaten Musi  Banyuasin sama dengan hasil Model 

DA.1 rekapitulasi PPK Kecamatan  Lawang Wetan 

tidak ada perubahan atau perselisihan yang 

dimaksudPemohon dan ditandatangani oleh saksi Partai 

Kebangkitan Bangsa serta tidak ada nota keberatan 

yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Musi 

Banyuasin dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

(PANWASLU) Kabupaten Musi Banyuasin 

35 Bukti PT.10.35 

 

: Berdasarkan Model  C1 Hasil Rekapitulasi KPPS 

Seluruh TPS kecamatan Plakat Tinggi bahwa tidak ada 

perubahan atau Perselisihan yang dimaksud Pemohon 

yang ditandatangani oleh saksi Pemohon, 

36 Bukti PT.10.36 : Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK 

Kecamatan Plakat Tinggi bahwa tuntutan yang 

disampaikan pihak pemohon tidak sesuai dengan data  

yang sebenarnya yang ditandatangani saksi pemohon 

serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan saksi 

partai Kebangkitan Bangsa kepada PPK Kecamatan 

Plakat Tinggi dan Panitia Pengawas Kecamatan 

(PANWASCAM) Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten 

Musi Banyuasin. 

37 Bukti PT.10.37 

 

: Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU 

Kabupaten Musi  Banyuasin sama dengan hasil Model 
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DA.1 rekapitulasi PPK Kecamatan  Plakat Tinggi tidak 

ada perubahan atau perselisihan yang dimaksud 

Pemohon dan ditandatangani oleh saksi Partai 

Kebangkitan Bangsa serta tidak ada nota keberatan 

yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Musi 

Banyuasin dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

(PANWASLU) Kabupaten Musi Banyuasin 

38 Bukti PT.10.38 

 

: Berdasarkan Model  C1 Hasil Rekapitulasi KPPS 

Seluruh TPS kecamatan Sungai Keruh bahwa tidak ada 

perubahan atau Perselisihan yang dimaksud Pemohon 

yang ditandatangani oleh saksi Pemohon 

39 Bukti PT.10.39 

 

: Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK 

Kecamatan Sungai Keruhbahwa tuntutan yang 

disampaikan pihak pemohon tidak sesuai dengan data  

yang sebenarnya sebesar 762 suara bukan 880 yang 

dimaksud pemohon yang ditandatangani saksi pemohon  

serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan saksi 

partai Kebangkitan Bangsa kepada PPK Kecamatan 

Sungai Keruh dan Panitia Pengawas Kecamatan 

(PANWASCAM) Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten 

Musi Banyuasin 

40 Bukti PT.10.40 

 

: Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU 

Kabupaten Musi  Banyuasin pemohon mendapatkan 

suara 880 tidak sama dengan hasil Model DA.1  

rekapitulasi PPK Kecamatan  sungai Keruh sebesar 762 

suara maka asumsi perubahan atau perselisihan yang 

dimaksud Pemohon tidak terbukti yang ditandatangani 

oleh saksi Partai Kebangkitan Bangsa serta tidak ada 

nota keberatan yang disampaikan kepada KPU 

Kabupaten Musi Banyuasin dan Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Musi 

Banyuasin 

41 Bukti PT.10.41 : Berdasarkan Model  C1 Hasil Rekapitulasi KPPS 

Seluruh TPS kecamatan Sungai Lilin bahwa tidak ada 
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perubahan atau Perselisihan yang dimaksud Pemohon 

yang ditandatangani oleh saksi Pemohon,. 

42 Bukti PT.10.42 : Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK 

Kecamatan Sungai Lilinbahwa tuntutan yang 

disampaikan pihak pemohon tidak sesuai dengan data  

yang sebenarnya serta tidak ada nota keberatan yang 

disampaikan saksi partai Kebangkitan Bangsa kepada 

PPK Kecamatan Sungai Lilin dan Panitia Pengawas 

Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Sungai Lilin 

Kabupaten Musi Banyuasin 

43 Bukti PT.10.42 : Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU 

Kabupaten Musi  Banyuasin sama dengan hasil Model 

DA.1 rekapitulasi PPK Kecamatan  Sungai Lilintidak ada 

perubahan atau perselisihan yang dimaksud Pemohon 

dan ditandatangani oleh saksi Partai Kebangkitan 

Bangsa serta tidak ada nota keberatan yang 

disampaikan kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin 

dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) 

Kabupaten Musi  

Banyuasin 

44 Bukti PT.10.43 : Berdasarkan Model  C1 Hasil Rekapitulasi KPPS 

Seluruh TPS kecamatan Lalan bahwa tidak ada 

perubahan atau Perselisihan yang dimaksud Pemohon 

yang ditandatangani oleh saksi Pemohon,. 

45 Bukti PT.10.44 : Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU 

Kabupaten Musi  Banyuasin tidak ada perubahan atau 

perselisihan yang dimaksud Pemohon dan 

ditandatangani oleh saksi Partai Kebangkitan Bangsa 

serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan 

kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten 

Musi  

Banyuasin 

46 Bukti PT.10.45 : Berdasarkan Model  C1 Hasil Rekapitulasi KPPS 
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Seluruh TPS kecamatan Babat Toman bahwa tidak ada 

perubahan atau Perselisihan yang dimaksud Pemohon 

yang ditandatangani oleh saksi Pemohon,. 

47 Bukti PT.10.46 : Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK 

Kecamatan Babat Toman bahwa tuntutan yang 

disampaikan pihak pemohon tidak sesuai dengan data  

yang sebenarnya serta tidak ada nota keberatan yang 

disampaikan saksi partai Kebangkitan Bangsa kepada 

PPK Kecamatan Babat Toman dan Panitia Pengawas 

Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Babat Toman 

Kabupaten Musi Banyuasin 

48 Bukti PT.10.47 : Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU 

Kabupaten Musi  Banyuasin sama dengan hasil Model 

DA.1 rekapitulasi PPK Kecamatan  Babat Tomantidak 

ada perubahan atau perselisihan yang dimaksud 

Pemohon dan ditandatangani oleh saksi Partai 

Kebangkitan Bangsa serta tidak ada nota keberatan 

yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Musi 

Banyuasin dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

(PANWASLU) Kabupaten Musi Banyuasin 

IV KABUPATEN 
MUSI RAWAS 

  

49 Bukti PT-10.48 

 

: Berdasarkan Surat Rekomendasi Badan Pengawasan 

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 
0478/Bawaslu/V/2014 tanggal 02 Mei 2014 perihal 

Rekapitulasi Ulang di Kabupaten Musi Rawas Provinsi 

Sumatera Selatan dan Surat Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia Nomor: 374/KPU/V/2014 perihal 

menginstrusikan KPU Provinsi Sumatera Selatan 

Rekapitulasi Ulang Perolehan Suara Partai Politik di 

kabupaten Musi Rawas berdasarkan C1 Plano (Berkas 

Terlampir) 

50 Bukti PT-10.49 

 

: Model DB.1 dan DC.1 bahwa KPU Provinsi sumatera 

selatan telah melaksanakan rekomendasi tersebut 
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dengan penuh tanggung jawab dan telah ditetapkan 

KPU Republik Indonesia Pada Tanggal 09 mei 2014. 

Sebagaimana yang tertera di dalam table I pada kolom 

termohon (KPU RI) . Berkas Terlampir 

51 Bukti PT-10.50 

 

: Berdasarkan Model DA.1 Kecamatan dan D.1 Desa se-

kabupaten Musi Rawas Partai dan Caleg Hanura, PBB 

dan PKPI mendapatkan suara seperti yang tertera pada 

Table II,. maka Hasil Rekapitulasi KPU Provinsi 

Sumatera Selatan (DB.1 dan DC.1) telah terjadi 

kesalahan Input data atau Human Eror khususnya di 

Kecamatan Muara Beliti dan Kecamatan Selangit untuk 

Suara Partai dan caleg tersebut. Berkas terlampir. 

52 Bukti PT.10.51 

 

: Berdasarkan Model  C1 Hasil Rekapitulasi KPPS  

Seluruh TPS Kota Lubuk Linggau bahwa tidak ada 

perubahan atau Perselisihan yang dimaksud Pemohon 

yang ditandatangani oleh saksi Pemohon 

53 Bukti PT.10.52 

 

: Berdasarkan Model DA.1 hasil rekapitulasi PPK 

Kecamatan se-Kota Lubuk Linggau bahwa tuntutan yang 

disampaikan pihak pemohon tidak terbuktidengan data 

yang sebenarnya yang ditandatangani oleh saksi  

serta tidak ada nota keberatan yang disampaikan saksi 

partai Kebangkitan Bangsa kepada PPK se Kota Lubuk 

Linggau dan Panitia Pengawas Kecamatan  

(PANWASCAM) Kecamatan se-Kota Lubuk Linggau 

54 Bukti PT.10.53 

 

: Berdasarkan Model DB Hasil Rekapitulasi KPU Kota 

Lubuk Linggausama dengan hasil Model DA.1 

rekapitulasi PPK Kecamatan  se-kota lubuk linggau tidak 

ada perubahan atau perselisihan yang dimaksud 

Pemohon dan ditandatangani oleh saksi Partai 

Kebangkitan Bangsa serta tidak ada nota keberatan 

yang disampaikan kepada KPU Kota Lubuk Linggau dan 

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU)  

Kabupaten Kota Lubuk Linggau 

 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

243 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

Selain itu, Pihak Terkait Partai Hanura juga mengajukan Saksi yang telah 

memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

1. Saksi Rizal Samsul 

− Bahwa Saksi sebagai saksi Hanura di Kota Palembang; 

− Bahwa protes PPP hanya di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Kalidoni, 

Kecamatan Kemuning, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Seberang 

Uli 1 dan 2, dan Kecamatan Plajo; 
− Bahwa keberatan PPP mengenai suara yang hilang; 

− Bahwa suara yang hilang tersebut di RT 01 sebesar 5.172 suara, di 

kemuning sebesar 2.014 suara, di Plajo  sebesar 3.293 suara, di Seberang 
Ulu 1 sebesar 3.125 suara, di Seberang Ulu 2 sebesar 2.040 suara; 

− Bahwa KPU merespon dengan membandingkan data DA-1 kecamatan, yang 

dimiliki oleh seluruh Saksi dan juga yang dimiliki oleh PPK Kecamatan yang 
diprotes; 

− Bahwa didapatkan hasil yang sama dan PPP tidak dapat membuktikan 

dimana suara yang hilang; 

− Bahwa di lima kecamatan yang di protes 4 Saksi PPP membubuhkan tanda 

tangan di DA-1 dan hanya di kecamatan Kecamatan Plajo yang tidak 
membubuhkan tanda tangan; 

− Bahwa hasil rekap yang terkumpul suara Hanura, 27.072 dan suara PPP 

35.306, sesuai dengan DB-1 yang dimiliki oleh KPU Kota Palembang dan 
juga sesuai dengan data saksi seluruh partai. 

2. Arfah S.T.B 

− Bahwa Saksi adalah kordnator saksi Hanura di Banyuasin; 

− Bahwa di Kabupaten Banyuasin itu, ada 19 Kecamatan, 304 Desa, dan 

1.950 TPS 

− Bahwa hasil dari gugatan dari pihak Pemohon, ada 8 kecamatan, Yang 

pertama Banyuasin 2, Banyuasin 3, Betung, Makati Jaya kemudian Muara 

Padang, Muara Telang, kemudian Rantau Bayur, dan Sumber Marga Telang; 
− Bahwa datanya selisihnya sangat jauh sekali, bahwa hasil Pleno dari KPU.  

− Bahwa KPU hanya membacakan hasil Pleno di PPK, dari PPK. Segala Pleno 

di PPK , KPU hanya membacakan dan menyesuaikan data yang dipegang 
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oleh para Saksi pada saat itu. Selanjutnya juga disandingkan dengan data 

dari panwaslu; 
− Bahwa semua berjalan lancar dan data hasil dari KPU sama dengan data 

hasil DB-1; 

− Bahwa khusus untuk Banyuasin 3, terdapat ada 2 versi Pleno PPK sehingga 

KPU menawarkan kepada para saksi untuk menggunakan data yang mana. 
Kemudian digunakan data yang sama yang dipegang para saksi dengan 

Pleno PPK yang salah satu yang 2. Bahwa saksi PPP dalam hal ini tidak  
keberatan pada saat itu dan semua sepakat, kecuali untuk Rantau Bayur; 

− Bahwa untuk Kecamatan Rantau Bayur terdapat kesepakatan para saksi, 

seluruh saksi di forum tersebut untuk melakukan perhitungan ulang 
berdasarkan C-1 KWK; 

− Bahwa hasil dari terakhir pleno tidak ada sanggahan dari saksi Parpol lain, 
maupun dari PPP. 

3. Rico Prasetyo 

− Bahwa Saksi adalah saksi Hanura di tingkat KPU provinsi; 

− Bahwa Saksi menerangkan rekapitulasi ulang Kabupaten Musi Rawas yang 

diambil alih oleh KPU provinsi; 
− Bahwa pada saat proses rekapitulasi ulang yang, yang dilaksanakan di KPU 

provinsi hanya Partai Hanura dan Partai PKS yang melakukan penyandingan 

data. Pada saat melakukan penghitungan ulang C-1 Plano dan C1-KWK; 

− Bahwa pleno berjalan dengan lancar; 
− Bahwa saksi PPP seperti mencari fakta dan memfoto C-1 Plano yang 

menurutnya kurang tanda tangan dan rusak; 

− Bahwa saksi PPP memprotes permasalahan validasi C-1 Plano pada saat 

KPU provinsi ingin membawa rekapitulasi dipindahkan ke Jakarta. 

 [2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan keterangan tanggal 23 Mei 2014 

yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 

sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 15-

2.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait 
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tanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 

2014,  pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. 

I. DALAM EKSEPSI 
1. OBJEK PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR 

LIBEL)  
Bahwa setelah Pihak Terkait cermati lebih lanjut dalam posita Permohonan 

Pemohon didasarkan pada asumsi, mengada – ada, dan tidak sama sekali 

dilengkapi dengan bukti yang cukup. Dalam uraian Permohonan Pemohon 

hampir seluruhnya merupakan uraian – uraian yang didasarkan pada 

asumsi dan tidak sama sekali dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan 

cukup. Bahwa berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang 

Mahkamah Konstitusi dan PMK 1/2014 YANG TELAH DIUBAH DENGAN 

PMK 3/2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangatlah jelas bahwa 

uraian yang disampaikan bukan merupakan objek dalam perkara PHPU 

sebagaimana diatur dalam pasal 3 PMK No. 1 tahun 2014 sebagai berikut : 

1. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

huruf a di suatu daerah pemilihan ; 

2. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 

b ; 

3. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

huruf c di suatu daerah pemilihan ;  

4. Terpilihnya pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 

d ; 

5. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 

e, terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.  

Bahwa dari uraian Permohonan Pemohon dalam halaman 2 tidak terdapat Dapil 

Sumatera Selatan 1 atas nama H. AHMAD YANI, SH, MH namun tiba-tiba 

dalam halaman 151 Permohonan Pemohon langsung terdapat angka 4.7.1. 

Perolehan Suara Pemohon (PPP) Di Provinsi Sumatera Selatan untuk 

Pengisian Keanggotaan DPR. 
 

 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

246 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

Bahwa dalil Permohonan  Pemohon sangat mengada-ada dan tidak realistis 

karena dalam Permohonan Pemohon hanya menguraikan seolah-olah 
Pemohon kehilangan suara sejumlah 85.727 SUARA tanpa mendalilkan 

Persandingan Perolehan Partai Lain yang mengalami Pengelembungan suara. 

Bahwa dengan demikian jika memang benar perolehan suara Pemohon benar 

terjadi pengurangan sejumlah 85.727 suara maka artinya akan terjadi 

penambanhan suara sah sejumlah 85.727 suara yang berarti total perolehan 

suara sah dalam Pemilu 2014 untuk DAPIL 1 SUMATERA SELATAN akan 
menjadi sejumlah 1861562 artinya akan melebihi dari jumlah Pemilih dan jumlah 

surat suara yang digunakan. 

Bahwa merujuk pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Mahkamah 

Konstitusi No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan 

Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah dengan PMK 

No. 3 Tahun 2014 maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan 

tidak dapat diterima dikarenakan obscuur libel ; 

 
II. DALAM POKOK PERMOHONAN 

Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah agar apa yang disampaikan pada 

Eksepsi diatas merupakan bagian yang menguatkan dan jadi satu kesatuan 

pula dalam pokok permohonan ini. 
TERMOHON TELAH MELAKSANAKAN PEMILU SESUAI DENGAN 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANG 

1. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilu legislatif Tahun 2014 

dengan berlandaskan pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

2. Bahwa Termohon telah melakukan rangkaian proses penyelenggaraan 

berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 7 Tahun 

2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Waktu Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698) sebagaimana telah beberapa 
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kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 

Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 627); 

3. Bahwa berdasarkan fakta – fakta di lapangan, sesungguhnya Pemohon 

telah mengakui secara langsung ataupun tidak langsung atas pelayanan 

yang dilakukan Termohon telah menyelenggarakan Pemilu secara adil, 
jujur, demokratis dan transparan ; 

4. Bahwa berdasarkan fakta – fakta di lapangan yang tidak terbantahkan, 

bahwa pada proses pemungutan suara dan rekapitulasi suara di tingkat 

TPS seluruh saksi Pemohon menandatangani form C1., D1, DA-1, DB-1 

DPR Berdasarkan fakta tersebut sangatlah jelas bahwa seluruh saksi 

Pemohon secara jelas dan tegas mengakui bahwa proses pemungutan 

suara dan rekapitulasi berjalan dengan baik, adil, jujur, demokratis, aman 

dan transparan; 

5. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPU yang dihadiri 

oleh seluruh Anggota KPU, Bawaslu, juga dihadiri oleh para saksi yang 

berjalan dengan 247ancer dan baik dan tidak ada keberatan yang diajukan 
oleh saksi Pemohon; 

6. Bahwa kemudian Termohon telah menetapkan hasil Pemilu sesuai 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang 

Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat daerah Propinsi, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/Kota secara Nasional 

Dalam pemilihan Umum tahun 2014 telah benar dan sesuai dengan 

prosedur perundang – undangan yang berlaku; 

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 

411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan 

perwakilan Rakyat daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam pemilihan Umum tahun 
2014  Untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I sebagai berikut: 

Tabel Perolehan Suara dan Kursi Parpol Dapil 1 Sumatera Selatan 
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RANKING NAMA 
PARTAI PEROLEHAN SUARA 

SISA KURSI KURSI 
SISA 

TOTAL 
KURSI 

1 GOLKAR          382,985     
168,183  1 1 2 

2 PDIP          292,999       
78,197  1   1 

3 GERINDRA          229,436       
14,634  1   1 

4 PAN          163,175      1 1 
5 DEMOKRAT          160,683      1 1 
6 PKS          107,319      1 1 
7 HANURA          103,787      1 1 
8 NASDEM          101,481        0 
9 PKB            93,615        0 

10 PPP            82,937        0 
11 PBB 0       0 
12 PKPI 0       0 

  
TOTAL      1,718,417  

  3 5 8 ∑ KURSI 8 kursi 
BPP          214,802  

 

8. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilu sesuai dengan prinsip – 

prinsip dan azas – azas Pemilu yang transparan, umum, bebas, rahasia, 

proporsional, profesionalitas, akuntabel, efisiensi, efektivitas sebagaimana 

diamanahkan dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum, sesuai jadwal, tahapan, dan program 

serta seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi suara telah dilakukan 

secara transparan, terbuka dan disaksikan oleh saksi masing masing 

peserta pemilu, Panwas, Pemantau, dan masyarakat luas ; 

9. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait dengan ini menyatakan membantah 

seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan dalil Pemohon 

tidak benar dan sangat mengada – ada. Dalil Pemohon (PPP) yang 

menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penjumlahan perolehan suara di 

DA-1.KWK-KPU yang dijadikan dasar untuk dituliskan dalam DB .1 –KWK –

KPU (Jumlah Perolehan berbeda dengan DA1 KWK KPU) oleh Termohon di 

5 (lima) Kecamatan di Palembang, Banyuasin dan Musi Banyuasin Serta 
Kabupaten Musi Rawas sebanyak 85.727 suara adalah tidak benar, sangat 

mengada-ada dan jelas merupakan sebuah kebohongan; 
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10. Bahwa dalil permohonan Para Pemohon yang mengada-ada dapat dilihat 

dari jumlah suara yang diperoleh Pemohon di beberapa Kecamatan dalam 

Dapil 1 Sumatera Selatan yang disebutkan Pemohon apabila dibandingkan 

dengan perolehan suara dalam Model DC-1 DPR yang dikeluarkan oleh 

Termohon dan yang benar menurut dan dimiliki oleh Pihak Terkait sebagai 

berikut : 

Tabel Perolehan Partai Politik Dapil 1 Sumatera Selatan 
 

NO. 
URUT NAMA PARTAI PEROLEHAN 

1 NASDEM          101,481  
2 PKB            93,615  
3 PKS          107,319  
4 PDIP          292,999  
5 GOLKAR          382,985  
6 GERINDRA          229,436  
7 DEMOKRAT          160,683  
8 PAN          163,175  
9 PPP            82,937  

10 HANURA          103,787  
11 PBB            36,704  
12 PKPI            20,714  

 
 

11. Bahwa keterangan terjadinya kesalahan penjumlahan yang mengada-ada 

tersebut dapat dilihat dari perolehan suara yakni sebagai contoh di 
beberapa Kecamatan di Palembang. 

Bahwa dalil Permohonan Pemohon (PPP) mendalilkan Perolehan Suara 

Pemohon di beberapa Kecamatan di Palembang sebagai berikut : 

Tabel Perolehan Suara Parpol di Palembang 

No KECAMATAN 
PEROLEHAN SUARA 

ALAT BUKTI 
Termohon Pemohon Terkait 

1. Seberang Ulu 1 3928 7053 3928 PT-3.2 Model DB-1 

DPR 

PT-3.5   

sampai dengan 

PT-3.374  

Model C-1 DPR se 
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Kecamatan Seberang 

Ulu 1 

2. Plaju 1927 5520 1927 PT-3.2 Model DB-1 

DPR 

PT-3.375   

sampai dengan 

PT-3.565  

Model C-1 DPR se 

Kecamatan Plaju 

3. Seberang Ulu 2 2979 5019 2979 PT-3.2 Model DB-1 

DPR. 

PT-3.566   

sampai dengan 

PT-3.769  

Model C-1 DPR se 

Kecamatan Seberang 

Ulu 2 

4. Ilir Timur 2 4364 9536 4364 PT-3.2 Model DB-1 

DPR. 

PT-3.770   

sampai dengan 

PT-3.1150  

Model C-1 DPR se 

Kecamatan Ilir Timur 

2. 

5. Kemuning 2288 4302 2288 PT-3.2 Model DB-1 

DPR. 

PT-3.1158   

sampai dengan 

PT-3.1345  

Model C-1 DPR se 

Kecamatan Ilir Timur 

2. 
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Demikian pula di Kecamatan lain yang Pemohon dalilkan apabila itu benar 

maka akan melebihi jumlah pengguna hak pilih di masing-masing 

kecamatan tersebut. Dengan demikian jelas dalil Pemohon sangat 

mengada-ada dan terkesan sangat dipaksakan ; 

12. Bahwa dalil Permohonan Pemohon (PKB) yang mendalilkan bahwa 

Pemohon kehilangan suara di Kecamatan Kalidoni Palembang sejumlah 
806 suara adalah tidak benar. 

Bahwa Perolehan Suara masing-masing Parpol di Kecamatan Kalidoni 

diuraikan pada table di bawah ini : 

 
Tabel Perolehan Suara PKB di Kecamatan Kalidoni 

No KECAMATAN 
PEROLEHAN SUARA 

ALAT BUKTI 
Termohon Pemohon Terkait 

1. Kalidoni 1918 2979 1918 PT-3.2 Model DB-1 

DPR 

PT-3.1346   

sampai dengan 

PT-3.1533. 

Serta  

PT-3.1657  sampai 

dengan 

PT-3.1701 

Model C-1 DPR se 

Kecamatan Kalidoni. 

 

 

13. Bahwa dalil Para Pemohon yang mengenai Perolehan suara di Kabupaten 

Musi Rawas telah kehilangan suara sebanyak 38211 suara (PPP) dan 2957 

suara (PKB) sangat mengada-ada dan terkesan dipaksakan karena khusus 

untuk Kabupaten Musi Rawas untuk DPRRI telah dilakukan Rekapitulasi 

Ulang berdasarkan Rekomendasi Bawaslu untuk seluruh Kabupaten Musi 
Rawas yang dilakukan berdasarkan Rekapitulasi C-1 Plano. 
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Adapun hasil Rekapitulasi ulang Kabupaten Musi Rawas untuk suara 

Pemohon (PPP) sebagai berikut : 
Tabel Hasil Rekapilusi Ulang KPU Kabupaten Musi Rawas untuk PPP 

NO. PARTAI DAERAH  

IV. 
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN 
SUARA PARTAI POLITIK DAN 

SUARA CALON 

KAB 
MURA 
MURA 

KAB MURA 
REKAP 
ULANG 
MURA 

SELISIH 

1 2 6 7 18 
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON       

9 PARTAI PERSATUAN 
PEMBANGUNAN 1,677 2,127 450 

1 H. AHMAD YANI, SH, MH 3,279 3,755 476 
2 CITRA DEWI, SH. 405 423 18 
3 Drs. H. AZHARI AS. MH. 259 285 26 
4 SRI HERLINA, SP 423 440 17 
5 H. IBRAHIM MUROD, SH 264 319 55 
6 TRI SUSANTI, SE. 128 144 16 
7 SYAHRIL KHOLIL, S. Pd.I. 83 92 9 
8 HERDIANSYAH, SH 122 120 -2 

  Jumlah Suara Sah Partai dan 
Suara Calon 6,640 7,705 1,065 

 

Tabel Hasil Rekapilusi Ulang KPU Kabupaten Musi Rawas untuk PKB 

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON KAB MURA 
MURA 

KAB 
MURA 
REKAP 
ULANG 
MURA 

SELISIH 

2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 4,180 5,038 858 
1 H. EDDY GANEFO. MM 5,309 4,393 -916 
2 IRMA MUTHOHAROH 1,646 1,873 227 
3 H. SULGANI PAKUALI, S.IP 1,028 922 -106 
4 IMRON TERASIP, BA 560 576 16 
5 SITI ZULAIKAH, S.Pd.I 487 546 59 
6 MARISATUZ ZAHRO 215 162 -53 
7 ARDONI 207 214 7 
8 NURHIDAYATI 247 249 2 

  Jumlah Suara Sah Partai dan 
Suara Calon 13,879 13,973 94 

 

14. Bahwa dalil Para Pemohon yang mendalilkan suara Pemohon (PPP) 

berkurang sejumlah 29653 suara dan Pemohon (PKB) yang berkurang 1251 
adalah tidak benar. 
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Tabel Perolehan Suara PPP di Kabupaten Banyuasin 

No KABUPATEN 
PEROLEHAN SUARA 

ALAT BUKTI 
Termohon Pemohon Terkait 

1. BANYUASIN 1916 48277 1916 PT-3.1 Model 

DC-1 DPR 

sampai 

dengan 

PT-3.3. Model 

DB-1 DPR 

 
Tabel Perolehan Suara PKB di Kabupaten Banyuasin 

No KABUPATEN 
PEROLEHAN SUARA 

ALAT BUKTI 
Termohon Pemohon Terkait 

1. BANYUASIN 1916 29317 1916 PT-3.1 Model 

DC-1 DPR 

sampai 

dengan 

PT-3.3. Model 

DB-1 DPR 

 

Bahwa berdasarkan dua tabel di atas, maka dengan demikian akan terjadi 

penambahan jumlah pemilih yang menggunakan hak suara sejumlah total 

30367 pemilih. 

Dengan demikian Dalil Permohonan Para Pemohon untuk Kabupaten 

Banyuasin Patut untuk ditolak. 

15. Bahwa dalil Permohonan Pemohon (PKB) yang mendalilkan berkurangnya 

sejumlah 10846 suara di Kabupaten Musi Banyuasin patut dikesampingkan. 

Karena Termohon melakukan rekapitulasi telah sesuai dengan Rekapitulasi 

dari Kecamatan yang bersumber dari hasil Rekapitulasi Hasil Pemilu di 
Tempat Pemungutan Suara sebagaimana tabel di bawah ini. 

Tabel Perolehan Suara Partai Politik Kabupaten Musi Banyuasin 
Tabel Perolehan Suara PKB di Kabupaten Banyuasin 
No KABUPATEN PEROLEHAN SUARA ALAT BUKTI 
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Termohon Pemohon Terkait 

1. Musi 

Banyuasin 

15554 26400 15554 - PT-

3.1 Model DC-

1 DPR. 

- PT-

3.1534 

sampai 

dengan      

PT-3.1602 

Model C-1 

DPR se 

Kecamatan 

Keluang. 

- PT-

3.1603 

sampai 

dengan      

PT-3.1656 

Model C-1 

DPR se 

Kecamatan 

Lawang 

Wetan. 

- PT-

3.1702 

sampai 

dengan      

PT-3.1872 

Model C-1 

DPR se 

Kecamatan 

Sekayu. 

- PT-

3.1873 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

255 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

sampai 

dengan      

PT-3.1937 

Model C-1 

DPR se 

Kecamatan 

Lais. 

- PT-

3.1938 

sampai 

dengan      

PT-3.2009 

Model C-1 

DPR se 

Kecamatan 

Tungkal Jaya 

- PT-

3.2010 

sampai 

dengan      

PT-3.2086 

Model C-1 

DPR se 

Kecamatan 

Sungai Keruh 

- PT-

3.2087 

sampai 

dengan      

PT-3.2202 

Model C-1 

DPR se 

Kecamatan 

Lalan 
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- PT-

3.2203 

sampai 

dengan      

PT-3.2320 

Model C-1 

DPR se 

Kecamatan 

Sungai Lilin  

- PT-

3.2321 

sampai 

dengan      

PT-3.2385 

Model C-1 

DPR se 

Kecamatan 

Babat Supat 

 

Bahwa berdasarkan uraian tabel di atas jelas bahwa didasarkan pada C-1 

dalil Pemohon (PKB) patut untuk dikesampingkan. 

16. Bahwa dalil Permohonan Pemohon (PKB) yang mendalilkan bahwa 
Pemohon kehilangan suara sejumlah 829 suara adalah tidak benar. 

Karena Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan 

Peraturan Perundangan yang didasarkan kepada Rekapitulasi model DA-1 

yang semua bermuara kepada Model C-1 yang penghitungannya disaksikan 

oleh masyarakat banyak secara transparan 
TABEL PEROLEHAN SUARA PKB  

No KABUPATEN 
PEROLEHAN SUARA 

ALAT BUKTI 
Termohon Pemohon Terkait 

1. LUBUK 

LINGGAU 

5137 5966 5137 • PT-

3.1 Model DC-

1 DPR 
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• PT-

3.2386. Model 

DB-1 DPR 

 

17. Bahwa untuk memperkuat uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Pihak 

Terkait mengajukan bukti-bukti PT-3.1 sampai dengan PT-3.2385 yang 
dibagi dalam bentuk 30 buku sebagai mana terlampir: 

Berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Pihak Terkait 

memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI yang terhormat untuk 

berkenan memberikan putusan sebagai berikut:  
 

PETITUM 

Berdasarkan keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, mohon 
kepadaMahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:  

Dalam Eksepsi: 

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait; 

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 

Dalam Pokok Permohonan: 

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya 
menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 

- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan perwakilan 

Rakyat daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah 

kabupaten/Kota secara Nasional Dalam pemilihan Umum tahun 2014 

Daerah Pemilihan 1 Sumatera Selatan Kursi DPR RI yang diumumkan pada 
hari Jum’at tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB tetap berlaku 

- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berkut: 

RANKING NAMA 
PARTAI PEROLEHAN SUARA 

SISA KURSI KURSI 
SISA 

TOTAL 
KURSI 

1 GOLKAR          382,985     1 1 2 
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168,183  

2 PDIP          292,999       
78,197  1   1 

3 GERINDRA          229,436       
14,634  1   1 

4 PAN          163,175      1 1 
5 DEMOKRAT          160,683      1 1 
6 PKS          107,319      1 1 
7 HANURA          103,787      1 1 
8 NASDEM          101,481        0 
9 PKB            93,615        0 

10 PPP            82,937        0 
11 PBB 0       0 
12 PKPI 0       0 

  

TOTAL      1,718,417  

  3 5 8 ∑ KURSI                       
8  

BPP          214,802  
 
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan 

putusan ini. 

Atau 

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-
adilnya (et aequo et bono). 

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS)  mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya 

yang diberi tanda PT-3.1 sampai dengan PT-3.2386 dan disahkan dalam 

persidangan tanggal  2 Juni 2014  sebagai berikut.  

1 PT-3.1 Model DC-1 DPRRI Sumsel 1 - 
2 PT-3.2 Model DB-1 DPRRI Palembang - 
3 PT-3.3 Model DB-1 DPRRI Banyuasin - 
4 PT-3.4 Model DB-1 DPRRI Musi Rawas - 

   
 1 ULU  

5 PT-3.5 Model C-1 DPRRI TPS 01 - 1 Ulu 
6 PT-3.6 Model C-1 DPRRI TPS 02 - 1 Ulu 
7 PT-3.7 Model C-1 DPRRI TPS 03 - 1 Ulu 
8 PT-3.8 Model C-1 DPRRI TPS 04 - 1 Ulu 
9 PT-3.9 Model C-1 DPRRI TPS 05 - 1 Ulu 

10 PT-3.10 Model C-1 DPRRI TPS 06 - 1 Ulu 
11 PT-3.11 Model C-1 DPRRI TPS 07  - 1 Ulu 
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12 PT-3.12 Model C-1 DPRRI TPS 08 - 1 Ulu 
13 PT-3.13 Model C-1 DPRRI TPS 09 - 1 Ulu 
14 PT-3.14 Model C-1 DPRRI TPS 10 - 1 Ulu 
15 PT-3.15 Model C-1 DPRRI TPS 11 - 1 Ulu 
16 PT-3.16 Model C-1 DPRRI TPS 12 - 1 Ulu 
17 PT-3.17 Model C-1 DPRRI TPS 13 - 1 Ulu 
18 PT-3.18 Model C-1 DPRRI TPS 14 - 1 Ulu 
19 PT-3.19 Model C-1 DPRRI TPS 15 - 1 Ulu 
20 PT-3.20 Model C-1 DPRRI TPS 16 - 1 Ulu 
21 PT-3.21 Model C-1 DPRRI TPS 17 - 1 Ulu 
22 PT-3.22 Model C-1 DPRRI TPS 18 - 1 Ulu 
23 PT-3.23 Model C-1 DPRRI TPS 19 - 1 Ulu 
24 PT-3.24 Model C-1 DPRRI TPS 20 - 1 Ulu 
25 PT-3.25 Model C-1 DPRRI TPS 21 - 1 Ulu 
26 PT-3.26 Model C-1 DPRRI TPS 22 - 1 Ulu 
27 PT-3.27 Model C-1 DPRRI TPS 23 - 1 Ulu 
28 PT-3.28 Model C-1 DPRRI TPS 24 - 1 Ulu 
29 PT-3.29 Model C-1 DPRRI TPS 25 - 1 Ulu 
30 PT-3.30 Model C-1 DPRRI TPS 26 - 1 Ulu 
31 PT-3.31 Model C-1 DPRRI TPS 27 - 1 Ulu 
32 PT-3.32 Model C-1 DPRRI TPS 28 - 1 Ulu 
33 PT-3.33 Model C-1 DPRRI TPS 29 - 1 Ulu 

   
  2 ULU  

34 PT-3.34 Model C-1 DPRRI TPS 01 - 2 Ulu 
35 PT-3.35 Model C-1 DPRRI TPS 02 - 2 Ulu 
36 PT-3.36 Model C-1 DPRRI TPS 03 - 2 Ulu 
37 PT-3.37 Model C-1 DPRRI TPS 04 - 2 Ulu 
38 PT-3.38 Model C-1 DPRRI TPS 05 - 2 Ulu 
39 PT-3.39 Model C-1 DPRRI TPS 06 - 2 Ulu 
40 PT-3.40 Model C-1 DPRRI TPS 07 - 2 Ulu 
41 PT-3.41 Model C-1 DPRRI TPS 08 - 2 Ulu 
42 PT-3.42 Model C-1 DPRRI TPS 09 - 2 Ulu 
43 PT-3.43 Model C-1 DPRRI TPS 10 - 2 Ulu 
44 PT-3.44 Model C-1 DPRRI TPS 11 - 2 Ulu 
45 PT-3.45 Model C-1 DPRRI TPS 12 - 2 Ulu 
46 PT-3.46 Model C-1 DPRRI TPS 13 - 2 Ulu 
47 PT-3.47 Model C-1 DPRRI TPS 14 - 2 Ulu 
48 PT-3.48 Model C-1 DPRRI TPS 15 - 2 Ulu 
49 PT-3.49 Model C-1 DPRRI TPS 16 - 2 Ulu 
50 PT-3.50 Model C-1 DPRRI TPS 17 - 2 Ulu 
51 PT-3.51 Model C-1 DPRRI TPS 18 - 2 Ulu 
52 PT-3.52 Model C-1 DPRRI TPS 19 - 2 Ulu 

   
  3/4 ULU  

53 PT-3.53 Model C-1 DPRRI TPS 01 - 3/4 Ulu 
54 PT-3.54 Model C-1 DPRRI TPS 02 - 3/4 Ulu 
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55 PT-3.55 Model C-1 DPRRI TPS 03 - 3/4 Ulu 
56 PT-3.56 Model C-1 DPRRI TPS 04 - 3/4 Ulu 
57 PT-3.57 Model C-1 DPRRI TPS 05 - 3/4 Ulu 
58 PT-3.58 Model C-1 DPRRI TPS 06 - 3/4 Ulu 
59 PT-3.59 Model C-1 DPRRI TPS 07 - 3/4 Ulu 
60 PT-3.60 Model C-1 DPRRI TPS 08 - 3/4 Ulu 
61 PT-3.61 Model C-1 DPRRI TPS 09 - 3/4 Ulu 
62 PT-3.62 Model C-1 DPRRI TPS 10 - 3/4 Ulu 
63 PT-3.63 Model C-1 DPRRI TPS 11 - 3/4 Ulu 
64 PT-3.64 Model C-1 DPRRI TPS 12 - 3/4 Ulu 
65 PT-3.65 Model C-1 DPRRI TPS 13 - 3/4 Ulu 
66 PT-3.66 Model C-1 DPRRI TPS 14 - 3/4 Ulu 
67 PT-3.67 Model C-1 DPRRI TPS 15 - 3/4 Ulu 
68 PT-3.68 Model C-1 DPRRI TPS 16 - 3/4 Ulu 
69 PT-3.69 Model C-1 DPRRI TPS 17 - 3/4 Ulu 
70 PT-3.70 Model C-1 DPRRI TPS 18 - 3/4 Ulu 
71 PT-3.71 Model C-1 DPRRI TPS 19 - 3/4 Ulu 
72 PT-3.72 Model C-1 DPRRI TPS 20 - 3/4 Ulu 
73 PT-3.73 Model C-1 DPRRI TPS 21 - 3/4 Ulu 
74 PT-3.74 Model C-1 DPRRI TPS 22 - 3/4 Ulu 
75 PT-3.75 Model C-1 DPRRI TPS 23 - 3/4 Ulu 
76 PT-3.76 Model C-1 DPRRI TPS 24 - 3/4 Ulu 
77 PT-3.77 Model C-1 DPRRI TPS 25 - 3/4 Ulu 
78 PT-3.78 Model C-1 DPRRI TPS 26 - 3/4 Ulu 
79 PT-3.79 Model C-1 DPRRI TPS 27 - 3/4 Ulu 
80 PT-3.80 Model C-1 DPRRI TPS 28 - 3/4 Ulu 
81 PT-3.81 Model C-1 DPRRI TPS 29 - 3/4 Ulu 
82 PT-3.82 Model C-1 DPRRI TPS 30 - 3/4 Ulu 
83 PT-3.83 Model C-1 DPRRI TPS 31 - 3/4 Ulu 
84 PT-3.84 Model C-1 DPRRI TPS 32 - 3/4 Ulu 
85 PT-3.85 Model C-1 DPRRI TPS 33 - 3/4 Ulu 
86 PT-3.86 Model C-1 DPRRI TPS 34 - 3/4 Ulu 
87 PT-3.87 Model C-1 DPRRI TPS 35 - 3/4 Ulu 
88 PT-3.88 Model C-1 DPRRI TPS 36 - 3/4 Ulu 
89 PT-3.89 Model C-1 DPRRI TPS 37 - 3/4 Ulu 
90 PT-3.90 Model C-1 DPRRI TPS 38 - 3/4 Ulu 
91 PT-3.91 Model C-1 DPRRI TPS 39 - 3/4 Ulu 
92 PT-3.92 Model C-1 DPRRI TPS 40 - 3/4 Ulu 
93 PT-3.93 Model C-1 DPRRI TPS 41 - 3/4 Ulu 
94 PT-3.94 Model C-1 DPRRI TPS 42 - 3/4 Ulu 
95 PT-3.95 Model C-1 DPRRI TPS 43 - 3/4 Ulu 
96 PT-3.96 Model C-1 DPRRI TPS 44 - 3/4 Ulu 
97 PT-3.97 Model C-1 DPRRI TPS 45 - 3/4 Ulu 
98 PT-3.98 Model C-1 DPRRI TPS 46 - 3/4 Ulu 
99 PT-3.99 Model C-1 DPRRI TPS 47 - 3/4 Ulu 

   
  5 Ulu  
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100 PT-3.100 Model C-1 DPRRI TPS 01 - 5 Ulu 
101 PT-3.101 Model C-1 DPRRI TPS 02 - 5 Ulu 
102 PT-3.102 Model C-1 DPRRI TPS 03 - 5 Ulu 
103 PT-3.103 Model C-1 DPRRI TPS 04 - 5 Ulu 
104 PT-3.104 Model C-1 DPRRI TPS 05 - 5 Ulu 
105 PT-3.105 Model C-1 DPRRI TPS 06 - 5 Ulu 
106 PT-3.106 Model C-1 DPRRI TPS 07 - 5 Ulu 
107 PT-3.107 Model C-1 DPRRI TPS 08 - 5 Ulu 
108 PT-3.108 Model C-1 DPRRI TPS 09 - 5 Ulu 
109 PT-3.109 Model C-1 DPRRI TPS 10 - 5 Ulu 
110 PT-3.110 Model C-1 DPRRI TPS 11 - 5 Ulu 
111 PT-3.111 Model C-1 DPRRI TPS 12 - 5 Ulu 
112 PT-3.112 Model C-1 DPRRI TPS 13 - 5 Ulu 
113 PT-3.113 Model C-1 DPRRI TPS 14 - 5 Ulu 
114 PT-3.114 Model C-1 DPRRI TPS 15 - 5 Ulu 
115 PT-3.115 Model C-1 DPRRI TPS 16 - 5 Ulu 
116 PT-3.116 Model C-1 DPRRI TPS 17 - 5 Ulu 
117 PT-3.117 Model C-1 DPRRI TPS 18 - 5 Ulu 
118 PT-3.118 Model C-1 DPRRI TPS 19 - 5 Ulu 
119 PT-3.119 Model C-1 DPRRI TPS 20 - 5 Ulu 
120 PT-3.120 Model C-1 DPRRI TPS 21 - 5 Ulu 
121 PT-3.121 Model C-1 DPRRI TPS 22 - 5 Ulu 
122 PT-3.122 Model C-1 DPRRI TPS 23 - 5 Ulu 
123 PT-3.123 Model C-1 DPRRI TPS 24 - 5 Ulu 
124 PT-3.124 Model C-1 DPRRI TPS 25 - 5 Ulu 
125 PT-3.125 Model C-1 DPRRI TPS 26 - 5 Ulu 
126 PT-3.126 Model C-1 DPRRI TPS 27 - 5 Ulu 
127 PT-3.127 Model C-1 DPRRI TPS 28 - 5 Ulu 
128 PT-3.128 Model C-1 DPRRI TPS 29 - 5 Ulu 
129 PT-3.129 Model C-1 DPRRI TPS 30 - 5 Ulu 
130 PT-3.130 Model C-1 DPRRI TPS 31 - 5 Ulu 
131 PT-3.131 Model C-1 DPRRI TPS 32 - 5 Ulu 
132 PT-3.132 Model C-1 DPRRI TPS 33 - 5 Ulu 
133 PT-3.133 Model C-1 DPRRI TPS 34 - 5 Ulu 
134 PT-3.134 Model C-1 DPRRI TPS 35 - 5 Ulu 
135 PT-3.135 Model C-1 DPRRI TPS 36 - 5 Ulu 
136 PT-3.136 Model C-1 DPRRI TPS 37 - 5 Ulu 
137 PT-3.137 Model C-1 DPRRI TPS 38 - 5 Ulu 
138 PT-3.138 Model C-1 DPRRI TPS 39 - 5 Ulu 
139 PT-3.139 Model C-1 DPRRI TPS 40 - 5 Ulu 
140 PT-3.140 Model C-1 DPRRI TPS 41 - 5 Ulu 
141 PT-3.141 Model C-1 DPRRI TPS 42 - 5 Ulu 
142 PT-3.142 Model C-1 DPRRI TPS 43 - 5 Ulu 
143 PT-3.143 Model C-1 DPRRI TPS 44 - 5 Ulu 
144 PT-3.144 Model C-1 DPRRI TPS 45 - 5 Ulu 
145 PT-3.145 Model C-1 DPRRI TPS 46 - 5 Ulu 
146 PT-3.146 Model C-1 DPRRI TPS 47 - 5 Ulu 
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147 PT-3.147 Model C-1 DPRRI TPS 48 - 5 Ulu 
148 PT-3.148 Model C-1 DPRRI TPS 49 - 5 Ulu 
149 PT-3.149 Model C-1 DPRRI TPS 50 - 5 Ulu 
150 PT-3.150 Model C-1 DPRRI TPS 51 - 5 Ulu 
151 PT-3.151 Model C-1 DPRRI TPS 52 - 5 Ulu 
152 PT-3.152 Model C-1 DPRRI TPS 53 - 5 Ulu 
153 PT-3.153 Model C-1 DPRRI TPS 54 - 5 Ulu 
154 PT-3.154 Model C-1 DPRRI TPS 55 - 5 Ulu 
155 PT-3.155 Model C-1 DPRRI TPS 56 - 5 Ulu 
156 PT-3.156 Model C-1 DPRRI TPS 57 - 5 Ulu 
157 PT-3.157 Model C-1 DPRRI TPS 58 - 5 Ulu 

   
  7 ULU  

158 PT-3.158 Model C-1 DPRRI TPS 01 - 7 Ulu 
159 PT-3.159 Model C-1 DPRRI TPS 02 - 7 Ulu 
160 PT-3.160 Model C-1 DPRRI TPS 03 - 7 Ulu 
161 PT-3.161 Model C-1 DPRRI TPS 04 - 7 Ulu 
162 PT-3.162 Model C-1 DPRRI TPS 05 - 7 Ulu 
163 PT-3.163 Model C-1 DPRRI TPS 06 - 7 Ulu 
164 PT-3.164 Model C-1 DPRRI TPS 07 - 7 Ulu 
165 PT-3.165 Model C-1 DPRRI TPS 08 - 7 Ulu 
166 PT-3.166 Model C-1 DPRRI TPS 09 - 7 Ulu 
167 PT-3.167 Model C-1 DPRRI TPS 10 - 7 Ulu 
168 PT-3.168 Model C-1 DPRRI TPS 11 - 7 Ulu 
169 PT-3.169 Model C-1 DPRRI TPS 12 - 7 Ulu 
170 PT-3.170 Model C-1 DPRRI TPS 13 - 7 Ulu 
171 PT-3.171 Model C-1 DPRRI TPS 14 - 7 Ulu 
172 PT-3.172 Model C-1 DPRRI TPS 15 - 7 Ulu 
173 PT-3.173 Model C-1 DPRRI TPS 16 - 7 Ulu 
174 PT-3.174 Model C-1 DPRRI TPS 17 - 7 Ulu 
175 PT-3.175 Model C-1 DPRRI TPS 18 - 7 Ulu 
176 PT-3.176 Model C-1 DPRRI TPS 19 - 7 Ulu 
177 PT-3.177 Model C-1 DPRRI TPS 20 - 7 Ulu 
178 PT-3.178 Model C-1 DPRRI TPS 21 - 7 Ulu 
179 PT-3.179 Model C-1 DPRRI TPS 22 - 7 Ulu 
180 PT-3.180 Model C-1 DPRRI TPS 23 - 7 Ulu 
181 PT-3.181 Model C-1 DPRRI TPS 24 - 7 Ulu 
182 PT-3.182 Model C-1 DPRRI TPS 25 - 7 Ulu 
183 PT-3.183 Model C-1 DPRRI TPS 26 - 7 Ulu 
184 PT-3.184 Model C-1 DPRRI TPS 27 - 7 Ulu 
185 PT-3.185 Model C-1 DPRRI TPS 28 - 7 Ulu 
186 PT-3.186 Model C-1 DPRRI TPS 29 - 7 Ulu 
187 PT-3.187 Model C-1 DPRRI TPS 30 - 7 Ulu 
188 PT-3.188 Model C-1 DPRRI TPS 31 - 7 Ulu 
189 PT-3.189 Model C-1 DPRRI TPS 32 - 7 Ulu 
190 PT-3.190 Model C-1 DPRRI TPS 33 - 7 Ulu 
191 PT-3.191 Model C-1 DPRRI TPS 34 - 7 Ulu 
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192 PT-3.192 Model C-1 DPRRI TPS 35 - 7 Ulu 
193 PT-3.193 Model C-1 DPRRI TPS 36 - 7 Ulu 
194 PT-3.194 Model C-1 DPRRI TPS 37 - 7 Ulu 
195 PT-3.195 Model C-1 DPRRI TPS 38 - 7 Ulu 
196 PT-3.196 Model C-1 DPRRI TPS 39 - 7 Ulu 
197 PT-3.197 Model C-1 DPRRI TPS 40 - 7 Ulu 
198 PT-3.198 Model C-1 DPRRI TPS 41 - 7 Ulu 
199 PT-3.199 Model C-1 DPRRI TPS 42 - 7 Ulu 

   
  8 ULU  

200 PT-3.200 Model C-1 DPRRI TPS 01 - 8 Ulu 
201 PT-3.201 Model C-1 DPRRI TPS 02 - 8 Ulu 
202 PT-3.202 Model C-1 DPRRI TPS 03 - 8 Ulu 
203 PT-3.203 Model C-1 DPRRI TPS 04 - 8 Ulu 
204 PT-3.204 Model C-1 DPRRI TPS 05 - 8 Ulu 
205 PT-3.205 Model C-1 DPRRI TPS 06 - 8 Ulu 
206 PT-3.206 Model C-1 DPRRI TPS 07 - 8 Ulu 
207 PT-3.207 Model C-1 DPRRI TPS 08 - 8 Ulu 
208 PT-3.208 Model C-1 DPRRI TPS 09 - 8 Ulu 
209 PT-3.209 Model C-1 DPRRI TPS 10 - 8 Ulu 
210 PT-3.210 Model C-1 DPRRI TPS 11 - 8 Ulu 
211 PT-3.211 Model C-1 DPRRI TPS 12 - 8 Ulu 
212 PT-3.212 Model C-1 DPRRI TPS 13 - 8 Ulu 
213 PT-3.213 Model C-1 DPRRI TPS 14 - 8 Ulu 
214 PT-3.214 Model C-1 DPRRI TPS 15 - 8 Ulu 
215 PT-3.215 Model C-1 DPRRI TPS 16 - 8 Ulu 
216 PT-3.216 Model C-1 DPRRI TPS 17 - 8 Ulu 
217 PT-3.217 Model C-1 DPRRI TPS 18 - 8 Ulu 
218 PT-3.218 Model C-1 DPRRI TPS 19 - 8 Ulu 
219 PT-3.219 Model C-1 DPRRI TPS 20 - 8 Ulu 
220 PT-3.220 Model C-1 DPRRI TPS 21 - 8 Ulu 
221 PT-3.221 Model C-1 DPRRI TPS 22 - 8 Ulu 
222 PT-3.222 Model C-1 DPRRI TPS 23 - 8 Ulu 

   
  9 ULU  

223 PT-3.223 Model C-1 DPRRI TPS 01 - 9/10 Ulu 
224 PT-3.224 Model C-1 DPRRI TPS 02 - 9/10 Ulu 
225 PT-3.225 Model C-1 DPRRI TPS 03 - 9/10 Ulu 
226 PT-3.226 Model C-1 DPRRI TPS 04 - 9/10 Ulu 
227 PT-3.227 Model C-1 DPRRI TPS 05 - 9/10 Ulu 
228 PT-3.228 Model C-1 DPRRI TPS 06 - 9/10 Ulu 
229 PT-3.229 Model C-1 DPRRI TPS 07 - 9/10 Ulu 
230 PT-3.230 Model C-1 DPRRI TPS 08 - 9/10 Ulu 
231 PT-3.231 Model C-1 DPRRI TPS 09 - 9/10 Ulu 
232 PT-3.232 Model C-1 DPRRI TPS 10 - 9/10 Ulu 
233 PT-3.233 Model C-1 DPRRI TPS 11 - 9/10 Ulu 
234 PT-3.234 Model C-1 DPRRI TPS 12 - 9/10 Ulu 
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235 PT-3.235 Model C-1 DPRRI TPS 13 - 9/10 Ulu 
236 PT-3.236 Model C-1 DPRRI TPS 14 - 9/10 Ulu 
237 PT-3.237 Model C-1 DPRRI TPS 15 - 9/10 Ulu 
238 PT-3.238 Model C-1 DPRRI TPS 16 - 9/10 Ulu 
239 PT-3.239 Model C-1 DPRRI TPS 17 - 9/10 Ulu 
240 PT-3.240 Model C-1 DPRRI TPS 18 - 9/10 Ulu 
241 PT-3.241 Model C-1 DPRRI TPS 19 - 9/10 Ulu 
242 PT-3.242 Model C-1 DPRRI TPS 20 - 9/10 Ulu 
243 PT-3.243 Model C-1 DPRRI TPS 21 - 9/10 Ulu 
244 PT-3.244 Model C-1 DPRRI TPS 22 - 9/10 Ulu 
245 PT-3.245 Model C-1 DPRRI TPS 23 - 9/10 Ulu 
246 PT-3.246 Model C-1 DPRRI TPS 24 - 9/10 Ulu 
247 PT-3.247 Model C-1 DPRRI TPS 25 - 9/10 Ulu 
248 PT-3.248 Model C-1 DPRRI TPS 26 - 9/10 Ulu 
249 PT-3.249 Model C-1 DPRRI TPS 27 - 9/10 Ulu 
250 PT-3.250 Model C-1 DPRRI TPS 28 - 9/10 Ulu 

   
  15 ULU  

251 PT-3.251 Model C-1 DPRRI TPS 01 - 15 Ulu 
252 PT-3.252 Model C-1 DPRRI TPS 02 - 15 Ulu 
253 PT-3.253 Model C-1 DPRRI TPS 03 - 15 Ulu 
254 PT-3.254 Model C-1 DPRRI TPS 04 - 15 Ulu 
255 PT-3.255 Model C-1 DPRRI TPS 05 - 15 Ulu 
256 PT-3.256 Model C-1 DPRRI TPS 06 - 15 Ulu 
257 PT-3.257 Model C-1 DPRRI TPS 07 - 15 Ulu 
258 PT-3.258 Model C-1 DPRRI TPS 08 - 15 Ulu 
259 PT-3.259 Model C-1 DPRRI TPS 09 - 15 Ulu 
260 PT-3.260 Model C-1 DPRRI TPS 10 - 15 Ulu 
261 PT-3.261 Model C-1 DPRRI TPS 11 - 15 Ulu 
262 PT-3.262 Model C-1 DPRRI TPS 12 - 15 Ulu 
263 PT-3.263 Model C-1 DPRRI TPS 13 - 15 Ulu 
264 PT-3.264 Model C-1 DPRRI TPS 14 - 15 Ulu 
265 PT-3.265 Model C-1 DPRRI TPS 15 - 15 Ulu 
266 PT-3.266 Model C-1 DPRRI TPS 16 - 15 Ulu 
267 PT-3.267 Model C-1 DPRRI TPS 17 - 15 Ulu 
268 PT-3.268 Model C-1 DPRRI TPS 18 - 15 Ulu 
269 PT-3.269 Model C-1 DPRRI TPS 19 - 15 Ulu 
270 PT-3.270 Model C-1 DPRRI TPS 20 - 15 Ulu 
271 PT-3.271 Model C-1 DPRRI TPS 21 - 15 Ulu 
272 PT-3.272 Model C-1 DPRRI TPS 22 - 15 Ulu 
273 PT-3.273 Model C-1 DPRRI TPS 23 - 15 Ulu 
274 PT-3.274 Model C-1 DPRRI TPS 24 - 15 Ulu 
275 PT-3.275 Model C-1 DPRRI TPS 25 - 15 Ulu 
276 PT-3.276 Model C-1 DPRRI TPS 26 - 15 Ulu 
277 PT-3.277 Model C-1 DPRRI TPS 27 - 15 Ulu 
278 PT-3.278 Model C-1 DPRRI TPS 28 - 15 Ulu 
279 PT-3.279 Model C-1 DPRRI TPS 29 - 15 Ulu 
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280 PT-3.280 Model C-1 DPRRI TPS 30 - 15 Ulu 
281 PT-3.281 Model C-1 DPRRI TPS 31 - 15 Ulu 
282 PT-3.282 Model C-1 DPRRI TPS 32 - 15 Ulu 
283 PT-3.283 Model C-1 DPRRI TPS 33 - 15 Ulu 
284 PT-3.284 Model C-1 DPRRI TPS 34 - 15 Ulu 
285 PT-3.285 Model C-1 DPRRI TPS 35 - 15 Ulu 
286 PT-3.286 Model C-1 DPRRI TPS 36 - 15 Ulu 
287 PT-3.287 Model C-1 DPRRI TPS 37 - 15 Ulu 
288 PT-3.288 Model C-1 DPRRI TPS 38 - 15 Ulu 
289 PT-3.289 Model C-1 DPRRI TPS 39 - 15 Ulu 
290 PT-3.290 Model C-1 DPRRI TPS 40 - 15 Ulu 
291 PT-3.291 Model C-1 DPRRI TPS 41 - 15 Ulu 
292 PT-3.292 Model C-1 DPRRI TPS 42 - 15 Ulu 
293 PT-3.293 Model C-1 DPRRI TPS 43 - 15 Ulu 
294 PT-3.294 Model C-1 DPRRI TPS 44 - 15 Ulu 
295 PT-3.295 Model C-1 DPRRI TPS 45 - 15 Ulu 
296 PT-3.296 Model C-1 DPRRI TPS 46 - 15 Ulu 
297 PT-3.297 Model C-1 DPRRI TPS 47 - 15 Ulu 
298 PT-3.298 Model C-1 DPRRI TPS 48 - 15 Ulu 
299 PT-3.299 Model C-1 DPRRI TPS 49 - 15 Ulu 
300 PT-3.300 Model C-1 DPRRI TPS 50 - 15 Ulu 
301 PT-3.301 Model C-1 DPRRI TPS 51 - 15 Ulu 
302 PT-3.302 Model C-1 DPRRI TPS 52 - 15 Ulu 

   
  SILABERANTI  

303 PT-3.303 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Silaberanti 
304 PT-3.304 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Silaberanti 
305 PT-3.305 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Silaberanti 
306 PT-3.306 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Silaberanti 
307 PT-3.307 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Silaberanti 
308 PT-3.308 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Silaberanti 
309 PT-3.309 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Silaberanti 
310 PT-3.310 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Silaberanti 
311 PT-3.311 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Silaberanti 
312 PT-3.312 Model C-1 DPRRI TPS 10 - Silaberanti 
313 PT-3.313 Model C-1 DPRRI TPS 11 - Silaberanti 
314 PT-3.314 Model C-1 DPRRI TPS 12 - Silaberanti 
315 PT-3.315 Model C-1 DPRRI TPS 13 - Silaberanti 
316 PT-3.316 Model C-1 DPRRI TPS 14 - Silaberanti 
317 PT-3.317 Model C-1 DPRRI TPS 15 - Silaberanti 
318 PT-3.318 Model C-1 DPRRI TPS 16 - Silaberanti 
319 PT-3.319 Model C-1 DPRRI TPS 17 - Silaberanti 
320 PT-3.320 Model C-1 DPRRI TPS 18 - Silaberanti 
321 PT-3.321 Model C-1 DPRRI TPS 19 - Silaberanti 
322 PT-3.322 Model C-1 DPRRI TPS 20 - Silaberanti 
323 PT-3.323 Model C-1 DPRRI TPS 21 - Silaberanti 
324 PT-3.324 Model C-1 DPRRI TPS 22 - Silaberanti 
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325 PT-3.325 Model C-1 DPRRI TPS 23 - Silaberanti 
326 PT-3.326 Model C-1 DPRRI TPS 24 - Silaberanti 
327 PT-3.327 Model C-1 DPRRI TPS 25 - Silaberanti 
328 PT-3.328 Model C-1 DPRRI TPS 26 - Silaberanti 
329 PT-3.329 Model C-1 DPRRI TPS 27 - Silaberanti 
330 PT-3.330 Model C-1 DPRRI TPS 28 - Silaberanti 
331 PT-3.331 Model C-1 DPRRI TPS 29 - Silaberanti 
332 PT-3.332 Model C-1 DPRRI TPS 30 - Silaberanti 
333 PT-3.333 Model C-1 DPRRI TPS 31 - Silaberanti 
334 PT-3.334 Model C-1 DPRRI TPS 32 - Silaberanti 
335 PT-3.335 Model C-1 DPRRI TPS 33 - Silaberanti 
336 PT-3.336 Model C-1 DPRRI TPS 34 - Silaberanti 
337 PT-3.337 Model C-1 DPRRI TPS 35 - Silaberanti 
338 PT-3.338 Model C-1 DPRRI TPS 36 - Silaberanti 
339 PT-3.339 Model C-1 DPRRI TPS 37 - Silaberanti 

   
  TUAN KENTANG  

340 PT-3.340 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Tuan Kentang 
341 PT-3.341 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Tuan Kentang 
342 PT-3.342 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Tuan Kentang 
343 PT-3.343 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Tuan Kentang 
344 PT-3.344 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Tuan Kentang 
345 PT-3.345 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Tuan Kentang 
346 PT-3.346 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Tuan Kentang 
347 PT-3.347 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Tuan Kentang 
348 PT-3.348 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Tuan Kentang 
349 PT-3.349 Model C-1 DPRRI TPS 10 - Tuan Kentang 
350 PT-3.350 Model C-1 DPRRI TPS 11 - Tuan Kentang 
351 PT-3.351 Model C-1 DPRRI TPS 12 - Tuan Kentang 
352 PT-3.352 Model C-1 DPRRI TPS 13 - Tuan Kentang 
353 PT-3.353 Model C-1 DPRRI TPS 14 - Tuan Kentang 
354 PT-3.354 Model C-1 DPRRI TPS 15 - Tuan Kentang 
355 PT-3.355 Model C-1 DPRRI TPS 16 - Tuan Kentang 
356 PT-3.356 Model C-1 DPRRI TPS 17 - Tuan Kentang 
357 PT-3.357 Model C-1 DPRRI TPS 18 - Tuan Kentang 
358 PT-3.358 Model C-1 DPRRI TPS 19 - Tuan Kentang 
359 PT-3.359 Model C-1 DPRRI TPS 20 - Tuan Kentang 
360 PT-3.360 Model C-1 DPRRI TPS 21 - Tuan Kentang 
361 PT-3.361 Model C-1 DPRRI TPS 22 - Tuan Kentang 
362 PT-3.362 Model C-1 DPRRI TPS 23 - Tuan Kentang 
363 PT-3.363 Model C-1 DPRRI TPS 24 - Tuan Kentang 
364 PT-3.364 Model C-1 DPRRI TPS 25 - Tuan Kentang 
365 PT-3.365 Model C-1 DPRRI TPS 26 - Tuan Kentang 
366 PT-3.366 Model C-1 DPRRI TPS 27 - Tuan Kentang 
367 PT-3.367 Model C-1 DPRRI TPS 28 - Tuan Kentang 
368 PT-3.368 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Komperta 
369 PT-3.369 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Komperta 
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370 PT-3.370 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Komperta 
371 PT-3.371 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Komperta 
372 PT-3.372 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Komperta 
373 PT-3.373 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Komperta 
374 PT-3.374 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Komperta 

   
 PLAJU DARAT  

375 PT-3.375 Model C-1 DPRRI TPS 01 - PLAJU DARAT 
376 PT-3.376 Model C-1 DPRRI TPS 02 - PLAJU DARAT 
377 PT-3.377 Model C-1 DPRRI TPS 03 - PLAJU DARAT 
378 PT-3.378 Model C-1 DPRRI TPS 04 - PLAJU DARAT 
379 PT-3.379 Model C-1 DPRRI TPS 05 - PLAJU DARAT 
380 PT-3.380 Model C-1 DPRRI TPS 06 - PLAJU DARAT 
381 PT-3.381 Model C-1 DPRRI TPS 07 - PLAJU DARAT 
382 PT-3.382 Model C-1 DPRRI TPS 08 - PLAJU DARAT 
383 PT-3.383 Model C-1 DPRRI TPS 09 - PLAJU DARAT 
384 PT-3.384 Model C-1 DPRRI TPS 10 - PLAJU DARAT 
385 PT-3.385 Model C-1 DPRRI TPS 11 - PLAJU DARAT 
386 PT-3.386 Model C-1 DPRRI TPS 12 - PLAJU DARAT 
387 PT-3.387 Model C-1 DPRRI TPS 13 - PLAJU DARAT 
388 PT-3.388 Model C-1 DPRRI TPS 14 - PLAJU DARAT 
389 PT-3.389 Model C-1 DPRRI TPS 15 - PLAJU DARAT 
390 PT-3.390 Model C-1 DPRRI TPS 16 - PLAJU DARAT 
391 PT-3.391 Model C-1 DPRRI TPS 17 - PLAJU DARAT 
392 PT-3.392 Model C-1 DPRRI TPS 18 - PLAJU DARAT 
393 PT-3.393 Model C-1 DPRRI TPS 19 - PLAJU DARAT 
394 PT-3.394 Model C-1 DPRRI TPS 20 - PLAJU DARAT 
395 PT-3.395 Model C-1 DPRRI TPS 21 - PLAJU DARAT 
396 PT-3.396 Model C-1 DPRRI TPS 22 - PLAJU DARAT 
397 PT-3.397 Model C-1 DPRRI TPS 23 - PLAJU DARAT 
398 PT-3.398 Model C-1 DPRRI TPS 24 - PLAJU DARAT 
399 PT-3.399 Model C-1 DPRRI TPS 25 - PLAJU DARAT 
400 PT-3.400 Model C-1 DPRRI TPS 26 - PLAJU DARAT 
401 PT-3.401 Model C-1 DPRRI TPS 27 - PLAJU DARAT 
402 PT-3.402 Model C-1 DPRRI TPS 28 - PLAJU DARAT 
403 PT-3.403 Model C-1 DPRRI TPS 29 - PLAJU DARAT 

   
 PLAJU ILIR  

404 PT-3.404 Model C-1 DPRRI TPS 01 - PLAJU ILIR 
405 PT-3.405 Model C-1 DPRRI TPS 02 - PLAJU ILIR 
406 PT-3.406 Model C-1 DPRRI TPS 03 - PLAJU ILIR 
407 PT-3.407 Model C-1 DPRRI TPS 04 - PLAJU ILIR 
408 PT-3.408 Model C-1 DPRRI TPS 05 - PLAJU ILIR 
409 PT-3.409 Model C-1 DPRRI TPS 06 - PLAJU ILIR 
410 PT-3.410 Model C-1 DPRRI TPS 07 - PLAJU ILIR 
411 PT-3.411 Model C-1 DPRRI TPS 08 - PLAJU ILIR 
412 PT-3.412 Model C-1 DPRRI TPS 09 - PLAJU ILIR 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

268 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

413 PT-3.413 Model C-1 DPRRI TPS 10 - PLAJU ILIR 
414 PT-3.414 Model C-1 DPRRI TPS 11 - PLAJU ILIR 
415 PT-3.415 Model C-1 DPRRI TPS 12 - PLAJU ILIR 
416 PT-3.416 Model C-1 DPRRI TPS 13 - PLAJU ILIR 
417 PT-3.417 Model C-1 DPRRI TPS 14 - PLAJU ILIR 
418 PT-3.418 Model C-1 DPRRI TPS 15 - PLAJU ILIR 
419 PT-3.419 Model C-1 DPRRI TPS 16 - PLAJU ILIR 
420 PT-3.420 Model C-1 DPRRI TPS 17 - PLAJU ILIR 
421 PT-3.421 Model C-1 DPRRI TPS 18 - PLAJU ILIR 
422 PT-3.422 Model C-1 DPRRI TPS 19 - PLAJU ILIR 
423 PT-3.423 Model C-1 DPRRI TPS 20 - PLAJU ILIR 
424 PT-3.424 Model C-1 DPRRI TPS 21 - PLAJU ILIR 
425 PT-3.425 Model C-1 DPRRI TPS 22 - PLAJU ILIR 
426 PT-3.426 Model C-1 DPRRI TPS 23 - PLAJU ILIR 
427 PT-3.427 Model C-1 DPRRI TPS 24 - PLAJU ILIR 
428 PT-3.428 Model C-1 DPRRI TPS 25 - PLAJU ILIR 
429 PT-3.429 Model C-1 DPRRI TPS 26 - PLAJU ILIR 
430 PT-3.430 Model C-1 DPRRI TPS 27 - PLAJU ILIR 
431 PT-3.431 Model C-1 DPRRI TPS 28 - PLAJU ILIR 
432 PT-3.432 Model C-1 DPRRI TPS 29 - PLAJU ILIR 
433 PT-3.433 Model C-1 DPRRI TPS 30 - PLAJU ILIR 
434 PT-3.434 Model C-1 DPRRI TPS 31 - PLAJU ILIR 
435 PT-3.435 Model C-1 DPRRI TPS 32 - PLAJU ILIR 

   
 TALANG PUTRI  

436 PT-3.436 Model C-1 DPRRI TPS 01 - TALANG PUTRI 
437 PT-3.437 Model C-1 DPRRI TPS 02 - TALANG PUTRI 
438 PT-3.438 Model C-1 DPRRI TPS 03 - TALANG PUTRI 
439 PT-3.439 Model C-1 DPRRI TPS 04 - TALANG PUTRI 
440 PT-3.440 Model C-1 DPRRI TPS 05 - TALANG PUTRI 
441 PT-3.441 Model C-1 DPRRI TPS 06 - TALANG PUTRI 
442 PT-3.442 Model C-1 DPRRI TPS 07 - TALANG PUTRI 
443 PT-3.443 Model C-1 DPRRI TPS 08 - TALANG PUTRI 
444 PT-3.444 Model C-1 DPRRI TPS 09 - TALANG PUTRI 
445 PT-3.445 Model C-1 DPRRI TPS 10 - TALANG PUTRI 
446 PT-3.446 Model C-1 DPRRI TPS 11 - TALANG PUTRI 
447 PT-3.447 Model C-1 DPRRI TPS 12 - TALANG PUTRI 
448 PT-3.448 Model C-1 DPRRI TPS 13 - TALANG PUTRI 
449 PT-3.449 Model C-1 DPRRI TPS 14 - TALANG PUTRI 
450 PT-3.450 Model C-1 DPRRI TPS 15 - TALANG PUTRI 
451 PT-3.451 Model C-1 DPRRI TPS 16 - TALANG PUTRI 
452 PT-3.452 Model C-1 DPRRI TPS 17 - TALANG PUTRI 
453 PT-3.453 Model C-1 DPRRI TPS 18 - TALANG PUTRI 
454 PT-3.454 Model C-1 DPRRI TPS 19 - TALANG PUTRI 
455 PT-3.455 Model C-1 DPRRI TPS 20 - TALANG PUTRI 
456 PT-3.456 Model C-1 DPRRI TPS 21 - TALANG PUTRI 
457 PT-3.457 Model C-1 DPRRI TPS 22 - TALANG PUTRI 
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458 PT-3.458 Model C-1 DPRRI TPS 23 - TALANG PUTRI 
459 PT-3.459 Model C-1 DPRRI TPS 24 - TALANG PUTRI 
460 PT-3.460 Model C-1 DPRRI TPS 25 - TALANG PUTRI 
461 PT-3.461 Model C-1 DPRRI TPS 26 - TALANG PUTRI 
462 PT-3.462 Model C-1 DPRRI TPS 27 - TALANG PUTRI 
463 PT-3.463 Model C-1 DPRRI TPS 28 - TALANG PUTRI 
464 PT-3.464 Model C-1 DPRRI TPS 29 - TALANG PUTRI 
465 PT-3.465 Model C-1 DPRRI TPS 30 - TALANG PUTRI 
466 PT-3.466 Model C-1 DPRRI TPS 31 - TALANG PUTRI 
467 PT-3.467 Model C-1 DPRRI TPS 32 - TALANG PUTRI 
468 PT-3.468 Model C-1 DPRRI TPS 33 - TALANG PUTRI 
469 PT-3.469 Model C-1 DPRRI TPS 34 - TALANG PUTRI 
470 PT-3.470 Model C-1 DPRRI TPS 35 - TALANG PUTRI 

   
 TALANG BUBUK  

471 PT-3.471 Model C-1 DPRRI TPS 01 - TALANG BUBUK 
472 PT-3.472 Model C-1 DPRRI TPS 02 - TALANG BUBUK 
473 PT-3.473 Model C-1 DPRRI TPS 03 - TALANG BUBUK 
474 PT-3.474 Model C-1 DPRRI TPS 04 - TALANG BUBUK 
475 PT-3.475 Model C-1 DPRRI TPS 05 - TALANG BUBUK 
476 PT-3.476 Model C-1 DPRRI TPS 06 - TALANG BUBUK 
477 PT-3.477 Model C-1 DPRRI TPS 07 - TALANG BUBUK 
478 PT-3.478 Model C-1 DPRRI TPS 08 - TALANG BUBUK 
479 PT-3.479 Model C-1 DPRRI TPS 09 - TALANG BUBUK 
480 PT-3.480 Model C-1 DPRRI TPS 10 - TALANG BUBUK 
481 PT-3.481 Model C-1 DPRRI TPS 11 - TALANG BUBUK 
482 PT-3.482 Model C-1 DPRRI TPS 12 - TALANG BUBUK 
483 PT-3.483 Model C-1 DPRRI TPS 13 - TALANG BUBUK 
484 PT-3.484 Model C-1 DPRRI TPS 14 - TALANG BUBUK 
485 PT-3.485 Model C-1 DPRRI TPS 15 - TALANG BUBUK 
486 PT-3.486 Model C-1 DPRRI TPS 16 - TALANG BUBUK 
487 PT-3.487 Model C-1 DPRRI TPS 17 - TALANG BUBUK 
488 PT-3.488 Model C-1 DPRRI TPS 18 - TALANG BUBUK 

   
 BAGUS KUNING  

489 PT-3.489 Model C-1 DPRRI TPS 01 - BAGUS KUNING 
490 PT-3.490 Model C-1 DPRRI TPS 02 - BAGUS KUNING 
491 PT-3.491 Model C-1 DPRRI TPS 03 - BAGUS KUNING 
492 PT-3.492 Model C-1 DPRRI TPS 04 - BAGUS KUNING 
493 PT-3.493 Model C-1 DPRRI TPS 05 - BAGUS KUNING 
494 PT-3.494 Model C-1 DPRRI TPS 06 - BAGUS KUNING 
495 PT-3.495 Model C-1 DPRRI TPS 07 - BAGUS KUNING 
496 PT-3.496 Model C-1 DPRRI TPS 08 - BAGUS KUNING 
497 PT-3.497 Model C-1 DPRRI TPS 09 - BAGUS KUNING 
498 PT-3.498 Model C-1 DPRRI TPS 10 - BAGUS KUNING 
499 PT-3.499 Model C-1 DPRRI TPS 11 - BAGUS KUNING 
500 PT-3.500 Model C-1 DPRRI TPS 12 - BAGUS KUNING 
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501 PT-3.501 Model C-1 DPRRI TPS 13 - BAGUS KUNING 
502 PT-3.502 Model C-1 DPRRI TPS 14 - BAGUS KUNING 
503 PT-3.503 Model C-1 DPRRI TPS 15 - BAGUS KUNING 
504 PT-3.504 Model C-1 DPRRI TPS 16 - BAGUS KUNING 
505 PT-3.505 Model C-1 DPRRI TPS 17 - BAGUS KUNING 
506 PT-3.506 Model C-1 DPRRI TPS 18 - BAGUS KUNING 
507 PT-3.507 Model C-1 DPRRI TPS 19 - BAGUS KUNING 
508 PT-3.508 Model C-1 DPRRI TPS 20 - BAGUS KUNING 
509 PT-3.509 Model C-1 DPRRI TPS 21 - BAGUS KUNING 
510 PT-3.510 Model C-1 DPRRI TPS 22 - BAGUS KUNING 
511 PT-3.511 Model C-1 DPRRI TPS 23 - BAGUS KUNING 
512 PT-3.512 Model C-1 DPRRI TPS 24 - BAGUS KUNING 
513 PT-3.513 Model C-1 DPRRI TPS 25 - BAGUS KUNING 
514 PT-3.514 Model C-1 DPRRI TPS 26 - BAGUS KUNING 

   
 PLAJU ULU  

515 PT-3.515 Model C-1 DPRRI TPS 01 - PLAJU ULU 
516 PT-3.516 Model C-1 DPRRI TPS 02 - PLAJU ULU 
517 PT-3.517 Model C-1 DPRRI TPS 03 - PLAJU ULU 
518 PT-3.518 Model C-1 DPRRI TPS 04 - PLAJU ULU 
519 PT-3.519 Model C-1 DPRRI TPS 05 - PLAJU ULU 
520 PT-3.520 Model C-1 DPRRI TPS 06 - PLAJU ULU 
521 PT-3.521 Model C-1 DPRRI TPS 07 - PLAJU ULU 
522 PT-3.522 Model C-1 DPRRI TPS 08 - PLAJU ULU 
523 PT-3.523 Model C-1 DPRRI TPS 09 - PLAJU ULU 
524 PT-3.524 Model C-1 DPRRI TPS 10 - PLAJU ULU 
525 PT-3.525 Model C-1 DPRRI TPS 11 - PLAJU ULU 
526 PT-3.526 Model C-1 DPRRI TPS 12 - PLAJU ULU 
527 PT-3.527 Model C-1 DPRRI TPS 13 - PLAJU ULU 
528 PT-3.528 Model C-1 DPRRI TPS 14 - PLAJU ULU 
529 PT-3.529 Model C-1 DPRRI TPS 15 - PLAJU ULU 
530 PT-3.530 Model C-1 DPRRI TPS 16 - PLAJU ULU 
531 PT-3.531 Model C-1 DPRRI TPS 17 - PLAJU ULU 
532 PT-3.532 Model C-1 DPRRI TPS 18 - PLAJU ULU 
533 PT-3.533 Model C-1 DPRRI TPS 19 - PLAJU ULU 
534 PT-3.534 Model C-1 DPRRI TPS 20 - PLAJU ULU 
535 PT-3.535 Model C-1 DPRRI TPS 21 - PLAJU ULU 
536 PT-3.536 Model C-1 DPRRI TPS 22 - PLAJU ULU 
537 PT-3.537 Model C-1 DPRRI TPS 23 - PLAJU ULU 
538 PT-3.538 Model C-1 DPRRI TPS 24 - PLAJU ULU 
539 PT-3.539 Model C-1 DPRRI TPS 25 - PLAJU ULU 
540 PT-3.540 Model C-1 DPRRI TPS 26 - PLAJU ULU 
541 PT-3.541 Model C-1 DPRRI TPS 27 - PLAJU ULU 
542 PT-3.542 Model C-1 DPRRI TPS 28 - PLAJU ULU 
543 PT-3.543 Model C-1 DPRRI TPS 29 - PLAJU ULU 
544 PT-3.544 Model C-1 DPRRI TPS 30 - PLAJU ULU 
545 PT-3.545 Model C-1 DPRRI TPS 31 - PLAJU ULU 
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546 PT-3.546 Model C-1 DPRRI TPS 32 - PLAJU ULU 
547 PT-3.547 Model C-1 DPRRI TPS 33 - PLAJU ULU 
548 PT-3.548 Model C-1 DPRRI TPS 34 - PLAJU ULU 
549 PT-3.549 Model C-1 DPRRI TPS 35 - PLAJU ULU 
550 PT-3.550 Model C-1 DPRRI TPS 36 - PLAJU ULU 
551 PT-3.551 Model C-1 DPRRI TPS 37 - PLAJU ULU 
552 PT-3.552 Model C-1 DPRRI TPS 38 - PLAJU ULU 
553 PT-3.553 Model C-1 DPRRI TPS 39 - PLAJU ULU 
554 PT-3.554 Model C-1 DPRRI TPS 40 - PLAJU ULU 
555 PT-3.555 Model C-1 DPRRI TPS 41 - PLAJU ULU 
556 PT-3.556 Model C-1 DPRRI TPS 42 - PLAJU ULU 
557 PT-3.557 Model C-1 DPRRI TPS 43 - PLAJU ULU 
558 PT-3.558 Model C-1 DPRRI TPS 44 - PLAJU ULU 
559 PT-3.559 Model C-1 DPRRI TPS 45 - PLAJU ULU 
560 PT-3.560 Model C-1 DPRRI TPS 46 - PLAJU ULU 
561 PT-3.561 Model C-1 DPRRI TPS 47 - PLAJU ULU 
562 PT-3.562 Model C-1 DPRRI TPS 48 - PLAJU ULU 
563 PT-3.563 Model C-1 DPRRI TPS 49 - PLAJU ULU 
564 PT-3.564 Model C-1 DPRRI TPS 50 - PLAJU ULU 
565 PT-3.565 Model C-1 DPRRI TPS 51 - PLAJU ULU 

11 ulu  
566 PT-3.566 Model C-1 DPRRI TPS 01 - 11 ULU 
567 PT-3.567 Model C-1 DPRRI TPS 02 - 11 ULU 
568 PT-3.568 Model C-1 DPRRI TPS 03 - 11 ULU 
569 PT-3.569 Model C-1 DPRRI TPS 04 - 11 ULU 
570 PT-3.570 Model C-1 DPRRI TPS 05 - 11 ULU 
571 PT-3.571 Model C-1 DPRRI TPS 06 - 11 ULU 
572 PT-3.572 Model C-1 DPRRI TPS 07 - 11 ULU 
573 PT-3.573 Model C-1 DPRRI TPS 08 - 11 ULU 
574 PT-3.574 Model C-1 DPRRI TPS 09 - 11 ULU 
575 PT-3.575 Model C-1 DPRRI TPS 10 - 11 ULU 
576 PT-3.576 Model C-1 DPRRI TPS 11 - 11 ULU 
577 PT-3.577 Model C-1 DPRRI TPS 12 - 11 ULU 
578 PT-3.578 Model C-1 DPRRI TPS 13 - 11 ULU 
579 PT-3.579 Model C-1 DPRRI TPS 14 - 11 ULU 
580 PT-3.580 Model C-1 DPRRI TPS 15 - 11 ULU 
581 PT-3.581 Model C-1 DPRRI TPS 16 - 11 ULU 
582 PT-3.582 Model C-1 DPRRI TPS 17 - 11 ULU 

   
 12 Ulu  

582 PT-3.583 Model C-1 DPRRI TPS 01 - 12 ULU 
583 PT-3.584 Model C-1 DPRRI TPS 02 - 12 ULU 
584 PT-3.585 Model C-1 DPRRI TPS 03 - 12 ULU 
585 PT-3.586 Model C-1 DPRRI TPS 04 - 12 ULU 
586 PT-3.587 Model C-1 DPRRI TPS 05 - 12 ULU 
587 PT-3.588 Model C-1 DPRRI TPS 06 - 12 ULU 
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588 PT-3.589 Model C-1 DPRRI TPS 07 - 12 ULU 
589 PT-3.590 Model C-1 DPRRI TPS 08 - 12 ULU 
590 PT-3.591 Model C-1 DPRRI TPS 09 - 12 ULU 
591 PT-3.592 Model C-1 DPRRI TPS 10 - 12 ULU 
592 PT-3.593 Model C-1 DPRRI TPS 11 - 12 ULU 
593 PT-3.594 Model C-1 DPRRI TPS 12 - 12 ULU 
594 PT-3.595 Model C-1 DPRRI TPS 13 - 12 ULU 

   
 13 ULU  

596 PT-3.596 Model C-1 DPRRI TPS 01 - 13 ULU 
597 PT-3.597 Model C-1 DPRRI TPS 02 - 13 ULU 
598 PT-3.598 Model C-1 DPRRI TPS 03 - 13 ULU 
599 PT-3.599 Model C-1 DPRRI TPS 04 - 13 ULU 
600 PT-3.600 Model C-1 DPRRI TPS 05 - 13 ULU 
601 PT-3.601 Model C-1 DPRRI TPS 06 - 13 ULU 
602 PT-3.602 Model C-1 DPRRI TPS 07 - 13 ULU 
603 PT-3.603 Model C-1 DPRRI TPS 08 - 13 ULU 
604 PT-3.604 Model C-1 DPRRI TPS 09 - 13 ULU 
605 PT-3.605 Model C-1 DPRRI TPS 10 - 13 ULU 
606 PT-3.606 Model C-1 DPRRI TPS 11 - 13 ULU 
607 PT-3.607 Model C-1 DPRRI TPS 12 - 13 ULU 
608 PT-3.608 Model C-1 DPRRI TPS 13 - 13 ULU 
609 PT-3.609 Model C-1 DPRRI TPS 14 - 13 ULU 
610 PT-3.610 Model C-1 DPRRI TPS 15 - 13 ULU 
611 PT-3.611 Model C-1 DPRRI TPS 16 - 13 ULU 
612 PT-3.612 Model C-1 DPRRI TPS 17 - 13 ULU 
613 PT-3.613 Model C-1 DPRRI TPS 18 - 13 ULU 
614 PT-3.614 Model C-1 DPRRI TPS 19 - 13 ULU 
615 PT-3.615 Model C-1 DPRRI TPS 20 - 13 ULU 
616 PT-3.616 Model C-1 DPRRI TPS 21 - 13 ULU 
617 PT-3.617 Model C-1 DPRRI TPS 22 - 13 ULU 
618 PT-3.618 Model C-1 DPRRI TPS 23 - 13 ULU 
619 PT-3.619 Model C-1 DPRRI TPS 24 - 13 ULU 
620 PT-3.620 Model C-1 DPRRI TPS 25 - 13 ULU 
621 PT-3.621 Model C-1 DPRRI TPS 26 - 13 ULU 

   
 14 ULU  

622 PT-3.622 Model C-1 DPRRI TPS 01 - 14 ULU 
623 PT-3.623 Model C-1 DPRRI TPS 02 - 14 ULU 
624 PT-3.624 Model C-1 DPRRI TPS 03 - 14 ULU 
625 PT-3.625 Model C-1 DPRRI TPS 04 - 14 ULU 
626 PT-3.626 Model C-1 DPRRI TPS 05 - 14 ULU 
627 PT-3.627 Model C-1 DPRRI TPS 06 - 14 ULU 
628 PT-3.628 Model C-1 DPRRI TPS 07 - 14 ULU 
629 PT-3.629 Model C-1 DPRRI TPS 08 - 14 ULU 
630 PT-3.630 Model C-1 DPRRI TPS 09 - 14 ULU 
631 PT-3.631 Model C-1 DPRRI TPS 10 - 14 ULU 
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632 PT-3.632 Model C-1 DPRRI TPS 11 - 14 ULU 
633 PT-3.633 Model C-1 DPRRI TPS 12 - 14 ULU 
634 PT-3.634 Model C-1 DPRRI TPS 13 - 14 ULU 
635 PT-3.635 Model C-1 DPRRI TPS 14 - 14 ULU 
636 PT-3.636 Model C-1 DPRRI TPS 15 - 14 ULU 
637 PT-3.637 Model C-1 DPRRI TPS 16 - 14 ULU 
638 PT-3.638 Model C-1 DPRRI TPS 17 - 14 ULU 
639 PT-3.639 Model C-1 DPRRI TPS 18 - 14 ULU 
640 PT-3.640 Model C-1 DPRRI TPS 19 - 14 ULU 
641 PT-3.641 Model C-1 DPRRI TPS 20 - 14 ULU 
642 PT-3.642 Model C-1 DPRRI TPS 21 - 14 ULU 
643 PT-3.643 Model C-1 DPRRI TPS 22 - 14 ULU 
644 PT-3.644 Model C-1 DPRRI TPS 23 - 14 ULU 
645 PT-3.645 Model C-1 DPRRI TPS 24 - 14 ULU 
646 PT-3.646 Model C-1 DPRRI TPS 25 - 14 ULU 
647 PT-3.647 Model C-1 DPRRI TPS 26 - 14 ULU 

   
 16 ULU  

648 PT-3.648 Model C-1 DPRRI TPS 01 - 16 ULU 
649 PT-3.649 Model C-1 DPRRI TPS 02 - 16 ULU 
650 PT-3.650 Model C-1 DPRRI TPS 03 - 16 ULU 
651 PT-3.651 Model C-1 DPRRI TPS 04 - 16 ULU 
652 PT-3.652 Model C-1 DPRRI TPS 05 - 16 ULU 
653 PT-3.653 Model C-1 DPRRI TPS 06 - 16 ULU 
654 PT-3.654 Model C-1 DPRRI TPS 07 - 16 ULU 
655 PT-3.655 Model C-1 DPRRI TPS 08 - 16 ULU 
656 PT-3.656 Model C-1 DPRRI TPS 09 - 16 ULU 
657 PT-3.657 Model C-1 DPRRI TPS 10 - 16 ULU 
658 PT-3.658 Model C-1 DPRRI TPS 11 - 16 ULU 
659 PT-3.659 Model C-1 DPRRI TPS 12 - 16 ULU 
660 PT-3.660 Model C-1 DPRRI TPS 13 - 16 ULU 
661 PT-3.661 Model C-1 DPRRI TPS 14 - 16 ULU 
662 PT-3.662 Model C-1 DPRRI TPS 15 - 16 ULU 
663 PT-3.663 Model C-1 DPRRI TPS 16 - 16 ULU 
664 PT-3.664 Model C-1 DPRRI TPS 17 - 16 ULU 
665 PT-3.665 Model C-1 DPRRI TPS 18 - 16 ULU 
666 PT-3.666 Model C-1 DPRRI TPS 19 - 16 ULU 
667 PT-3.667 Model C-1 DPRRI TPS 20 - 16 ULU 
668 PT-3.668 Model C-1 DPRRI TPS 21 - 16 ULU 
669 PT-3.669 Model C-1 DPRRI TPS 22 - 16 ULU 
670 PT-3.670 Model C-1 DPRRI TPS 23 - 16 ULU 
671 PT-3.671 Model C-1 DPRRI TPS 24 - 16 ULU 
672 PT-3.672 Model C-1 DPRRI TPS 25 - 16 ULU 
673 PT-3.673 Model C-1 DPRRI TPS 26 - 16 ULU 
674 PT-3.674 Model C-1 DPRRI TPS 27 - 16 ULU 
675 PT-3.675 Model C-1 DPRRI TPS 28 - 16 ULU 
676 PT-3.676 Model C-1 DPRRI TPS 29 - 16 ULU 
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677 PT-3.677 Model C-1 DPRRI TPS 30 - 16 ULU 
678 PT-3.678 Model C-1 DPRRI TPS 31 - 16 ULU 
679 PT-3.679 Model C-1 DPRRI TPS 32 - 16 ULU 
680 PT-3.680 Model C-1 DPRRI TPS 33 - 16 ULU 
681 PT-3.681 Model C-1 DPRRI TPS 34 - 16 ULU 
682 PT-3.682 Model C-1 DPRRI TPS 35 - 16 ULU 
683 PT-3.683 Model C-1 DPRRI TPS 36 - 16 ULU 
684 PT-3.684 Model C-1 DPRRI TPS 37 - 16 ULU 
685 PT-3.685 Model C-1 DPRRI TPS 38 - 16 ULU 
686 PT-3.686 Model C-1 DPRRI TPS 39 - 16 ULU 
687 PT-3.687 Model C-1 DPRRI TPS 40 - 16 ULU 
688 PT-3.688 Model C-1 DPRRI TPS 41 - 16 ULU 
689 PT-3.689 Model C-1 DPRRI TPS 42 - 16 ULU 
690 PT-3.690 Model C-1 DPRRI TPS 43 - 16 ULU 
691 PT-3.691 Model C-1 DPRRI TPS 44 - 16 ULU 
692 PT-3.692 Model C-1 DPRRI TPS 45 - 16 ULU 
693 PT-3.693 Model C-1 DPRRI TPS 46 - 16 ULU 
694 PT-3.694 Model C-1 DPRRI TPS 47 - 16 ULU 
695 PT-3.695 Model C-1 DPRRI TPS 48 - 16 ULU 
696 PT-3.696 Model C-1 DPRRI TPS 49 - 16 ULU 
697 PT-3.697 Model C-1 DPRRI TPS 50 - 16 ULU 
698 PT-3.698 Model C-1 DPRRI TPS 51 - 16 ULU 
699 PT-3.699 Model C-1 DPRRI TPS 52 - 16 ULU 

   
 SENTOSA  

700 PT-3.700 Model C-1 DPRRI TPS 01 - SENTOSA 
701 PT-3.701 Model C-1 DPRRI TPS 02 - SENTOSA 
702 PT-3.702 Model C-1 DPRRI TPS 03 - SENTOSA 
703 PT-3.703 Model C-1 DPRRI TPS 04 - SENTOSA 
704 PT-3.704 Model C-1 DPRRI TPS 05 - SENTOSA 
705 PT-3.705 Model C-1 DPRRI TPS 06 - SENTOSA 
706 PT-3.706 Model C-1 DPRRI TPS 07 - SENTOSA 
707 PT-3.707 Model C-1 DPRRI TPS 08 - SENTOSA 
708 PT-3.708 Model C-1 DPRRI TPS 09 - SENTOSA 
709 PT-3.709 Model C-1 DPRRI TPS 10 - SENTOSA 
710 PT-3.710 Model C-1 DPRRI TPS 11 - SENTOSA 
711 PT-3.711 Model C-1 DPRRI TPS 12 - SENTOSA 
712 PT-3.712 Model C-1 DPRRI TPS 13 - SENTOSA 
713 PT-3.713 Model C-1 DPRRI TPS 14 - SENTOSA 
714 PT-3.714 Model C-1 DPRRI TPS 15 - SENTOSA 
715 PT-3.715 Model C-1 DPRRI TPS 16 - SENTOSA 
716 PT-3.716 Model C-1 DPRRI TPS 17 - SENTOSA 
717 PT-3.717 Model C-1 DPRRI TPS 18 - SENTOSA 
718 PT-3.718 Model C-1 DPRRI TPS 19 - SENTOSA 
719 PT-3.719 Model C-1 DPRRI TPS 20 - SENTOSA 
720 PT-3.720 Model C-1 DPRRI TPS 21 - SENTOSA 
721 PT-3.721 Model C-1 DPRRI TPS 22 - SENTOSA 
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722 PT-3.722 Model C-1 DPRRI TPS 23 - SENTOSA 
723 PT-3.723 Model C-1 DPRRI TPS 24 - SENTOSA 
724 PT-3.724 Model C-1 DPRRI TPS 25 - SENTOSA 
725 PT-3.725 Model C-1 DPRRI TPS 26 - SENTOSA 
726 PT-3.726 Model C-1 DPRRI TPS 27 - SENTOSA 
727 PT-3.727 Model C-1 DPRRI TPS 28 - SENTOSA 
728 PT-3.728 Model C-1 DPRRI TPS 29 - SENTOSA 
729 PT-3.729 Model C-1 DPRRI TPS 30 - SENTOSA 
730 PT-3.730 Model C-1 DPRRI TPS 31 - SENTOSA 
731 PT-3.731 Model C-1 DPRRI TPS 32 - SENTOSA 

   
 TANGGA TAKAT  

732 PT-3.732 Model C-1 DPRRI TPS 01 - TANGGA TAKAT 
733 PT-3.733 Model C-1 DPRRI TPS 02 - TANGGA TAKAT 
734 PT-3.734 Model C-1 DPRRI TPS 03 - TANGGA TAKAT 
735 PT-3.735 Model C-1 DPRRI TPS 04 - TANGGA TAKAT 
736 PT-3.736 Model C-1 DPRRI TPS 05 - TANGGA TAKAT 
737 PT-3.737 Model C-1 DPRRI TPS 06 - TANGGA TAKAT 
738 PT-3.738 Model C-1 DPRRI TPS 07 - TANGGA TAKAT 
739 PT-3.739 Model C-1 DPRRI TPS 08 - TANGGA TAKAT 
740 PT-3.740 Model C-1 DPRRI TPS 09 - TANGGA TAKAT 
741 PT-3.741 Model C-1 DPRRI TPS 10 - TANGGA TAKAT 
742 PT-3.742 Model C-1 DPRRI TPS 11 - TANGGA TAKAT 
743 PT-3.743 Model C-1 DPRRI TPS 12 - TANGGA TAKAT 
744 PT-3.744 Model C-1 DPRRI TPS 13 - TANGGA TAKAT 
745 PT-3.745 Model C-1 DPRRI TPS 14 - TANGGA TAKAT 
746 PT-3.746 Model C-1 DPRRI TPS 15 - TANGGA TAKAT 
747 PT-3.747 Model C-1 DPRRI TPS 16 - TANGGA TAKAT 
748 PT-3.748 Model C-1 DPRRI TPS 17 - TANGGA TAKAT 
749 PT-3.749 Model C-1 DPRRI TPS 18 - TANGGA TAKAT 
750 PT-3.750 Model C-1 DPRRI TPS 19 - TANGGA TAKAT 
751 PT-3.751 Model C-1 DPRRI TPS 20 - TANGGA TAKAT 
752 PT-3.752 Model C-1 DPRRI TPS 21 - TANGGA TAKAT 
753 PT-3.753 Model C-1 DPRRI TPS 22 - TANGGA TAKAT 
754 PT-3.754 Model C-1 DPRRI TPS 23 - TANGGA TAKAT 
755 PT-3.755 Model C-1 DPRRI TPS 24 - TANGGA TAKAT 
756 PT-3.756 Model C-1 DPRRI TPS 25 - TANGGA TAKAT 
757 PT-3.757 Model C-1 DPRRI TPS 26 - TANGGA TAKAT 
758 PT-3.758 Model C-1 DPRRI TPS 27 - TANGGA TAKAT 
759 PT-3.759 Model C-1 DPRRI TPS 28 - TANGGA TAKAT 
760 PT-3.760 Model C-1 DPRRI TPS 29 - TANGGA TAKAT 
761 PT-3.761 Model C-1 DPRRI TPS 30 - TANGGA TAKAT 
762 PT-3.762 Model C-1 DPRRI TPS 31 - TANGGA TAKAT 
763 PT-3.763 Model C-1 DPRRI TPS 32 - TANGGA TAKAT 
764 PT-3.764 Model C-1 DPRRI TPS 33 - TANGGA TAKAT 
765 PT-3.765 Model C-1 DPRRI TPS 34 - TANGGA TAKAT 
766 PT-3.766 Model C-1 DPRRI TPS 35 - TANGGA TAKAT 
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767 PT-3.767 Model C-1 DPRRI TPS 36 - TANGGA TAKAT 
768 PT-3.768 Model C-1 DPRRI TPS 37 - TANGGA TAKAT 
769 PT-3.769 Model C-1 DPRRI TPS 38 - TANGGA TAKAT 

   
1 Ilir  

770 PT-3.770 Model C-1 DPRRI TPS 01 - 1 ILIR 
771 PT-3.771 Model C-1 DPRRI TPS 02 - 1 ILIR 
772 PT-3.772 Model C-1 DPRRI TPS 03 - 1 ILIR 
773 PT-3.773 Model C-1 DPRRI TPS 04 - 1 ILIR 
774 PT-3.774 Model C-1 DPRRI TPS 05 - 1 ILIR 
775 PT-3.775 Model C-1 DPRRI TPS 06 - 1 ILIR 
776 PT-3.776 Model C-1 DPRRI TPS 07 - 1 ILIR 
777 PT-3.777 Model C-1 DPRRI TPS 08 - 1 ILIR 
778 PT-3.778 Model C-1 DPRRI TPS 09 - 1 ILIR 
779 PT-3.779 Model C-1 DPRRI TPS 10 - 1 ILIR 
780 PT-3.780 Model C-1 DPRRI TPS 11 - 1 ILIR 
781 PT-3.781 Model C-1 DPRRI TPS 12 - 1 ILIR 
782 PT-3.782 Model C-1 DPRRI TPS 13 - 1 ILIR 
783 PT-3.783 Model C-1 DPRRI TPS 14 - 1 ILIR 

   
 2 ILIR  

784 PT-3.784 Model C-1 DPRRI TPS 01 - 2 ILIR 
785 PT-3.785 Model C-1 DPRRI TPS 02 - 2 ILIR 
786 PT-3.786 Model C-1 DPRRI TPS 03 - 2 ILIR 
787 PT-3.787 Model C-1 DPRRI TPS 04 - 2 ILIR 
788 PT-3.788 Model C-1 DPRRI TPS 05 - 2 ILIR 
789 PT-3.789 Model C-1 DPRRI TPS 06 - 2 ILIR 
790 PT-3.790 Model C-1 DPRRI TPS 07 - 2 ILIR 
791 PT-3.791 Model C-1 DPRRI TPS 08 - 2 ILIR 
792 PT-3.792 Model C-1 DPRRI TPS 09 - 2 ILIR 
793 PT-3.793 Model C-1 DPRRI TPS 10 - 2 ILIR 
794 PT-3.794 Model C-1 DPRRI TPS 11 - 2 ILIR 
795 PT-3.795 Model C-1 DPRRI TPS 12 - 2 ILIR 
796 PT-3.796 Model C-1 DPRRI TPS 13 - 2 ILIR 
797 PT-3.797 Model C-1 DPRRI TPS 14 - 2 ILIR 
798 PT-3.798 Model C-1 DPRRI TPS 15 - 2 ILIR 
799 PT-3.799 Model C-1 DPRRI TPS 16 - 2 ILIR 
800 PT-3.800 Model C-1 DPRRI TPS 17 - 2 ILIR 
801 PT-3.801 Model C-1 DPRRI TPS 18 - 2 ILIR 
802 PT-3.802 Model C-1 DPRRI TPS 19 - 2 ILIR 
803 PT-3.803 Model C-1 DPRRI TPS 20 - 2 ILIR 
804 PT-3.804 Model C-1 DPRRI TPS 21 - 2 ILIR 
805 PT-3.805 Model C-1 DPRRI TPS 22 - 2 ILIR 
806 PT-3.806 Model C-1 DPRRI TPS 23 - 2 ILIR 
807 PT-3.807 Model C-1 DPRRI TPS 24 - 2 ILIR 
808 PT-3.808 Model C-1 DPRRI TPS 25 - 2 ILIR 
809 PT-3.809 Model C-1 DPRRI TPS 26 - 2 ILIR 
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810 PT-3.810 Model C-1 DPRRI TPS 27 - 2 ILIR 
811 PT-3.811 Model C-1 DPRRI TPS 28 - 2 ILIR 
812 PT-3.812 Model C-1 DPRRI TPS 29 - 2 ILIR 
813 PT-3.813 Model C-1 DPRRI TPS 30 - 2 ILIR 
814 PT-3.814 Model C-1 DPRRI TPS 31 - 2 ILIR 
815 PT-3.815 Model C-1 DPRRI TPS 32 - 2 ILIR 
816 PT-3.816 Model C-1 DPRRI TPS 33 - 2 ILIR 
817 PT-3.817 Model C-1 DPRRI TPS 34 - 2 ILIR 
818 PT-3.818 Model C-1 DPRRI TPS 35 - 2 ILIR 
819 PT-3.819 Model C-1 DPRRI TPS 36 - 2 ILIR 
820 PT-3.820 Model C-1 DPRRI TPS 37 - 2 ILIR 
821 PT-3.821 Model C-1 DPRRI TPS 38 - 2 ILIR 
822 PT-3.822 Model C-1 DPRRI TPS 39 - 2 ILIR 
823 PT-3.823 Model C-1 DPRRI TPS 40 - 2 ILIR 
824 PT-3.824 Model C-1 DPRRI TPS 41 - 2 ILIR 
825 PT-3.825 Model C-1 DPRRI TPS 42 - 2 ILIR 
826 PT-3.826 Model C-1 DPRRI TPS 43 - 2 ILIR 
827 PT-3.827 Model C-1 DPRRI TPS 44 - 2 ILIR 
828 PT-3.828 Model C-1 DPRRI TPS 45 - 2 ILIR 
829 PT-3.829 Model C-1 DPRRI TPS 46 - 2 ILIR 
830 PT-3.830 Model C-1 DPRRI TPS 47 - 2 ILIR 
831 PT-3.831 Model C-1 DPRRI TPS 48 - 2 ILIR 
832 PT-3.832 Model C-1 DPRRI TPS 49 - 2 ILIR 
833 PT-3.833 Model C-1 DPRRI TPS 50 - 2 ILIR 
834 PT-3.834 Model C-1 DPRRI TPS 51 - 2 ILIR 

   
 3 ILIR   

835 PT-3.835 Model C-1 DPRRI TPS 01 - 3 ILIR 
836 PT-3.836 Model C-1 DPRRI TPS 02 - 3 ILIR 
837 PT-3.837 Model C-1 DPRRI TPS 03 - 3 ILIR 
838 PT-3.838 Model C-1 DPRRI TPS 04 - 3 ILIR 
839 PT-3.839 Model C-1 DPRRI TPS 05 - 3 ILIR 
840 PT-3.840 Model C-1 DPRRI TPS 06 - 3 ILIR 
841 PT-3.841 Model C-1 DPRRI TPS 07 - 3 ILIR 
842 PT-3.842 Model C-1 DPRRI TPS 08 - 3 ILIR 
843 PT-3.843 Model C-1 DPRRI TPS 09 - 3 ILIR 
844 PT-3.844 Model C-1 DPRRI TPS 10 - 3 ILIR 
845 PT-3.845 Model C-1 DPRRI TPS 11 - 3 ILIR 
846 PT-3.846 Model C-1 DPRRI TPS 12 - 3 ILIR 
847 PT-3.847 Model C-1 DPRRI TPS 13 - 3 ILIR 
848 PT-3.848 Model C-1 DPRRI TPS 14 - 3 ILIR 
849 PT-3.849 Model C-1 DPRRI TPS 15 - 3 ILIR 
850 PT-3.850 Model C-1 DPRRI TPS 16 - 3 ILIR 
851 PT-3.851 Model C-1 DPRRI TPS 17 - 3 ILIR 
852 PT-3.852 Model C-1 DPRRI TPS 18 - 3 ILIR 
853 PT-3.853 Model C-1 DPRRI TPS 19 - 3 ILIR 
854 PT-3.854 Model C-1 DPRRI TPS 20 - 3 ILIR 
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855 PT-3.855 Model C-1 DPRRI TPS 21 - 3 ILIR 
856 PT-3.856 Model C-1 DPRRI TPS 22 - 3 ILIR 
857 PT-3.857 Model C-1 DPRRI TPS 23 - 3 ILIR 
858 PT-3.858 Model C-1 DPRRI TPS 24 - 3 ILIR 
859 PT-3.859 Model C-1 DPRRI TPS 25 - 3 ILIR 
860 PT-3.860 Model C-1 DPRRI TPS 26 - 3 ILIR 
861 PT-3.861 Model C-1 DPRRI TPS 27 - 3 ILIR 
862 PT-3.862 Model C-1 DPRRI TPS 28 - 3 ILIR 
863 PT-3.863 Model C-1 DPRRI TPS 29 - 3 ILIR 
864 PT-3.864 Model C-1 DPRRI TPS 30 - 3 ILIR 
865 PT-3.865 Model C-1 DPRRI TPS 31 - 3 ILIR 
866 PT-3.866 Model C-1 DPRRI TPS 32 - 3 ILIR 
867 PT-3.867 Model C-1 DPRRI TPS 33 - 3 ILIR 
868 PT-3.868 Model C-1 DPRRI TPS 34 - 3 ILIR 
869 PT-3.869 Model C-1 DPRRI TPS 35 - 3 ILIR 
870 PT-3.870 Model C-1 DPRRI TPS 36 - 3 ILIR 
871 PT-3.871 Model C-1 DPRRI TPS 37 - 3 ILIR 
872 PT-3.872 Model C-1 DPRRI TPS 38 - 3 ILIR 
873 PT-3.873 Model C-1 DPRRI TPS 39 - 3 ILIR 
874 PT-3.874 Model C-1 DPRRI TPS 40 - 3 ILIR 
875 PT-3.875 Model C-1 DPRRI TPS 41 - 3 ILIR 
876 PT-3.876 Model C-1 DPRRI TPS 42 - 3 ILIR 
877 PT-3.877 Model C-1 DPRRI TPS 43 - 3 ILIR 
878 PT-3.878 Model C-1 DPRRI TPS 44 - 3 ILIR 
879 PT-3.879 Model C-1 DPRRI TPS 45 - 3 ILIR 
880 PT-3.880 Model C-1 DPRRI TPS 46 - 3 ILIR 

   
 5 ILIR   

881 PT-3.881 Model C-1 DPRRI TPS 01 - 5 ILIR 
882 PT-3.882 Model C-1 DPRRI TPS 02 - 5 ILIR 
883 PT-3.883 Model C-1 DPRRI TPS 03 - 5 ILIR 
884 PT-3.884 Model C-1 DPRRI TPS 04 - 5 ILIR 
885 PT-3.885 Model C-1 DPRRI TPS 05 - 5 ILIR 
886 PT-3.886 Model C-1 DPRRI TPS 06 - 5 ILIR 
887 PT-3.887 Model C-1 DPRRI TPS 07 - 5 ILIR 
888 PT-3.888 Model C-1 DPRRI TPS 08 - 5 ILIR 
889 PT-3.889 Model C-1 DPRRI TPS 09 - 5 ILIR 
890 PT-3.890 Model C-1 DPRRI TPS 10 - 5 ILIR 
891 PT-3.891 Model C-1 DPRRI TPS 11 - 5 ILIR 
892 PT-3.892 Model C-1 DPRRI TPS 12 - 5 ILIR 
893 PT-3.893 Model C-1 DPRRI TPS 13 - 5 ILIR 
894 PT-3.894 Model C-1 DPRRI TPS 14 - 5 ILIR 
895 PT-3.895 Model C-1 DPRRI TPS 15 - 5 ILIR 
896 PT-3.896 Model C-1 DPRRI TPS 16 - 5 ILIR 
897 PT-3.897 Model C-1 DPRRI TPS 17 - 5 ILIR 
898 PT-3.898 Model C-1 DPRRI TPS 18 - 5 ILIR 
899 PT-3.899 Model C-1 DPRRI TPS 19 - 5 ILIR 
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900 PT-3.900 Model C-1 DPRRI TPS 20 - 5 ILIR 
901 PT-3.901 Model C-1 DPRRI TPS 21 - 5 ILIR 
902 PT-3.902 Model C-1 DPRRI TPS 22 - 5 ILIR 
903 PT-3.903 Model C-1 DPRRI TPS 23 - 5 ILIR 
904 PT-3.904 Model C-1 DPRRI TPS 24 - 5 ILIR 
905 PT-3.905 Model C-1 DPRRI TPS 25 - 5 ILIR 
906 PT-3.906 Model C-1 DPRRI TPS 26 - 5 ILIR 
907 PT-3.907 Model C-1 DPRRI TPS 27 - 5 ILIR 

   
 8 ILIR   

908 PT-3.908 Model C-1 DPRRI TPS 01 - 8 ILIR 
909 PT-3.909 Model C-1 DPRRI TPS 02 - 8 ILIR 
910 PT-3.910 Model C-1 DPRRI TPS 03 - 8 ILIR 
911 PT-3.911 Model C-1 DPRRI TPS 04 - 8 ILIR 
912 PT-3.912 Model C-1 DPRRI TPS 05 - 8 ILIR 
913 PT-3.913 Model C-1 DPRRI TPS 06 - 8 ILIR 
914 PT-3.914 Model C-1 DPRRI TPS 07 - 8 ILIR 
915 PT-3.915 Model C-1 DPRRI TPS 08 - 8 ILIR 
916 PT-3.916 Model C-1 DPRRI TPS 09 - 8 ILIR 
917 PT-3.917 Model C-1 DPRRI TPS 10 - 8 ILIR 
918 PT-3.918 Model C-1 DPRRI TPS 11 - 8 ILIR 
919 PT-3.919 Model C-1 DPRRI TPS 12 - 8 ILIR 
920 PT-3.920 Model C-1 DPRRI TPS 13 - 8 ILIR 
921 PT-3.921 Model C-1 DPRRI TPS 14 - 8 ILIR 
922 PT-3.922 Model C-1 DPRRI TPS 15 - 8 ILIR 
923 PT-3.923 Model C-1 DPRRI TPS 16 - 8 ILIR 
924 PT-3.924 Model C-1 DPRRI TPS 17 - 8 ILIR 
925 PT-3.925 Model C-1 DPRRI TPS 18 - 8 ILIR 
926 PT-3.926 Model C-1 DPRRI TPS 19 - 8 ILIR 
927 PT-3.927 Model C-1 DPRRI TPS 20 - 8 ILIR 
928 PT-3.928 Model C-1 DPRRI TPS 21 - 8 ILIR 
929 PT-3.929 Model C-1 DPRRI TPS 22 - 8 ILIR 
930 PT-3.930 Model C-1 DPRRI TPS 23 - 8 ILIR 
931 PT-3.931 Model C-1 DPRRI TPS 24 - 8 ILIR 
932 PT-3.932 Model C-1 DPRRI TPS 25 - 8 ILIR 
933 PT-3.933 Model C-1 DPRRI TPS 26 - 8 ILIR 
934 PT-3.934 Model C-1 DPRRI TPS 27 - 8 ILIR 
935 PT-3.935 Model C-1 DPRRI TPS 28 - 8 ILIR 
936 PT-3.936 Model C-1 DPRRI TPS 29 - 8 ILIR 
937 PT-3.937 Model C-1 DPRRI TPS 30 - 8 ILIR 
938 PT-3.938 Model C-1 DPRRI TPS 31 - 8 ILIR 
939 PT-3.939 Model C-1 DPRRI TPS 32 - 8 ILIR 
940 PT-3.940 Model C-1 DPRRI TPS 33 - 8 ILIR 
941 PT-3.941 Model C-1 DPRRI TPS 34 - 8 ILIR 
942 PT-3.942 Model C-1 DPRRI TPS 35 - 8 ILIR 
943 PT-3.943 Model C-1 DPRRI TPS 36 - 8 ILIR 
944 PT-3.944 Model C-1 DPRRI TPS 37 - 8 ILIR 
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945 PT-3.945 Model C-1 DPRRI TPS 38 - 8 ILIR 
946 PT-3.946 Model C-1 DPRRI TPS 39 - 8 ILIR 
947 PT-3.947 Model C-1 DPRRI TPS 40 - 8 ILIR 
948 PT-3.948 Model C-1 DPRRI TPS 41 - 8 ILIR 
949 PT-3.949 Model C-1 DPRRI TPS 42 - 8 ILIR 
950 PT-3.950 Model C-1 DPRRI TPS 43 - 8 ILIR 
951 PT-3.951 Model C-1 DPRRI TPS 44 - 8 ILIR 
952 PT-3.952 Model C-1 DPRRI TPS 45 - 8 ILIR 
953 PT-3.953 Model C-1 DPRRI TPS 46 - 8 ILIR 
954 PT-3.954 Model C-1 DPRRI TPS 47 - 8 ILIR 
955 PT-3.955 Model C-1 DPRRI TPS 48 - 8 ILIR 
956 PT-3.956 Model C-1 DPRRI TPS 49 - 8 ILIR 
957 PT-3.957 Model C-1 DPRRI TPS 50 - 8 ILIR 
958 PT-3.958 Model C-1 DPRRI TPS 51 - 8 ILIR 
959 PT-3.959 Model C-1 DPRRI TPS 52 - 8 ILIR 
960 PT-3.960 Model C-1 DPRRI TPS 53 - 8 ILIR 
961 PT-3.961 Model C-1 DPRRI TPS 54 - 8 ILIR 

   
 9 ILIR  

962 PT-3.962 Model C-1 DPRRI TPS 01 - 9 ILIR 
963 PT-3.963 Model C-1 DPRRI TPS 02 - 9 ILIR 
964 PT-3.964 Model C-1 DPRRI TPS 03 - 9 ILIR 
965 PT-3.965 Model C-1 DPRRI TPS 04 - 9 ILIR 
966 PT-3.966 Model C-1 DPRRI TPS 05 - 9 ILIR 
967 PT-3.967 Model C-1 DPRRI TPS 06 - 9 ILIR 
968 PT-3.968 Model C-1 DPRRI TPS 07 - 9 ILIR 
969 PT-3.969 Model C-1 DPRRI TPS 08 - 9 ILIR 
970 PT-3.970 Model C-1 DPRRI TPS 09 - 9 ILIR 
971 PT-3.971 Model C-1 DPRRI TPS 10 - 9 ILIR 
972 PT-3.972 Model C-1 DPRRI TPS 11 - 9 ILIR 
973 PT-3.973 Model C-1 DPRRI TPS 12 - 9 ILIR 
974 PT-3.974 Model C-1 DPRRI TPS 13 - 9 ILIR 
975 PT-3.975 Model C-1 DPRRI TPS 14 - 9 ILIR 
976 PT-3.976 Model C-1 DPRRI TPS 15 - 9 ILIR 
977 PT-3.977 Model C-1 DPRRI TPS 16 - 9 ILIR 
978 PT-3.978 Model C-1 DPRRI TPS 17 - 9 ILIR 
979 PT-3.979 Model C-1 DPRRI TPS 18 - 9 ILIR 
980 PT-3.980 Model C-1 DPRRI TPS 19 - 9 ILIR 
981 PT-3.981 Model C-1 DPRRI TPS 20 - 9 ILIR 
982 PT-3.982 Model C-1 DPRRI TPS 21 - 9 ILIR 
983 PT-3.983 Model C-1 DPRRI TPS 22 - 9 ILIR 
984 PT-3.984 Model C-1 DPRRI TPS 23 - 9 ILIR 
985 PT-3.985 Model C-1 DPRRI TPS 24 - 9 ILIR 
986 PT-3.986 Model C-1 DPRRI TPS 25 - 9 ILIR 
987 PT-3.987 Model C-1 DPRRI TPS 26 - 9 ILIR 
988 PT-3.988 Model C-1 DPRRI TPS 27 - 9 ILIR 
989 PT-3.989 Model C-1 DPRRI TPS 28 - 9 ILIR 
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990 PT-3.990 Model C-1 DPRRI TPS 29 - 9 ILIR 
991 PT-3.991 Model C-1 DPRRI TPS 30 - 9 ILIR 
992 PT-3.992 Model C-1 DPRRI TPS 31 - 9 ILIR 
993 PT-3.993 Model C-1 DPRRI TPS 32 - 9 ILIR 
994 PT-3.994 Model C-1 DPRRI TPS 33 - 9 ILIR 

   
 10 ILIR  

995 PT-3.995 Model C-1 DPRRI TPS 01 - 10 ILIR 
996 PT-3.996 Model C-1 DPRRI TPS 02 - 10 ILIR 
997 PT-3.997 Model C-1 DPRRI TPS 03 - 10 ILIR 
998 PT-3.998 Model C-1 DPRRI TPS 04 - 10 ILIR 
999 PT-3.999 Model C-1 DPRRI TPS 05 - 10 ILIR 

1000 PT-3.1000 Model C-1 DPRRI TPS 06 - 10 ILIR 
1001 PT-3.1001 Model C-1 DPRRI TPS 07 - 10 ILIR 
1002 PT-3.1002 Model C-1 DPRRI TPS 08 - 10 ILIR 
1003 PT-3.1003 Model C-1 DPRRI TPS 09 - 10 ILIR 
1004 PT-3.1004 Model C-1 DPRRI TPS 10 - 10 ILIR 
1005 PT-3.1005 Model C-1 DPRRI TPS 11 - 10 ILIR 
1006 PT-3.1006 Model C-1 DPRRI TPS 12 - 10 ILIR 

   
 11 ILIR  

1007 PT-3.1007 Model C-1 DPRRI TPS 01 - 11 ILIR 
1008 PT-3.1008 Model C-1 DPRRI TPS 02 - 11 ILIR 
1009 PT-3.1009 Model C-1 DPRRI TPS 03 - 11 ILIR 
1010 PT-3.1010 Model C-1 DPRRI TPS 04 - 11 ILIR 
1011 PT-3.1011 Model C-1 DPRRI TPS 05 - 11 ILIR 
1012 PT-3.1012 Model C-1 DPRRI TPS 06 - 11 ILIR 
1013 PT-3.1013 Model C-1 DPRRI TPS 07 - 11 ILIR 
1014 PT-3.1014 Model C-1 DPRRI TPS 08 - 11 ILIR 
1015 PT-3.1015 Model C-1 DPRRI TPS 09 - 11 ILIR 
1016 PT-3.1016 Model C-1 DPRRI TPS 10 - 11 ILIR 

   
 KUTO BATU  

1017 PT-3.1017 Model C-1 DPRRI TPS 01 - KUTO BATU 
1018 PT-3.1018 Model C-1 DPRRI TPS 02 - KUTO BATU 
1019 PT-3.1019 Model C-1 DPRRI TPS 03 - KUTO BATU 
1020 PT-3.1020 Model C-1 DPRRI TPS 04 - KUTO BATU 
1021 PT-3.1021 Model C-1 DPRRI TPS 05 - KUTO BATU 
1022 PT-3.1022 Model C-1 DPRRI TPS 06 - KUTO BATU 
1023 PT-3.1023 Model C-1 DPRRI TPS 07 - KUTO BATU 
1024 PT-3.1024 Model C-1 DPRRI TPS 08 - KUTO BATU 
1025 PT-3.1025 Model C-1 DPRRI TPS 09 - KUTO BATU 
1026 PT-3.1026 Model C-1 DPRRI TPS 10 - KUTO BATU 
1027 PT-3.1027 Model C-1 DPRRI TPS 11 - KUTO BATU 
1028 PT-3.1028 Model C-1 DPRRI TPS 12 - KUTO BATU 
1029 PT-3.1029 Model C-1 DPRRI TPS 13 - KUTO BATU 
1030 PT-3.1030 Model C-1 DPRRI TPS 14 - KUTO BATU 
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1031 PT-3.1031 Model C-1 DPRRI TPS 15 - KUTO BATU 
1032 PT-3.1032 Model C-1 DPRRI TPS 16 - KUTO BATU 
1033 PT-3.1033 Model C-1 DPRRI TPS 17 - KUTO BATU 
1034 PT-3.1034 Model C-1 DPRRI TPS 18 - KUTO BATU 
1035 PT-3.1035 Model C-1 DPRRI TPS 19 - KUTO BATU 
1036 PT-3.1036 Model C-1 DPRRI TPS 20 - KUTO BATU 
1037 PT-3.1037 Model C-1 DPRRI TPS 21 - KUTO BATU 
1038 PT-3.1038 Model C-1 DPRRI TPS 22 - KUTO BATU 
1039 PT-3.1039 Model C-1 DPRRI TPS 23 - KUTO BATU 
1040 PT-3.1040 Model C-1 DPRRI TPS 24 - KUTO BATU 
1041 PT-3.1041 Model C-1 DPRRI TPS 25 - KUTO BATU 
1042 PT-3.1042 Model C-1 DPRRI TPS 26 - KUTO BATU 
1043 PT-3.1043 Model C-1 DPRRI TPS 27 - KUTO BATU 
1044 PT-3.1044 Model C-1 DPRRI TPS 28 - KUTO BATU 
1045 PT-3.1045 Model C-1 DPRRI TPS 29 - KUTO BATU 
1046 PT-3.1046 Model C-1 DPRRI TPS 30 - KUTO BATU 
1047 PT-3.1047 Model C-1 DPRRI TPS 31 - KUTO BATU 
1048 PT-3.1048 Model C-1 DPRRI TPS 32 - KUTO BATU 
1049 PT-3.1049 Model C-1 DPRRI TPS 33 - KUTO BATU 
1050 PT-3.1050 Model C-1 DPRRI TPS 34 - KUTO BATU 
1051 PT-3.1051 Model C-1 DPRRI TPS 35 - KUTO BATU 

   
 DUKU  

1052 PT-3.1052 Model C-1 DPRRI TPS 01 - DUKU 
1053 PT-3.1053 Model C-1 DPRRI TPS 02 - DUKU 
1054 PT-3.1054 Model C-1 DPRRI TPS 03 - DUKU 
1055 PT-3.1055 Model C-1 DPRRI TPS 04 - DUKU 
1056 PT-3.1056 Model C-1 DPRRI TPS 05 - DUKU 
1057 PT-3.1057 Model C-1 DPRRI TPS 06 - DUKU 
1058 PT-3.1058 Model C-1 DPRRI TPS 07 - DUKU 
1059 PT-3.1059 Model C-1 DPRRI TPS 08 - DUKU 
1060 PT-3.1060 Model C-1 DPRRI TPS 09 - DUKU 
1061 PT-3.1061 Model C-1 DPRRI TPS 10 - DUKU 
1062 PT-3.1062 Model C-1 DPRRI TPS 11 - DUKU 
1063 PT-3.1063 Model C-1 DPRRI TPS 12 - DUKU 
1064 PT-3.1064 Model C-1 DPRRI TPS 13 - DUKU 
1065 PT-3.1065 Model C-1 DPRRI TPS 14 - DUKU 
1066 PT-3.1066 Model C-1 DPRRI TPS 15 - DUKU 
1067 PT-3.1067 Model C-1 DPRRI TPS 16 - DUKU 
1068 PT-3.1068 Model C-1 DPRRI TPS 17 - DUKU 
1069 PT-3.1069 Model C-1 DPRRI TPS 18 - DUKU 
1070 PT-3.1070 Model C-1 DPRRI TPS 19 - DUKU 
1071 PT-3.1071 Model C-1 DPRRI TPS 20 - DUKU 
1072 PT-3.1072 Model C-1 DPRRI TPS 21 - DUKU 
1073 PT-3.1073 Model C-1 DPRRI TPS 22 - DUKU 
1074 PT-3.1074 Model C-1 DPRRI TPS 23 - DUKU 
1075 PT-3.1075 Model C-1 DPRRI TPS 24 - DUKU 
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1076 PT-3.1076 Model C-1 DPRRI TPS 25 - DUKU 
1077 PT-3.1077 Model C-1 DPRRI TPS 26 - DUKU 
1078 PT-3.1078 Model C-1 DPRRI TPS 27 - DUKU 
1079 PT-3.1079 Model C-1 DPRRI TPS 28 - DUKU 
1080 PT-3.1080 Model C-1 DPRRI TPS 29 - DUKU 
1081 PT-3.1081 Model C-1 DPRRI TPS 30 - DUKU 
1082 PT-3.1082 Model C-1 DPRRI TPS 31 - DUKU 
1083 PT-3.1083 Model C-1 DPRRI TPS 32 - DUKU 
1084 PT-3.1084 Model C-1 DPRRI TPS 33 - DUKU 
1085 PT-3.1085 Model C-1 DPRRI TPS 34 - DUKU 
1086 PT-3.1086 Model C-1 DPRRI TPS 35 - DUKU 
1087 PT-3.1087 Model C-1 DPRRI TPS 36 - DUKU 
1088 PT-3.1088 Model C-1 DPRRI TPS 37 - DUKU 
1089 PT-3.1089 Model C-1 DPRRI TPS 38 - DUKU 
1090 PT-3.1090 Model C-1 DPRRI TPS 39 - DUKU 
1091 PT-3.1091 Model C-1 DPRRI TPS 40 - DUKU 
1092 PT-3.1092 Model C-1 DPRRI TPS 41 - DUKU 

   
 SUNGAI BUAH  

1093 PT-3.1093 Model C-1 DPRRI TPS 01 - SUNGAI BUAH 
1094 PT-3.1094 Model C-1 DPRRI TPS 02 - SUNGAI BUAH 
1095 PT-3.1095 Model C-1 DPRRI TPS 03 - SUNGAI BUAH 
1096 PT-3.1096 Model C-1 DPRRI TPS 04 - SUNGAI BUAH 
1097 PT-3.1097 Model C-1 DPRRI TPS 05 - SUNGAI BUAH 
1098 PT-3.1098 Model C-1 DPRRI TPS 06 - SUNGAI BUAH 
1099 PT-3.1099 Model C-1 DPRRI TPS 07 - SUNGAI BUAH 
1100 PT-3.1100 Model C-1 DPRRI TPS 08 - SUNGAI BUAH 
1101 PT-3.1101 Model C-1 DPRRI TPS 09 - SUNGAI BUAH 
1102 PT-3.1102 Model C-1 DPRRI TPS 10 - SUNGAI BUAH 
1103 PT-3.1103 Model C-1 DPRRI TPS 11 - SUNGAI BUAH 
1104 PT-3.1104 Model C-1 DPRRI TPS 12 - SUNGAI BUAH 
1105 PT-3.1105 Model C-1 DPRRI TPS 13 - SUNGAI BUAH 
1106 PT-3.1106 Model C-1 DPRRI TPS 14 - SUNGAI BUAH 
1107 PT-3.1107 Model C-1 DPRRI TPS 15 - SUNGAI BUAH 
1108 PT-3.1108 Model C-1 DPRRI TPS 16 - SUNGAI BUAH 
1109 PT-3.1109 Model C-1 DPRRI TPS 17 - SUNGAI BUAH 
1110 PT-3.1110 Model C-1 DPRRI TPS 18 - SUNGAI BUAH 
1111 PT-3.1111 Model C-1 DPRRI TPS 19 - SUNGAI BUAH 
1112 PT-3.1112 Model C-1 DPRRI TPS 20 - SUNGAI BUAH 
1113 PT-3.1113 Model C-1 DPRRI TPS 21 - SUNGAI BUAH 
1114 PT-3.1114 Model C-1 DPRRI TPS 22 - SUNGAI BUAH 
1115 PT-3.1115 Model C-1 DPRRI TPS 23 - SUNGAI BUAH 
1116 PT-3.1116 Model C-1 DPRRI TPS 24 - SUNGAI BUAH 
1117 PT-3.1117 Model C-1 DPRRI TPS 25 - SUNGAI BUAH 
1118 PT-3.1118 Model C-1 DPRRI TPS 26 - SUNGAI BUAH 
1119 PT-3.1119 Model C-1 DPRRI TPS 27 - SUNGAI BUAH 
1120 PT-3.1120 Model C-1 DPRRI TPS 28 - SUNGAI BUAH 
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1121 PT-3.1121 Model C-1 DPRRI TPS 29 - SUNGAI BUAH 
1122 PT-3.1122 Model C-1 DPRRI TPS 30 - SUNGAI BUAH 
1123 PT-3.1123 Model C-1 DPRRI TPS 31 - SUNGAI BUAH 
1124 PT-3.1124 Model C-1 DPRRI TPS 32 - SUNGAI BUAH 
1125 PT-3.1125 Model C-1 DPRRI TPS 33 - SUNGAI BUAH 
1126 PT-3.1126 Model C-1 DPRRI TPS 34 - SUNGAI BUAH 
1127 PT-3.1127 Model C-1 DPRRI TPS 35 - SUNGAI BUAH 
1128 PT-3.1128 Model C-1 DPRRI TPS 36 - SUNGAI BUAH 
1129 PT-3.1129 Model C-1 DPRRI TPS 37 - SUNGAI BUAH 

   
 LAWANG KIDUL  

1130 PT-3.1130 Model C-1 DPRRI TPS 01 - LAWANG KIDUL 
1131 PT-3.1131 Model C-1 DPRRI TPS 02 - LAWANG KIDUL 
1132 PT-3.1132 Model C-1 DPRRI TPS 03 - LAWANG KIDUL 
1133 PT-3.1133 Model C-1 DPRRI TPS 04 - LAWANG KIDUL 
1134 PT-3.1134 Model C-1 DPRRI TPS 05 - LAWANG KIDUL 
1135 PT-3.1135 Model C-1 DPRRI TPS 06 - LAWANG KIDUL 
1136 PT-3.1136 Model C-1 DPRRI TPS 07 - LAWANG KIDUL 
1137 PT-3.1137 Model C-1 DPRRI TPS 08 - LAWANG KIDUL 
1138 PT-3.1138 Model C-1 DPRRI TPS 09 - LAWANG KIDUL 
1139 PT-3.1139 Model C-1 DPRRI TPS 10 - LAWANG KIDUL 
1140 PT-3.1140 Model C-1 DPRRI TPS 11 - LAWANG KIDUL 
1141 PT-3.1141 Model C-1 DPRRI TPS 12 - LAWANG KIDUL 
1142 PT-3.1142 Model C-1 DPRRI TPS 13 - LAWANG KIDUL 
1143 PT-3.1143 Model C-1 DPRRI TPS 14 - LAWANG KIDUL 
1144 PT-3.1144 Model C-1 DPRRI TPS 15 - LAWANG KIDUL 
1145 PT-3.1145 Model C-1 DPRRI TPS 16 - LAWANG KIDUL 
1146 PT-3.1146 Model C-1 DPRRI TPS 17 - LAWANG KIDUL 
1147 PT-3.1147 Model C-1 DPRRI TPS 18 - LAWANG KIDUL 
1148 PT-3.1148 Model C-1 DPRRI TPS 19 - LAWANG KIDUL 
1149 PT-3.1149 Model C-1 DPRRI TPS 20 - LAWANG KIDUL 
1150 PT-3.1150 Model C-1 DPRRI TPS 21 - LAWANG KIDUL 
1151 PT-3.1151 Model C-1 DPRRI TPS 22 - LAWANG KIDUL 
1152 PT-3.1152 Model C-1 DPRRI TPS 23 - LAWANG KIDUL 
1153 PT-3.1153 Model C-1 DPRRI TPS 24 - LAWANG KIDUL 
1154 PT-3.1154 Model C-1 DPRRI TPS 25 - LAWANG KIDUL 
1155 PT-3.1155 Model C-1 DPRRI TPS 26 - LAWANG KIDUL 
1156 PT-3.1156 Model C-1 DPRRI TPS 27 - LAWANG KIDUL 
1157 PT-3.1157 Model C-1 DPRRI TPS 28 - LAWANG KIDUL 

   
 TALANG AMAN  

1158 PT-3.1158 Model C-1 DPRRI TPS 01 - TALANG AMAN 
1159 PT-3.1159 Model C-1 DPRRI TPS 02 - TALANG AMAN 
1160 PT-3.1160 Model C-1 DPRRI TPS 03 - TALANG AMAN 
1161 PT-3.1161 Model C-1 DPRRI TPS 04 - TALANG AMAN 
1162 PT-3.1162 Model C-1 DPRRI TPS 05 - TALANG AMAN 
1163 PT-3.1163 Model C-1 DPRRI TPS 06 - TALANG AMAN 
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1164 PT-3.1164 Model C-1 DPRRI TPS 07 - TALANG AMAN 
1165 PT-3.1165 Model C-1 DPRRI TPS 08 - TALANG AMAN 
1166 PT-3.1166 Model C-1 DPRRI TPS 09 - TALANG AMAN 
1167 PT-3.1167 Model C-1 DPRRI TPS 10 - TALANG AMAN 
1168 PT-3.1168 Model C-1 DPRRI TPS 11 - TALANG AMAN 
1169 PT-3.1169 Model C-1 DPRRI TPS 12 - TALANG AMAN 
1170 PT-3.1170 Model C-1 DPRRI TPS 13 - TALANG AMAN 
1171 PT-3.1171 Model C-1 DPRRI TPS 14 - TALANG AMAN 
1172 PT-3.1172 Model C-1 DPRRI TPS 15 - TALANG AMAN 
1173 PT-3.1173 Model C-1 DPRRI TPS 16 - TALANG AMAN 
1174 PT-3.1174 Model C-1 DPRRI TPS 17 - TALANG AMAN 
1175 PT-3.1175 Model C-1 DPRRI TPS 18 - TALANG AMAN 
1176 PT-3.1176 Model C-1 DPRRI TPS 19 - TALANG AMAN 
1177 PT-3.1177 Model C-1 DPRRI TPS 20 - TALANG AMAN 
1178 PT-3.1178 Model C-1 DPRRI TPS 21 - TALANG AMAN 
1179 PT-3.1179 Model C-1 DPRRI TPS 22 - TALANG AMAN 
1180 PT-3.1180 Model C-1 DPRRI TPS 23 - TALANG AMAN 
1181 PT-3.1181 Model C-1 DPRRI TPS 24 - TALANG AMAN 
1182 PT-3.1182 Model C-1 DPRRI TPS 25 - TALANG AMAN 
1183 PT-3.1183 Model C-1 DPRRI TPS 26 - TALANG AMAN 
1184 PT-3.1184 Model C-1 DPRRI TPS 27 - TALANG AMAN 
1185 PT-3.1185 Model C-1 DPRRI TPS 28 - TALANG AMAN 

     
  SEKIP JAYA  

1186 PT-3.1186 Model C-1 DPRRI TPS 01 - SEKIP JAYA 
1187 PT-3.1187 Model C-1 DPRRI TPS 02 - SEKIP JAYA 
1188 PT-3.1188 Model C-1 DPRRI TPS 03 - SEKIP JAYA 
1189 PT-3.1189 Model C-1 DPRRI TPS 04 - SEKIP JAYA 
1190 PT-3.1190 Model C-1 DPRRI TPS 05 - SEKIP JAYA 
1191 PT-3.1191 Model C-1 DPRRI TPS 06 - SEKIP JAYA 
1192 PT-3.1192 Model C-1 DPRRI TPS 07 - SEKIP JAYA 
1193 PT-3.1193 Model C-1 DPRRI TPS 08 - SEKIP JAYA 
1194 PT-3.1194 Model C-1 DPRRI TPS 09 - SEKIP JAYA 
1195 PT-3.1195 Model C-1 DPRRI TPS 10 - SEKIP JAYA 
1196 PT-3.1196 Model C-1 DPRRI TPS 11 - SEKIP JAYA 
1197 PT-3.1197 Model C-1 DPRRI TPS 12 - SEKIP JAYA 
1198 PT-3.1198 Model C-1 DPRRI TPS 13 - SEKIP JAYA 
1199 PT-3.1199 Model C-1 DPRRI TPS 14 - SEKIP JAYA 
1200 PT-3.1200 Model C-1 DPRRI TPS 15 - SEKIP JAYA 
1201 PT-3.1201 Model C-1 DPRRI TPS 16 - SEKIP JAYA 
1202 PT-3.1202 Model C-1 DPRRI TPS 17 - SEKIP JAYA 
1203 PT-3.1203 Model C-1 DPRRI TPS 18 - SEKIP JAYA 
1204 PT-3.1204 Model C-1 DPRRI TPS 19 - SEKIP JAYA 
1205 PT-3.1205 Model C-1 DPRRI TPS 20 - SEKIP JAYA 
1206 PT-3.1206 Model C-1 DPRRI TPS 21 - SEKIP JAYA 
1207 PT-3.1207 Model C-1 DPRRI TPS 22 - SEKIP JAYA 
1208 PT-3.1208 Model C-1 DPRRI TPS 23 - SEKIP JAYA 
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1209 PT-3.1209 Model C-1 DPRRI TPS 24 - SEKIP JAYA 
1210 PT-3.1210 Model C-1 DPRRI TPS 25 - SEKIP JAYA 
1211 PT-3.1211 Model C-1 DPRRI TPS 26 - SEKIP JAYA 
1212 PT-3.1212 Model C-1 DPRRI TPS 27 - SEKIP JAYA 
1213 PT-3.1213 Model C-1 DPRRI TPS 28 - SEKIP JAYA 
1214 PT-3.1214 Model C-1 DPRRI TPS 29 - SEKIP JAYA 
1215 PT-3.1215 Model C-1 DPRRI TPS 30 - SEKIP JAYA 
1216 PT-3.1216 Model C-1 DPRRI TPS 31 - SEKIP JAYA 
1217 PT-3.1217 Model C-1 DPRRI TPS 32 - SEKIP JAYA 
1218 PT-3.1218 Model C-1 DPRRI TPS 33 - SEKIP JAYA 
1219 PT-3.1219 Model C-1 DPRRI TPS 34 - SEKIP JAYA 
1220 PT-3.1220 Model C-1 DPRRI TPS 35 - SEKIP JAYA 
1221 PT-3.1221 Model C-1 DPRRI TPS 36 - SEKIP JAYA 
1222 PT-3.1222 Model C-1 DPRRI TPS 37 - SEKIP JAYA 

     
  PIPA REJA  

1223 PT-3.1223 Model C-1 DPRRI TPS 01 - PIPA REJA 
1224 PT-3.1224 Model C-1 DPRRI TPS 02 - PIPA REJA 
1225 PT-3.1225 Model C-1 DPRRI TPS 03 - PIPA REJA 
1226 PT-3.1226 Model C-1 DPRRI TPS 04 - PIPA REJA 
1227 PT-3.1227 Model C-1 DPRRI TPS 05 - PIPA REJA 
1228 PT-3.1228 Model C-1 DPRRI TPS 06 - PIPA REJA 
1229 PT-3.1229 Model C-1 DPRRI TPS 07 - PIPA REJA 
1230 PT-3.1230 Model C-1 DPRRI TPS 08 - PIPA REJA 
1231 PT-3.1231 Model C-1 DPRRI TPS 09 - PIPA REJA 
1232 PT-3.1232 Model C-1 DPRRI TPS 10 - PIPA REJA 
1233 PT-3.1233 Model C-1 DPRRI TPS 11 - PIPA REJA 
1234 PT-3.1234 Model C-1 DPRRI TPS 12 - PIPA REJA 
1235 PT-3.1235 Model C-1 DPRRI TPS 13 - PIPA REJA 
1236 PT-3.1236 Model C-1 DPRRI TPS 14 - PIPA REJA 
1237 PT-3.1237 Model C-1 DPRRI TPS 15 - PIPA REJA 
1238 PT-3.1238 Model C-1 DPRRI TPS 16 - PIPA REJA 
1239 PT-3.1239 Model C-1 DPRRI TPS 17 - PIPA REJA 
1240 PT-3.1240 Model C-1 DPRRI TPS 18 - PIPA REJA 
1241 PT-3.1241 Model C-1 DPRRI TPS 19 - PIPA REJA 
1242 PT-3.1242 Model C-1 DPRRI TPS 20 - PIPA REJA 
1243 PT-3.1243 Model C-1 DPRRI TPS 21 - PIPA REJA 
1244 PT-3.1244 Model C-1 DPRRI TPS 22 - PIPA REJA 
1245 PT-3.1245 Model C-1 DPRRI TPS 23 - PIPA REJA 
1246 PT-3.1246 Model C-1 DPRRI TPS 24 - PIPA REJA 
1247 PT-3.1247 Model C-1 DPRRI TPS 25 - PIPA REJA 
1248 PT-3.1248 Model C-1 DPRRI TPS 26 - PIPA REJA 
1249 PT-3.1249 Model C-1 DPRRI TPS 27 - PIPA REJA 
1250 PT-3.1250 Model C-1 DPRRI TPS 28 - PIPA REJA 
1251 PT-3.1251 Model C-1 DPRRI TPS 29 - PIPA REJA 
1252 PT-3.1252 Model C-1 DPRRI TPS 30 - PIPA REJA 
1253 PT-3.1253 Model C-1 DPRRI TPS 31 - PIPA REJA 
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1254 PT-3.1254 Model C-1 DPRRI TPS 32 - PIPA REJA 
1255 PT-3.1255 Model C-1 DPRRI TPS 33 - PIPA REJA 
1256 PT-3.1256 Model C-1 DPRRI TPS 34 - PIPA REJA 

     
  ARIO KEMUNING  

1257 PT-3.1257 Model C-1 DPRRI TPS 01 - ARIO KEMUNING 
1258 PT-3.1258 Model C-1 DPRRI TPS 02 - ARIO KEMUNING 
1259 PT-3.1259 Model C-1 DPRRI TPS 03 - ARIO KEMUNING 
1260 PT-3.1260 Model C-1 DPRRI TPS 04 - ARIO KEMUNING 
1261 PT-3.1261 Model C-1 DPRRI TPS 05 - ARIO KEMUNING 
1262 PT-3.1262 Model C-1 DPRRI TPS 06 - ARIO KEMUNING 
1263 PT-3.1263 Model C-1 DPRRI TPS 07 - ARIO KEMUNING 
1264 PT-3.1264 Model C-1 DPRRI TPS 08 - ARIO KEMUNING 
1265 PT-3.1265 Model C-1 DPRRI TPS 09 - ARIO KEMUNING 
1266 PT-3.1266 Model C-1 DPRRI TPS 10 - ARIO KEMUNING 
1267 PT-3.1267 Model C-1 DPRRI TPS 11 - ARIO KEMUNING 
1268 PT-3.1268 Model C-1 DPRRI TPS 12 - ARIO KEMUNING 
1269 PT-3.1269 Model C-1 DPRRI TPS 13 - ARIO KEMUNING 
1270 PT-3.1270 Model C-1 DPRRI TPS 14 - ARIO KEMUNING 
1271 PT-3.1271 Model C-1 DPRRI TPS 15 - ARIO KEMUNING 
1272 PT-3.1272 Model C-1 DPRRI TPS 16 - ARIO KEMUNING 
1273 PT-3.1273 Model C-1 DPRRI TPS 17 - ARIO KEMUNING 
1274 PT-3.1274 Model C-1 DPRRI TPS 18 - ARIO KEMUNING 
1275 PT-3.1275 Model C-1 DPRRI TPS 19 - ARIO KEMUNING 
1276 PT-3.1276 Model C-1 DPRRI TPS 20 - ARIO KEMUNING 
1277 PT-3.1277 Model C-1 DPRRI TPS 21 - ARIO KEMUNING 
1278 PT-3.1278 Model C-1 DPRRI TPS 22 - ARIO KEMUNING 
1279 PT-3.1279 Model C-1 DPRRI TPS 23 - ARIO KEMUNING 
1280 PT-3.1280 Model C-1 DPRRI TPS 24 - ARIO KEMUNING 

     
  20 ILIR D II  

1281 PT-3.1281 Model C-1 DPRRI TPS 01 - 20 ILIR D II 
1282 PT-3.1282 Model C-1 DPRRI TPS 02 - 20 ILIR D II 
1283 PT-3.1283 Model C-1 DPRRI TPS 03 - 20 ILIR D II 
1284 PT-3.1284 Model C-1 DPRRI TPS 04 - 20 ILIR D II 
1285 PT-3.1285 Model C-1 DPRRI TPS 05 - 20 ILIR D II 
1286 PT-3.1286 Model C-1 DPRRI TPS 06 - 20 ILIR D II 
1287 PT-3.1287 Model C-1 DPRRI TPS 07 - 20 ILIR D II 
1288 PT-3.1288 Model C-1 DPRRI TPS 08 - 20 ILIR D II 
1289 PT-3.1289 Model C-1 DPRRI TPS 09 - 20 ILIR D II 
1290 PT-3.1290 Model C-1 DPRRI TPS 10 - 20 ILIR D II 
1291 PT-3.1291 Model C-1 DPRRI TPS 11 - 20 ILIR D II 
1292 PT-3.1292 Model C-1 DPRRI TPS 12 - 20 ILIR D II 
1293 PT-3.1293 Model C-1 DPRRI TPS 13 - 20 ILIR D II 
1294 PT-3.1294 Model C-1 DPRRI TPS 14 - 20 ILIR D II 
1295 PT-3.1295 Model C-1 DPRRI TPS 15 - 20 ILIR D II 
1296 PT-3.1296 Model C-1 DPRRI TPS 16 - 20 ILIR D II 
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1297 PT-3.1297 Model C-1 DPRRI TPS 17 - 20 ILIR D II 
1298 PT-3.1298 Model C-1 DPRRI TPS 18 - 20 ILIR D II 
1299 PT-3.1299 Model C-1 DPRRI TPS 19 - 20 ILIR D II 
1300 PT-3.1300 Model C-1 DPRRI TPS 20 - 20 ILIR D II 
1301 PT-3.1301 Model C-1 DPRRI TPS 21 - 20 ILIR D II 
1302 PT-3.1302 Model C-1 DPRRI TPS 22 - 20 ILIR D II 
1303 PT-3.1303 Model C-1 DPRRI TPS 23 - 20 ILIR D II 
1304 PT-3.1304 Model C-1 DPRRI TPS 24 - 20 ILIR D II 
1305 PT-3.1305 Model C-1 DPRRI TPS 25 - 20 ILIR D II 
1306 PT-3.1306 Model C-1 DPRRI TPS 26 - 20 ILIR D II 
1307 PT-3.1307 Model C-1 DPRRI TPS 27 - 20 ILIR D II 
1308 PT-3.1308 Model C-1 DPRRI TPS 28 - 20 ILIR D II 
1309 PT-3.1309 Model C-1 DPRRI TPS 29 - 20 ILIR D II 
1310 PT-3.1310 Model C-1 DPRRI TPS 30 - 20 ILIR D II 
1311 PT-3.1311 Model C-1 DPRRI TPS 01 – 20 ILIR D II 
1312 PT-3.1312 Model C-1 DPRRI TPS 02 – 20 ILIR D II 
1313 PT-3.1313 Model C-1 DPRRI TPS 03 – 20 ILIR D II 
1314 PT-3.1314 Model C-1 DPRRI TPS 04 – 20 ILIR D II 
1315 PT-3.1315 Model C-1 DPRRI TPS 05 – 20 ILIR D II 
1316 PT-3.1316 Model C-1 DPRRI TPS 06 – 20 ILIR D II 

   
 PAHLAWAN  

1317 PT-3.1317 Model C-1 DPRRI TPS 07 – PAHLAWAN 
1318 PT-3.1318 Model C-1 DPRRI TPS 08 – PAHLAWAN 
1319 PT-3.1319 Model C-1 DPRRI TPS 09 – PAHLAWAN 
1320 PT-3.1320 Model C-1 DPRRI TPS 10 – PAHLAWAN 
1321 PT-3.1321 Model C-1 DPRRI TPS 11 – PAHLAWAN 
1322 PT-3.1322 Model C-1 DPRRI TPS 12 – PAHLAWAN 
1323 PT-3.1323 Model C-1 DPRRI TPS 13 – PAHLAWAN 
1324 PT-3.1324 Model C-1 DPRRI TPS 14 – PAHLAWAN 
1325 PT-3.1325 Model C-1 DPRRI TPS 15 – PAHLAWAN 
1326 PT-3.1326 Model C-1 DPRRI TPS 16 – PAHLAWAN 
1327 PT-3.1327 Model C-1 DPRRI TPS 17 – PAHLAWAN 
1328 PT-3.1328 Model C-1 DPRRI TPS 18 – PAHLAWAN 
1329 PT-3.1329 Model C-1 DPRRI TPS 19 – PAHLAWAN 
1330 PT-3.1330 Model C-1 DPRRI TPS 20 – PAHLAWAN 
1331 PT-3.1331 Model C-1 DPRRI TPS 21 – PAHLAWAN 
1332 PT-3.1332 Model C-1 DPRRI TPS 22 – PAHLAWAN 
1333 PT-3.1333 Model C-1 DPRRI TPS 23 – PAHLAWAN 
1334 PT-3.1334 Model C-1 DPRRI TPS 24 – PAHLAWAN 
1335 PT-3.1335 Model C-1 DPRRI TPS 25 – PAHLAWAN 
1336 PT-3.1336 Model C-1 DPRRI TPS 26 – PAHLAWAN 
1337 PT-3.1337 Model C-1 DPRRI TPS 27 – PAHLAWAN 
1338 PT-3.1338 Model C-1 DPRRI TPS 28 – PAHLAWAN 
1339 PT-3.1339 Model C-1 DPRRI TPS 29 – PAHLAWAN 
1340 PT-3.1340 Model C-1 DPRRI TPS 30 – PAHLAWAN 
1341 PT-3.1341 Model C-1 DPRRI TPS 31 – PAHLAWAN 
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1342 PT-3.1342 Model C-1 DPRRI TPS 32 – PAHLAWAN 
1343 PT-3.1343 Model C-1 DPRRI TPS 33 – PAHLAWAN 
1344 PT-3.1344 Model C-1 DPRRI TPS 34 – PAHLAWAN 
1345 PT-3.1345 Model C-1 DPRRI TPS 35 – PAHLAWAN 

   
 SEI SELINCAH  

1346 PT-3.1346 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Sei Selincah 
1347 PT-3.1347 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Sei Selincah 
1348 PT-3.1348 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Sei Selincah 
1349 PT-3.1349 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Sei Selincah 
1350 PT-3.1350 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Sei Selincah 
1351 PT-3.1351 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Sei Selincah 
1352 PT-3.1352 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Sei Selincah 
1353 PT-3.1353 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Sei Selincah 
1354 PT-3.1354 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Sei Selincah 
1355 PT-3.1355 Model C-1 DPRRI TPS 10 - Sei Selincah 
1356 PT-3.1356 Model C-1 DPRRI TPS 11 - Sei Selincah 
1357 PT-3.1357 Model C-1 DPRRI TPS 12 - Sei Selincah 
1358 PT-3.1358 Model C-1 DPRRI TPS 13 - Sei Selincah 
1359 PT-3.1359 Model C-1 DPRRI TPS 14 - Sei Selincah 
1360 PT-3.1360 Model C-1 DPRRI TPS 15 - Sei Selincah 
1361 PT-3.1361 Model C-1 DPRRI TPS 16 - Sei Selincah 
1362 PT-3.1362 Model C-1 DPRRI TPS 17 - Sei Selincah 
1363 PT-3.1363 Model C-1 DPRRI TPS 18 - Sei Selincah 
1364 PT-3.1364 Model C-1 DPRRI TPS 20 - Sei Selincah 
1365 PT-3.1365 Model C-1 DPRRI TPS 21 - Sei Selincah 
1366 PT-3.1366 Model C-1 DPRRI TPS 22 - Sei Selincah 
1367 PT-3.1367 Model C-1 DPRRI TPS 23 - Sei Selincah 
1368 PT-3.1368 Model C-1 DPRRI TPS 24 - Sei Selincah 
1369 PT-3.1369 Model C-1 DPRRI TPS 25 - Sei Selincah 
1370 PT-3.1370 Model C-1 DPRRI TPS 26 - Sei Selincah 
1371 PT-3.1371 Model C-1 DPRRI TPS 27 - Sei Selincah 
1372 PT-3.1372 Model C-1 DPRRI TPS 29 - Sei Selincah 
1373 PT-3.1373 Model C-1 DPRRI TPS 30 - Sei Selincah 
1374 PT-3.1374 Model C-1 DPRRI TPS 31 - Sei Selincah 
1375 PT-3.1375 Model C-1 DPRRI TPS 32 - Sei Selincah 
1376 PT-3.1376 Model C-1 DPRRI TPS 33 - Sei Selincah 
1377 PT-3.1377 Model C-1 DPRRI TPS 34 - Sei Selincah 
1378 PT-3.1378 Model C-1 DPRRI TPS 35 - Sei Selincah 
1379 PT-3.1379 Model C-1 DPRRI TPS 36 - Sei Selincah 
1380 PT-3.1380 Model C-1 DPRRI TPS 37 - Sei Selincah 
1381 PT-3.1381 Model C-1 DPRRI TPS 38 - Sei Selincah 
1382 PT-3.1382 Model C-1 DPRRI TPS 39 - Sei Selincah 
1383 PT-3.1383 Model C-1 DPRRI TPS 40 - Sei Selincah 
1384 PT-3.1384 Model C-1 DPRRI TPS 41 - Sei Selincah 
1385 PT-3.1385 Model C-1 DPRRI TPS 42 - Sei Selincah 
1386 PT-3.1386 Model C-1 DPRRI TPS 43 - Sei Selincah 
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1387 PT-3.1387 Model C-1 DPRRI TPS 44 - Sei Selincah 
1388 PT-3.1388 Model C-1 DPRRI TPS 45 - Sei Selincah 
1389 PT-3.1389 Model C-1 DPRRI TPS 47 - Sei Selincah 
1390 PT-3.1390 Model C-1 DPRRI TPS 48 - Sei Selincah 
1391 PT-3.1391 Model C-1 DPRRI TPS 49 - Sei Selincah 
1392 PT-3.1392 Model C-1 DPRRI TPS 50 - Sei Selincah 
1393 PT-3.1393 Model C-1 DPRRI TPS 51 - Sei Selincah 
1394 PT-3.1394 Model C-1 DPRRI TPS 52 - Sei Selincah 
1395 PT-3.1395 Model C-1 DPRRI TPS 53 - Sei Selincah 
1396 PT-3.1396 Model C-1 DPRRI TPS 54 - Sei Selincah 

   
 BUKIT SANGKAL  

1397 PT-3.1397 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Bukit Sangkal 
1398 PT-3.1398 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Bukit Sangkal 
1399 PT-3.1399 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Bukit Sangkal 
1400 PT-3.1400 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Bukit Sangkal 
1401 PT-3.1401 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Bukit Sangkal 
1402 PT-3.1402 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Bukit Sangkal 
1403 PT-3.1403 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Bukit Sangkal 
1404 PT-3.1404 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Bukit Sangkal 
1405 PT-3.1405 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Bukit Sangkal 
1406 PT-3.1406 Model C-1 DPRRI TPS 10 - Bukit Sangkal 
1407 PT-3.1407 Model C-1 DPRRI TPS 11 - Bukit Sangkal 
1408 PT-3.1408 Model C-1 DPRRI TPS 12 - Bukit Sangkal 
1409 PT-3.1409 Model C-1 DPRRI TPS 14 - Bukit Sangkal 
1410 PT-3.1410 Model C-1 DPRRI TPS 15 - Bukit Sangkal 
1411 PT-3.1411 Model C-1 DPRRI TPS 16 - Bukit Sangkal 
1412 PT-3.1412 Model C-1 DPRRI TPS 17 - Bukit Sangkal 
1413 PT-3.1413 Model C-1 DPRRI TPS 18 - Bukit Sangkal 
1414 PT-3.1414 Model C-1 DPRRI TPS 19 - Bukit Sangkal 
1415 PT-3.1415 Model C-1 DPRRI TPS 20 - Bukit Sangkal 
1416 PT-3.1416 Model C-1 DPRRI TPS 21 - Bukit Sangkal 
1417 PT-3.1417 Model C-1 DPRRI TPS 22 - Bukit Sangkal 
1418 PT-3.1418 Model C-1 DPRRI TPS 23 - Bukit Sangkal 
1419 PT-3.1419 Model C-1 DPRRI TPS 24 - Bukit Sangkal 
1420 PT-3.1420 Model C-1 DPRRI TPS 25 - Bukit Sangkal 
1421 PT-3.1421 Model C-1 DPRRI TPS 26 - Bukit Sangkal 
1422 PT-3.1422 Model C-1 DPRRI TPS 27 - Bukit Sangkal 
1423 PT-3.1423 Model C-1 DPRRI TPS 28 - Bukit Sangkal 
1424 PT-3.1424 Model C-1 DPRRI TPS 29 - Bukit Sangkal 
1425 PT-3.1425 Model C-1 DPRRI TPS 30 - Bukit Sangkal 
1426 PT-3.1426 Model C-1 DPRRI TPS 31 - Bukit Sangkal 
1427 PT-3.1427 Model C-1 DPRRI TPS 32 - Bukit Sangkal 
1428 PT-3.1428 Model C-1 DPRRI TPS 34 - Bukit Sangkal 
1429 PT-3.1429 Model C-1 DPRRI TPS 35 - Bukit Sangkal 
1430 PT-3.1430 Model C-1 DPRRI TPS 36 - Bukit Sangkal 
1431 PT-3.1431 Model C-1 DPRRI TPS 37 - Bukit Sangkal 
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1432 PT-3.1432 Model C-1 DPRRI TPS 38 - Bukit Sangkal 
1433 PT-3.1433 Model C-1 DPRRI TPS 39 - Bukit Sangkal 
1434 PT-3.1434 Model C-1 DPRRI TPS 40 - Bukit Sangkal 
1435 PT-3.1435 Model C-1 DPRRI TPS 41 - Bukit Sangkal 
1436 PT-3.1436 Model C-1 DPRRI TPS 42 - Bukit Sangkal 
1437 PT-3.1437 Model C-1 DPRRI TPS 43 - Bukit Sangkal 
1438 PT-3.1438 Model C-1 DPRRI TPS 44 - Bukit Sangkal 
1439 PT-3.1439 Model C-1 DPRRI TPS 45 - Bukit Sangkal 
1440 PT-3.1440 Model C-1 DPRRI TPS 46 - Bukit Sangkal 
1441 PT-3.1441 Model C-1 DPRRI TPS 47 - Bukit Sangkal 
1442 PT-3.1442 Model C-1 DPRRI TPS 48 - Bukit Sangkal 
1443 PT-3.1443 Model C-1 DPRRI TPS 49 - Bukit Sangkal 
1444 PT-3.1444 Model C-1 DPRRI TPS 50 - Bukit Sangkal 
1445 PT-3.1445 Model C-1 DPRRI TPS 52 - Bukit Sangkal 
1446 PT-3.1446 Model C-1 DPRRI TPS 54 - Bukit Sangkal 
1447 PT-3.1447 Model C-1 DPRRI TPS 55 - Bukit Sangkal 
1448 PT-3.1448 Model C-1 DPRRI TPS 56 - Bukit Sangkal 
1449 PT-3.1449 Model C-1 DPRRI TPS 57 - Bukit Sangkal 
1450 PT-3.1450 Model C-1 DPRRI TPS 58 - Bukit Sangkal 
1451 PT-3.1451 Model C-1 DPRRI TPS 59 - Bukit Sangkal 
1452 PT-3.1452 Model C-1 DPRRI TPS 61 - Bukit Sangkal 

   
 KALIDONI  

1453 PT-3.1453 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Kalidoni 
1454 PT-3.1454 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Kalidoni 
1455 PT-3.1455 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Kalidoni 
1456 PT-3.1456 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Kalidoni 
1457 PT-3.1457 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Kalidoni 
1458 PT-3.1458 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Kalidoni 
1459 PT-3.1459 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Kalidoni 
1460 PT-3.1460 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Kalidoni 
1461 PT-3.1461 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Kalidoni 
1462 PT-3.1462 Model C-1 DPRRI TPS 10 - Kalidoni 
1463 PT-3.1463 Model C-1 DPRRI TPS 11 - Kalidoni 
1464 PT-3.1464 Model C-1 DPRRI TPS 12 - Kalidoni 
1465 PT-3.1465 Model C-1 DPRRI TPS 13 - Kalidoni 
1466 PT-3.1466 Model C-1 DPRRI TPS 14 - Kalidoni 
1467 PT-3.1467 Model C-1 DPRRI TPS 15 - Kalidoni 
1468 PT-3.1468 Model C-1 DPRRI TPS 16 - Kalidoni 
1469 PT-3.1469 Model C-1 DPRRI TPS 17 - Kalidoni 
1470 PT-3.1470 Model C-1 DPRRI TPS 18 - Kalidoni 
1471 PT-3.1471 Model C-1 DPRRI TPS 19 - Kalidoni 
1472 PT-3.1472 Model C-1 DPRRI TPS 20 - Kalidoni 
1473 PT-3.1473 Model C-1 DPRRI TPS 21 - Kalidoni 
1474 PT-3.1474 Model C-1 DPRRI TPS 22 - Kalidoni 
1475 PT-3.1475 Model C-1 DPRRI TPS 23 - Kalidoni 
1476 PT-3.1476 Model C-1 DPRRI TPS 24 - Kalidoni 
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1477 PT-3.1477 Model C-1 DPRRI TPS 25 - Kalidoni 
1478 PT-3.1478 Model C-1 DPRRI TPS 26 - Kalidoni 
1479 PT-3.1479 Model C-1 DPRRI TPS 27 - Kalidoni 
1480 PT-3.1480 Model C-1 DPRRI TPS 28 - Kalidoni 
1481 PT-3.1481 Model C-1 DPRRI TPS 29 - Kalidoni 
1482 PT-3.1482 Model C-1 DPRRI TPS 30 - Kalidoni 
1483 PT-3.1483 Model C-1 DPRRI TPS 31 - Kalidoni 
1484 PT-3.1484 Model C-1 DPRRI TPS 32 - Kalidoni 
1485 PT-3.1485 Model C-1 DPRRI TPS 33 - Kalidoni 
1486 PT-3.1486 Model C-1 DPRRI TPS 34 - Kalidoni 
1487 PT-3.1487 Model C-1 DPRRI TPS 35 - Kalidoni 
1488 PT-3.1488 Model C-1 DPRRI TPS 36 - Kalidoni 
1489 PT-3.1489 Model C-1 DPRRI TPS 37 - Kalidoni 
1490 PT-3.1490 Model C-1 DPRRI TPS 38 - Kalidoni 
1491 PT-3.1491 Model C-1 DPRRI TPS 39 - Kalidoni 
1492 PT-3.1492 Model C-1 DPRRI TPS 40 - Kalidoni 
1493 PT-3.1493 Model C-1 DPRRI TPS 41 - Kalidoni 
1494 PT-3.1494 Model C-1 DPRRI TPS 42 - Kalidoni 
1495 PT-3.1495 Model C-1 DPRRI TPS 43 - Kalidoni 
1496 PT-3.1496 Model C-1 DPRRI TPS 44 - Kalidoni 
1497 PT-3.1497 Model C-1 DPRRI TPS 45 - Kalidoni 
1498 PT-3.1498 Model C-1 DPRRI TPS 46 - Kalidoni 
1499 PT-3.1499 Model C-1 DPRRI TPS 47 - Kalidoni 
1500 PT-3.1500 Model C-1 DPRRI TPS 48 - Kalidoni 
1501 PT-3.1501 Model C-1 DPRRI TPS 49 - Kalidoni 
1502 PT-3.1502 Model C-1 DPRRI TPS 50 - Kalidoni 
1503 PT-3.1503 Model C-1 DPRRI TPS 51 - Kalidoni 
1504 PT-3.1504 Model C-1 DPRRI TPS 52 - Kalidoni 
1505 PT-3.1505 Model C-1 DPRRI TPS 53 - Kalidoni 
1506 PT-3.1506 Model C-1 DPRRI TPS 54 - Kalidoni 

   
 SUNGAI LILIN  

1507 PT-3.1507 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Sungai Lais 
1508 PT-3.1508 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Sungai Lais 
1509 PT-3.1509 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Sungai Lais 
1510 PT-3.1510 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Sungai Lais 
1511 PT-3.1511 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Sungai Lais 
1512 PT-3.1512 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Sungai Lais 
1513 PT-3.1513 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Sungai Lais 
1514 PT-3.1514 Model C-1 DPRRI TPS 10 - Sungai Lais 
1515 PT-3.1515 Model C-1 DPRRI TPS 11 - Sungai Lais 
1516 PT-3.1516 Model C-1 DPRRI TPS 12 - Sungai Lais 
1517 PT-3.1517 Model C-1 DPRRI TPS 14 - Sungai Lais 
1518 PT-3.1518 Model C-1 DPRRI TPS 15 - Sungai Lais 
1519 PT-3.1519 Model C-1 DPRRI TPS 16 - Sungai Lais 
1520 PT-3.1520 Model C-1 DPRRI TPS 17 - Sungai Lais 
1521 PT-3.1521 Model C-1 DPRRI TPS 18 - Sungai Lais 
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1522 PT-3.1522 Model C-1 DPRRI TPS 19 - Sungai Lais 
1523 PT-3.1523 Model C-1 DPRRI TPS 20 - Sungai Lais 
1524 PT-3.1524 Model C-1 DPRRI TPS 21 - Sungai Lais 
1525 PT-3.1525 Model C-1 DPRRI TPS 22 - Sungai Lais 
1526 PT-3.1526 Model C-1 DPRRI TPS 23 - Sungai Lais 
1527 PT-3.1527 Model C-1 DPRRI TPS 24 - Sungai Lais 
1528 PT-3.1528 Model C-1 DPRRI TPS 25 - Sungai Lais 
1529 PT-3.1529 Model C-1 DPRRI TPS 26 - Sungai Lais 
1530 PT-3.1530 Model C-1 DPRRI TPS 27 - Sungai Lais 
1531 PT-3.1531 Model C-1 DPRRI TPS 28 - Sungai Lais 
1532 PT-3.1532 Model C-1 DPRRI TPS 29 - Sungai Lais 
1533 PT-3.1533 Model C-1 DPRRI TPS 31 - Sungai Lais 

   
 Kec. Keluang  

1534 PT-3.1534 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Desa Tj. Dalam 
1535 PT-3.1535 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Desa Tj. Dalam 
1536 PT-3.1536 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Desa Tenggaro 
1537 PT-3.1537 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Desa Tenggaro 
1538 PT-3.1538 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Desa Tenggaro 
1539 PT-3.1539 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Desa Tegal Mulyo 
1540 PT-3.1540 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Desa Tegal Mulyo 
1541 PT-3.1541 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Desa Tegal Mulyo 
1542 PT-3.1542 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Desa Tegal Mulyo 
1543 PT-3.1543 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Desa Tegal Mulyo 
1544 PT-3.1544 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Desa Siderojeo 
1545 PT-3.1545 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Desa Siderojeo 
1546 PT-3.1546 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Desa Siderojeo 
1547 PT-3.1547 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Mekar Sari 
1548 PT-3.1548 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Mekar Sari 
1549 PT-3.1549 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Keluang 
1550 PT-3.1550 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Keluang 
1551 PT-3.1551 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Keluang 
1552 PT-3.1552 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Keluang 
1553 PT-3.1553 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Keluang 
1554 PT-3.1554 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Keluang 
1555 PT-3.1555 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Keluang 
1556 PT-3.1556 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Keluang 
1557 PT-3.1557 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Keluang 
1558 PT-3.1558 Model C-1 DPRRI TPS 10 - Keluang 
1559 PT-3.1559 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Mekar Jaya 
1560 PT-3.1560 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Mekar Jaya 
1561 PT-3.1561 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Mekar Jaya 
1562 PT-3.1562 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Mekar Jaya 
1563 PT-3.1563 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Mekar Jaya 
1564 PT-3.1564 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Sridamai 
1565 PT-3.1565 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Sridamai 
1566 PT-3.1566 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Sumber Agung 
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1567 PT-3.1567 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Sumber Agung 
1568 PT-3.1568 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Sumber Agung 
1569 PT-3.1569 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Sumber Agung 
1570 PT-3.1570 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Sumber Agung 
1571 PT-3.1571 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Cipta Raja 
1572 PT-3.1572 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Cipta Raja 
1573 PT-3.1573 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Cipta Raja 
1574 PT-3.1574 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Cipta Raja 
1575 PT-3.1575 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Cipta Raja 
1576 PT-3.1576 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Cipta Raja 
1577 PT-3.1577 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Loka Jaya 
1578 PT-3.1578 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Loka Jaya 
1579 PT-3.1579 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Loka Jaya 
1580 PT-3.1580 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Karya Maju 
1581 PT-3.1581 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Karya Maju 
1582 PT-3.1582 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Karya Maju 
1583 PT-3.1583 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Karya Maju 
1584 PT-3.1584 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Karya Maju 
1585 PT-3.1585 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Karya Maju 
1586 PT-3.1586 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Karya Maju 
1587 PT-3.1587 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Karya Maju 
1588 PT-3.1588 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Mulyo Asih 
1589 PT-3.1589 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Mulyo Asih 
1590 PT-3.1590 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Mulyo Asih 
1591 PT-3.1591 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Mulyo Asih 
1592 PT-3.1592 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Dawas 
1593 PT-3.1593 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Dawas 
1594 PT-3.1594 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Dawas 
1595 PT-3.1595 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Dawas 
1596 PT-3.1596 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Dawas 
1597 PT-3.1597 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Dawas 
1598 PT-3.1598 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Dawas 
1599 PT-3.1599 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Dawas 
1600 PT-3.1600 Model C-1 DPRRI TPS 10 - Dawas 
1601 PT-3.1601 Model C-1 DPRRI TPS 11 - Dawas 
1602 PT-3.1602 Model C-1 DPRRI TPS 12 - Dawas 

   

 
Kec. Lawang 
Wetan  

1603 PT-3.1603 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Karang Ringin 1 
1604 PT-3.1604 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Karang Ringin 1 
1605 PT-3.1605 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Karang Ringin 1 
1606 PT-3.1606 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Karang Ringin 2 
1607 PT-3.1607 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Karang Ringin 2 
1608 PT-3.1608 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Tj. Duren 
1609 PT-3.1609 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Tj. Duren 
1610 PT-3.1610 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Sindang Sari 
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1611 PT-3.1611 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Sindang Sari 
1612 PT-3.1612 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Sindang Sari 
1613 PT-3.1613 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Sindang Sari 
1614 PT-3.1614 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Ulak Teberau 
1615 PT-3.1615 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Ulak Teberau 
1616 PT-3.1616 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Ulak Teberau 
1617 PT-3.1617 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Ulak Teberau 
1618 PT-3.1618 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Ulak Teberau 
1619 PT-3.1619 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Ulak Teberau 
1620 PT-3.1620 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Ulak Teberau 
1621 PT-3.1621 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Ulak Pecah 
1622 PT-3.1622 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Ulak Pecah 
1623 PT-3.1623 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Ulak Pecah 
1624 PT-3.1624 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Ulak Pecah 
1625 PT-3.1625 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Ulak Pecah 
1626 PT-3.1626 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Ulak Pecah 
1627 PT-3.1627 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Ulak Pecah 
1628 PT-3.1628 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Ulak Pecah 
1629 PT-3.1629 Model C-1 DPRRI TPS 10 - Ulak Pecah 
1630 PT-3.1630 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Bumi Ayu 
1631 PT-3.1631 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Bumi Ayu 
1632 PT-3.1632 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Bumi Ayu 
1633 PT-3.1633 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Bumi Ayu 
1634 PT-3.1634 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Talang Piase 
1635 PT-3.1635 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Talang Piase 
1636 PT-3.1636 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Talang Piase 
1637 PT-3.1637 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Talang Piase 
1638 PT-3.1638 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Rantau Panjang 
1639 PT-3.1639 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Rantau Panjang 
1640 PT-3.1640 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Rantau Panjang 
1641 PT-3.1641 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Rantau Panjang 
1642 PT-3.1642 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Rantau Panjang 
1643 PT-3.1643 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Karang Waru 
1644 PT-3.1644 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Karang Waru 
1645 PT-3.1645 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Pandan Dulang 
1646 PT-3.1646 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Pandan Dulang 
1647 PT-3.1647 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Pandan Dulang 
1648 PT-3.1648 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Pandan Dulang 
1649 PT-3.1649 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Pandan Dulang 
1650 PT-3.1650 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Karang Anyar 
1651 PT-3.1651 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Karang Anyar 
1652 PT-3.1652 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Karang Anyar 
1653 PT-3.1653 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Rantau Kasih 
1654 PT-3.1654 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Rantau Kasih 
1655 PT-3.1655 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Rantau Kasih 
1656 PT-3.1656 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Rantau Kasih 
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Kel. Sungai Selayur 
- Kalidoni 
Palembang  

1657 PT-3.1657 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Sungai Selayur 
1658 PT-3.1658 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Sungai Selayur 
1659 PT-3.1659 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Sungai Selayur 
1660 PT-3.1660 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Sungai Selayur 
1661 PT-3.1661 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Sungai Selayur 
1662 PT-3.1662 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Sungai Selayur 
1663 PT-3.1663 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Sungai Selayur 
1664 PT-3.1664 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Sungai Selayur 
1665 PT-3.1665 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Sungai Selayur 
1666 PT-3.1666 Model C-1 DPRRI TPS 10 - Sungai Selayur 
1667 PT-3.1667 Model C-1 DPRRI TPS 11 - Sungai Selayur 
1668 PT-3.1668 Model C-1 DPRRI TPS 12 - Sungai Selayur 
1669 PT-3.1669 Model C-1 DPRRI TPS 13 - Sungai Selayur 
1670 PT-3.1670 Model C-1 DPRRI TPS 14 - Sungai Selayur 
1671 PT-3.1671 Model C-1 DPRRI TPS 15 - Sungai Selayur 
1672 PT-3.1672 Model C-1 DPRRI TPS 16 - Sungai Selayur 
1673 PT-3.1673 Model C-1 DPRRI TPS 17 - Sungai Selayur 
1674 PT-3.1674 Model C-1 DPRRI TPS 18 - Sungai Selayur 
1675 PT-3.1675 Model C-1 DPRRI TPS 19 - Sungai Selayur 
1676 PT-3.1676 Model C-1 DPRRI TPS 20 - Sungai Selayur 
1677 PT-3.1677 Model C-1 DPRRI TPS 21 - Sungai Selayur 
1678 PT-3.1678 Model C-1 DPRRI TPS 22 - Sungai Selayur 
1679 PT-3.1679 Model C-1 DPRRI TPS 23 - Sungai Selayur 
1680 PT-3.1680 Model C-1 DPRRI TPS 24 - Sungai Selayur 
1681 PT-3.1681 Model C-1 DPRRI TPS 25 - Sungai Selayur 
1682 PT-3.1682 Model C-1 DPRRI TPS 26 - Sungai Selayur 
1683 PT-3.1683 Model C-1 DPRRI TPS 27 - Sungai Selayur 
1684 PT-3.1684 Model C-1 DPRRI TPS 28 - Sungai Selayur 
1685 PT-3.1685 Model C-1 DPRRI TPS 29 - Sungai Selayur 
1686 PT-3.1686 Model C-1 DPRRI TPS 30 - Sungai Selayur 
1687 PT-3.1687 Model C-1 DPRRI TPS 31 - Sungai Selayur 
1688 PT-3.1688 Model C-1 DPRRI TPS 32 - Sungai Selayur 
1689 PT-3.1689 Model C-1 DPRRI TPS 33 - Sungai Selayur 
1690 PT-3.1690 Model C-1 DPRRI TPS 34 - Sungai Selayur 
1691 PT-3.1691 Model C-1 DPRRI TPS 35 - Sungai Selayur 
1692 PT-3.1692 Model C-1 DPRRI TPS 36 - Sungai Selayur 
1693 PT-3.1693 Model C-1 DPRRI TPS 37 - Sungai Selayur 
1694 PT-3.1694 Model C-1 DPRRI TPS 38 - Sungai Selayur 
1695 PT-3.1695 Model C-1 DPRRI TPS 39 - Sungai Selayur 
1696 PT-3.1696 Model C-1 DPRRI TPS 40 - Sungai Selayur 
1697 PT-3.1697 Model C-1 DPRRI TPS 41 - Sungai Selayur 
1698 PT-3.1698 Model C-1 DPRRI TPS 42 - Sungai Selayur 
1699 PT-3.1699 Model C-1 DPRRI TPS 43 - Sungai Selayur 
1700 PT-3.1700 Model C-1 DPRRI TPS 44 - Sungai Selayur 
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1701 PT-3.1701 Model C-1 DPRRI TPS 45 - Sungai Selayur 

   
 KEC.SEKAYU  

1702 PT-3.1702 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Serasan Jaya 
1703 PT-3.1703 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Serasan Jaya 
1704 PT-3.1704 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Serasan Jaya 
1705 PT-3.1705 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Serasan Jaya 
1706 PT-3.1706 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Serasan Jaya 
1707 PT-3.1707 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Serasan Jaya 
1708 PT-3.1708 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Serasan Jaya 
1709 PT-3.1709 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Serasan Jaya 
1710 PT-3.1710 Model C-1 DPRRI TPS 10 - Serasan Jaya 
1711 PT-3.1711 Model C-1 DPRRI TPS 11 - Serasan Jaya 
1712 PT-3.1712 Model C-1 DPRRI TPS 12 - Serasan Jaya 
1713 PT-3.1713 Model C-1 DPRRI TPS 13 - Serasan Jaya 
1714 PT-3.1714 Model C-1 DPRRI TPS 16 - Serasan Jaya 
1715 PT-3.1715 Model C-1 DPRRI TPS 17 - Serasan Jaya 
1716 PT-3.1716 Model C-1 DPRRI TPS 18 - Serasan Jaya 
1717 PT-3.1717 Model C-1 DPRRI TPS 19 - Serasan Jaya 
1718 PT-3.1718 Model C-1 DPRRI TPS 20 - Serasan Jaya 
1719 PT-3.1719 Model C-1 DPRRI TPS 21 - Serasan Jaya 
1720 PT-3.1720 Model C-1 DPRRI TPS 22 - Serasan Jaya 
1721 PT-3.1721 Model C-1 DPRRI TPS 23 - Serasan Jaya 
1722 PT-3.1722 Model C-1 DPRRI TPS 24 - Serasan Jaya 
1723 PT-3.1723 Model C-1 DPRRI TPS 25 - Serasan Jaya 
1724 PT-3.1724 Model C-1 DPRRI TPS 26 - Serasan Jaya 
1725 PT-3.1725 Model C-1 DPRRI TPS 27 - Serasan Jaya 
1726 PT-3.1726 Model C-1 DPRRI TPS 28 - Serasan Jaya 
1727 PT-3.1727 Model C-1 DPRRI TPS 29 - Serasan Jaya 
1728 PT-3.1728 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Lumpatan 
1729 PT-3.1729 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Lumpatan 
1730 PT-3.1730 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Lumpatan 
1731 PT-3.1731 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Lumpatan 
1732 PT-3.1732 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Lumpatan 
1733 PT-3.1733 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Lumpatan 
1734 PT-3.1734 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Lumpatan 
1735 PT-3.1735 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Lumpatan 
1736 PT-3.1736 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Lumpatan 
1737 PT-3.1737 Model C-1 DPRRI TPS 10 - Lumpatan 
1738 PT-3.1738 Model C-1 DPRRI TPS 11 - Lumpatan 
1739 PT-3.1739 Model C-1 DPRRI TPS 12 - Lumpatan 
1740 PT-3.1740 Model C-1 DPRRI TPS 13 - Lumpatan 
1741 PT-3.1741 Model C-1 DPRRI TPS 14 - Lumpatan 
1742 PT-3.1742 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Sungai Batang 
1743 PT-3.1743 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Sungai Batang 
1744 PT-3.1744 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Sungai Batang 
1745 PT-3.1745 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Bailangu 
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1746 PT-3.1746 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Bailangu 
1747 PT-3.1747 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Bailangu 
1748 PT-3.1748 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Bailangu 
1749 PT-3.1749 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Bailangu 
1750 PT-3.1750 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Bailangu 
1751 PT-3.1751 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Bailangu 
1752 PT-3.1752 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Bailangu 
1753 PT-3.1753 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Bailangu 
1754 PT-3.1754 Model C-1 DPRRI TPS 10 - Bailangu 
1755 PT-3.1755 Model C-1 DPRRI TPS 11 - Bailangu 
1756 PT-3.1756 Model C-1 DPRRI TPS 12 - Bailangu 
1757 PT-3.1757 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Rimba Ukur 
1758 PT-3.1758 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Rimba Ukur 
1759 PT-3.1759 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Rimba Ukur 
1760 PT-3.1760 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Rimba Ukur 
1761 PT-3.1761 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Rimba Ukur 
1762 PT-3.1762 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Rimba Ukur 
1763 PT-3.1763 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Sungai Madek 
1764 PT-3.1764 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Sungai Madek 
1765 PT-3.1765 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Sukarami 
1766 PT-3.1766 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Sukarami 
1767 PT-3.1767 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Sukarami 
1768 PT-3.1768 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Sukarami 
1769 PT-3.1769 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Sukarami 
1770 PT-3.1770 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Sukarami 
1771 PT-3.1771 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Sukarami 
1772 PT-3.1772 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Sukarami 
1773 PT-3.1773 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Sukarami 
1774 PT-3.1774 Model C-1 DPRRI TPS 10 - Sukarami 
1775 PT-3.1775 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Bandar Jaya 
1776 PT-3.1776 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Bandar Jaya 
1777 PT-3.1777 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Bandar Jaya 
1778 PT-3.1778 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Bandar Jaya 
1779 PT-3.1779 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Bandar Jaya 
1780 PT-3.1780 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Kayuara 
1781 PT-3.1781 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Kayuara 
1782 PT-3.1782 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Kayuara 
1783 PT-3.1783 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Kayuara 
1784 PT-3.1784 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Kayuara 
1785 PT-3.1785 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Kayuara 
1786 PT-3.1786 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Kayuara 
1787 PT-3.1787 Model C-1 DPRRI TPS 10 - Kayuara 
1788 PT-3.1788 Model C-1 DPRRI TPS 12 - Kayuara 
1789 PT-3.1789 Model C-1 DPRRI TPS 13 - Kayuara 
1790 PT-3.1790 Model C-1 DPRRI TPS 15 - Kayuara 
1791 PT-3.1791 Model C-1 DPRRI TPS 16 - Kayuara 
1792 PT-3.1792 Model C-1 DPRRI TPS 17 - Kayuara 
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1793 PT-3.1793 Model C-1 DPRRI TPS 18 - Kayuara 
1794 PT-3.1794 Model C-1 DPRRI TPS 19 - Kayuara 
1795 PT-3.1795 Model C-1 DPRRI TPS 20 - Kayuara 
1796 PT-3.1796 Model C-1 DPRRI TPS 21 - Kayuara 
1797 PT-3.1797 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Balai Agung 
1798 PT-3.1798 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Balai Agung 
1799 PT-3.1799 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Balai Agung 
1800 PT-3.1800 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Balai Agung 
1801 PT-3.1801 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Balai Agung 
1802 PT-3.1802 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Balai Agung 
1803 PT-3.1803 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Balai Agung 
1804 PT-3.1804 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Balai Agung 
1805 PT-3.1805 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Balai Agung 
1806 PT-3.1806 Model C-1 DPRRI TPS 10 - Balai Agung 
1807 PT-3.1807 Model C-1 DPRRI TPS 11 - Balai Agung 
1808 PT-3.1808 Model C-1 DPRRI TPS 13 - Balai Agung 
1809 PT-3.1809 Model C-1 DPRRI TPS 14 - Balai Agung 
1810 PT-3.1810 Model C-1 DPRRI TPS 15 - Balai Agung 
1811 PT-3.1811 Model C-1 DPRRI TPS 16 - Balai Agung 
1812 PT-3.1812 Model C-1 DPRRI TPS 17 - Balai Agung 
1813 PT-3.1813 Model C-1 DPRRI TPS 18 - Balai Agung 
1814 PT-3.1814 Model C-1 DPRRI TPS 19 - Balai Agung 
1815 PT-3.1815 Model C-1 DPRRI TPS 20 - Balai Agung 
1816 PT-3.1816 Model C-1 DPRRI TPS 21 - Balai Agung 
1817 PT-3.1817 Model C-1 DPRRI TPS 22 - Balai Agung 
1818 PT-3.1818 Model C-1 DPRRI TPS 26 - Balai Agung 
1819 PT-3.1819 Model C-1 DPRRI TPS 27 - Balai Agung 
1820 PT-3.1820 Model C-1 DPRRI TPS 28 - Balai Agung 
1821 PT-3.1821 Model C-1 DPRRI TPS 29 - Balai Agung 
1822 PT-3.1822 Model C-1 DPRRI TPS 30 - Balai Agung 
1823 PT-3.1823 Model C-1 DPRRI TPS 31 - Balai Agung 
1824 PT-3.1824 Model C-1 DPRRI TPS 32 - Balai Agung 
1825 PT-3.1825 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Muara Tealdan 
1826 PT-3.1826 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Muara Tealdan 
1827 PT-3.1827 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Muara Tealdan 
1828 PT-3.1828 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Muara Tealdan 
1829 PT-3.1829 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Muara Tealdan 
1830 PT-3.1830 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Muara Tealdan 
1831 PT-3.1831 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Muara Tealdan 
1832 PT-3.1832 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Soak Baru 
1833 PT-3.1833 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Soak Baru 
1834 PT-3.1834 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Soak Baru 
1835 PT-3.1835 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Soak Baru 
1836 PT-3.1836 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Soak Baru 
1837 PT-3.1837 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Soak Baru 
1838 PT-3.1838 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Soak Baru 
1839 PT-3.1839 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Soak Baru 
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1840 PT-3.1840 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Soak Baru 
1841 PT-3.1841 Model C-1 DPRRI TPS 10 - Soak Baru 
1842 PT-3.1842 Model C-1 DPRRI TPS 11 - Soak Baru 
1843 PT-3.1843 Model C-1 DPRRI TPS 12 - Soak Baru 
1844 PT-3.1844 Model C-1 DPRRI TPS 13 - Soak Baru 
1845 PT-3.1845 Model C-1 DPRRI TPS 15 - Soak Baru 
1846 PT-3.1846 Model C-1 DPRRI TPS 16 - Soak Baru 
1847 PT-3.1847 Model C-1 DPRRI TPS 17 - Soak Baru 
1848 PT-3.1848 Model C-1 DPRRI TPS 18 - Soak Baru 
1849 PT-3.1849 Model C-1 DPRRI TPS 19 - Soak Baru 
1850 PT-3.1850 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Bailangu Timur 
1851 PT-3.1851 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Bailangu Timur 
1852 PT-3.1852 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Bailangu Timur 
1853 PT-3.1853 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Bailangu Timur 
1854 PT-3.1854 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Bailangu Timur 
1855 PT-3.1855 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Bailangu Timur 
1856 PT-3.1856 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Bailangu Timur 
1857 PT-3.1857 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Bailangu Timur 
1858 PT-3.1858 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Bailangu Timur 
1859 PT-3.1859 Model C-1 DPRRI TPS 11 - Bailangu Timur 
1860 PT-3.1860 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Lumpatan 2 
1861 PT-3.1861 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Lumpatan 2 
1862 PT-3.1862 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Lumpatan 2 
1863 PT-3.1863 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Lumpatan 2 
1864 PT-3.1864 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Lumpatan 2 
1865 PT-3.1865 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Lumpatan 2 
1866 PT-3.1866 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Lumpatan 2 
1867 PT-3.1867 Model C-1 DPRRI TPS 11 - Lumpatan 2 
1868 PT-3.1868 Model C-1 DPRRI TPS 12 - Lumpatan 2 
1869 PT-3.1869 Model C-1 DPRRI TPS 13 - Lumpatan 2 
1870 PT-3.1870 Model C-1 DPRRI TPS 19 - Kayuara 
1871 PT-3.1871 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Serasan Jaya 
1872 PT-3.1872 Model C-1 DPRRI TPS 14 - Serasan Jaya 

   
 LAIS  

1873 PT-3.1873 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Teluk 
1874 PT-3.1874 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Teluk 
1875 PT-3.1875 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Teluk 
1876 PT-3.1876 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Petaling 
1877 PT-3.1877 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Tanjung Agung Barat 
1878 PT-3.1878 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Tanjung Agung Barat 
1879 PT-3.1879 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Tanjung Agung Barat 
1880 PT-3.1880 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Tanjung Agung Barat 
1881 PT-3.1881 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Tanjung Agung Barat 
1882 PT-3.1882 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Danau Cala 
1883 PT-3.1883 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Danau Cala 
1884 PT-3.1884 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Danau Cala 
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1885 PT-3.1885 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Danau Cala 
1886 PT-3.1886 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Danau Cala 
1887 PT-3.1887 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Danau Cala 
1888 PT-3.1888 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Danau Cala 
1889 PT-3.1889 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Danau Cala 
1890 PT-3.1890 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Purwosari 
1891 PT-3.1891 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Purwosari 
1892 PT-3.1892 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Purwosari 
1893 PT-3.1893 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Purwosari 
1894 PT-3.1894 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Purwosari 
1895 PT-3.1895 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Purwosari 
1896 PT-3.1896 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Teluk Kijing III 
1897 PT-3.1897 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Teluk Kijing III 
1898 PT-3.1898 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Teluk Kijing III 
1899 PT-3.1899 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Teluk Kijing III 
1900 PT-3.1900 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Teluk Kijing III 
1901 PT-3.1901 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Teluk Kijing III 
1902 PT-3.1902 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Lais 
1903 PT-3.1903 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Lais 
1904 PT-3.1904 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Lais 
1905 PT-3.1905 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Lais 
1906 PT-3.1906 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Lais 
1907 PT-3.1907 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Lais 
1908 PT-3.1908 Model C-1 DPRRI TPS 10 - Lais 
1909 PT-3.1909 Model C-1 DPRRI TPS 11 - Lais 
1910 PT-3.1910 Model C-1 DPRRI TPS 13 - Lais 
1911 PT-3.1911 Model C-1 DPRRI TPS 13 - Lais 
1912 PT-3.1912 Model C-1 DPRRI TPS 15 - Lais 
1913 PT-3.1913 Model C-1 DPRRI TPS 16 - Lais 
1914 PT-3.1914 Model C-1 DPRRI TPS 17 - Lais 
1915 PT-3.1915 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Epil 
1916 PT-3.1916 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Epil 
1917 PT-3.1917 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Epil 
1918 PT-3.1918 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Epil 
1919 PT-3.1919 Model C-1 DPRRI TPS 14 - Epil 
1920 PT-3.1920 Model C-1 DPRRI TPS 16 - Epil 
1921 PT-3.1921 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Teluk Kijing I 
1922 PT-3.1922 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Teluk Kijing I 
1923 PT-3.1923 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Teluk Kijing I 
1924 PT-3.1924 Model C-1 DPRRI TPS 10 - Teluk Kijing I 
1925 PT-3.1925 Model C-1 DPRRI TPS 11 - Teluk Kijing I 
1926 PT-3.1926 Model C-1 DPRRI TPS 12 - Teluk Kijing I 
1927 PT-3.1927 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Teluk Kijing II 
1928 PT-3.1928 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Teluk Kijing II 
1929 PT-3.1929 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Teluk Kijing II 
1930 PT-3.1930 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Teluk Kijing II 
1931 PT-3.1931 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Teluk Kijing II 
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1932 PT-3.1932 Model C-1 DPRRI TPS 10 - Teluk Kijing II 
1933 PT-3.1933 Model C-1 DPRRI TPS 11 - Teluk Kijing II 
1934 PT-3.1934 Model C-1 DPRRI TPS 12 - Teluk Kijing II 
1935 PT-3.1935 Model C-1 DPRRI TPS 13 - Teluk Kijing II 
1936 PT-3.1936 Model C-1 DPRRI TPS 14 - Teluk Kijing II 
1937 PT-3.1937 Model C-1 DPRRI TPS 15 - Teluk Kijing II 

   
 TUNGKAL JAYA  

1938 PT-3.1938 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Srimulyo 
1939 PT-3.1939 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Srimulyo 
1940 PT-3.1940 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Srimulyo 
1941 PT-3.1941 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Srimulyo 
1942 PT-3.1942 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Srimulyo 
1943 PT-3.1943 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Simpang Tungkal 
1944 PT-3.1944 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Simpang Tungkal 
1945 PT-3.1945 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Simpang Tungkal 
1946 PT-3.1946 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Simpang Tungkal 
1947 PT-3.1947 Model C-1 DPRRI TPS 11 - Simpang Tungkal 
1948 PT-3.1948 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Pangkalan Tungkal 
1949 PT-3.1949 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Pangkalan Tungkal 
1950 PT-3.1950 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Pangkalan Tungkal 
1951 PT-3.1951 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Sumber Sari 
1952 PT-3.1952 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Sumber Sari 
1953 PT-3.1953 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Sumber Sari 
1954 PT-3.1954 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Suka Damai 
1955 PT-3.1955 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Sinar Tungkal 
1956 PT-3.1956 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Sinar Tungkal 
1957 PT-3.1957 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Sinar Tungkal 
1958 PT-3.1958 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Sinar Tungkal 
1959 PT-3.1959 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Beji Mulyo 
1960 PT-3.1960 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Beji Mulyo 
1961 PT-3.1961 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Beji Mulyo 
1962 PT-3.1962 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Beji Mulyo 
1963 PT-3.1963 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Beji Mulyo 
1964 PT-3.1964 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Beji Mulyo 
1965 PT-3.1965 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Beji Mulyo 
1966 PT-3.1966 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Suka Damai 
1967 PT-3.1967 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Peniggalan 
1968 PT-3.1968 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Peniggalan 
1969 PT-3.1969 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Peniggalan 
1970 PT-3.1970 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Peniggalan 
1971 PT-3.1971 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Peniggalan 
1972 PT-3.1972 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Peniggalan 
1973 PT-3.1973 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Peniggalan 
1974 PT-3.1974 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Sinar Harapan 
1975 PT-3.1975 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Sinar Harapan 
1976 PT-3.1976 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Sumber Sari 
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1977 PT-3.1977 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Banjar Jaya 
1978 PT-3.1978 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Banjar Jaya 
1979 PT-3.1979 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Banjar Jaya 
1980 PT-3.1980 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Banjar Jaya 
1981 PT-3.1981 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Banjar Jaya 
1982 PT-3.1982 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Bero Jaya Timur 
1983 PT-3.1983 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Bero Jaya Timur 
1984 PT-3.1984 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Bero Jaya Timur 
1985 PT-3.1985 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Bero Jaya Timur 
1986 PT-3.1986 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Bero Jaya Timur 
1987 PT-3.1987 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Bero Jaya Timur 
1988 PT-3.1988 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Bero Jaya Timur 
1989 PT-3.1989 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Bero Jaya Timur 
1990 PT-3.1990 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Pandan Sari 
1991 PT-3.1991 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Pandan Sari 
1992 PT-3.1992 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Pandan Sari 
1993 PT-3.1993 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Pandan Sari 
1994 PT-3.1994 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Sido Mulyo 
1995 PT-3.1995 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Sido Mulyo 
1996 PT-3.1996 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Sumber Harum 
1997 PT-3.1997 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Sumber Harum 
1998 PT-3.1998 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Sumber Harum 
1999 PT-3.1999 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Sumber Harum 
2000 PT-3.2000 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Sumber Harum 
2001 PT-3.2001 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Sumber Harum 
2002 PT-3.2002 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Berlian Jaya 
2003 PT-3.2003 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Berlian Jaya 
2004 PT-3.2004 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Berlian Jaya 
2005 PT-3.2005 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Berlian Jaya 
2006 PT-3.2006 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Margo Mulyo 
2007 PT-3.2007 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Margo Mulyo 
2008 PT-3.2008 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Margo Mulyo 
2009 PT-3.2009 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Margo Mulyo 

   
 SUNGAI KERUH  

2010 PT-3.2010 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Rejo Sari 
2011 PT-3.2011 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Rejo Sari 
2012 PT-3.2012 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Rejo Sari 
2013 PT-3.2013 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Gajamati 
2014 PT-3.2014 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Talang Simpang 
2015 PT-3.2015 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Talang Simpang 
2016 PT-3.2016 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Talang Simpang 
2017 PT-3.2017 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Bangkit Jaya 
2018 PT-3.2018 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Bangkit Jaya 
2019 PT-3.2019 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Rukun Rahayu 
2020 PT-3.2020 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Rukun Rahayu 
2021 PT-3.2021 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Rukun Rahayu 
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2022 PT-3.2022 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Rukun Rahayu 
2023 PT-3.2023 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Rukun Rahayu 
2024 PT-3.2024 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Jirak 
2025 PT-3.2025 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Jirak 
2026 PT-3.2026 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Jirak 
2027 PT-3.2027 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Jirak 
2028 PT-3.2028 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Jirak 
2029 PT-3.2029 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Jirak 
2030 PT-3.2030 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Jirak 
2031 PT-3.2031 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Jirak 
2032 PT-3.2032 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Jirak 
2033 PT-3.2033 Model C-1 DPRRI TPS 10 - Jirak 
2034 PT-3.2034 Model C-1 DPRRI TPS 11 - Jirak 
2035 PT-3.2035 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Baru Jaya 
2036 PT-3.2036 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Baru Jaya 
2037 PT-3.2037 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Sinar Jaya 
2038 PT-3.2038 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Sinar Jaya 
2039 PT-3.2039 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Rantau Sialang 
2040 PT-3.2040 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Rantau Sialang 
2041 PT-3.2041 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Rantau Sialang 
2042 PT-3.2042 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Rantau Sialang 
2043 PT-3.2043 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Rantau Sialang 
2044 PT-3.2044 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Rantau Sialang 
2045 PT-3.2045 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Kertayu 
2046 PT-3.2046 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Kertayu 
2047 PT-3.2047 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Kertayu 
2048 PT-3.2048 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Kertayu 
2049 PT-3.2049 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Kertayu 
2050 PT-3.2050 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Kertayu 
2051 PT-3.2051 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Sungai Dua 
2052 PT-3.2052 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Sungai Dua 
2053 PT-3.2053 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Sungai Dua 
2054 PT-3.2054 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Sungai Dua 
2055 PT-3.2055 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Setia Jaya 
2056 PT-3.2056 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Setia Jaya 
2057 PT-3.2057 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Layan 
2058 PT-3.2058 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Sukalali 
2059 PT-3.2059 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Mekar Jaya 
2060 PT-3.2060 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Mekar Jaya 
2061 PT-3.2061 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Mekar Jaya 
2062 PT-3.2062 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Mekar Jaya 
2063 PT-3.2063 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Mekar Jaya 
2064 PT-3.2064 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Gajamati 
2065 PT-3.2065 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Gajamati 
2066 PT-3.2066 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Gajamati 
2067 PT-3.2067 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Gajamati 
2068 PT-3.2068 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Tebing Bulang 
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2069 PT-3.2069 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Kartajaya 
2070 PT-3.2070 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Kartajaya 
2071 PT-3.2071 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Kartajaya 
2072 PT-3.2072 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Kartajaya 
2073 PT-3.2073 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Kartajaya 
2074 PT-3.2074 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Kartajaya 
2075 PT-3.2075 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Kartajaya 
2076 PT-3.2076 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Keramat Jaya 
2077 PT-3.2077 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Keramat Jaya 
2078 PT-3.2078 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Keramat Jaya 
2079 PT-3.2079 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Keramat Jaya 
2080 PT-3.2080 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Keramat Jaya 
2081 PT-3.2081 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Tebing Bulang 
2082 PT-3.2082 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Tebing Bulang 
2083 PT-3.2083 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Tebing Bulang 
2084 PT-3.2084 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Tebing Bulang 
2085 PT-3.2085 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Tebing Bulang 
2086 PT-3.2086 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Tebing Bulang 

   
 LALAN  

2087 PT-3.2087 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Mandala Sari 
2088 PT-3.2088 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Sari Agung 
2089 PT-3.2089 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Ringin Agung 
2090 PT-3.2090 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Jaya Agung 
2091 PT-3.2091 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Tri Mulya Agung 
2092 PT-3.2092 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Tri Mulya Agung 
2093 PT-3.2093 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Tri Mulya Agung 
2094 PT-3.2094 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Tri Mulya Agung 
2095 PT-3.2095 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Tri Mulya Agung 
2096 PT-3.2096 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Perumpung Raya 
2097 PT-3.2097 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Perumpung Raya 
2098 PT-3.2098 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Perumpung Raya 
2099 PT-3.2099 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Perumpung Raya 
2100 PT-3.2100 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Perumpung Raya 
2101 PT-3.2101 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Suka Makmur 
2102 PT-3.2102 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Suka Makmur 
2103 PT-3.2103 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Purwa Agung 
2104 PT-3.2104 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Purwa Agung 
2105 PT-3.2105 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Karang Rejo 
2106 PT-3.2106 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Karang Rejo 
2107 PT-3.2107 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Karang Rejo 
2108 PT-3.2108 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Karang Rejo 
2109 PT-3.2109 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Karang Rejo 
2110 PT-3.2110 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Karang Rejo 
2111 PT-3.2111 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Suka Jadi 
2112 PT-3.2112 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Suka Jadi 
2113 PT-3.2113 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Suka Jadi 
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2114 PT-3.2114 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Suka Jadi 
2115 PT-3.2115 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Suka Jadi 
2116 PT-3.2116 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Suka Jadi 
2117 PT-3.2117 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Madya Mulya 
2118 PT-3.2118 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Madya Mulya 
2119 PT-3.2119 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Madya Mulya 
2120 PT-3.2120 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Mekar Sari 
2121 PT-3.2121 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Mekar Sari 
2122 PT-3.2122 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Gali Sari 
2123 PT-3.2123 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Gali Sari 
2124 PT-3.2124 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Gali Sari 
2125 PT-3.2125 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Gali Sari 
2126 PT-3.2126 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Gali Sari 
2127 PT-3.2127 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Mulya Jaya 
2128 PT-3.2128 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Mulya Jaya 
2129 PT-3.2129 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Mulya Jaya 
2130 PT-3.2130 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Mulya Jaya 
2131 PT-3.2131 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Mulya Jaya 
2132 PT-3.2132 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Bandar Agung 
2133 PT-3.2133 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Bandar Agung 
2134 PT-3.2134 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Bandar Agung 
2135 PT-3.2135 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Bandar Agung 
2136 PT-3.2136 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Sri Karang Rejo 
2137 PT-3.2137 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Sri Karang Rejo 
2138 PT-3.2138 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Karang Sari 
2139 PT-3.2139 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Karang Sari 
2140 PT-3.2140 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Karang Sari 
2141 PT-3.2141 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Agung Jaya 
2142 PT-3.2142 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Agung Jaya 
2143 PT-3.2143 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Agung Jaya 
2144 PT-3.2144 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Karang Agung 
2145 PT-3.2145 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Karang Agung 
2146 PT-3.2146 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Karang Agung 
2147 PT-3.2147 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Karang Agung 
2148 PT-3.2148 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Karang Agung 
2149 PT-3.2149 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Karang Agung 
2150 PT-3.2150 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Karang Agung 
2151 PT-3.2151 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Karang Agung 
2152 PT-3.2152 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Karang Agung 
2153 PT-3.2153 Model C-1 DPRRI TPS 10 - Karang Agung 
2154 PT-3.2154 Model C-1 DPRRI TPS 11 - Karang Agung 
2155 PT-3.2155 Model C-1 DPRRI TPS 12 - Karang Agung 
2156 PT-3.2156 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Karang Tirta 
2157 PT-3.2157 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Karang Tirta 
2158 PT-3.2158 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Karang Tirta 
2159 PT-3.2159 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Karang Tirta 
2160 PT-3.2160 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Karang Tirta 
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2161 PT-3.2161 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Karang Tirta 
2162 PT-3.2162 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Karang Tirta 
2163 PT-3.2163 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Mandala Sari 
2164 PT-3.2164 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Mandala Sari 
2165 PT-3.2165 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Ringin Agung 
2166 PT-3.2166 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Ringin Agung 
2167 PT-3.2167 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Ringin Agung 
2168 PT-3.2168 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Sari Agung 
2169 PT-3.2169 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Sari Agung 
2170 PT-3.2170 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Sari Agung 
2171 PT-3.2171 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Sri Gading 
2172 PT-3.2172 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Sri Gading 
2173 PT-3.2173 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Sri Gading 
2174 PT-3.2174 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Sri Gading 
2175 PT-3.2175 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Sri Gading 
2176 PT-3.2176 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Sri Karang 
2177 PT-3.2177 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Ruswa Agung 
2178 PT-3.2178 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Karya Mukti 
2179 PT-3.2179 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Karya Mukti 
2180 PT-3.2180 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Karya Mukti 
2181 PT-3.2181 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Karang Mukti 
2182 PT-3.2182 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Karang Mukti 
2183 PT-3.2183 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Karang Mukti 
2184 PT-3.2184 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Karang Mukti 
2185 PT-3.2185 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Karang Mukti 
2186 PT-3.2186 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Bumi Agung 
2187 PT-3.2187 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Bumi Agung 
2188 PT-3.2188 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Bumi Agung 
2189 PT-3.2189 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Bumi Agung 
2190 PT-3.2190 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Bumi Agung 
2191 PT-3.2191 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Karang Makmur 
2192 PT-3.2192 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Karang Makmur 
2193 PT-3.2193 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Karang Makmur 
2194 PT-3.2194 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Karang Makmur 
2195 PT-3.2195 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Karang Makmur 
2196 PT-3.2196 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Karang Makmur 
2197 PT-3.2197 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Karang Makmur 
2198 PT-3.2198 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Mulya Agung 
2199 PT-3.2199 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Mulya Agung 
2200 PT-3.2200 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Mulya Agung 
2201 PT-3.2201 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Mulya Agung 
2202 PT-3.2202 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Mulya Agung 

   
 SUNGAI LILIN  

2203 PT-3.2203 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Lingga Sari 
2204 PT-3.2204 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Lingga Sari 
2205 PT-3.2205 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Lingga Sari 
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2206 PT-3.2206 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Bumi Kencana 
2207 PT-3.2207 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Bumi Kencana 
2208 PT-3.2208 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Bumi Kencana 
2209 PT-3.2209 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Bumi Kencana 
2210 PT-3.2210 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Bumi Kencana 
2211 PT-3.2211 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Bumi Kencana 
2212 PT-3.2212 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Bumi Kencana 
2213 PT-3.2213 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Bumi Kencana 
2214 PT-3.2214 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Tampang Baru 
2215 PT-3.2215 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Tampang Baru 
2216 PT-3.2216 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Mekar Jadi 
2217 PT-3.2217 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Sri Gunung 
2218 PT-3.2218 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Sri Gunung 
2219 PT-3.2219 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Sri Gunung 
2220 PT-3.2220 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Sri Gunung 
2221 PT-3.2221 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Sri Gunung 
2222 PT-3.2222 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Sri Gunung 
2223 PT-3.2223 Model C-1 DPRRI TPS 10 - Sri Gunung 
2224 PT-3.2224 Model C-1 DPRRI TPS 11 - Sri Gunung 
2225 PT-3.2225 Model C-1 DPRRI TPS 12 - Sri Gunung 
2226 PT-3.2226 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Mekar Jadi 
2227 PT-3.2227 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Mekar Jadi 
2228 PT-3.2228 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Mekar Jadi 
2229 PT-3.2229 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Mulia Rejo 
2230 PT-3.2230 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Mulia Rejo 
2231 PT-3.2231 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Mulia Rejo 
2232 PT-3.2232 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Mulia Rejo 
2233 PT-3.2233 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Lingga Sari 
2234 PT-3.2234 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Cinta Damai 
2235 PT-3.2235 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Cinta Damai 
2236 PT-3.2236 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Cinta Damai 
2237 PT-3.2237 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Cinta Damai 
2238 PT-3.2238 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Cinta Damai 
2239 PT-3.2239 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Cinta Damai 
2240 PT-3.2240 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Sungai Lilin 
2241 PT-3.2241 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Sungai Lilin 
2242 PT-3.2242 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Sungai Lilin 
2243 PT-3.2243 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Sungai Lilin 
2244 PT-3.2244 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Sungai Lilin 
2245 PT-3.2245 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Sungai Lilin 
2246 PT-3.2246 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Sungai Lilin 
2247 PT-3.2247 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Sungai Lilin 
2248 PT-3.2248 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Sungai Lilin 
2249 PT-3.2249 Model C-1 DPRRI TPS 10 - Sungai Lilin 
2250 PT-3.2250 Model C-1 DPRRI TPS 11 - Sungai Lilin 
2251 PT-3.2251 Model C-1 DPRRI TPS 12 - Sungai Lilin 
2252 PT-3.2252 Model C-1 DPRRI TPS 13 - Sungai Lilin 
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2253 PT-3.2253 Model C-1 DPRRI TPS 14 - Sungai Lilin 
2254 PT-3.2254 Model C-1 DPRRI TPS 15 - Sungai Lilin 
2255 PT-3.2255 Model C-1 DPRRI TPS 16 - Sungai Lilin 
2256 PT-3.2256 Model C-1 DPRRI TPS 17 - Sungai Lilin 
2257 PT-3.2257 Model C-1 DPRRI TPS 18 - Sungai Lilin 
2258 PT-3.2258 Model C-1 DPRRI TPS 19 - Sungai Lilin 
2259 PT-3.2259 Model C-1 DPRRI TPS 20 - Sungai Lilin 
2260 PT-3.2260 Model C-1 DPRRI TPS 21 - Sungai Lilin 
2261 PT-3.2261 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Sukadadi Baru 
2262 PT-3.2262 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Sukadadi Baru 
2263 PT-3.2263 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Sukadadi Baru 
2264 PT-3.2264 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Sukadadi Baru 
2265 PT-3.2265 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Sukadadi Baru 
2266 PT-3.2266 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Sumber Rezeki 
2267 PT-3.2267 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Sumber Rezeki 
2268 PT-3.2268 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Sumber Rezeki 
2269 PT-3.2269 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Sumber Rezeki 
2270 PT-3.2270 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Sumber Rezeki 
2271 PT-3.2271 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Mangsang 
2272 PT-3.2272 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Mangsang 
2273 PT-3.2273 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Mangsang 
2274 PT-3.2274 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Mangsang 
2275 PT-3.2275 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Mangsang 
2276 PT-3.2276 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Mangsang 
2277 PT-3.2277 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Mangsang 
2278 PT-3.2278 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Mangsang 
2279 PT-3.2279 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Mangsang 
2280 PT-3.2280 Model C-1 DPRRI TPS 10 - Mangsang 
2281 PT-3.2281 Model C-1 DPRRI TPS 11 - Mangsang 
2282 PT-3.2282 Model C-1 DPRRI TPS 12 - Mangsang 
2283 PT-3.2283 Model C-1 DPRRI TPS 13 - Mangsang 
2284 PT-3.2284 Model C-1 DPRRI TPS 14 - Mangsang 
2285 PT-3.2285 Model C-1 DPRRI TPS 15 - Mangsang 
2286 PT-3.2286 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Muara Medak 
2287 PT-3.2287 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Muara Medak 
2288 PT-3.2288 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Muara Medak 
2289 PT-3.2289 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Muara Medak 
2290 PT-3.2290 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Muara Medak 
2291 PT-3.2291 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Muara Medak 
2292 PT-3.2292 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Muara Medak 
2293 PT-3.2293 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Muara Medak 
2294 PT-3.2294 Model C-1 DPRRI TPS 10 - Muara Medak 
2295 PT-3.2295 Model C-1 DPRRI TPS 16 - Muara Medak 
2296 PT-3.2296 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Pinang Banjar 
2297 PT-3.2297 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Pinang Banjar 
2298 PT-3.2298 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Pinang Banjar 
2299 PT-3.2299 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Pinang Banjar 
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2300 PT-3.2300 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Pinang Banjar 
2301 PT-3.2301 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Pinang Banjar 
2302 PT-3.2302 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Bukit Jaya 
2303 PT-3.2303 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Bukit Jaya 
2304 PT-3.2304 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Bukit Jaya 
2305 PT-3.2305 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Bukit Jaya 
2306 PT-3.2306 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Bukit Jaya 
2307 PT-3.2307 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Nusa Serasan 
2308 PT-3.2308 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Nusa Serasan 
2309 PT-3.2309 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Nusa Serasan 
2310 PT-3.2310 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Nusa Serasan 
2311 PT-3.2311 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Nusa Serasan 
2312 PT-3.2312 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Sungai Lilin Jaya 
2313 PT-3.2313 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Sungai Lilin Jaya 
2314 PT-3.2314 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Sungai Lilin Jaya 
2315 PT-3.2315 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Sungai Lilin Jaya 
2316 PT-3.2316 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Sungai Lilin Jaya 
2317 PT-3.2317 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Sungai Lilin Jaya 
2318 PT-3.2318 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Sungai Lilin Jaya 
2319 PT-3.2319 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Sungai Lilin Jaya 
2320 PT-3.2320 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Sungai Lilin Jaya 
2321 PT-3.2321 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Letang-Bbt Supat 

   
 BABAT SUPAT  

2322 PT-3.2322 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Letang 
2323 PT-3.2323 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Letang 
2324 PT-3.2324 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Letang 
2325 PT-3.2325 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Babat BA 
2326 PT-3.2326 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Babat BA 
2327 PT-3.2327 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Babat BA 
2328 PT-3.2328 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Babat BA 
2329 PT-3.2329 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Babat BA 
2330 PT-3.2330 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Babat BA 
2331 PT-3.2331 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Babat BA 
2332 PT-3.2332 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Babat BA 
2333 PT-3.2333 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Babat BA 
2334 PT-3.2334 Model C-1 DPRRI TPS 10 - Babat BA 
2335 PT-3.2335 Model C-1 DPRRI TPS 11 - Babat BA 
2336 PT-3.2336 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Sumber Jaya 
2337 PT-3.2337 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Sumber Jaya 
2338 PT-3.2338 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Lengkap 
2339 PT-3.2339 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Lengkap 
2340 PT-3.2340 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Lengkap 
2341 PT-3.2341 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Supat 
2342 PT-3.2342 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Supat 
2343 PT-3.2343 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Supat 
2344 PT-3.2344 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Seratus Delapan 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

311 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

2345 PT-3.2345 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Seratus Delapan 
2346 PT-3.2346 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Seratus Delapan 
2347 PT-3.2347 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Seratus Delapan 
2348 PT-3.2348 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Tenggulang Jaya 
2349 PT-3.2349 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Tenggulang Jaya 
2350 PT-3.2350 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Sukamaju 
2351 PT-3.2351 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Sukamaju 
2352 PT-3.2352 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Sukamaju 
2353 PT-3.2353 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Sukamaju 
2354 PT-3.2354 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Sukamaju 
2355 PT-3.2355 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Sukamaju 
2356 PT-3.2356 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Gajah Mati 
2357 PT-3.2357 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Gajah Mati 
2358 PT-3.2358 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Gajah Mati 
2359 PT-3.2359 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Gajah Mati 
2360 PT-3.2360 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Gajah Mati 
2361 PT-3.2361 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Gajah Mati 
2362 PT-3.2362 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Gajah Mati 
2363 PT-3.2363 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Gajah Mati 
2364 PT-3.2364 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Tanjung Karang 
2365 PT-3.2365 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Tanjung Karang 
2366 PT-3.2366 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Tanjung Karang 
2367 PT-3.2367 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Tanjung Karang 
2368 PT-3.2368 Model C-1 DPRRI TPS 07 - Tanjung Karang 
2369 PT-3.2369 Model C-1 DPRRI TPS 09 - Tanjung Karang 
2370 PT-3.2370 Model C-1 DPRRI TPS 11 - Tanjung Karang 
2371 PT-3.2371 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Supat Barat 
2372 PT-3.2372 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Supat Barat 
2373 PT-3.2373 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Supat Barat 
2374 PT-3.2374 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Supat Barat 
2375 PT-3.2375 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Supat Barat 
2376 PT-3.2376 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Supat Timur 
2377 PT-3.2377 Model C-1 DPRRI TPS 04 - Supat Timur 
2378 PT-3.2378 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Supat Timur 
2379 PT-3.2379 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Supat Timur 
2380 PT-3.2380 Model C-1 DPRRI TPS 08 - Supat Timur 
2381 PT-3.2381 Model C-1 DPRRI TPS 05 - Letang 
2382 PT-3.2382 Model C-1 DPRRI TPS 01 - Sp. Sari-Karang Wetan 
2383 PT-3.2383 Model C-1 DPRRI TPS 02 - Kepayang-Bayung Lencir 
2384 PT-3.2384 Model C-1 DPRRI TPS 03 - Bayat Ilir-Bayung Lencir 
2385 PT-3.2385 Model C-1 DPRRI TPS 06 - Sumber Rezeki 

    
 LUBUK LINGGAU  

2386 PT-3.2386 Model DB-1 DPRRI - Lubuk Linggau 
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Selain itu, Pihak Terkait Partai PKS  juga mengajukan Saksi yang telah 

memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

1. Suhada 

− Bahwa Saksi sebagai saksi PKS untuk Provinsi Sumatera Selatan 

− Bahwa Saksi memberikan keterangan untuk Sumatera Selatan I DPR RI; 

− Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan bejalan 

dinamis dan lancar; 
− Bahwa berdasarkan rekap pronvinsi PKS untuk Sumatera Selatan I 

memperoleh 107.319 suara; 
− Bahwa terdapat permasalahan di Kecamatan Rawa Ilir dan Kecamatan Muara 

Lakitan; 

− Bahwa permasalahan di Kecamatan Rawa Ilir, saksi parpol tiadak 

mendapatkan C-1 KWK; 

− Bahwa terhadap permasalahan tersebut Bawaslu RI mengeluarkan 

rekomendasi. 

2. Saksi Ari Okta Rudi: 

− Bahwa sebagai tim tabulasi DPW PKS Sumsel; 

− Bahwa perhitungan DB sama seperti perhitungan KPU; 
− Bahwa Partai PKS mendapatkan 107.319,sedangkan yang PPP 82.937; 
− Bahwa Saksi hanya melakukan rekap tabulasi internal; 

− Bahwa Saksi tidak mengikuti rekap di provinsi. 

3. Saksi Leo Antra Yovi: 

− Bahwa Saksi sebagai saksi di tingkat Kota Palembang untuk DPR RI; 

− Bahwa PKS di Kota Palembang memperoleh 44.603 suara; 

− Bahwa PPP setiap pembacaan selalu menyatakan keberatan namun tidak 

menunjukan keberatan mengenai hal apa dan tidak setuju dengan hasil 
nya; 

− Bahwa KPU memberikan kesempatan kepada para saksi yang dengan hasil 

untuk minta form keberatan. 

KETERANGAN BAWASLU Provinsi Sumatera Selatan 

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan 

(Bawaslu) memberikan keterangan tanggal 2 Juni 2014 yang diterima di 
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Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 yang pada 

pokoknya mengemukakan hal-halsebagai berikut. 

1. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 

05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan 

Umum Tahun 2014. 

2. Bahwa, KPU telah menetapkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilhan 

Umum Tahun 2014 Nomor : 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Perubahan 

Kedua atas Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang 

Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.  

3. Bahwa, KPU telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan 

Umum Tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor : 

411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014. sebagai berikut : 
DAPIL Sumatera Selatan I : 
 

NO PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILU 

PEROLEHAN 
SUARA 

1. Partai NasDem 101.481 
2. Partai Kebangkitan Bangsa 93.615 
3. Partai Keadilan Sejahtera 107.319 
4. PDI Perjuangan 292.999 
5. Partai Golkar 382.985 
6. Partai Gerindra 229.436 

 
7. Partai Demokrat 160.683 
8. Partai Amanat Nasional 163.175 
9. Partai Persatuan Pembangunan 83.937 
10. Partai Hati Nurani Rakyat 103.787 
14. Partai Bulan Bintang 36.704 
15. PKPI 20.714 

 
    DAPIL Sumatera Selatan II : 
 

NO PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILU 

PEROLEHAN 
SUARA 

1. Partai NasDem 175.923 
2. Partai Kebangkitan Bangsa 185.673 
3. Partai Keadilan Sejahtera 135.197 
4. PDI Perjuangan 399.848 
5. Partai Golkar 277.947 
6. Partai Gerindra 275.950 
7. Partai Demokrat 235.682 
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8. Partai Amanat Nasional 170.275 
9. Partai Persatuan Pembangunan 85.825 
10. Partai Hati Nurani Rakyat 112.766 
14. Partai Bulan Bintang 87.432 
15. PKPI 24.506 

 
 
4. Bahwa, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan Keterangan terhadap 

Pokok Permohonan yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan untuk 

Anggota DPR pada Dapil Sumatera Selatan I (Kota Palembang, Kab. 

Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawas, Kab. Lubuk Linggau, Kab. 

Muara Enim), sebagai berikut : 

1. Bahwa pihak Pemohon mendalilkan adanya perbedaan perolehan suara 

yang dimilikinya. Hal ini berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 

oleh KPU RI (Form DC-1 DPR) pada tanggal 09 Mei 2014, dengan data 

Pemohon sebagai berikut : 

Dapil Perolehan Suara Selisih Termohon Pemohon 
 
Sumsel I 
 

 
82.937 

 
168.664 

 
85.727 

 
2. Kota Palembang 

a. Bahwa untuk Kota Palembang, Pemohon mendalilkan adanya 

perbedaan perolehan suara di 5 (Lima) Kecamatan, yaitu : 

 

Kecamatan Perolehan Suara Selisih Termohon Pemohon 
Ilir Timur II 4.364 9.536 5.172 
Kemuning 2.288 4.302 2.014 
Plaju 1.927 5.220 3.293 
SU I 3.928 7.053 3.125 
SU II 2.979 5.019 2.040 
Selisih 15.644 

 

b. Bahwa perolehan suara yang dimohonkan oleh Pemohon adalah 

sebanyak 15.645 Suara, dengan rincian : 

 
Partai Politik / Calon Anggota 

Legislatif 
Perolehan Suara Selisih Termohon Pemohon 

PPP 8.860 13.693 4.833 
1 H. Ahmad Yani, SH., MH. 18.613 23.760 5.147 
2 Citra Dewi SH. 2.708 3.908 1.200 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

315 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

3 Drs. H. Azhari, AS., MH. 1.821 2.757 936 
4 Sri Herlina, SP. 688 1.545 857 
5 H. Ibrahim Murod, SH. 1.023 1.849 826 
6 Tri Susanti, SE. 549 1.230 681 
7 Syahril Kholil, S.Pd.I 530 1.127 597 
8 Herdiansyah, SH. 514 1.082 568 
Jumlah 15.645 

 
c. Bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan, terdapat perbedaan 

antara perbedaan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon, 

dengan perolehan suara yang dimohonkan oleh Pemohon dalam 

Permohonannya. Di dalam dalilnya, Pemohon menyatakan ada selisi 

15.644 suara, sedangkan di dalam permohonannya, Pemohon 

memohon adanya selisih 15.645 suara 

d. Bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (6) dan Pasal 1953 ayat (6) 

Undang – undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa panitia 

pengawas memiliki hak untuk mendapatkan berita acara rekapitulasi 

hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil 

penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan 

perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota 

e. Bahwa pada proses rekap, panitia pengawas memiliki dokumen – 

dokumen Form model DA – 1 untuk rekapitulasi tingkat Kecamatan 

dan Form model DB-1 untuk rekapitulasi di tingkat Kota Palembang, 

yang terdiri atas : 

1) Form Model DA – 1 untuk Kecamatan Ilir Timur II  

2) Form Model DA – 1 untuk Kecamatan Kemuning  

3) Form Model DA – 1 untuk Kecamatan Plaju  

4) Form Model DA – 1 untuk Kecamatan Seberang Ulu I  

5) Form Model DA – 1 untuk Kecamatan Seberang Ulu II 

6) Form Model DB – 1 untuk Kota Palembang  

f. Bahwa berdasarkan Form model DA – 1 untuk rekapitulasi tingkat 

Kecamatan dan Form model DB-1 untuk rekapitulasi di tingkat Kota 

Palembang, yang dimiliki oleh Panitia Pengawas Kota Palembang 
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maka perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan, beserta 

dengan seluruh calon anggota legislatifnya adalah : 

1) Kecamatan Ilir Timur II 

Lokasi No. Peserta Pemilu 

Perolehan Suara 
DA1 

(Bukti 
Panwas 
Plmbg 1) 

DB1 
(Bukti 

Panwas 
Plmbg 6) 

Kecamatan 
Ilir Timur II 

Suara Partai PPP 1426 1426 
1 H. Ahmad Yani  2186 2186 
2 Citra Dewi, SH 297 297 
3 Drs. H. Azhari AS, MH 163 163 
4 Sri Herlina, SP 66 66 
5 H. Ibrahim Murod 81 81 
6 Tri Susanti, SE 16 16 
7 Syahril Kholil, S.Pd.I 91 91 
8 Herdiansyah, SH 38 38 

Jumlah Keseluruhan 4364 4364 
 

2) Kecamatan Kemuning 

Lokasi No. Peserta Pemilu 

Perolehan Suara 

DA1 
(Bukti Panwas 

Plmbg 2) 

DB1 
(Bukti 

Panwas 
Plmbg 6) 

Kecamatan 
Kemuning 

Suara Partai PPP 492 492 
1 H. Ahmad Yani  1191 1191 
2 Citra Dewi, SH 84 84 
3 Drs. H. Azhari AS, MH 364 364 
4 Sri Herlina, SP 65 65 
5 H. Ibrahim Murod 32 32 
6 Tri Susanti, SE 18 18 
7 Syahril Kholil, S.Pd.I 17 17 
8 Herdiansyah, SH 25 25 

Jumlah Keseluruhan 2288 2288 
 

3) Kecamatan Plaju 
 

Lokasi No. Peserta Pemilu 

Perolehan Suara 
DA1 

(Bukti 
Panwas 
Plmbg 3) 

DB1 
(Bukti 

Panwas 
Plmbg 6) 

Kecamatan 
Plaju 

Suara Partai PPP 384 384 
1 H. Ahmad Yani  623 623 
2 Citra Dewi, SH 453 453 
3 Drs. H. Azhari AS, 

MH 
70 70 
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4 Sri Herlina, SP 33 33 
5 H. Ibrahim Murod 224 224 
6 Tri Susanti, SE 68 68 
7 Syahril Kholil, S.Pd.I 39 39 
8 Herdiansyah, SH 33 33 

Jumlah Keseluruhan 1927 1927 
 
 

4) Kecamatan Seberang Ulu I 
 

Lokasi No. Peserta Pemilu 

Perolehan Suara 

DA1 
(Bukti Panwas 

Plmbg 4) 

DB1 
(Bukti 

Panwas 
Plmbg 6) 

Kecamat
an 
Seberang 
Ulu I 

Suara Partai PPP 1089 1089 
1 H. Ahmad Yani  1715 1715 
2 Citra Dewi, SH 431 431 
3 Drs. H. Azhari AS, 

MH 
301 301 

4 Sri Herlina, SP 80 80 
5 H. Ibrahim Murod 123 123 
6 Tri Susanti, SE 55 55 
7 Syahril Kholil, S.Pd.I 91 91 
8 Herdiansyah, SH 43 43 

Jumlah Keseluruhan 3928 3928 
 
 

5) Kecamatan Seberang Ulu II 
 

Lokasi No. Peserta Pemilu 

Perolehan Suara 
DA1 

(Bukti 
Panwas 
Plmbg 5) 

DB1 
(Bukti 

Panwas 
Plmbg 6) 

Kecamat
an 
Seberang 
Ulu II 

Suara Partai PPP 973 973 
1 H. Ahmad Yani  1037 1037 
2 Citra Dewi, SH 243 243 
3 Drs. H. Azhari AS, MH 117 117 
4 Sri Herlina, SP 43 43 
5 H. Ibrahim Murod 164 164 
6 Tri Susanti, SE 251 251 
7 Syahril Kholil, S.Pd.I 49 49 
8 Herdiansyah, SH 102 102 

Jumlah Keseluruhan 2979 2979 
 

g. Bahwa berdasarkan keterangan pada poin huruf f diatas, tidak ada 

jumlah perolehan suara yang berubah baik untuk perolehan Suara 
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Partai, Suara Caleg maupun Total Keseluruhan Perolehan suara untuk 

PPP di 5 (Lima) Kecamatan yang di sengketakan oleh pemohon 

3. Kabupaten Musi Rawas 

a. Bahwa memang benar Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik 

Indonesia (Bawaslu RI), melalui surat nomor 0478/Bawaslu/V/2014 

tertanggal 02 Mei 2014 memberikan rekomendasi untuk rekapitulasi 

ulang di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.dengan 

mengacu kepada C1 Plano berhologram di seluruh PPS di wilayah 

Kabupaten Musi Rawas. (Bukti Panwas Mura 1) 

b. Bahwa menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu RI, sebagaimana 

dimaksud huruf a di atas maka Komisi Pemilihan Umum provinsi 

Sumatera Selatan, melalui surat nomor 131/KPU.Prov-006/V/2014 

mengundang saksi partai peserta pemilu tahun 2014, saksi calon 

anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Selatan, Bawaslu provinsi 

Sumatera Selatan, dan Panwaslu Kab. Musi Rawas untuk hadir dalam 

rapat rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara tingkat 

PPS seluruh Kab. Musi Rawas, yang diselenggarakan pada hari Senin 

tanggal 05 Mei 2014.(Bukti Panwas Mura 2) 

c. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2014, Komisi Pemilihan Umum prov. 

Sumatera Selatan mengeluarkan: 

1) Keputusan Nomor 78/KPTS/KPU.Prov-006/2014 tentang 

Penonaktifan Sementara dan Pengambilan Tugas KPU Kab. Musi 

Rawas oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan Dalam Proses 

Rekapitulasi Ulang Penghitungan Perolehan Suara PArtai Politil 

dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten Musi Rawas pada Seluruh PPS di Kabupaten Musi 

Rawas (Bukti Panwas Mura 3) 

2) Surat Kepada Sekertaris KPU Kabupaten Musi Rawas, dengan 

nomor 130/KPU.Prov-006/V/2014 tentang Persiapan Rekapitulasi 

Ulang Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Legislatif KPU Kab. 

Musi Rawas (Bukti Panwas Mura 4) 

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 mei 2014 telah di laksanakan rapat 

antara Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan para saksi 

parpol dan di hadiri Panwaslu Kabupaten Musi Rawas terkait 
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pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0478/Bawaslu/V/2014 

Perihal : Rekapitulsi Ulang di Kabupaten Musi Rawas Provinsi 

Sumatera Selatan  pada pukul 17.00 wib, di Kantor KPU Kabupaten 

Musi Rawas. Rapat yang di buka oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera 

Selatan yaitu Bpk. Aspahani, SE, AK, MM, CA. terjadi: 

1) Intrupsi dari para saksi parpol yaitu Sdr. A Bastari Ibrahim dari 

Partai Hanura, Sdr. Toyib Rakembang dari Partai PAN, Sdr. 

Wahisun dari Partai PBB, Sri Rita dari Partai Nasdem, Sdr. In 

Sugiarto dari Partai PKPI 

2) Terjadi kesepakatan yang di muat dalam : 

a) Berita Acara Nomor : BA/270/181/KPU.MURA/V/2014 tentang 

Rapat Pleno Pembukaan Kotak Suara per TPS sebanyak 

1.244 kotak guna mengambil dan mengumpulkan C1 Plano 

yang akan di pergunakan untuk  Rekapitulasi ulang  

Penghitungan suara partai politik calon anggota DPR, DPD di 

tingkat Kabupaten Musi Rawas yang akan di tuangkan dalam 

formulir DB-1. Khusus untuk kecamatan Rawas Ilir juga di 

lakukan rekapitulasi ulang untuk tingkat DPRD Provinsi (Bukti 

Panwas Mura 5), dan  

b) Berita Acara Nomor : BA/270/182/KPU.MURA/V/2014 tentang 

Rapat Pleno Pembukaan Kotak Suara per TPS sebanyak 

1.244 kotak guna mengambil dan mengumpulkan C1 Plan. 

Dalam Rapat pleno terbuka dimaksud, saksi bersedia 

menandatagani Berita Acara dan meminta kepada KPU 

Provinsi Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti rekomendasi 

yang belum dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas 

serta mengusulkan rekapitulasi ulang di semua dapil untuk 

DPRD Kabupaten Musi Rawas. 

c) Pembukaan kotak untuk mengambil C1 plano dimulai pada 

pukul 19.30 Wib, dengan cara memotong kunci kotak yang 

tersegel dengan alat pemotong besi. Pembukaan kotak 

tersebut di saksikan  oleh ketua KPU Provinsi Sumatera 

Selatan serta di saksikan oleh Semua Komisioner KPU 

Sumatera Selatan, semua saksi parpol dan Panwaslu 
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Kabupaten Musi Rawas serta pihak keamanan (Kapolres Musi 

Rawas, Bapak Chaidir). Pembukaan kotak diawali dari 

Kecamatan Rawas Ilir untuk DPD RI, kemudian di lanjutkan 

dengan kecamatan Muara Beliti dan Kecamatan Jayaloka. 

e. Bahwa pada hari jumat tanggal  9 Mei  2014, tepatnya pukul 19:30 

WIB, telah di  buka Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil 

penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara  

Nasional  di Gedung KPU RI jalan Imam Bonjol Jakarta. Rapat yang 

dibuka oleh Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, dan dihadiri seluruh 

Komisioner KPU RI dan Bawaslu RI yaitu Dr. Muhammad, Nasrullah, 

SH. Nelson Simanjuntak dan Daniel Zuchron, seluruh saksi Partai 

Politik, KPU Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu Provinsi 

Sumatera Selatan  

f. Bahwa berdasarkan paparan pada huruf a – g menunjukkan bahwa 

proses rekapitulasi suara ulang untuk partai politik dan calon anggota 

legislative di tingkat DPR RI dan DPRD Provinsi : 

1) Telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, 

dimana hal ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu 

RI 

2) Telah dilakukan dengan menggunakan alat rekapitulasi yang sah, 

yaitu C1 Plano ataupun form C1, yang dimiliki oleh panitia 

pengawas untuk TPS – TPS dimana C1 Plano tidak lagi tersedia. 

g. Bahwa terhadap kejadian di Musi Rawas, kami jajaran panitia 

pengawas memiliki dokumen : 

1) Form Model DB-1 DPR Kab. Musi Rawas (Sebelum Perbaikan) 

(Bukti Panwas Mura 6) 

2) Form Model DC-1 DPR Prov. Sumatera Selatan (Sebelum 

Perbaikan) (Bukti Panwas Mura 7) 

3) Form Model DC-1 DPR Prov. Sumatera Selatan (Setelah  

Perbaikan) (Bukti Panwas Mura 8) 

4) Surat Bawaslu RI Nomor 0478/Bawaslu/V/2014 tentang 

Rekapitulasi Ulang di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera 

Selatan (Bukti Panwas Mura 1) 
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5) Surat KPU Provinsi Sumatera Selatan nomor 131/KPU.Prov-

006/V/2014 tentang Undangan Rapat Rekapitulasi Ulang Hasil 

Penghitungan Perolehan Suara Tingkat PPS seluruh Kab. Mura 

(Bukti Panwas Mura 2) 

6) Surat KPU Provinsi Sumatera Selatan nomor 78/KPTS/KPU.Prov-

006/V/2014 tentang Penonaktifan Sementara dan Pengambilan 

Tugas KPU Kabupaten Musi Rawas oleh KPU Provinsi Sumatera 

Selatan dalam proses Rekapitulasi Ulang Penghitungan Perolehan 

Suara Parpol dan calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan 

DPRD Kabupaten Musi Rawas pada Seluru PPS di Kabupaten 

Musi Rawas (Bukti Panwas Mura 3) 

7) Surat KPU Provinsi Sumatera Selatan nomor 130/KPU.Prov-

006/V/2014 tentang Persiapan Rekapitulasi Ulang Penghitungan 

Perolehan Suara Pemilu Legislatif KPU Kab. Musi Rawas (Bukti 

Panwas Mura 4) 

8) Data Perbedaan Jumlah perolehan suara dari DB-1 Hasil   

PlenoKPU Kabupaten Musi Rawas dengan Hasil Rekapitulasi 

Ulang C-1 Plano Kabupaten Musi Rawas untuk DPR RI Kabupaten 

Musi Rawas dan DPR RI Kabupaten Musi Rawas (Bukti Panwas 

Mura 9) 

h. Bahwa berdasarkan dokumen – dokumen di atas, maka perbandingan 

perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di tingkat Kabupaten 

Musi Rawas sebelum, dengan setelah rekapitulasi ulang adalah  

 

NO PARPOL/NAMA 
CALEG 

DB-1 KPU 

HASIL 
REKAP 

C-1 
PLANO SELISIH KETERANGAN 

KAB. MUSI 
RAWAS 

KPU 
KAB. 
MUSI 

RAWAS 

9 PPP                           
1,677  

                                 
2,127  

           
450  

Suara hasil 
Rekap C-1 
Plano 
bertambah 

1 H. AHMAD 
YANI, SH. MH 

                          
3,279  

                                 
3,755  

           
476  

Suara hasil 
Rekap C-1 
Plano 
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bertambah 

2 CITRA DEWI, 
SH 

                              
405  

                                    
423  

              
18  

Suara hasil 
Rekap C-1 
Plano 
bertambah 

3 Drs. H. AZHARI 
AS, MA 

                              
259  

                                    
285  

              
26  

Suara hasil 
Rekap C-1 
Plano 
bertambah 

4 SRI HERLINA, 
SP 

                              
423  

                                    
440  

              
17  

Suara hasil 
Rekap C-1 
Plano 
bertambah 

5 H. IBRAHIM 
MUROD, SH 

                              
264  

                                    
319  

              
55  

Suara hasil 
Rekap C-1 
Plano 
bertambah 

6 TRI SUSANTI, 
SE 

                              
128  

                                    
144  

              
16  

Suara hasil 
Rekap C-1 
Plano 
bertambah 

7 SYAHRIL 
KHOLU,S. Pd.I 

                                
83  

                                      
92  

                
9  

Suara hasil 
Rekap C-1 
Plano 
bertambah 

8 HERDIANSYAH, 
SH 

                              
122  

                                    
120  

              
(2) 

Suara hasil 
Rekap C-1 
Plano berkurang 

JUMLAH 
                          

6,640  
                                 

7,705  
        

1,065    
 

4. Kabupaten Banyuasin 
 

a. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan 

Banyuasin  III, pada saat rekapitulasi suara ditingkat kecamatan 

bahwa perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan untuk DPR RI 

sebagai berikut:  
HASIL SANDING PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM DPR-RI DI 
KECAMATAN BANYUASIN III. 
 

No Nomor/Nama Partai dan 
Calon 

Perolehan Suara  
DA.1 PPK 

(Bukti 
Panwas BA 

1) 

Panwascam 
Banyuasin III 
(Bukti Panwas 

BA 2) 
9 Partai Persatuan 

Pembangunan 
257 257 
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1 H. Ahmad Yani, S.H.MH. 1.511 1.511 
2 Citra Dewi, S.H 127 127 
3 Drs. H. Azhari As, MH. 154 154 
4 Sri Herlina, S.P 124 124 
5 H. Ibrahim Murod, S.H 40 40 
6 Tri Susanti, S.E 22 22 
7 Syahril Kholil, S.Pdi 62 62 
8 Herdiansyah, S.H 32 32 

Jumlah Suara Sah dan Suara Calon 2.329 2.329 
 

b. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Panitia Pengawas Kecamatan di 

Kecamatan Betung pada saat rekapitulasi suara ditingkat kecamatan 

bahwa perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan untuk DPR RI 

sebagai berikut : 
HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-RI 
KECAMATAN BETUNG 

 

No Nomor/Nama Partai 
dan Calon 

Perolehan Suara 
PPK Betung 

 
Panwascam 

Betung 
(Bukti Panwas 

BA 3) 
9 Partai Persatuan 

Pembangunan 
314 314 

1 H. Ahmad Yani, 
S.H.MH. 

955 955 

2 Citra Dewi, S.H 49 49 
3 Drs. H. Azhari As, MH. 32 32 
4 Sri Herlina, S.P 34 34 
5 H. Ibrahim Murod, S.H 13 13 
6 Tri Susanti, S.E 6 6 
7 Syahril Kholil, S.Pdi 7 7 
8 Herdiansyah, S.H 16 16 

Jumlah Suara Sah dan 
Suara Calon 

1.426 1.426 

  
c. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu 

Kecamatan di Kecamatan Banyuasin II pada saat rekapitulasi suara 

ditingkat kecamatan bahwa perolehan suara Partai Persatuan 

Pembangunan untuk DPR RI sebagai berikut : 

 
HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-RI 
KECAMATAN BANYUASIN II. 
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No Nomor/Nama Partai dan 
Calon 

Perolehan Suara 

PPK 
Banyuasin 

II 

Panwaslu 
Banyuasin II 

(Bukti Panwas 
BA 4) 

9 Partai Persatuan 
Pembangunan 

117 117 

1 H. Ahmad Yani, S.H.MH. 141 141 
2 Citra Dewi, S.H 20 20 
3 Drs. H. Azhari As, MH. 9 9 
4 Sri Herlina, S.P 11 11 
5 H. Ibrahim Murod, S.H 8 8 
6 Tri Susanti, S.E 12 12 
7 Syahril Kholil, S.Pdi 24 24 
8 Herdiansyah, S.H 12 12 

Jumlah Suara Sah dan Suara 
Calon 

354 354 

 
d. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu 

Kecamatan di Kecamatan Makarti Jaya pada saat rekapitulasi suara 

ditingkat kecamatan bahwa perolehan suara Partai Persatuan 

Pembangunan untuk DPR RI sebagai berikut : 
HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-RI 
KECAMATAN MAKARTI JAYA 
 
 

e. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu 

Kecamatan di Kecamatan Muara Padang pada saat rekapitulasi suara 

No Nomor/Nama Partai dan 
Calon 

Perolehan Suara 
PPK 

Makarti 
Jaya 

Panwascam 
Makarti Jaya 

(Bukti Panwas BA 
5) 

9 Partai Persatuan 
Pembangunan 

285 285 

1 H. Ahmad Yani, S.H.MH. 413 413 
2 Citra Dewi, S.H 19 19 
3 Drs. H. Azhari As, MH. 39 39 
4 Sri Herlina, S.P 13 13 
5 H. Ibrahim Murod, S.H 74 74 
6 Tri Susanti, S.E 7 7 
7 Syahril Kholil, S.Pdi 6 6 
8 Herdiansyah, S.H 27 27 

Jumlah Suara Sah dan Suara 
Calon 

883 883 
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ditingkat kecamatan bahwa perolehan suara Partai Persatuan 

Pembangunan untuk DPR RI sebagai berikut : 
HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-RI 
KECAMATAN MUARA PADANG 
 
 

No Nomor/Nama Partai dan 
Calon 

Perolehan Suara 
PPK 

Muara 
Padang 

Panwascam Muara 
Padang 

(Bukti Panwas BA 
6) 

9 Partai Persatuan 
Pembangunan 

79 79 

1 H. Ahmad Yani, S.H.MH. 79 79 
2 Citra Dewi, S.H 14 14 
3 Drs. H. Azhari As, MH. 20 20 
4 Sri Herlina, S.P 12 12 
5 H. Ibrahim Murod, S.H 11 11 
6 Tri Susanti, S.E 5 5 
7 Syahril Kholil, S.Pdi 14 14 
8 Herdiansyah, S.H 12 12 

Jumlah Suara Sah dan Suara 
Calon 

246 246 

 
f. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu 

Kecamatan di Kecamatan Sumber Marga Telang pada saat 

rekapitulasi suara ditingkat kecamatan bahwa perolehan suara Partai 

Persatuan Pembangunan untuk DPR RI sebagai berikut : 
 
HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-RI 
KECAMATAN KECAMATAN SUMBER MARGA TELANG 

 

No Nomor/Nama Partai 
dan Calon 

Perolehan 
Suara Keterangan 

PPK 
Sumber 
Marga 
Telang 

Panwascam 
Sumber Marga 

Telang 
(Bukti Panwas BA 

7) 
9 Partai Persatuan 

Pembangunan 
337 337 

1 H. Ahmad Yani, 
S.H.MH. 

417 417 

2 Citra Dewi, S.H 22 22 
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3 Drs. H. Azhari As, MH. 26 26 
4 Sri Herlina, S.P 26 26 
5 H. Ibrahim Murod, S.H 14 14 
6 Tri Susanti, S.E 75 75 
7 Syahril Kholil, S.Pdi 38 38 
8 Herdiansyah, S.H 46 46 

Jumlah Suara Sah dan 
Suara Calon 

1.001 1.001 

 
g. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu 

Kecamatan di Kecamatan Muara Telang pada saat rekapitulasi suara 

ditingkat kecamatan bahwa perolehan suara Partai Persatuan 

Pembangunan untuk DPR RI sebagai berikut : 
HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-RI 
KECAMATAN KECAMATAN MUARA TELANG 
 

No Nomor/Nama Partai 
dan Calon 

Perolehan 
Suara Keterangan 

PPK 
Muara 
Telang 

Panwascam Muara 
Telang 

(Bukti Panwas BA 8) 
9 Partai Persatuan 

Pembangunan 
936 936 

1 H. Ahmad Yani, 
S.H.MH. 

1.077 1.077 

2 Citra Dewi, S.H 105 105 
3 Drs. H. Azhari As, MH. 62 62 
4 Sri Herlina, S.P 65 65 
5 H. Ibrahim Murod, S.H 27 27 
6 Tri Susanti, S.E 36 36 
7 Syahril Kholil, S.Pdi 150 150 
8 Herdiansyah, S.H 50 50 

Jumlah Suara Sah dan 
Suara Calon 

2.508 2.508 

 
h. Bahwa berdasarkan data – data di atas, tidak ada perubahan 

perolehan suara untuk di 7 (tujuh) Kecamatan, sebagaimana didalilkan 

oleh pihak Pemohon.  

5. Bahwa, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan Keterangan 

terhadap Pokok Permohonan yang diajukan Partai Persatuan 

Pembangunan untuk Anggota DPRD Provinsi, sebagai berikut : 

Bahwa berdasarkan ketetapan Mahkamah Konstitusi nomor 12-02/PHPU-

DPR-DPRD/XII/2014, 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014,  09-04/PHPU-
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DPR-DPRD/XII/2014,  03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014,  07-06/PHPU-

DPR-DPRD/XII/2014, 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 06-09/PHPU-

DPR-DPRD/XII/2014,  01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 02-10/PHPU-

DPR-DPRD/XII/2014, 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014,  08-15/PHPU-

DPR-DPRD/XII/2014 tertanggal 28 Mei 2014 Permohonan PHPU, yang 

diajukan oleh Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil 8 Sumatera Selatan 

dinyatakan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan 

perundang - undangan 

6. Bahwa, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan Keterangan 

terhadap Pokok Permohonan yang diajukan Partai Persatuan 

Pembangunan untuk Anggota DPRD Kabupaten / Kota, sebagai berikut : 

A. Kota Palembang 

a. Dapil Kota Palembang 3 

 Bahwa berdasarkan ketetapan Mahkamah Konstitusi nomor 12-

02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 04-03/PHPU-DPR-

DPRD/XII/2014, 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 03-05/PHPU-

DPR-DPRD/XII/2014, 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 10-

07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 06-09/PHPU-DPR-

DPRD/XII/2014, 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 02-10/PHPU-

DPR-DPRD/XII/2014, 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 08-

15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tertanggal 28 Mei 2014 

Permohonan PHPU, yang diajukan oleh Pemohon untuk DPRD 

Kota Dapil 3 Kota Palembang dinyatakan tidak memenuhi syarat 

menurut ketentuan peraturan perundang - undangan 

b. Dapil Kota Palembang 4 

1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang telah 

menerima Laporan Nomor: 
010/LP/PILEG/PANWASLU/PLG/IV/2014 dugaan 

pelanggaran di TPS 05 RT 05 Kelurahn 1 Ulu Kec. 

Seberang Ulu I yang dilaporka oleh Caleg DPRD Kota 

Palembang Dapil Palembang 4 dari Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) Caleg Nomor Urut 3 (Ropiko, 
S.Sos.I.) serta Temuan Panwaslu Kota Palembang 

Nomor: 009/TM/PILEG/PANWASLU/PLG/IV/2014 dugaan 
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pelanggaran di TPS 06 RT 05 Kelurahan 1 Ulu Kec. 

Seberang Ulu I untuk Temuan tersebut telah di 

Rekomendasikan ke KPU Kota Palembang untuk 

dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), KPU Kota 

Palembang telah menjalankan Rekomendasi Panwaslu 

Kota Palembang dengan dilaksanakannya Pemungutan 

Suara Ulang di TPS 06 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan 

Seberang Ulu satu pada tanggal 15 April 2014. Untuk 
TPS-TPS yang disampaikan oleh Pemohon (Ropiko, 
S.Sos.I) tidak dilaporkan ke Panwaslu Kota 

Palembang.Untuk perolehan suara Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) Caleg Nomor Urut 2 (Desmana 
Akbar) dan Caleg Nomor Urut 3 (Ropiko, S.Sos.I) 

2. Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu 

Tahun 2014  dengan Nomor Urut 9 (sembilan) 

berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 

166/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Perubahan kedua 

atas Keputusan KPU Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 

Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan 

DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 25 Maret 

2013. serta Surat Keputusan KPU Palembang Nomor: 

408/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 22 Agustus 

2013, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan 

KPU Kota Palembang Nomor 509.A/Kpts/KPU.Kota-

006.435501/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap 

(DCT) Anggota DPRD Kota Palembang Peserta Pemilu 

Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tertanggal 6 

Desember 2013, dan berita acara Rapat Pleno penetapan 

DCT nomor 057/BA/VIII/2013 Tentang Penetapan Daftar 

Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Palembang pada 

tanggal 22 Agustus 2013.  

 
Keterangan Panwaslu Kota Palembang terhadap Pokok Permohonan 
 

 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

329 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

1. Permohonan Nomor Registrasi: 06-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, Bahwa 

pokok permasalahan yang dimohonkan oleh pemohon, Panwaslu Kota 

Palembang dengan ini memberikan keterangan sebagai berikut :  

a. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan Panwaslu Kota Palembang 

terhadap data-data yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Palembang terkait 

permasalahan yang dilaporkan, panwaslu kota Palembang 

menerangkan untuk perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP) Caleg Nomor Urut 2 (Desmana Akbar) dan Caleg Nomor Urut 3 

(Ropiko, S.Sos.I) berdasarkan D1 Kelurahan 1 Ulu dan Kelurahan 

Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I adalah sebagai berikut: 

 
 

No 
 

TPS  
Caleg 
Nomor 
Urut 2 

(Desmana 
Akbar) 

Caleg 
Nomor 
Urut 3 

(Ropiko, 
S.Sos.I) 

1 03 Kel. 1 Ulu 118 8 
2 05 Kel. 1 Ulu 45 12 
3 06 Kel. 1 Ulu 42 18 
4 09 Kel. 1 Ulu 70 2 
5 10 Kel. 1 Ulu 24 13 
6 11 Kel. 1 Ulu 96 2 
7 13 Kel. 1 Ulu 132 1 
8 14 Kel. 1 Ulu 106 2 
9 26 Kel. 1 Ulu 147 57 
10 29 Kel. 1 Ulu 116 61 
11 07 Kel. Tuang Kentang 280 1 
12     Jumlah 1.176 177 

 
Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Caleg Nomor 

Urut 2 (Desmana Akbar) dan Caleg Nomor Urut 3 (Ropiko, S.Sos.I) 
berdasarkan C1 Kelurahan 1 Ulu dan Kelurahan Tuan Kentang 

Kecamatan Seberang Ulu I adalah sebagai berikut: 
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No 

 
TPS  

Caleg 
Nomor 
Urut 2 

(Desmana 
Akbar) 

Caleg 
Nomor 
Urut 3 

(Ropiko, 
S.Sos.I) 

1 03 Kel. 1 Ulu 118 8 
2 05 Kel. 1 Ulu 45 12 
3 06 Kel. 1 Ulu 42 18 
4 09 Kel. 1 Ulu 70 2 
5 10 Kel. 1 Ulu 24 13 
6 11 Kel. 1 Ulu 96 2 
7 13 Kel. 1 Ulu 132 1 
8 14 Kel. 1 Ulu 106 4 
9 26 Kel. 1 Ulu 147 57 
10 29 Kel. 1 Ulu 116 61 
11 07 Kel. Tuang Kentang 280 1 
12     Jumlah 1.176 179 

 
Dari Data yang dimiliki Panwaslu Kota Palembang berdasarkan di 

Model C1.KWK.KPU Suara Caleg Nomor Urut 3 (Ropiko, S.Sos.I) 
dan Model D-1, Model DA-1, dan Model DB-1 tidak perbedaan, 
penambahan dan pengurangan perolehan suara  Caleg DPRD Kota 

Palembang Dapil Palembang 4 Partai PPP Caleg Nomor Urut 2 dan no 

urut 3 (Ropiko, S.Sos.I). 
Bahwa dari TPS tersebut diatas hanya 2 (dua) TPS yaitu TPS 5 
yang dilaporkan dan TPS 6 sebagai Temuan Panwaslu Kota 
Palembang, kedua hal tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan 
Perundang-undangan selain dari TPS tersebut tidak ada Laporan 
maupun Temuan dari Panwaslu Kota Palembang. 
Bahwa Proses Pemungutan suara dan Rekapitulasi Perolehan 
Suara di TPS, PPS, PPK, dan KPU Kota Palembang sudah berjalan 
sesuai prosedur dan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak 
ada sanggahan dan keberatan dari semua saksi di tingkat TPS, 
PPS, PPK dan KPU Kota Palembang semua saksi mensetujui dan 
menandatangani hasil Rekap tersebut. 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

331 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

1) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang telah menerima 

Laporan Nomor: 010/LP/PILEG/PANWASLU/PLG/IV/2014 dugaan 

pelanggaran di TPS 05 RT 05 Kelurahn 1 Ulu Kec. Seberang Ulu I 

yang dilaporka oleh Caleg DPRD Kota Palembang Dapil Palembang 4 

dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Caleg Nomor Urut 3 

(Ropiko, S.Sos.I.) serta Temuan Panwaslu Kota Palembang Nomor: 

009/TM/PILEG/PANWASLU/PLG/IV/2014 dugaan pelanggaran di TPS 

06 RT 05 Kelurahan 1 Ulu Kec. Seberang Ulu I untuk Temuan tersebut 

telah di Rekomendasikan ke KPU Kota Palembang untuk dilakukan 

Pemungutan Suara Ulang (PSU), KPU Kota Palembang telah 

menjalankan Rekomendasi Panwaslu Kota Palembang dengan 

dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 06 Kelurahan 1 Ulu 

Kecamatan Seberang Ulu satu pada tanggal 15 April 2014. Untuk 

TPS-TPS yang disampaikan oleh Pemohon (Ropiko, S.Sos.I) tidak 

dilaporkan ke Panwaslu Kota Palembang. Untuk perolehan suara 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Caleg Nomor Urut 2 (Desmana 
Akbar) dan Caleg Nomor Urut 3 (Ropiko, S.Sos.I) berdasarkan D1 

Kelurahan 1 Ulu dan Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang 

Ulu I adalah sebagai berikut;  
 

 
No 

 
TPS  

Caleg Nomor 
Urut 2 

(Desmana 
Akbar) 

Caleg Nomor 
Urut 3 

(Ropiko, 
S.Sos.I) 

 
Seli
sih 

1 03 Kel. 1 Ulu 118 8 110 

2 05 Kel. 1 
Ulu 

45 12 33 

3 06 Kel. 1 
Ulu 

42 18 24 

4 09 Kel. 1 
Ulu 

70 2 68 

5 10 Kel. 1 
Ulu 

24 13 11 

6 11 Kel. 1 
Ulu 

96 2 94 

7 13 Kel. 1 
Ulu 

132 1 131 

8 14 Kel. 1 
Ulu 

106 2 104 
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9 26 Kel. 1 
Ulu 

147 57 90 

10 29 Kel. 1 
Ulu 

116 61 55 

11 07 Kel. 
Tuan 
Kentang 

280 1 279 

12     
Jumlah 

1.176 177 999 

2) Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Caleg Nomor 
Urut 2 (Desmana Akbar) dan Caleg Nomor Urut 3 (Ropiko, S.Sos.I) 
berdasarkan C1 Kelurahan 1 Ulu dan Kelurahan Tuan Kentang 

Kecamatan Seberang Ulu I adalah sebagai berikut: 

 
 

No 
 

TPS  
Caleg 
Nomor 
Urut 2 

(Desmana 
Akbar) 

Caleg 
Nomor 
Urut 3 

(Ropiko, 
S.Sos.I) 

 
Selisih 

1 03 Kel. 1 
Ulu 

118 8 110 

2 05 Kel. 1 
Ulu 

45 12 33 

3 06 Kel. 1 
Ulu 

42 18 24 

4 09 Kel. 1 
Ulu 

70 2 68 

5 10 Kel. 1 
Ulu 

24 13 11 

6 11 Kel. 1 
Ulu 

96 2 94 

7 13 Kel. 1 
Ulu 

132 1 131 

8 14 Kel. 1 
Ulu 

106 4 102 

9 26 Kel. 1 
Ulu 

147 57 90 

10 29 Kel. 1 
Ulu 

116 61 55 

11 07 Kel. Tuang 
Kentang 

280 1 279 

12     Jumlah 1.176 179 997 
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3) Dari Data yang dimiliki Panwaslu Kota Palembang yang berbeda 

hanya di TPS 14 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I di Model 
C1.KWK.KPU Suara Caleg Nomor Urut 3 (Ropiko, S.Sos.I) 
seharusnya 4 akan tetapi di D1 Kelurahan Suara Caleg Nomor 
Urut 3 (Ropiko, S.Sos.I) di tulis 2 jadi berkurang 2 untuk suara 

Caleg DPRD Kota Palembang Dapil Palembang 4 Partai PPP Caleg 

Nomor Urut 3 (Ropiko, S.Sos.I). 

B. Kabupaten Muara Enim 

a. Dari pokok permohonan sebagaimana diatas dapat kami 

terangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim 

tertanggal 20 April 2014 dengan berita acaranya telah melakukan 

rekapitulasi perolehan suara partai untuk DPRD Kab/Kota Dapil di 

Kabupaten Muara Enim diperoleh suara Partai sebagai berikut: 

b. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan perolehan suara  

(26.025), dengan perolehan Suara Calon Anggota Legislatif  Dapil 

I Sebagai Berikut: 

 
 Form DB -1 

(Termohon) 
Partai Politik 741 
1 H.Marsito 1.753 
2 Ivan Dessy Andrianto,SH 442 
3 Meiyana,SH 205 
4 Zil Fasihi 791 
5 Subran Dul Hoteh 454 
6 Wiwin Mismiani 149 
7 M.Yusuf Y,SH 90 
8 Nopita Lestari,S.Pd 42 
9 Saipul Bahri 1.149 
10 Nuzlul Ambri 478 

 
c. Bahwa saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Muara Enim 

telah dilakukan perbaikan sesuai dengan keinginan Pemohon yang 

dilakukan atau ditindak lanjuti langsung oleh Bapak Budi 

Harianto,SE.M.Si (Alm) selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Muara 

Enim. 

d. Pada saat Rekapitulasi tersebut telah dilakukan pengembalian 5 

(Lima) Suara yang didugakan Pemohon,Yakni 5 (Lima) Suara dari 
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Perolehan Suara H.Marsito di kembalikan ke Suara Partai. Pada 

saat itu juga permasalahan yang diminta oleh Pemohon sudah di 

anggap Selesai yang telah di Paraf dan di setujui oleh Saksi dari 

Partai Persatuan Pembangunan (Sdr.Hastomo). 

e. Bahwa melalui keterangan tertulis ini, kami jajaran panitia 

pengawas di provinsi Sumatera Selatan juga hendak memaparkan 

tentang kegiatan pengawasan dan penanganan pelanggaran, 

sebagaimana dengan lampiran di dalam dokumen ini.  

f. Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini 

dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan fakta-fakta, 

dokumen dan telah diputuskan dalam rapat pleno. 

g. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan 

KPU Nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai 

Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014. 

h. Bahwa, KPU telah menetapkan nomor urut Partai Politik Peserta 

Pemilhan Umum Tahun 2014 Nomor : 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 

Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor : 

06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai 

Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi 

dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.  

i. Bahwa, KPU telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota 

DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara 

Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana 

tertuang dalam Keputusan KPU Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 

2014, tanggal 9 Mei 2014. sebagai berikut : 

 
DAPIL Sumatera Selatan I : 
NO PARTAI POLITIK  

PESERTA PEMILU 
PEROLEHAN 

SUARA 
1. Partai NasDem 101.481 
2. Partai Kebangkitan Bangsa 93.615 
3. Partai Keadilan Sejahtera 107.319 
4. PDI Perjuangan 292.999 
5. Partai Golkar 382.985 
6. Partai Gerindra 229.436 

 
7. Partai Demokrat 160.683 
8. Partai Amanat Nasional 163.175 
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9. Partai Persatuan Pembangunan 83.937 
10. Partai Hati Nurani Rakyat 103.787 
14. Partai Bulan Bintang 36.704 
15. PKPI 20.714 

 
 
DAPIL Sumatera Selatan II : 
NO PARTAI POLITIK  

PESERTA PEMILU 
PEROLEHAN 

SUARA 
1. Partai NasDem 175.923 
2. Partai Kebangkitan Bangsa 185.673 
3. Partai Keadilan Sejahtera 135.197 
4. PDI Perjuangan 399.848 
5. Partai Golkar 277.947 
6. Partai Gerindra 275.950 
7. Partai Demokrat 235.682 
8. Partai Amanat Nasional 170.275 
9. Partai Persatuan Pembangunan 85.825 
10. Partai Hati Nurani Rakyat 112.766 
14. Partai Bulan Bintang 87.432 
15. PKPI 24.506 

 

j. Bahwa, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan Keterangan 

terhadap Pokok Permohonan yang diajukan Partai Persatuan 

Pembangunan untuk Anggota DPR pada Dapil Sumatera Selatan I 

(Kota Palembang, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi 

Rawas, Kab. Lubuk Linggau, Kab. Muara Enim), sebagai berikut : 

5. Bahwa pihak Pemohon mendalilkan adanya perbedaan perolehan suara 

yang dimilikinya. Hal ini berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 

oleh KPU RI (Form DC-1 DPR) pada tanggal 09 Mei 2014, dengan data 

Pemohon sebagai berikut : 

 

Dapil Perolehan Suara Selisih Termohon Pemohon 
 
Sumsel I 
 

 
82.937 

 
168.664 

 
85.727 

 
6. Kota Palembang 

a. Bahwa untuk Kota Palembang, Pemohon mendalilkan adanya 

perbedaan perolehan suara di 5 (Lima) Kecamatan, yaitu : 
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Kecamatan Perolehan Suara Selisih Termohon Pemohon 
Ilir Timur II 4.364 9.536 5.172 
Kemuning 2.288 4.302 2.014 
Plaju 1.927 5.220 3.293 
SU I 3.928 7.053 3.125 
SU II 2.979 5.019 2.040 
Selisih 15.644 

 

b. Bahwa perolehan suara yang dimohonkan oleh Pemohon adalah 

sebanyak 15.645 Suara, dengan rincian : 

 
Partai Politik / Calon 
Anggota Legislatif 

Perolehan Suara Selisih Termohon Pemohon 
PPP 8.860 13.693 4.833 
1 H. Ahmad Yani, 

SH., MH. 
18.613 23.760 5.147 

2 Citra Dewi SH. 2.708 3.908 1.200 
3 Drs. H. Azhari, 

AS., MH. 
1.821 2.757 936 

4 Sri Herlina, SP. 688 1.545 857 
5 H. Ibrahim 

Murod, SH. 
1.023 1.849 826 

6 Tri Susanti, SE. 549 1.230 681 
7 Syahril Kholil, 

S.Pd.I 
530 1.127 597 

8 Herdiansyah, 
SH. 

514 1.082 568 

Jumlah 15.645 
 

c. Bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan, terdapat perbedaan 

antara perbedaan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon, 

dengan perolehan suara yang dimohonkan oleh Pemohon dalam 

Permohonannya. Di dalam dalilnya, Pemohon menyatakan ada selisi 

15.644 suara, sedangkan di dalam permohonannya, Pemohon 

memohon adanya selisih 15.645 suara 

d. Bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (6) dan Pasal 1953 ayat (6) 

Undang – undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa panitia 

pengawas memiliki hak untuk mendapatkan berita acara rekapitulasi 
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hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil 

penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan 

perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota 

e. Bahwa pada proses rekap, panitia pengawas memiliki dokumen – 

dokumen Form model DA – 1 untuk rekapitulasi tingkat Kecamatan 

dan Form model DB-1 untuk rekapitulasi di tingkat Kota Palembang, 

yang terdiri atas : 

1) Form Model DA – 1 untuk Kecamatan Ilir Timur II  
2) Form Model DA – 1 untuk Kecamatan Kemuning  
3) Form Model DA – 1 untuk Kecamatan Plaju  
4) Form Model DA – 1 untuk Kecamatan Seberang Ulu I  
5) Form Model DA – 1 untuk Kecamatan Seberang Ulu II 
6) Form Model DB – 1 untuk Kota Palembang  

 

f. Bahwa berdasarkan Form model DA – 1 untuk rekapitulasi tingkat 

Kecamatan dan Form model DB-1 untuk rekapitulasi di tingkat Kota 

Palembang, yang dimiliki oleh Panitia Pengawas Kota Palembang 

maka perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan, beserta 

dengan seluruh calon anggota lagislatifnya adalah : 

1) Kecamatan Ilir Timur II 

Lokasi No. Peserta Pemilu 

Perolehan Suara 
DA1 

(Bukti 
Panwas 
Plmbg 1) 

DB1 
(Bukti 

Panwas 
Plmbg 6) 

Kecamatan 
Ilir Timur II 

Suara Partai PPP 1426 1426 
1 H. Ahmad Yani  2186 2186 
2 Citra Dewi, SH 297 297 
3 Drs. H. Azhari AS, MH 163 163 
4 Sri Herlina, SP 66 66 
5 H. Ibrahim Murod 81 81 
6 Tri Susanti, SE 16 16 
7 Syahril Kholil, S.Pd.I 91 91 
8 Herdiansyah, SH 38 38 

Jumlah Keseluruhan 4364 4364 
 

2) Kecamatan Kemuning 

Lokasi No. Peserta Pemilu 
Perolehan Suara 
DA1 

(Bukti 
DB1 

(Bukti 
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Panwas 
Plmbg 2) 

Panwas 
Plmbg 6) 

Kecamatan 
Kemuning 

Suara Partai PPP 492 492 
1 H. Ahmad Yani  1191 1191 
2 Citra Dewi, SH 84 84 
3 Drs. H. Azhari AS, MH 364 364 
4 Sri Herlina, SP 65 65 
5 H. Ibrahim Murod 32 32 
6 Tri Susanti, SE 18 18 
7 Syahril Kholil, S.Pd.I 17 17 
8 Herdiansyah, SH 25 25 

Jumlah Keseluruhan 2288 2288 
 

3) Kecamatan Plaju 

Lokasi No. Peserta Pemilu 

Perolehan Suara 
DA1 

(Bukti 
Panwas 
Plmbg 3) 

DB1 
(Bukti 

Panwas 
Plmbg 6) 

Kecamatan 
Plaju 

Suara Partai PPP 384 384 
1 H. Ahmad Yani  623 623 
2 Citra Dewi, SH 453 453 
3 Drs. H. Azhari 

AS, MH 
70 70 

4 Sri Herlina, SP 33 33 
5 H. Ibrahim Murod 224 224 
6 Tri Susanti, SE 68 68 
7 Syahril Kholil, 

S.Pd.I 
39 39 

8 Herdiansyah, SH 33 33 
Jumlah Keseluruhan 1927 1927 

 
4) Kecamatan Seberang Ulu I 

 

Lokasi No. Peserta Pemilu 

Perolehan Suara 
DA1 

(Bukti 
Panwas 
Plmbg 4) 

DB1 
(Bukti 

Panwas 
Plmbg 6) 

Kecamatan 
Seberang 
Ulu I 

Suara Partai PPP 1089 1089 
1 H. Ahmad Yani  1715 1715 
2 Citra Dewi, SH 431 431 
3 Drs. H. Azhari AS, MH 301 301 
4 Sri Herlina, SP 80 80 
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5 H. Ibrahim Murod 123 123 
6 Tri Susanti, SE 55 55 
7 Syahril Kholil, S.Pd.I 91 91 
8 Herdiansyah, SH 43 43 

Jumlah Keseluruhan 3928 3928 
 
 

5) Kecamatan Seberang Ulu II 
 

Lokasi No. Peserta Pemilu 

Perolehan Suara 
DA1 

(Bukti 
Panwas 
Plmbg 5) 

DB1 
(Bukti 

Panwas 
Plmbg 6) 

Kecamatan 
Seberang 
Ulu II 

Suara Partai PPP 973 973 
1 H. Ahmad Yani  1037 1037 
2 Citra Dewi, SH 243 243 
3 Drs. H. Azhari AS, MH 117 117 
4 Sri Herlina, SP 43 43 
5 H. Ibrahim Murod 164 164 
6 Tri Susanti, SE 251 251 
7 Syahril Kholil, S.Pd.I 49 49 
8 Herdiansyah, SH 102 102 

Jumlah Keseluruhan 2979 2979 
 

g. Bahwa berdasarkan keterangan pada poin huruf f diatas, tidak ada 

jumlah perolehan suara yang berubah baik untuk perolehan Suara 

Partai, Suara Caleg maupun Total Keseluruhan Perolehan suara untuk 

PPP di 5 (Lima) Kecamatan yang di sengketakan oleh pemohon 

7. Kabupaten Musi Rawas 

a. Bahwa memang benar Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik 

Indonesia (Bawaslu RI), melalui surat nomor 0478/Bawaslu/V/2014 

tertanggal 02 Mei 2014 memberikan rekomendasi untuk rekapitulasi 

ulang di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.dengan 

mengacu kepada C1 Plano berhologram di seluruh PPS di wilayah 

Kabupaten Musi Rawas. (Bukti Panwas Mura 1) 

b. Bahwa menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu RI, sebagaimana 

dimaksud huruf a di atas maka Komisi Pemilihan Umum provinsi 

Sumatera Selatan, melalui surat nomor 131/KPU.Prov-006/V/2014 

mengundang saksi partai peserta pemilu tahun 2014, saksi calon 
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anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Selatan, Bawaslu provinsi 

Sumatera Selatan, dan Panwaslu Kab. Musi Rawas untuk hadir dalam 

rapat rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara tingkat 

PPS seluruh Kab. Musi Rawas, yang diselenggarakan pada hari Senin 

tanggal 05 Mei 2014. (Bukti Panwas Mura 2) 

c. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2014, Komisi Pemilihan Umum prov. 

Sumatera Selatan mengeluarkan : 

1) Keputusan Nomor 78/KPTS/KPU.Prov-006/2014 tentang 

Penonaktifan Sementara dan Pengambilan Tugas KPU Kab. Musi 

Rawas oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan Dalam Proses 

Rekapitulasi Ulang Penghitungan Perolehan Suara PArtai Politil 

dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten Musi Rawas pada Seluruh PPS di Kabupaten Musi 

Rawas (Bukti Panwas Mura 3) 

2) Surat Kepada Sekertaris KPU Kabupaten Musi Rawas, dengan 

nomor 130/KPU.Prov-006/V/2014 tentang Persiapan Rekapitulasi 

Ulang Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Legislatif KPU Kab. 

Musi Rawas (Bukti Panwas Mura 4) 

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 mei 2014 telah di laksanakan rapat 

antara Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan para saksi 

parpol dan di hadiri Panwaslu Kabupaten Musi Rawas terkait 

pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0478/Bawaslu/V/2014 

Perihal : Rekapitulsi Ulang di Kabupaten Musi Rawas Provinsi 

Sumatera Selatan  pada pukul 17.00 wib, di Kantor KPU Kabupaten 

Musi Rawas. Rapat yang di buka oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera 

Selatan yaitu Bpk. Aspahani, SE, AK, MM, CA. terjadi : 

1)  Intrupsi dari para saksi parpol yaitu Sdr. A Bastari Ibrahim dari 

Partai Hanura, Sdr. Toyib Rakembang dari Partai PAN, Sdr. 

Wahisun dari Partai PBB, Sri Rita dari Partai Nasdem, Sdr. In 

Sugiarto dari Partai PKPI 

2)  Terjadi kesepakatan yang di muat dalam : 

a. Berita Acara Nomor : BA/270/181/KPU.MURA/V/2014 tentang Rapat 

Pleno Pembukaan Kotak Suara per TPS sebanyak 1.244 kotak guna 

mengambil dan mengumpulkan C1 Plano yang akan di pergunakan 
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untuk  Rekapitulasi ulang  Penghitungan suara partai politik calon 

anggota DPR, DPD di tingkat Kabupaten Musi Rawas yang akan di 

tuangkan dalam formulir DB-1. Khusus untuk kecamatan Rawas Ilir 

juga di lakukan rekapitulasi ulang untuk tingkat DPRD Provinsi (Bukti 

Panwas Mura 5), dan  

b. Berita Acara Nomor : BA/270/182/KPU.MURA/V/2014 tentang Rapat 

Pleno Pembukaan Kotak Suara per TPS sebanyak 1.244 kotak guna 

mengambil dan mengumpulkan C1 Plan. Dalam Rapat pleno terbuka 

dimaksud, saksi bersedia menandatagani Berita Acara dan meminta 

kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti 

rekomendasi yang belum dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Musi 

Rawas serta mengusulkan rekapitulasi ulang di semua dapil untuk 

DPRD Kabupaten Musi Rawas. 

c. Pembukaan kotak untuk mengambil C1 plano dimulai pada pukul 

19.30 Wib, dengan cara memotong kunci kotak yang tersegel dengan 

alat pemotong besi. Pembukaan kotak tersebut di saksikan  oleh ketua 

KPU Provinsi Sumatera Selatan serta di saksikan oleh Semua 

Komisioner KPU Sumatera Selatan, semua saksi parpol dan Panwaslu 

Kabupaten Musi Rawas serta pihak keamanan (Kapolres Musi Rawas, 

Bapak Chaidir). Pembukaan kotak diawali dari Kecamatan Rawas Ilir 

untuk DPD RI, kemudian di lanjutkan dengan kecamatan Muara Beliti 

dan Kecamatan Jayaloka. 

e. Bahwa pada hari jumat tanggal  9 Mei  2014, tepatnya pukul 19:30 

WIB, telah di  buka Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil 

penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara  

Nasional  di Gedung KPU RI jalan Imam Bonjol Jakarta. Rapat yang 

dibuka oleh Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, dan dihadiri seluruh 

Komisioner KPU RI dan Bawaslu RI yaitu Dr. Muhammad, Nasrullah, 

SH. Nelson Simanjuntak dan Daniel Zuchron, seluruh saksi Partai 

Politik, KPU Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu Provinsi 

Sumatera Selatan  
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f. Bahwa berdasarkan paparan pada huruf a – g menunjukkan bahwa 

proses rekapitulasi suara ulang untuk partai politik dan calon anggota 

legislative di tingkat DPR RI dan DPRD Provinsi : 

1) Telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, 

dimana hal ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu 

RI 

2) Telah dilakukan dengan menggunakan alat rekapitulasi yang sah, 

yaitu C1 Plano ataupun form C1, yang dimiliki oleh panitia 

pengawas untuk TPS – TPS dimana C1 Plano tidak lagi tersedia. 

 

g. Bahwa terhadap kejadian di Musi Rawas, kami jajaran panitia 

pengawas memiliki dokumen : 

1) Form Model DB-1 DPR Kab. Musi Rawas (Sebelum Perbaikan) 

(Bukti Panwas Mura 6) 

2) Form Model DC-1 DPR Prov. Sumatera Selatan (Sebelum 

Perbaikan) (Bukti Panwas Mura 7) 

3) Form Model DC-1 DPR Prov. Sumatera Selatan (Setelah  

Perbaikan) (Bukti Panwas Mura 8) 

4) Surat Bawaslu RI Nomor 0478/Bawaslu/V/2014 tentang 

Rekapitulasi Ulang di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera 

Selatan (Bukti Panwas Mura 1) 

5) Surat KPU Provinsi Sumatera Selatan nomor 131/KPU.Prov-

006/V/2014 tentang Undangan Rapat Rekapitulasi Ulang Hasil 

Penghitungan Perolehan Suara Tingkat PPS seluruh Kab. Mura 

(Bukti Panwas Mura 2) 

6) Surat KPU Provinsi Sumatera Selatan nomor 78/KPTS/KPU.Prov-

006/V/2014 tentang Penonaktifan Sementara dan Pengambilan 

Tugas KPU Kabupaten Musi Rawas oleh KPU Provinsi Sumatera 

Selatan dalam proses Rekapitulasi Ulang Penghitungan Perolehan 

Suara Parpol dan calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan 

DPRD Kabupaten Musi Rawas pada Seluru PPS di Kabupaten 

Musi Rawas (Bukti Panwas Mura 3) 

7) Surat KPU Provinsi Sumatera Selatan nomor 130/KPU.Prov-

006/V/2014 tentang Persiapan Rekapitulasi Ulang Penghitungan 
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Perolehan Suara Pemilu Legislatif KPU Kab. Musi Rawas (Bukti 

Panwas Mura 4) 

8) Data Perbedaan Jumlah perolehan suara dari DB-1 Hasil   Pleno 

KPU Kabupaten Musi Rawas dengan Hasil Rekapitulasi Ulang C-1 

Plano Kabupaten Musi Rawas untuk DPR RI Kabupaten Musi 

Rawas dan DPR RI Kabupaten Musi Rawas (Bukti Panwas Mura 

9) 

h. Bahwa berdasarkan dokumen – dokumen di atas, maka perbandingan 

perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di tingkat Kabupaten 

Musi Rawas sebelum, dengan setelah rekapitulasi ulang adalah  

 

NO PARPOL/NAMA 
CALEG 

DB-1 
KPU 

HASIL 
REKAP C-1 

PLANO SELISIH KETERANGAN KAB. 
MUSI 

RAWAS 

KPU KAB. 
MUSI 

RAWAS 

9 PPP                           
1,677  

                                 
2,127  

           
450  

Suara hasil Rekap 
C-1 Plano 
bertambah 

1 H. AHMAD YANI, 
SH. MH 

                          
3,279  

                                 
3,755  

           
476  

Suara hasil Rekap 
C-1 Plano 
bertambah 

2 CITRA DEWI, SH                               
405  

                                    
423  

              
18  

Suara hasil Rekap 
C-1 Plano 
bertambah 

3 Drs. H. AZHARI 
AS, MA 

                              
259  

                                    
285  

              
26  

Suara hasil Rekap 
C-1 Plano 
bertambah 

4 SRI HERLINA, 
SP 

                              
423  

                                    
440  

              
17  

Suara hasil Rekap 
C-1 Plano 
bertambah 

5 H. IBRAHIM 
MUROD, SH 

                              
264  

                                    
319  

              
55  

Suara hasil Rekap 
C-1 Plano 
bertambah 

6 TRI SUSANTI, 
SE 

                              
128  

                                    
144  

              
16  

Suara hasil Rekap 
C-1 Plano 
bertambah 

7 SYAHRIL 
KHOLU,S. Pd.I 

                                
83  

                                      
92  

                
9  

Suara hasil Rekap 
C-1 Plano 
bertambah 

8 HERDIANSYAH, 
SH 

                              
122  

                                    
120  

              
(2) 

Suara hasil Rekap 
C-1 Plano 
berkurang 

JUMLAH 
                          

6,640  
                                 

7,705  
        

1,065    
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8. Kabupaten Banyuasin 
 

a. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan 
Banyuasin  III, pada saat rekapitulasi suara ditingkat kecamatan bahwa 
perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan untuk DPR RI sebagai 
berikut:  

 
HASIL SANDING PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM DPR-
RI DI KECAMATAN BANYUASIN III. 

 

No Nomor/Nama Partai dan Calon 

Perolehan Suara  

DA.1 PPK 
(Bukti 

Panwas 
BA 1) 

Panwascam 
Banyuasin III 

(Bukti 
Panwas BA 

2) 
9 Partai Persatuan Pembangunan 257 257 
1 H. Ahmad Yani, S.H.MH. 1.511 1.511 
2 Citra Dewi, S.H 127 127 
3 Drs. H. Azhari As, MH. 154 154 
4 Sri Herlina, S.P 124 124 
5 H. Ibrahim Murod, S.H 40 40 
6 Tri Susanti, S.E 22 22 
7 Syahril Kholil, S.Pdi 62 62 
8 Herdiansyah, S.H 32 32 

Jumlah Suara Sah dan Suara Calon 2.329 2.329 
 

b. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Panitia Pengawas Kecamatan di 
Kecamatan Betung pada saat rekapitulasi suara ditingkat kecamatan 
bahwa perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan untuk DPR RI 
sebagai berikut : 

 
HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA 
DPR-RI KECAMATAN BETUNG 

 

No Nomor/Nama Partai 
dan Calon 

Perolehan Suara 
PPK 

Betung 
 

Panwascam 
Betung 
(Bukti 

Panwas BA 
3) 

9 Partai Persatuan 
Pembangunan 

314 314 

1 H. Ahmad Yani, 
S.H.MH. 

955 955 

2 Citra Dewi, S.H 49 49 
3 Drs. H. Azhari As, MH. 32 32 
4 Sri Herlina, S.P 34 34 
5 H. Ibrahim Murod, S.H 13 13 
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6 Tri Susanti, S.E 6 6 
7 Syahril Kholil, S.Pdi 7 7 
8 Herdiansyah, S.H 16 16 

Jumlah Suara Sah dan 
Suara Calon 

1.426 1.426 

  
c. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu 

Kecamatan di Kecamatan Banyuasin II pada saat rekapitulasi suara 
ditingkat kecamatan bahwa perolehan suara Partai Persatuan 
Pembangunan untuk DPR RI sebagai berikut : 

 
HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA 
DPR-RI KECAMATAN BANYUASIN II. 

 

No Nomor/Nama Partai dan 
Calon 

Perolehan Suara 

PPK 
Banyuasin 

II 

Panwaslu 
Banyuasin II 

(Bukti Panwas 
BA 4) 

9 Partai Persatuan 
Pembangunan 

117 117 

1 H. Ahmad Yani, S.H.MH. 141 141 
2 Citra Dewi, S.H 20 20 
3 Drs. H. Azhari As, MH. 9 9 
4 Sri Herlina, S.P 11 11 
5 H. Ibrahim Murod, S.H 8 8 
6 Tri Susanti, S.E 12 12 
7 Syahril Kholil, S.Pdi 24 24 
8 Herdiansyah, S.H 12 12 

Jumlah Suara Sah dan Suara 
Calon 

354 354 

 
d. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu 

Kecamatan di Kecamatan Makarti Jaya pada saat rekapitulasi suara 
ditingkat kecamatan bahwa perolehan suara Partai Persatuan 
Pembangunan untuk DPR RI sebagai berikut : 

 
HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA 
DPR-RI KECAMATAN MAKARTI JAYA 

 

No Nomor/Nama Partai dan 
Calon 

Perolehan Suara 
PPK 

Makarti 
Jaya 

Panwascam 
Makarti Jaya 

(Bukti Panwas BA 
5) 

9 Partai Persatuan 
Pembangunan 

285 285 

1 H. Ahmad Yani, S.H.MH. 413 413 
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2 Citra Dewi, S.H 19 19 
3 Drs. H. Azhari As, MH. 39 39 
4 Sri Herlina, S.P 13 13 
5 H. Ibrahim Murod, S.H 74 74 
6 Tri Susanti, S.E 7 7 
7 Syahril Kholil, S.Pdi 6 6 
8 Herdiansyah, S.H 27 27 

Jumlah Suara Sah dan Suara 
Calon 

883 883 

 
e. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu 

Kecamatan di Kecamatan Muara Padang pada saat rekapitulasi suara 
ditingkat kecamatan bahwa perolehan suara Partai Persatuan 
Pembangunan untuk DPR RI sebagai berikut : 

 
HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA 
DPR-RI KECAMATAN MUARA PADANG 

 

No Nomor/Nama Partai dan 
Calon 

Perolehan Suara 
PPK 

Muara 
Padang 

Panwascam Muara 
Padang 

(Bukti Panwas BA 
6) 

9 Partai Persatuan 
Pembangunan 

79 79 

1 H. Ahmad Yani, S.H.MH. 79 79 
2 Citra Dewi, S.H 14 14 
3 Drs. H. Azhari As, MH. 20 20 
4 Sri Herlina, S.P 12 12 
5 H. Ibrahim Murod, S.H 11 11 
6 Tri Susanti, S.E 5 5 
7 Syahril Kholil, S.Pdi 14 14 
8 Herdiansyah, S.H 12 12 

Jumlah Suara Sah dan Suara 
Calon 

246 246 

 
f. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu 

Kecamatan di Kecamatan Sumber Marga Telang pada saat rekapitulasi 
suara ditingkat kecamatan bahwa perolehan suara Partai Persatuan 
Pembangunan untuk DPR RI sebagai berikut : 

 
HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA 
DPR-RI KECAMATAN KECAMATAN SUMBER MARGA TELANG 

 

No Nomor/Nama Partai 
dan Calon 

Perolehan 
Suara Keterangan 
PPK Panwascam 
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Sumber 
Marga 
Telang 

Sumber Marga 
Telang 

(Bukti Panwas BA 
7) 

9 Partai Persatuan 
Pembangunan 

337 337 

1 H. Ahmad Yani, 
S.H.MH. 

417 417 

2 Citra Dewi, S.H 22 22 
3 Drs. H. Azhari As, MH. 26 26 
4 Sri Herlina, S.P 26 26 
5 H. Ibrahim Murod, S.H 14 14 
6 Tri Susanti, S.E 75 75 
7 Syahril Kholil, S.Pdi 38 38 
8 Herdiansyah, S.H 46 46 

Jumlah Suara Sah dan 
Suara Calon 

1.001 1.001 

 
g. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu 

Kecamatan di Kecamatan Muara Telang pada saat rekapitulasi suara 
ditingkat kecamatan bahwa perolehan suara Partai Persatuan 
Pembangunan untuk DPR RI sebagai berikut : 

 
HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA 
DPR-RI KECAMATAN KECAMATAN MUARA TELANG 

 

No Nomor/Nama Partai 
dan Calon 

Perolehan 
Suara Keterangan 
PPK 

Muara 
Telang 

Panwascam Muara 
Telang 

(Bukti Panwas BA 8) 
9 Partai Persatuan 

Pembangunan 
936 936 

1 H. Ahmad Yani, 
S.H.MH. 

1.077 1.077 

2 Citra Dewi, S.H 105 105 
3 Drs. H. Azhari As, MH. 62 62 
4 Sri Herlina, S.P 65 65 
5 H. Ibrahim Murod, S.H 27 27 
6 Tri Susanti, S.E 36 36 
7 Syahril Kholil, S.Pdi 150 150 
8 Herdiansyah, S.H 50 50 

Jumlah Suara Sah dan 
Suara Calon 

2.508 2.508 

 
h. Bahwa berdasarkan data – data di atas, tidak ada perubahan perolehan 

suara untuk di 7 (tujuh) Kecamatan, sebagaimana didalilkan oleh pihak 
Pemohon.  
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i. Bahwa, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan Keterangan 

terhadap Pokok Permohonan yang diajukan Partai Persatuan 

Pembangunan untuk Anggota DPRD Provinsi, sebagai berikut : 

Bahwa berdasarkan ketetapan Mahkamah Konstitusi nomor 12-

02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014,  09-

04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014,  07-

06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 06-

09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014,  01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 02-

10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014,  08-

15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tertanggal 28 Mei 2014 Permohonan 

PHPU, yang diajukan oleh Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil 8 

Sumatera Selatan dinyatakan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan 

peraturan perundang - undangan 

j. Bahwa, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan Keterangan 

terhadap Pokok Permohonan yang diajukan Partai Persatuan 

Pembangunan untuk Anggota DPRD Kabupaten / Kota, sebagai berikut: 

1. Kota Palembang 

a. Dapil Kota Palembang 3 

Bahwa berdasarkan ketetapan Mahkamah Konstitusi nomor 12-

02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014,04-03/PHPU-DPR-

DPRD/XII/2014, 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 03-05/PHPU-

DPR-DPRD/XII/2014,07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014,10-

07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014,06-09/PHPU-DPR-

DPRD/XII/2014, 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 02-10/PHPU-

DPR-DPRD/XII/2014,11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014,  08-

15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, yang diajukan oleh Pemohon 

untuk DPRD Kota Dapil 3 Kota Palembang dinyatakan tidak 

memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang - 

undangan 

b. Dapil Kota Palembang 4 

1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang telah 

menerima Laporan Nomor: 

010/LP/PILEG/PANWASLU/PLG/IV/2014 dugaan 

pelanggaran di TPS 05 RT 05 Kelurahn 1 Ulu Kec. 
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Seberang Ulu I yang dilaporka oleh Caleg DPRD Kota 

Palembang Dapil Palembang 4 dari Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) Caleg Nomor Urut 3 (Ropiko, 
S.Sos.I.) serta Temuan Panwaslu Kota Palembang 

Nomor: 009/TM/PILEG/PANWASLU/PLG/IV/2014 dugaan 

pelanggaran di TPS 06 RT 05 Kelurahan 1 Ulu Kec. 

Seberang Ulu I untuk Temuan tersebut telah di 

Rekomendasikan ke KPU Kota Palembang untuk 

dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), KPU Kota 

Palembang telah menjalankan Rekomendasi Panwaslu 

Kota Palembang dengan dilaksanakannya Pemungutan 

Suara Ulang di TPS 06 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan 

Seberang Ulu satu pada tanggal 15 April 2014. Untuk 

TPS-TPS yang disampaikan oleh Pemohon (Ropiko, 
S.Sos.I) tidak dilaporkan ke Panwaslu Kota Palembang. 

Untuk perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP) Caleg Nomor Urut 2 (Desmana Akbar) dan Caleg 

Nomor Urut 3 (Ropiko, S.Sos.I)  
2. Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu 

Tahun 2014  dengan Nomor Urut 9 (sembilan) 

berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 

166/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Perubahan kedua 

atas Keputusan KPU Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 

Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan 

DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 25 Maret 

2013. serta Surat Keputusan KPU Palembang Nomor: 

408/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 22 Agustus 

2013, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan 

KPU Kota Palembang Nomor 509.A/Kpts/KPU.Kota-

006.435501/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap 

(DCT) Anggota DPRD Kota Palembang Peserta Pemilu 

Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tertanggal 6 

Desember 2013, dan berita acara Rapat Pleno penetapan 
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DCT nomor 057/BA/VIII/2013 Tentang Penetapan Daftar 

Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Palembang pada 

tanggal 22 Agustus 2013.  
Keterangan Panwaslu Kota Palembang terhadap Pokok Permohonan 
2. Permohonan Nomor Registrasi: 06-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, Bahwa 

pokok permasalahan yang dimohonkan oleh pemohon, Panwaslu Kota 

Palembang dengan ini memberikan keterangan sebagai berikut :  

a. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan Panwaslu Kota Palembang 

terhadap data-data yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Palembang terkait 

permasalahan yang dilaporkan, panwaslu kota Palembang 

menerangkan untuk perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP) Caleg Nomor Urut 2 (Desmana Akbar) dan Caleg Nomor Urut 3 

(Ropiko, S.Sos.I) berdasarkan D1 Kelurahan 1 Ulu dan Kelurahan 

Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I adalah sebagai berikut: 

 

 

No 

 

TPS  

Caleg 
Nomor 
Urut 2 

(Desmana 
Akbar) 

Caleg 
Nomor 
Urut 3 

(Ropiko, 
S.Sos.I) 

1 03 Kel. 1 Ulu 118 8 

2 05 Kel. 1 Ulu 45 12 

3 06 Kel. 1 Ulu 42 18 

4 09 Kel. 1 Ulu 70 2 

5 10 Kel. 1 Ulu 24 13 

6 11 Kel. 1 Ulu 96 2 

7 13 Kel. 1 Ulu 132 1 

8 14 Kel. 1 Ulu 106 2 

9 26 Kel. 1 Ulu 147 57 

10 29 Kel. 1 Ulu 116 61 

11 07 Kel. Tuang Kentang 280 1 

12     Jumlah 1.176 177 
 

Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Caleg 
Nomor Urut 2 (Desmana Akbar) dan Caleg Nomor Urut 3 (Ropiko, 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

351 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

S.Sos.I) berdasarkan C1 Kelurahan 1 Ulu dan Kelurahan Tuan 
Kentang Kecamatan Seberang Ulu I adalah sebagai berikut: 

 

 

No 

 

TPS  

Caleg 
Nomor 
Urut 2 

(Desmana 
Akbar) 

Caleg 
Nomor 
Urut 3 

(Ropiko, 
S.Sos.I) 

1 03 Kel. 1 Ulu 118 8 

2 05 Kel. 1 Ulu 45 12 

3 06 Kel. 1 Ulu 42 18 

4 09 Kel. 1 Ulu 70 2 

5 10 Kel. 1 Ulu 24 13 

6 11 Kel. 1 Ulu 96 2 

7 13 Kel. 1 Ulu 132 1 

8 14 Kel. 1 Ulu 106 4 

9 26 Kel. 1 Ulu 147 57 

10 29 Kel. 1 Ulu 116 61 

11 07 Kel. Tuang Kentang 280 1 

12     Jumlah 1.176 179 
 

Dari Data yang dimiliki Panwaslu Kota Palembang berdasarkan di 
Model C1.KWK.KPU Suara Caleg Nomor Urut 3 (Ropiko, S.Sos.I) 
dan Model D-1, Model DA-1, dan Model DB-1 tidak perbedaan, 
penambahan dan pengurangan perolehan suara  Caleg DPRD Kota 
Palembang Dapil Palembang 4 Partai PPP Caleg Nomor Urut 2 dan no 
urut 3 (Ropiko, S.Sos.I). 
Bahwa dari TPS tersebut diatas hanya 2 (dua) TPS yaitu TPS 5 yang 
dilaporkan dan TPS 6 sebagai Temuan Panwaslu Kota Palembang, 
kedua hal tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan Perundang-
undangan selain dari TPS tersebut tidak ada Laporan maupun 
Temuan dari Panwaslu Kota Palembang. 
 
Bahwa Proses Pemungutan suara dan Rekapitulasi Perolehan Suara 
di TPS, PPS, PPK, dan KPU Kota Palembang sudah berjalan sesuai 
prosedur dan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada 
sanggahan dan keberatan dari semua saksi di tingkat TPS, PPS, PPK 
dan KPU Kota Palembang semua saksi mensetujui dan 
menandatangani hasil Rekap tersebut. 
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3. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang telah menerima 
Laporan Nomor: 010/LP/PILEG/PANWASLU/PLG/IV/2014 dugaan 
pelanggaran di TPS 05 RT 05 Kelurahn 1 Ulu Kec. Seberang Ulu I yang 
dilaporka oleh Caleg DPRD Kota Palembang Dapil Palembang 4 dari 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Caleg Nomor Urut 3 (Ropiko, 
S.Sos.I.) serta Temuan Panwaslu Kota Palembang Nomor: 
009/TM/PILEG/PANWASLU/PLG/IV/2014 dugaan pelanggaran di TPS 
06 RT 05 Kelurahan 1 Ulu Kec. Seberang Ulu I untuk Temuan tersebut 
telah di Rekomendasikan ke KPU Kota Palembang untuk dilakukan 
Pemungutan Suara Ulang (PSU), KPU Kota Palembang telah 
menjalankan Rekomendasi Panwaslu Kota Palembang dengan 
dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 06 Kelurahan 1 Ulu 
Kecamatan Seberang Ulu satu pada tanggal 15 April 2014. Untuk TPS-
TPS yang disampaikan oleh Pemohon (Ropiko, S.Sos.I) tidak dilaporkan 
ke Panwaslu Kota Palembang. Untuk perolehan suara Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) Caleg Nomor Urut 2 (Desmana Akbar) dan Caleg 
Nomor Urut 3 (Ropiko, S.Sos.I) berdasarkan D1 Kelurahan 1 Ulu dan 
Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I adalah sebagai 
berikut;  

 
 

No 

 

TPS  

Caleg Nomor 
Urut 2 

(Desmana 
Akbar) 

Caleg Nomor 
Urut 3 (Ropiko, 

S.Sos.I) 

 

Selis
ih 

1 03 Kel. 1 
Ulu 

118 8 110 

2 05 Kel. 1 
Ulu 

45 12 33 

3 06 Kel. 1 
Ulu 

42 18 24 

4 09 Kel. 1 
Ulu 

70 2 68 

5 10 Kel. 1 
Ulu 

24 13 11 

6 11 Kel. 1 
Ulu 

96 2 94 

7 13 Kel. 1 
Ulu 

132 1 131 

8 14 Kel. 1 
Ulu 

106 2 104 

9 26 Kel. 1 
Ulu 

147 57 90 

10 29 Kel. 1 
Ulu 

116 61 55 
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11 07 Kel. Tuan 
Kentang 

280 1 279 

12     
Jumlah 

1.176 177 999 

4. Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Caleg Nomor Urut 2 (Desmana 
Akbar) dan Caleg Nomor Urut 3 (Ropiko, S.Sos.I) berdasarkan C1 Kelurahan 
1 Ulu dan Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I adalah sebagai 
berikut: 

 
 

No 

 

TPS  

Caleg 
Nomor 
Urut 2 

(Desmana 
Akbar) 

Caleg 
Nomor 
Urut 3 

(Ropiko, 
S.Sos.I) 

 

Selisih 

1 03 Kel. 1 Ulu 118 8 110 

2 05 Kel. 1 Ulu 45 12 33 

3 06 Kel. 1 Ulu 42 18 24 

4 09 Kel. 1 Ulu 70 2 68 

5 10 Kel. 1 Ulu 24 13 11 

6 11 Kel. 1 Ulu 96 2 94 

7 13 Kel. 1 Ulu 132 1 131 

8 14 Kel. 1 Ulu 106 4 102 

9 26 Kel. 1 Ulu 147 57 90 

10 29 Kel. 1 Ulu 116 61 55 

11 07 Kel. Tuang 
Kentang 

280 1 279 

12     Jumlah 1.176 179 997 
 

 
5. Dari Data yang dimiliki Panwaslu Kota Palembang yang berbeda hanya di TPS 

14 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I di Model C1.KWK.KPU Suara 
Caleg Nomor Urut 3 (Ropiko, S.Sos.I) seharusnya 4 akan tetapi di D1 
Kelurahan Suara Caleg Nomor Urut 3 (Ropiko, S.Sos.I) di tulis 2 jadi 
berkurang 2 untuk suara Caleg DPRD Kota Palembang Dapil Palembang 4 
Partai PPP Caleg Nomor Urut 3 (Ropiko, S.Sos.I). 

 
2. Kabupaten Muara Enim 

 
a. Dari pokok permohonan sebagaimana diatas dapat kami terangkan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tertanggal 20 April 2014 dengan 
berita acaranya telah melakukan rekapitulasi perolehan suara partai untuk 
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DPRD Kab/Kota Dapil di Kabupaten Muara Enim diperoleh suara Partai 
sebagai berikut: 

b. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan perolehan suara  (26.025), 
dengan perolehan Suara Calon Anggota Legislatif  Dapil I Sebagai Berikut: 

 
 Form DB -1 

(Termohon) 
Partai Politik 741 
1 H.Marsito 1.753 
2 Ivan Dessy Andrianto,SH 442 
3 Meiyana,SH 205 
4 Zil Fasihi 791 
5 Subran Dul Hoteh 454 
6 Wiwin Mismiani 149 
7 M.Yusuf Y,SH 90 
8 Nopita Lestari,S.Pd 42 
9 Saipul Bahri 1.149 
10 Nuzlul Ambri 478 

 
c. Bahwa saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Muara Enim telah 

dilakukan perbaikan sesuai dengan keinginan Pemohon yang dilakukan 

atau ditindak lanjuti langsung oleh Bapak Budi Harianto,SE.M.Si (Alm) 

selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Muara Enim. 

d. Pada saat Rekapitulasi tersebut telah dilakukan pengembalian 5 (Lima) 

Suara yang didugakan Pemohon,Yakni 5 (Lima) Suara dari Perolehan 

Suara H.Marsito di kembalikan ke Suara Partai. Pada saat itu juga 

permasalahan yang diminta oleh Pemohon sudah di anggap Selesai yang 

telah di Paraf dan di setujui oleh Saksi dari Partai Persatuan 

Pembangunan (Sdr.Hastomo). 

3. Bahwa melalui keterangan tertulis ini, kami jajaran panitia pengawas di 

provinsi Sumatera Selatan juga hendak memaparkan tentang kegiatan 

pengawasan dan penanganan pelanggaran, sebagaimana dengan lampiran di 

dalam dokumen ini.  

Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima Keterangan tertulis Bawaslu RI 

bertanggal 10 Juni 2014, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 

Juni 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 

• Bahwa terhadap Kabupaten Musi Rawas, Bawaslu dapat memberikan 

keterangan sebagai berikut: 
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• Bahwa Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi melalui surat 

Nomor 0478/Bawaslu/A/2014 tertanggal 2 Mei 2014 terkait 

Penghitungan Ulang terhadap C1 Plano di Kabupaten Musi Rawas. 

• Bahwa terhadap pelaksaan rekomendasi Bawaslu tersebut dan 

didapatkan hasil pengawasan berdasarkan surat Bawaslu Provinsi 

Sumatera Selatan Nomor 0115/Bawaslu/SumselA/I.7/2014, 

tertanggal 6 Mei 2014,sebagai berikut: 

1) KPU  Provinsi  Sumatera  Selatan  mengambil  alih tugas  KPU Kabupaten 

Musi Rawas yang dinonaktifkan sementara. 

2) Dalam  penghitungan  ulang  C1   Piano ditemukan  adanya C1 Piano 

yang hilang sebagai berikut: 
 

a) Kecamatan Selangit memiliki 41 (empat puluh satu) TPS, Jumlah C1 

Piano DPR Rl yang ditemukan 26 (dua puluh enam) Lembar. 15 

LembarCI Piano DPR Rl hilang. 

b) Kecamatan Sumber Harta memiliki 47 (empat puluh tujuh) TPS, 

Jumlah C1 Piano DPR Rl yang ditemukan 40 (empat puluh) Lembar. 7 

(tujuh) Lembar C1 Piano DPR Rl hilang. 

c) Kecamatan Tuah Negeri memiliki 59 (lima puluh sembilan) TPS, 

Jumlah C1 Piano DPR Rl yang ditemukan 49 (empat puluh sembilan) 

Lembar. 10 (sepuluh) Lembar C1 Piano DPR Rl hilang. 

d) Kecamatan Rawas llir memiliki 66 (enam puluh enam) TPS, Jumlah C1  

Piano DPD Rl yang ditemukan 58 (lima puluh delapan) Lembar., 8 
(delapan) Lembar C1 Plano DPD Rl hilang. 

e) Kecamatan Muara Beliti memiliki 52 (lima puluh dua) TPS, Jumlah C1 
Piano DPD Rl yang ditemukan 46 (empat puluh enam) Lembar. 6 
(enam) Lembar C1 Piano DPD Rl hilang. 

f) Kecamatan Jaya Loka memiliki 34 (tiga puluh empat) TPS, Jumlah C1 
Plano DPD Rl yang ditemukan 28 (dua puluh delapan) Lembar. 6 
(enam) Lembar C1 Piano DPD Rl hilang. 

3) Bahwa terhadap hilang C1 Piano, Bawaslu menemukan fakta 

penghitungan ulang berdasarkan rekomendasi Bawaslu tidak dijalankan 
secara maksimal dan sempurna, dimana 32 (tiga puluh dua) C1 Piano 
DPR Rl dan 20 (dua puluh) C1 DPD Rl hilang. 

4) Bahwa dalam hal adanya C1 Piano yang hilang, Bawaslu berpandangan 
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seharusnya dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara di 52 (lima 

puluh dua) TPS yang hilang C1 Planonya, namun penghitungan terhadap 

surat suara tidak menjadi kebijakan yang diputuskan KPU Provinsi 

Sumatera Selatan. 

• Bahwa Bawaslu telah memberikan keterangan tertulis dengan Nomor 
0688/Bawaslu/VI/2014 tertanggal 6 Juni 2014 perihal Keterangan tertulis 

Bawaslu Rl dalam Permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi beserta bukti-

bukti yang telah dilampirkan yang disampaikan kepada Majelis Hakim 

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Juni 2014 yang mencakup pengawasan 

pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Kabupaten Musi 
Rawas. 

[2.10]  Menimbang bahwa Mahkamah telah memerintahkan dalam persidangan 

hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 kepada Pemohon dan  Termohon untuk 

menyerahkan Kesimpulan paling lambat diterima Mahkamah pada hari Sabtu, 

tanggal 7 Juni 2014 pukul 17.00 WIB; 

 Bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di 

Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014, pukul 19.25 WIB, 

masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada 

pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannnya, dengan demikian kesimpulan 

Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah; 

Bahwa Termohon telah menyerahkan pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 

2014, pukul 16.48 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan 

Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannnya, dengan 

demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah; 

Bahwa Pihak Terkait Partai PPP Perseorangan Calon telah menyerahkan 

pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014, pukul 13.20 WIB, masih dalam tenggang 

waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap 

pada pendiriannnya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan 

dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah; 

Bahwa Pihak Terkait Partai PKS telah menyerahkan pada hari Sabtu, 

tanggal 7 Juni 2014, pukul 15.49 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah 

ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannnya, 
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dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh 

Mahkamah; 

 Bahwa Pihak Terkait Partai Hanura telah menyerahkan pada hari Sabtu, 

tanggal 7 Juni 2014, pukul 15.16 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah 

ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannnya, 

dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh 

Mahkamah; 

[2.11]  Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, 

segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara 

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 

putusan ini. 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 

[3.1] Menimbang bahwa pokok permonohan Pemohon adalah perselisihan hasil 

pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara 

Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk 

Provinsi Sumatera Selatan  yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini: 

1. DPR RI Dapil Sumatera Selatan I; 

2. DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 8  (Perseorangan); 

3. DPRD Kabupaten/Kota Perseorangan Dapil  Muara Enim 1; 

4. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Palembang 3 (Perseorangan); 

5. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Palembang 4 (Perseorangan); 

[3.2] Menimbang bahwa Mahkamah telah memutus dengan Ketetapan Nomor 06-

09-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, yang pada pokoknya 

menyatakan menghentikan permeriksaan perselisihan hasil pemilihan umum Dapil 

Sumatera Selatan 8 DPRD Provinsi Perseorangan dan Kota Palembang 3 DPRD 

Kabupaten/Kota Perseorangan  karena tidak memenuhi syarat peraturan peraturan 

perundang-undangan, yaitu Pemohon tersebut tidak mendapatkan persetujuan 

dari DPP Partai Persatuan Pembangunan; 
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[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, 

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu 

mempertimbangkan hal-hal berikut: 

a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; 

b.  kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan  permohonan  

a quo; 

c.  tenggang waktu pengajuan permohonan.  

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 

Kewenangan Mahkamah 

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan 

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 8Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, 

selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5316),  Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan 

tentang hasil pemilihan umum; 

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU 

terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan 
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Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas 

maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;  

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, 

Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun 

demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 

22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon 

Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang  Pedoman Beracara Dalam Perselisihan 

Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor  3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara 

Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (selanjutnya 

disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh 

persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-

sama dengan Partai Politik yang bersangkutan; 

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik 

Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013  sebagaimana telah 

diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 

2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota 

Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan 

bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 

dengan Nomor Urut 9. Dengan demikian Pemohon memiliki  kedudukan hukum 

(legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.  

- Adapun Pemohon perseorangan atas nama Ropiko untuk Dapil Kota 

Palembang 4 DPRD Kabupaten/Kota  telah mendapat surat persetujuan dari 
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DPP Partai Persatuan Pembangunan untuk mengajukan permohonan ke 

Mahkamah dengan Surat Persetujuan Nomor 1270/K/MDT/DPP/V/2014, tanggal 

11  Mei 2014, dan Syaipul Bahri untuk Dapil Muara Enim  1 DPRD 

Kabupaten/Kota  telah mendapat surat persetujuan dari DPP Partai Persatuan 

Pembangunan untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan Surat 

Persetujuan Nomor 1270/L/MDT/DPP/V/2014, tanggal 11  Mei 2014. Dengan 

demikian kedua  Pemohon perseorangan tersebut memiliki kedudukan hukum 

untuk mengajukan permohonan; 

- Mahkamah telah memutus dengan Ketetapan Nomor 06-09-07/PHPU-DPR-

DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, yang pada pokoknya menyatakan  

menghentikan pemeriksaan permohonan PHPU untuk  Pemohon perseorangan 

atas nama: 1) Muhammad Tahir  untuk DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 

8, dan 2) Abdul Rozak  untuk DPRD Kabupaten/Kota Dapil Palembang  3 

karena Pemohon tidak mendapatkan persetujuan dari DPP Partai Persatuan 

Pembangunan. Dengan demikian kedua Pemohon perseorangan  tersebut 

menurut Mahkamah  tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk 

mengajukan permohonan.  

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan 

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan 

hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua 
puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan 

umum secara nasional; 

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada 

hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua 

puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: Pertama, hari Sabtu, tanggal 

10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; Kedua, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 

23.51 WIB; dan Ketiga, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; 

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU 

sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 

Mei 2014 pukul 21.57 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan 
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Pemohon Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan 

demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;  

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) 

untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam 

tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka 

selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. 

Pendapat Mahkamah 

Dalam Eksepsi 

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak 

Terkait  mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: 1) permohonan 

Pemohon bukan kewenangan Mahkamah; 2) Permohonan  Pemohon kabur;  

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, menurut 

Mahkamah mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah pertimbangakan 
pada paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.5]. Dengan demikian pertimbangan 

tersebut menjadi mutatis mutandis dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait  

tersebut.  Adapun eksepsi permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah hal 

tersebut telah masuk dalam pokok permohonan oleh karenanya akan 

dipertimbangakan bersamaan dengan pokok permohonan;  

Dalam Pokok Permohonan 

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama 

permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti 

yang diajukan para pihak, dan keterangan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi 

Sumatera Selatan, dan  yang semuanya sebagaimana termuat lengkap dalam 

bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, dan 

kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 
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DPR RI Dapil Sumatera Selatan I  

[3.14] Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan ada perbedaan perolehan 

suara PPP menurut Pemohon dengan perolehan suara PPP menurut  

Termohon sehingga terdapat selisih sebagai berikut: 

Dapil Perolehan suara PPP Selisih 

Sumsel 1 
Menurut Termohon Menurut PPP  

82.937 168.664 85.727 

  

Perbedaan perolehan suara tersebut diakibatkan dari perbedaan hasil 

perolehan  suara Pemohon menurut Pemohon dengan menurut Termohon di 

beberapa kecamatan yang ada di beberapa Kabupaten/Kota  yaitu sebagai 

berikut: 

A. Kota Palembang 
No Dapil Perolehan suara PPP Selisih 

Sumsel 1 Untuk 
Kota Palembang 

di beberapa 
kecamatan 

 
Menurut 

Termohon 

 
Menurut PPP 

1. Ilir Timur II 4.364 9.536 5.172 

2. Kemuning 2.288 4.302 2.014 

3. Plaju 1927 5220 3293 

4. Seb. Ullu I 3.928 7.053 3.125 

5. Seb. Ulu II 2.979 5.019 2.040 

B. Kabupaten Musi Rawas 

No Dapil Perolehan suara PPP Selisih 

Sumsel 1 Untuk 

Kabupaten Musi 
Rawas di 

beberapa 

kecamatan 

 

Menurut 
Termohon 

 

Menurut PPP 

1. Muara Kelingi 261 6.349 6.088 

2. Muara Lakitan 878 5.276 4.848 

3. Megang Sakti 346 10.574 10.228 

4. Karang Jaya 342 8.941 8.599 

5. Rawas Ulu 301 8.365 8.064 

6. Nibung 97 481 384 
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C. Kabupaten Banyuasin 

No Dapil Perolehan suara PPP Selisih 

Sumsel 1 Untuk 

Kab. Banyuasin 
di beberapa 

kecamatan 

 

Menurut 
Termohon 

 

Menurut PPP 

1. Banyuasin II 354 3.354 3.000 

2. Banyuasin III 2.329 7.223 4.894 

3. Betung 1.326 6.658 5.232 

4. Makartijaya  883 3.883 3.000 

5. Muara Padang 246 3.246 3.000 

6. Muara Telang 2.508 5.508 3.000 

7. Rantau Bayur 806 4.796 3.990 

8. Sbr Mrg  Telang 1.001 4.001 3.000 

 

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat tulisan 

yang diberi tanda bukti P-9.1 sampai dengan bukti P-9.177, serta saksi Eman 

Satria Hadi, Muh Hatta, dan Esmihardi yang keterangannya sebagaimana 

termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara;  

 Termohon membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan dalil 

bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti 

T-9 SUMSEL I.1 sampai dengan T-9 SUMSEL I.8, dan bukti tambahan bukti     

T-9 SUMSEL 1.1 sampai dengan bukti bukti  T-9 SUMSEL 1.26, serta 

mengajukan saksi Badri, Abu Sofyan, dan Ahmad Maher yang keterangannya 

sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;   

Pihak Terkait (Partai Hanura)  mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi 

tanda  PT-10.01 sampai dengan bukti PT-10.232, serta saksi Rizal Syamsul, 

Arfah, dan Rico Prasetya yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap 

pada bagian Duduk Perkara;  

Adapun Pihak Terkait (PKS) mengajukan saksi Suhada, Ari Oktarudi, dan 

Leo Antra Yopi yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian 

Duduk Perkara; 

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti para pihak, 

keterangan tertulis Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan serta 
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berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan 

fakta sebagai berikut: 
Kota Palembang 
- Berdasarkan Form Model DA-1 untuk rekapitulasi tingkat kecamatan dan 

Form Model DB-1 untuk rekapitulasi untuk tingkat Kota Palembang  yang 

dimiliki oleh oleh Panitia Pengawas Kota Palembang maka perolehan suara 

Partai Persatuan Pembangunan, beserta dengan calon anggota legislatifnya 

adalah sebagai berikut:   
1. Kecamatan Ilir Timur II 

 

No. 

 

Peserta Pemilu 

Perolehan Suara 

Menurut DA-1 Menurut DB 

Suara Partai PPP 1426 1426 

1 H. Ahmad Yani 2186 2186 

2. Citra Dewi, SH 297 297 

3. Drs. H. Azhari AS. MH 163 163 

4. Sri Herlina, Sp 66 66 

5. H. Ibrahim Murod  81 81 

6. Tri Susanti, SE 16 16 

7. Syahril Kholil, S.PD 91 91 

8. Herdiansyah, SH 38 38 

Jumlah Keseluruhan  4364 4364 

2.  Kecamatan Kemuning 

 

No. 

 

Peserta Pemilu 

Perolehan Suara 

Menurut DA-1 Menurut DB 

Suara Partai PPP 492 492 

1 H. Ahmad Yani 1191 1191 

2. Citra Dewi, SH 84 84 

3. Drs. H. Azhari AS. MH 364 364 

4. Sri Herlina, Sp 65 65 

5. H. Ibrahim Murod 32 32 

6. Tri Susanti, SE 18 18 

7. Syahril Kholil, S.PD 17 17 

8. Herdiansyah, SH 25 25 
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Jumlah Keseluruhan  2288 2288 

3. Kecamatan Plaju 

 

No. 

 

Peserta Pemilu 

Perolehan Suara 

Menurut DA-1 Menurut DB 

Suara Partai PPP 384 384 

1 H. Ahmad Yani 623 623 

2. Citra Dewi, SH 453 453 

3. Drs. H. Azhari AS. MH 70 70 

4. Sri Herlina, Sp 33 33 

5. H. Ibrahim Murod 224 224 

6. Tri Susanti, SE 68 68 

7. Syahril Kholil, S.PD 39 39 

8. Herdiansyah, SH 33 33 

Jumlah Keseluruhan  1927 1927 

4. Kecamatan Seberang Ulu I 

 

No. 

 

Peserta Pemilu 

Perolehan Suara 

Menurut DA-1 Menurut DB 

Suara Partai PPP 1089 1089 

1 H. Ahmad Yani 1715 1715 

2. Citra Dewi, SH 431 431 

3. Drs. H. Azhari AS. MH 301 301 

4. Sri Herlina, Sp 80 80 

5. H. Ibrahim Murod 123 123 

6. Tri Susanti, SE 55 55 

7. Syahril Kholil, S.PD 91 91 

8. Herdiansyah, SH 43 43 

Jumlah Keseluruhan  3928 3928 

5. Kecamatan Seberang Ulu II 

 

No. 

 

Peserta Pemilu 

Perolehan Suara 

Menurut DA-1 Menurut DB 

Suara Partai PPP 973 973 
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1 H. Ahmad Yani 1037 1037 

2. Citra Dewi, SH 243 243 

3. Drs. H. Azhari AS. MH 117 117 

4. Sri Herlina, Sp 43 43 

5. H. Ibrahim Murod 164 164 

6. Tri Susanti, SE 251 251 

7. Syahril Kholil, S.PD 49 49 

8. Herdiansyah, SH 102 102 

Jumlah Keseluruhan  2979 2979 

 
- Bahwa dari hasil perolehan suara pada tabel  tersebut di atas tidak ada 

jumlah perolehan suara yang berubah baik untuk perolehan suara partai 

maupun untuk perolehan suara caleg PPP; 

- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, memang 

sebelum rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Palembang, 

salah satu partai politik peserta Pemilu yaitu Gerindra mengajukan 

keberatan dan melapor ke Panwaslu Kota Palembang. Namun setelah 

dilakukan penelitian oleh Panwaslu, ternyata keberatan tersebut tidak 

terbukti.  

- Berdasarkan  fakta hukum di atas,  menurut Mahkamah, dalil Pemohon 

adanya perbedaan perolehan suara di Kota Palembang dari beberapa 

kecamatan tidak beralasan menurut hukum;   

Kabupaten Musi Rawas 

Bahwa Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan bertanggal 2 Juni 

2014, yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2014 yang pada 

pokoknya mengemukakan sebagai berikut: 

- Bawaslu melalui surat Nomor 0478/Bawaslu/V/2014, bertanggal 2 Mei 

2014, telah memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Musi 

Rawas untuk melakukan rekapitulasi ulang di Kabupaten Musi Rawas 

dengan mengacu kepada Form C-1 Plano berhologram di seluruh PPS di 

wilayah Kabupaten Musi Rawas; 
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- KPU Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan rekapitulasi ulang 

terhadap hasil perolehan suara peserta Pemilu di tingkat desa/kelurahan 

dengan mengacu pada Form C-1 Plano berhologram di seluruh PPS di 

wilayah Kabupaten Musi Rawas; 

- Bahwa KPU Sumatera Selatan telah menonaktifkan KPU Kabupaten Musi 

Rawas dan mengambil alih tugas-tugasnya dalam proses rekapitulasi 

penghitungan suara ulang perolehan suara partai politik dan calon 

anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten Musi Rawas 

pada seluruh PPS di Kabupaten Musi Rawas; 

- Terdapat kesepakatan membuka kotak suara sebanyak 1.244 kotak 

untuk mengambil dan mengumpulkan Form C-1 Plano yang akan 

digunakan   untuk rekapitulasi penghitungan suara ulang; 

- Pembukaan kotak suara untuk mengambil Form C-1 Plano dengan cara 

memotong kunci kotak yang tersegel dengan alat pemotong besi yang 

disaksikan oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan dan anggota, 

semua saksi parpol, Panwaslu Kabupaten Musi Rawas, dan Kapolres 

Musi Rawas, yang diawali dengan membuka kotak suara dari Kecamatan 

Rawas Ilir, kemudian dilanjutkan dengan kecamatan lainnya; 

- Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara ulang untuk calon 

Anggota DPR RI  telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan berdasarkan rekomendasi Bawaslu RI, dengan 

menggunakan dokumen Form C-1 Plano ataupun Form C-1 yang dimiliki 

oleh Panwas untuk TPS-TPS yang Form C-1 Plano-nya tidak ada lagi; 

b. Bahwa Termohon dalam keterangan tertulisnya pada pokoknya 

mengemukakan bahwa KPU Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan 

rekomendasi Bawaslu  telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara 

ulang terhadap hasil perolehan suara peserta Pemilu di tingkat desa/ 

kelurahan dengan mengacu pada Form C-1 Plano berhologram di seluruh 

PPS di wilayah Kabupaten Musi Rawas;   

c. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan KPU Provinsi Sumatera 

Selatan pada pokoknya mengemukakan oleh karena waktu yang terlalu 

mendesak, maka KPU Provinsi Sumatera Selatan baru 83 persen 

melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan rekapitulasi 

penghitungan suara ulang;       
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d. Bawaslu RI telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 10 Juni 2014, 

yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya 

mengemukakan bahwa penghitungan ulang berdasarkan rekomendasi 

Bawaslu tidak dijalankan secara maksimal dan sempurna karena ada 32 

Form C-1 Plano DPR RI  yang hilang dengan rincian: 

- Kecamatan Selangit sebanyak 15 lembar C-1 Plano DPR RI; 

- Kecamatan Sumber Harta sebanyak 7 lembar C-1 Plano DPR RI; 

- Kecamatan Tuah Negeri sebanyak 10 lembar C-1 Plano DPR RI; 

 

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah 

keterangan yang disampaikan oleh ketiga institusi tersebut mengenai 

pelaksanaan rekomendasi Bawaslu di atas, yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi 

Sumatera Selatan, dan KPU Provinsi Sumatera Selatan terdapat perbedaan 

yang substansial. Bawaslu menerangkan, terdapat Form C-1 Plano DPR RI 

yang hilang sebanyak 32 dari tiga kecamatan sebagaimana tersebut di atas. 

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan, KPU Provinsi Sumatera 

Selatan yang mengambil alih pelaksanaan rekomendasi Bawaslu telah 

melaksanakan rekapitulasi ulang terhadap hasil perolehan suara peserta Pemilu 

di tingkat desa/kelurahan dengan mengacu pada Form C-1 Plano berhologram 

di seluruh PPS di wilayah Kabupaten Musi Rawas dengan membuka kotak 

suara sebanyak 1.244 kotak. KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam 

persidangan tanggal 2 Juni 2014 pada pokoknya menerangkan bahwa 

pelaksanaan rekomendasi Bawaslu RI untuk penghitungan ulang tersebut 

paling banyak 83%, dengan tidak menyebut Form C-1 Plano mana dari 83% 

tersebut, atau pun sisanya. Dengan demikian, bahwa KPU Provinsi telah 

melaksanakan rekomendasi Bawaslu, akan tetapi tidak meyakinkan kepada 

Mahkamah bahwa pelaksanaan rekomendasi tersebut telah sesuai dengan isi 

rekomendasinya, sehingga Mahkamah tidak memperoleh kepastian hukum 

untuk mengambil putusan yang adil mengenai sengketa ini. Oleh karena itu 

untuk memperoleh kepastian hukum dalam rangka pengambilan keputusan 

yang adil Mahkamah berpendapat penghitungan suara ulang sebagaimana 

rekomendasi Bawaslu tersebut perlu diulang kembali untuk tiga kecamatan 

tersebut yang C-1 Plano tidak ada berdasarkan bukti hasil penghitungan suara 

yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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Kabupaten Banyu Asin: 

- Dari 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyu Asin ada 2 Kecamatan 

yang Form DA-1 nya bermasalah yaitu Kecamatan Banyuasin III dan 

Kecamatan Rantau Bayur. PPK Banyuasin III menyerahkan dua jenis  DA-1 

yang  berbeda kepada Komisi Pemilihan Umum dan saksi Partai Politik. Form 

Model DA-1 yang diserahkan PPK kepada Komisi Pemilihan Umum telah 

mengalami perubahan pada salah satu caleg DPR RI Partai PPP. Perubahan 

ini dilakukan oleh dua orang oknum PPK Banyuasin III, tetapi kemudian 

diklarifikasi oleh tiga orang PPK Banyuasin III yang dibuktikan dengan surat 

pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PPK Banyuasin III bahwa 

DA-1 yang valid sesuai dengan hasil rekapitulasi di Tingkat Kecamatan 

adalah Form DA-1 PPK Banyuasin III yang diserahkan kepada saksi Partai 

Politik dan Panwaslu;     

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan beberapa Pengawas Kecamatan bila 

disandingkan dengan DA-1 PPK beberapa kecamatan maka hasil rekapitulasi 

penghitungan suara untuk Partai Persatuan Pembangunan tidak ada 

perubahan seperti tabel berikut ini: 

1. Kecamatan Banyuasin III 
 

No Nomor/Nama Partai dan Calon 
Perolehan Suara  

DA.1 PPK 
 

Panwascam 
Banyuasin III 

 
9 Partai Persatuan Pembangunan 257 257 
1 H. Ahmad Yani, S.H.MH. 1.511 1.511 
2 Citra Dewi, S.H 127 127 
3 Drs. H. Azhari As, MH. 154 154 
4 Sri Herlina, S.P 124 124 
5 H. Ibrahim Murod, S.H 40 40 
6 Tri Susanti, S.E 22 22 
7 Syahril Kholil, S.Pdi 62 62 
8 Herdiansyah, S.H 32 32 

Jumlah Suara Sah dan Suara Calon 2.329 2.329 

2. Kecamatan Betung 

No Nomor/Nama Partai dan 
Calon 

Perolehan Suara 
DA-1 

PPK Betung 
 

Panwascam 
Betung 

 
9 Partai Persatuan 

Pembangunan 
314 314 

1 H. Ahmad Yani, S.H.MH. 955 955 
2 Citra Dewi, S.H 49 49 
3 Drs. H. Azhari As, MH. 32 32 
4 Sri Herlina, S.P 34 34 
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5 H. Ibrahim Murod, S.H 13 13 
6 Tri Susanti, S.E 6 6 
7 Syahril Kholil, S.Pdi 7 7 
8 Herdiansyah, S.H 16 16 

Jumlah Suara Sah dan Suara 
Calon 

1.426 1.426 

3. Kecamatan Banyuasin II 

No Nomor/Nama Partai dan Calon 
Perolehan Suara 

DA-1 PPK 
Banyuasin II  

Panwaslu 
Banyuasin II 

 
9 Partai Persatuan Pembangunan 117 117 
1 H. Ahmad Yani, S.H.MH. 141 141 
2 Citra Dewi, S.H 20 20 
3 Drs. H. Azhari As, MH. 9 9 
4 Sri Herlina, S.P 11 11 
5 H. Ibrahim Murod, S.H 8 8 
6 Tri Susanti, S.E 12 12 
7 Syahril Kholil, S.Pdi 24 24 
8 Herdiansyah, S.H 12 12 

Jumlah Suara Sah dan Suara Calon 354 354 

4. Kecamatan Makarti Jaya 

No Nomor/Nama Partai dan Calon 

Perolehan Suara 
DA-1 
PPK 

Makarti 
Jaya 

Panwascam Makarti  
 

9 Partai Persatuan Pembangunan 285 285 
1 H. Ahmad Yani, S.H.MH. 413 413 
2 Citra Dewi, S.H 19 19 
3 Drs. H. Azhari As, MH. 39 39 
4 Sri Herlina, S.P 13 13 
5 H. Ibrahim Murod, S.H 74 74 
6 Tri Susanti, S.E 7 7 
7 Syahril Kholil, S.Pdi 6 6 
8 Herdiansyah, S.H 27 27 

Jumlah Suara Sah dan Suara Calon 883 883 

5. Kecamatan Muara Padang 

No Nomor/Nama Partai dan 
Calon 

Perolehan Suara 
DA-1 
PPK 

Muara 
Padang 

Panwascam Muara 
Padang 

 

9 Partai Persatuan Pembangunan 79 79 
1 H. Ahmad Yani, S.H.MH. 79 79 
2 Citra Dewi, S.H 14 14 
3 Drs. H. Azhari As, MH. 20 20 
4 Sri Herlina, S.P 12 12 
5 H. Ibrahim Murod, S.H 11 11 
6 Tri Susanti, S.E 5 5 
7 Syahril Kholil, S.Pdi 14 14 
8 Herdiansyah, S.H 12 12 

Jumlah Suara Sah dan Suara Calon 246 246 

 
 
 

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



 
 

371 
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Diunduh dari laman :  www.mahkamahkonstitusi.go.id 

6. Kecamatan Sumber Marga Telang 

No Nomor/Nama Partai dan 
Calon 

Perolehan Suara 
PPK Sumber 

Marga 
Telang 

Panwascam Sumber 
Marga Telang 

(Bukti Panwas BA 7) 
9 Partai Persatuan 

Pembangunan 
337 337 

1 H. Ahmad Yani, S.H.MH. 417 417 
2 Citra Dewi, S.H 22 22 
3 Drs. H. Azhari As, MH. 26 26 
4 Sri Herlina, S.P 26 26 
5 H. Ibrahim Murod, S.H 14 14 
6 Tri Susanti, S.E 75 75 
7 Syahril Kholil, S.Pdi 38 38 
8 Herdiansyah, S.H 46 46 

Jumlah Suara Sah dan Suara 
Calon 

1.001 1.001 

7. Kecamatan Kecamatan Muara Telang 

No Nomor/Nama Partai dan 
Calon 

Perolehan Suara 
DA-1 

PPK Muara 
Telang 

Panwascam Muara 
Telang 

9 Partai Persatuan 
Pembangunan 

936 936 

1 H. Ahmad Yani, S.H.MH. 1.077 1.077 
2 Citra Dewi, S.H 105 105 
3 Drs. H. Azhari As, MH. 62 62 
4 Sri Herlina, S.P 65 65 
5 H. Ibrahim Murod, S.H 27 27 
6 Tri Susanti, S.E 36 36 
7 Syahril Kholil, S.Pdi 150 150 
8 Herdiansyah, S.H 50 50 

Jumlah Suara Sah dan Suara Calon 2.508 2.508 
 

- Dari fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon 

mengenai adanya  perbedaan perolehan suara di beberapa kecamatan di 

Kabupaten Banyuasin tidak terbukti dan beralasan hukum; 

DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kota Palembang 4, Perseorangan (Ropiko); 

[3.15]  Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan 

suara caleg PPP, nomor urut 2, atas nama Desmana Akbar seharusnya 2862 

bukan 3915. Termohon telah melakukan kecurangan untuk memenangkan 

Desmana Akbar dengan cara: 

a. Di TPS 03 Kelurahan I Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, 

KPPS melakukan kecurangan untuk memenangkan caleg PPP atas nama 

Desmana Akbar, yaitu dengan cara  kertas suara yang akan diberikan 

kepada pemilih  dicoblos terlebih dahulu. 
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b. Di TPS 05 Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, DPT 

yang pindah alamat dan wafat  sebanyak 74 orang, namun masih dituliskan 

pemilih hadir ketika Pemilihan berlangsung sebagai tindak Kecurangan dan 

penambahan Suara untuk memenangkan Caleg Desmana Akbar dari PPP, Hj. 

Tuti Malinda dari PBB dan H. Kartak, Sas dari PKB. Dengan cara kertas Surat 

Suara telah dicoblos terlebih dahulu oleh Petugas KPPS sebelum di berikan 

kepada Pemilih.  

c. Berdasarkan Penghitungan Suara Ulang tanggal 15 April 2014 pada TPS 06 

Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I perolehan suara Desmana Akbar 

dari perhitungan awal sejumlah 265 suara menjadi 42 suara, hal demikian 

adanya indikasi kecurangan dan penambahan suara sejumlah 223 suara. 

Adapun Perolehan suara Pemohon  pada saat perhitungan suara ulang   

mengalami kenaikan sejumlah 16 suara dari 2 suara menjadi 18 suara. 

d. Di TPS 09 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Petugas KPPS pada 

saat melakukan penghitungan suara,  menunjukkan surat suara kepada saksi-

saksi sangat cepat seolah-olah ada yang ingin ditutupi atas surat suara 

sehingga tidak kelihatan jelas caleg dan nama partai yang dicoblos, namun 

petugas KPPS yang membacakan surat suara yang dicoblos menyebutkan 

kepada Desmana Akbar Caleg PPP DPRD kota Palembang; 

e. Di TPS 10 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I terdapat   penambahan 

data; 

f. Di  TPS 11 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Petugas KPPS saat 

penghitungan suara, menunjukkan surat suara kepada saksi-saksi sangat cepat 

seolah-olah ada yang ingin ditutupi atas surat suara sehingga tidak kelihatan 

jelas caleg dan nama partai yang dicoblos, namun petugas KPPS yang 

membacakan surat suara yang dicoblos menyebutkan kepada Desmana Akbar 

Caleg PPP DPRD kota Palembang.  

g. Di TPS 13 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I telah terjadi intimidasi 

dan pemaksaan masyarakat untuk mencoblos Desmana Akbar oleh Ketua RT. 

14, Soleh;  

h. Di TPS 14 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I telah terjadi intimidasi 

dan pemaksaan masyarakat untuk mencoblos Desmana oleh Ketua RT. 14 sdr 

Soleh; 
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i. Di TPS 26 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I,  pada saat saksi Partai 

makan siang, petugas KPPS mencoblos sendiri surat suara label warna hijau 

dan biru dalam jumlah yang banyak dan berulang-ulang memasukkan surat 

suara ke kotak suara, untuk memenangkan caleg PPP Nomor  urut 2 (dua), 

DESMANA AKBAR, dan caleg Partai PKB Nomor urut 1 (satu) H. Kartak, Sas, 

dengan penambahan suara sebanyak 100 suara untuk DESMANA AKBAR; 

j. Di TPS 29 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I, petugas KPPS 

mencoblos sendiri surat suara sebelum diberikan ke pemilih untuk dengan 

mencoblos Caleg Desmana Akbar, dan pemilih diinstruksikan supaya tidak 

mencoblas lagi langsung dimasukkan ke kotak suara. 

k. Di TPS 07 Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I petugas KPPS 

menuntun pemilih  ke bilik suara  dan mencoblos sendiri kertas suara karena 

pemilih sudah diberi uang sebanyak Rp. 50.000,- oleh Desmana Akbar maka 

pemilih harus memilih Desmana Akbar;  

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan 

yang diberi tanda bukti P-9.1 sampai dengan bukti P-9.53, serta saksi Rusmini, 

Alimul Hakim, dan Mulhak, yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap 

pada bagian Duduk Perkara; 

Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti 

surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-9-Kota Palembang-Dapil-4.1  sampai 

dengan bukti T-9-Kota Palembang-Dapil-4.15, dan T-9-Kota Palembang-Dapil-

4.16 sampai dengan bukti T-9-Kota Palembang-Dapil-4.20;  

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, 

dan bukti Pemohon, Pemohon tidak membuktikan dengan alat bukti yang 

meyakinkan Mahkamah mengenai adanya kecurangan  oleh Termohon di 

beberapa TPS seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Lagipula dari keterangan 

tertulis Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang diterima oleh Mahkamah pada 

tanggal 3 Juni 2014  pada pokoknya menerangkan bahwa dari data yang 

dimiliki Panwaslu Kota Palembang yaitu Form Model C-1 KWK, Form Model D-

1, dan Form Model DA-1  suara Pemohon tidak ada perbedaan, penambahan 

dan pengurangan. Hanya ada 2 TPS  yaitu TPS 5 dan TPS 6 Kelurahan Ulu I 

yang dilaporkan dan sebagai temuan Panwaslu Kota Palembang, namun 

permasalahan di kedua TPS tersebut telah diselesaikan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Proses pemungutan suara dan rekapitulasi 
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penghitungan suara baik di TPS, PPS, dan PPK  serta  di KPU Kota Palembang 

sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan, 

tidak ada sanggahan dan keberatan dari semua saksi di semua tingkatan.  

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon tidak 

beralasan hukum; 

DPRD Kabupaten/Kota  Dapil Muara Enim  1 perseorangan (Syaipul Bahri)  

[3.16] Bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk 

Perkara pada pokonya mendalilkan ada perbedaan perolehan suara sebagai 

berikut: 
Seli
sih 

No. Nama Calon Anggota 
DPRD Kabupaten/Kota 

Perolehan Suara 

 Termohon Pemohon 
(+) 5 (1) PPP 741 746 
(-) 
781 

 1. H. Marsito 1.753 972 

 
(+) 5 

 2. Ivand Dessy 
Andreanto,SH 

442 447 

(+) 1  3. Meiyana, SH    205 206 
0  4. Zil  Pasihi    791 791 
0  5. Subran  Dul Hoteh    454  454 
0  6. Wiwin Mismiani  149 149 

0  7. M.Yusuf Y,SH   90    90 
(+) 1  8. Novita Lestari, Spd   42    43 
0  9. Syaipul Bahri 1.149 1.149 
0 10. Nuzlul Amri   478   478 

 

Dari perbedaan seperti tabel tersebut di atas, Pemohon mendalilkan terjadi 

kecurangan yang dilakukan oleh Termohon sebagai berikut: 
I. Desa Penang Jaya, Kecamatan Gunung Megang 

a. Di TPS 2 jumlah suara sah seluruh partai dan calon menurut  Lampiran 

Model C-1 sebanyak 371, namun menurut Model D-1 sebanyak 372. 
b. Di TPS 3 Pengguna Hak pilih dalam daftar pemilih khusus (DPK) 

Perempuan yang seharusnya sebanyak 3 suara, sedangkan di Form 

Model D1 sebanyak 1 suara berpengaruh dengan jumlah surat suara 

sah yang digunakan yang seharusnya 405 suara, sedangkan di Form 

Model D1 sebanyak 403 suara, dan juga berpengaruh dengan jumlah 

surat suara yang tidak di gunakan dalam Model D1 sebanyak 103 suara 
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yang seharusnya 101 suara, ada selisi 2 suara yang masuk ke 

perolehan suara H.Marsito; 
c. Di TPS 4  pada  Form Model C-1  jumlah suara tidak sah sebanyak 19 

suara, namun pada Model D1 sebanyak 12 suara, yang  berpengaruh 

dengan jumlah suara sah seluruh partai politik di Form Model D-1 

sebanyak 285 suara, yang seharusnya sebanyak 278 suara, suara 

tersebut masuk ke perolehan suara  H. Marsito Caleg Nomor Urut 1 

sebanyak 7 suara. 
d. Di TPS 5 Jumlah suara sah partai politik dan calon pada lampiran Model 

C1 sebanyak 307 suara, namun  di Form Model D-1 sebanyak 305 ada 

penambahan suara sebanyak 2 suara, dan perolehan suara tersebut 
masuk ke perolehan suara  H. Marsito, sehingga berpengaruh dengan 

jumlah suara sah partai politik;  
e. Di TPS 8 Jumlah suara sah partai politik pada Form  lampiran Model C1 

sebanyak 356 suara, namun form Model D1 sebanyak 362 suara, ada 

selisih sebanyak 6 suara yang masuk ke perolehan suara H. Marsito; 
II. Kecamatan Gunung Megang, Desa Penanggiran: 

a. Di TPS 1 terdapat Penebalan di jumlah suara sah Partai Politik dan 

Calon di Partai Persatuan Pembangunan, dan terdapat Perbedaan 

Tanda tangan Petugas KPPS;   
b. Di TPS 2  Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dalam  

Form Model C1, pemilih  laki-laki sebanyak 204 suara, namun di Form 

Model D1 sebanyak 254 suara, ada penambahan  sebanyak 50 suara  
c. Di TPS 3 jumlah seluruh pengguna hak pilih di Form Model C1 

sebanyak 316 suara,  namun di Model D1 sebanyak 376 suara terdapat 

penambahan suara sebanyak 60 suara yang masuk ke perolehan suara  

H.Marsito, dan jumlah surat suara yang tidak digunakan di Form Model 

C1 sebanyak 93, namun form Model D1 sebanyak 91 suara, ada 

Penambahan suara sebanyak  2 suara, yang masuk ke perolehan suara 

H.Marsito;  
d. Di TPS 4, jumlah pemilih di Form Model C1 sebanyak 436 suara,  di 

Form Model D-1 sebanyak 496 suara,  ada penambahan  sebanyak 60 

suara, yang  masuk ke H.Marsito.  Sehinga berpengaruh ke Form 

Model DA-1 dan Form Model DB-1, serta  kepada  jumlah surat suara 
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yang tidak di terima termasuk cadangan 2% ( 2+3+4) sebanyak 440 

suara; 
e. Jumlah sauara sah seluruh partai politik dan calon pada Lampiran 

Model C1 sebanyak 364 suara,  namun pada Lampiran C-1 lain 

sebanyak 365 suara  (Lampiran Model C1) Ganda, sehinga 

berpengaruh Form Model D-1,  dan Model DA-1), serta  Model DB-1, 

terdapat  penambahan suara  sebanyak 1 suara; 
f. Di TPS 6, terdapat Perbedaan tanda tangan Petugas KPPS dan 

tedapat  banyak Penebalan angka-angka,  Perbedaan angka-angka,  

Perbedaan tanda tangan saksi-saksi Partai Politik,  dan kesalahan 
jumlah angka dan huruf cetak di jumlah suara sah Partai dan Calon di 

Partai Persatuan Pembangunan;   
g. Di TPS 7, pada Form Model C1 Pemilih khusus tambahan (DPKTb) 

/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainya. Data pemilih sebanyak 17 

sedangkan pengguna hak pilih sebanyak 7, ada perbedaan sebanyak 

10 surat suara sehinga berpengaruh pada Form Model D-1 dan Form 

Model DA-1 serta Form Model DB-1. Perbedaan perolehan suara 

sebanyak 10 suara tersebut   masuk ke perolehan suara H. Marsito;  
h. Pada lampiran Model C1 jumlah suara sah partai politik dan calon 

sebanyak 198 suara, namun Form Model C1 sebanyak 186 suara. Ada 

penambahan sebanyak 12 suara yang masuk ke perolehan suara  
H.Marsito, sehinga berpengaruh Form Model D-1, Model   DA-1) dan 

Model DB-1. Pada Lampiran Form  Model C1 sebanyak 198 suara di 

tambah jumlah suara tidak sah sebanyak 10 suara,  jumlah seluruh 

suara sah dan tidak sah seharusnya sebanyak 208 suara, sehinga 

berpengaruh pada Form Model D-1, Model DA-1, dan Model DB-1.  
Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang 

diberi tanda buti P-9.1 sampai dengan bukti P-9.26, serta saksi Saiful Bahri yang 

keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara; 

Terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah dengan mengajukan bukti 

yang diberi tanda bukti T-9 ME1.1 sampai dengan bukti T-9 ME1.20; 

Setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon dan Termohon secara 

saksama, Pemohon tidak membuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan 

Mahkamah, karena dari bukti yang diajukan Pemohon berupa Formulir C-1 tidak 
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membuktikan ada penambahan suara caleg atas nama Marsito seperti yang 

diuraikan dalam Tabel yang dibuat oleh Pemohon seperti tersebut di atas.  

Lagipula berdasarkan keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, 

yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan 

suara di tingkat KPU Kabupaten Muara Enim telah dilakukan perbaikan sesuai 

dengan keinginan Pemohon yang dilakukan oleh Ketua Panwaslu Kabupaten 

Muara Enim, yaitu mengembalikan lima suara perolehan suara Caleg Marsito ke 

perolehan suara partai, dan pada saat itu permasalah yang dipersoalkan oleh 

Pemohon sudah dianggap selesai yang kemudian disetujui dan dan diparaf oleh 

saksi Partai Persatuan Pembangunan, Hastomo. Dengan demikian berdasarkan 

pertimbangan tersebut dalil Pemohon tidak beralasan hukum; 

4. KONKLUSI 

 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di 

atas, Mahkamah berkesimpulan: 

[4.1]   Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 

[4.2]  Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 

permohonan a quo kecuali permohonan untuk DPRD Provinsi Dapil 
Sumsel 8, dan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Palembang 3 tidak memiliki 

kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; 

[4.3]  Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh 

peraturan perundang-undangan; 

[4.4]   Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; 

[4.5]  Permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Sumatera Selatan I akan 

diputus setelah pelaksanaan putusan sela; 

[4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan 

selebihnya; 

 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5316); 

5. AMAR PUTUSAN  

Mengadili, 

Menyatakan, 
Permohonan Pemohon DPRD Provinsi Dapil Sumsel 8, dan DPRD 

Kabupaten/Kota Dapil Palembang 3 tidak dapat diterima; 

Dalam Eksepsi 
Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait; 

Dalam Pokok Permohonan 
Sebelum menjatuhkan putusan akhir terhadap permohonan Pemohon untuk DPR 

RI Dapil Sumatera Selatan I, menjatuhkan putusan sela; 

1. Menunda berlakunya/pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, 

bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang mengenai DPR RI Dapil Sumatera Selatan 

I; 

2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk 

melaksanakan penghitungan suara ulang di semua TPS di tiga kecamatan, 

yaitu Kecamatan Selangit, Kecamatan Sumber Harta, dan Kecamatan Tuah 

Negeri, Kabupaten Musi Rawas yang Form C-1 Plano-nya tidak ada dengan 

mempergunakan bukti hasil penghitungan suara sah yang ada menurut 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu paling lama 10 

hari sejak putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum; 

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, dan Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas untuk mengawasi 

pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar 

angka 2 tersebut di atas sesuai dengan kewenangannya masing-masing; 

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, dan Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas untuk melaporkan 

pelaksanaan amar angka 2 dan angka 3 tersebut di atas sesuai dengan 

kewenangannya masing-masing dalam waktu paling lama 2 hari setelah 

pelaksanaan amar angka 2; 

5. Memerintahkan Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk 

mengamankan pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana amar 

putusan ini sebagaimana mestinya;  

6. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 

   Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 

sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap 

Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto,  Maria Farida Indrati,  

Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, 
masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, 
bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno 

Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh, 
bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan Pukul 10.44 WIB, 

oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap 

Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Maria Farida Indrati,  

Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams,  

dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh 

Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya. 
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KETUA, 

ttd. 

Hamdan Zoelva 

ANGGOTA-ANGGOTA, 

ttd. 

Arief Hidayat 

ttd. 

Ahmad Fadlil Sumadi  

ttd. 

Aswanto 

ttd. 

Maria Farida Indrati  

ttd. 

Anwar Usman  

ttd. 

Muhammad Alim 

ttd.  

Patrialis Akbar 

ttd.  

Wahiduddin Adams 

PANITERA PENGGANTI, 

ttd. 

Saiful Anwar 
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